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PENDAHULUAN 


Ng 


ukum Islam adalah hukum yang dibangun berda- 
H pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an dan 
Sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang 
berlaku secara universal—kompatibel pada setiap zaman (waktu) 
dan makan (ruang) manusia. Universalitas hukum Islam ini 
sebagai turunan langsung dari hakikat Islam sebagai agama 
universal, yakni agama yang substansi ajarannya tidak dibatasi 
oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua 
orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun. 
Seperti diketahui, istilah “Hukum Islam” merupakan isti- 
lah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islami, atau 
yang dalam konteks tertentu disebut sebagai asy-syari'ah al- 
islamiyyah. Istilah ini, dalam literatur Barat, dikenal dengan 
idiom Islamic Law, yang secara harfiah berarti hukum Islam. 
Penjelasan terhadap kata Is/amwic Law ditemukan melalui definisi 
yang lebih padat, yaitu “keseluruhan £hitab Allah yang meng- 
atur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.” Dari 
definisi ini tampak bahwa hukum Islam itu mendekati penger- 
tian syariat Islam.' 
Dalam Al-Qur'an dan Sunah, istilah a-hukm alkislami 
memang tidak dijumpai. Al-Qur'an dan Sunah sama-sama 
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memakai istilah asy-syari'ah, yang dalam penjabarannya kemu- 
dian lahir istilah a/figh (Indonesia: fikih). Pada titik inilah kita 
berpendapat bahwa hukum Islam adalah “seperangkat norma 
hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu 
Allah, Sunah rasul-Nya, dan ijtihad para u/i-amri”” Wahyu Allah 
yang tertuang dalam Al-Qur'an memuat hukum Islam yang 
utama (as)-syari'ah). Kata asy-syari'ah kemudian dijelaskan, diberi 
contoh, dan dirinci oleh Rasulullah dengan ijtihad-ijtihadnya 
yang berwujud Sunah. Adapun al-figh adalah proses pemaha- 
man terhadap asy-syari'ah, yang tidak terlepas dari situasi dan 
kondisi sosial masyarakat. 

Sebagai sumber pertama hukum Islam, Al-Qur'an memu- 
at ajaran-ajaran hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, 
hukum tata negara, hukum acara, hukum perburuhan, hukum 
ekonomi, hukum sosial, dan hukum internasional. Ketentuan- 
ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Qur'an tersebut 
dilengkapi, dirinci, dan dijelaskan dengan Sunah Rasul, dan 
dikembangkan dengan ijtihad ulama, keputusan pemerintah, 
dan ijtihad hakim dalam ranah yurisprudensi.” 


A. Keadilan dalam Al-Qur'an 

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang diserap dari 
kata berbahasa Arab ‘adl. Secara literal, kata adl adalah bentuk 
masdar dari kata kerja ‘adala - ya'dilu - adlan - wa ‘udülan - wa 
tadālatan Sx - Vtg Vie — Jak — Ja. Kata kerja ini berakar 
pada huruf-huruf “ain, dal, dan lam, yang makna pokoknya 
adalah al-istiwa' (posisi lurus) dan ali wijaj (posisi bengkok). Jadi, 
rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang ber- 
tolak belakang, yakni “lurus” atau “sama,” dan “bengkok” atau 
“berbeda.” Dari makna pertama, kata ‘adl berarti “menetapkan 
hukum dengan benar.” Jadi, orang yang ‘ad! adalah dia yang 
berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan standar yang 
sama, bukan standar ganda. “Persamaan” itulah yang merupa- 
kan makna asal dari kata adi, yang menjadikan pelakunya tidak 
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berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang 
berselisih. Pada dasarnya, orang yang 'ad/ selalu berpihak pada 
kebenaran, karena pihak yang benar dan yang salah sama-sama 
harus memeroleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan 
sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.” 

Menurut al-Asfahani, kata 'ad/ berarti “memberi pemba- 
gian yang sama.” Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata 
ad! dengan “sikap proporsional yang tidak berlebihan (ifa? 
dan tidak kekurangan (tafri).” Ada juga yang mengartikan ‘adl 
dengan “memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang 
terdekat.” Pendapat yang disebut terakhir ini mirip dengan 
pendapat al-Maragi yang memaknai 'ad/ sebagai “menyampai- 
kan hak kepada pemiliknya secara efektif.” 

Kata 'ad/ dan detivatnya terulang sebanyak 28 kali dalam 
Al-Qur'an. Kata 'ad/ dalam bentuk aslinya disebutkan sebanyak 
13 kali, yakni pada surah al-Bagarah/2: 48, 123, dan 282 (dua 
kali), an-Nisa'/4: 58, al-Ma'idah/5: 95 (dua kali) dan 106, al- 
An'am/6: 70, an-Nahl/16: 76 dan 90, al-Hujurat/49: 9, serta 
at-Talāg/65: 2. 

Kata 'ad/ dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang 
beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengaki- 
batkan keragaman makna 'ad/ itu sendiri. Menurut penelitian M. 
Quraish Shihab, kata 'a4/ sedikitnya mempunyai empat makna 
berbeda. 

Pertama, adi yang berarti “sama.” Pengertian ini yang 
paling banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, antara lain pada 
surah an-Nisa'/4: 3, 58, 129; asy-Syura/42: 15; al-Ma'idah/5: 8, 
an-Nahl/16: 76, 90, dan al-Hujurat/49: 9. Yang dimaksud 
dengan “sama” atau “persamaan” yang dilafalkan dengan kata 
ad! pada ayat-ayat tersebut adalah persamaan dalam persoalan 
hak. Dalam an-Nisa'/4: 58, misalnya ditegaskan, wa ižā hakam- 
tum bainan nasi an tahkumū bil-'adi—apabila kamu menetapkan 
hukum di antara manusia, tetapkanlah dengan adil. Kata 'ad/ 
pada ayat ini biasa diartikan “sama,” yang mencakup sikap dan 
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perlakuan hakim ketika proses pengambilan keputusan berja- 
lan. Artinya, ayat ini menuntut hakim untuk menempatkan 
pihak-pihak yang berperkara dalam posisi yang sama, misalnya 
tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa penye- 
butan gelar kehormatan), keceriaan mimik wajah, kesungguhan 
mendengarkan, dan sebagainya, yang termasuk dalam proses 
pengambilan keputusan. 

Menurut al-Baidawi, kata 'ad/ bermakna “berada di per- 
tengahan dan mempersamakan.” Pendapat yang sama dikemu- 
kakan oleh Rasyid Rida. Menurutnya, keadilan yang diperintah- 
kan pada ayat ini dikenal oleh pakar bahasa Arab, dan bukan 
berarti menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah pasti di 
dalam agama. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Qutb 
menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanu- 
siaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini berimplikasi bahwa 
manusia mempunyai hak yang sama oleh karena kesamaan 
status sebagai manusia. Dengan begitu, keadilan adalah hak 
setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifat 
ini menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan. 

Kedua, 'ad/ yang berarti “seimbang.” Arti ini ditemukan 
dalam surah al-Ma'idah/5: 95 dan al-Infitar/82: 7. Pada ayat 
yang disebutkan terakhir dinyatakan, alagi khalagaka fasawwaka 
Ja'adalak—Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempur- 
nakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seim- 
bang. M. Ouraish Shihab menjelaskan, keseimbangan ditemu- 
kan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam 
bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan 
kadar tertentu terpenuhi dalam tiap bagiannya. Dengan terhim- 
punnya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat bertahan 
dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Jadi, seandainya 
ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang 
dari kadar atau syarat yang seharusnya maka pasti tidak akan 
terjadi keseimbangan (keadilan). Keadilan dalam pengertian 
“keseimbangan” ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang 
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Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta 
mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu 
tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya meng- 
antarkan kepada pengertian keadilan Ilahi. 

Ketiga, 'ad/ yang berarti “perhatian terhadap hak individu 
dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian 
inilah yang kemudian didefinisikan dengan “menempatkan 
sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya 
melalui jalan yang terdekat.” Lawan kata ad/ dengan makna ini 
adalah gum, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. 
Pengertian ini disebutkan di dalam al-Anam/6: 152, wa iza 
gultum fa'dilū walau kana &a gurbi—dan apabila kamu berkata, 
hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu. 
Pengertian 'ad/ seperti ini pada tahap selanjutnya melahirkan 
apa yang disebut sebagai keadilan sosial. 

Keempat, adi di dalam arti yang dinisbahkan kepada 
Allah. “Adi di sini berarti memelihara kewajaran atas ber- 
lanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan 
perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk 
itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan 
kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa 
rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak tertahan untuk diperoleh 
sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas 
semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki 
sesuatu di sisi-Nya. Di dalam pengertian inilah harus dipahami 
kandungan surah Ali *Imtān/3: 18, yang menunjukkan Allah 
subhanahu wa ta'ala sebagai gd'iman bil-gist (Yang menegakkan 
keadilan). 

Di samping itu, kata adi digunakan juga di dalam berba- 
gai arti, yakni: (1) kebenaran, seperti di dalam al-Bagarah/2: 
282, (2) menyandarkan perbuatan kepada selain Allah atau 
menyimpang dati kebenaran, seperti di dalam an-Nisa'/4: 135, 
(3) tidak membuat sekutu bagi Allah atau tidak memper- 
sekutukan Allah (musyrik), seperti di dalam surah al-An'ām/6: 
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1 dan 150; dan (4) menebus, seperti di dalam surah al-Baqarah- 
/2: 48, 123 dan al-An'ām/6: 70. 
Adl (x) merupakan salah satu a-asma' al-busna, yang 


menunjuk kepada Allah sebagai pelaku. Di dalam kaidah baha- 
sa Arab, apabila kata jadian (wasdar) digunakan untuk menun- 
juk kepada pelaku, maka hal tersebut mengandung arti kesem- 
purnaan. Demikian halnya jika dinyatakan, Allah adalah a/- Adi 
(Ja), maka ini berarti bahwa Dia adalah pelaku keadilan yang 


sempurna. 
Dalam pada itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa 
manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang adi (Je) 


ini—setelah meyakini keadilan Allah—dituntut untuk me- 
negakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak, dan 
dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan perta- 
ma yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sen- 
diri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya 
sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama, 
bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan 
tuntunan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku 
adi, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.” 
Dalam Al-Qur'an, selain kata alad, keadilan juga 
disebut dengan terma a/-gist dan al-migan. Kata al-gist mengan- 
dung arti “bagian” yang wajar dan patut, sehingga pengertian 
sama tidak harus persis sama, tetapi bisa beda bentuk asal 
substansinya sama. Sedangkan kata a-mizan mengandung arti 
seimbang atau timbangan, merujuk pengertian bahwa keadilan 
itu mendatangkan harmoni (tidak jomplang) karena segala 
sesuatu diperlakukan atau ditempatkan sesuai dengan semesti- 
nya. Alam tata surya misalnya, diciptakan Tuhan dengan prinsip 
keseimbangan, wassamd'a rafaaha wa wada'al mizan (ar- 
Rahman/55: 7). Dengan keseimbangan itu maka alam berjalan 
harmoni: siang, malam, kemarau, musim hujan, musim panas, 
musim dingin, gerhana, yang dengan itu manusia bisa menik- 


6 Pendahuluan 


mati keteraturan keseimbangan itu dengan menghitung jam, 
bulan, tahun, cuaca, arah angin dan sebagainya. Dengan kese- 
imbangan (wizan) alam ini, manusia kemudian menyadari ten- 
tang ozon, efek rumah kaca dan sebagainya. 

Demikian juga keseimbangan yang ada pada tata bumi, 
struktur tanah, resapan air, habitat makhluk hidup, kesemuanya 
diletakkan dalam sistem keadilan, yakni sistem yang menempat- 
kan seluruh makhluk dalam satu siklus dimana kesemuanya di- 
perlakukan secara sama, proporsional, dan sepantasnya. 

Semua makhluk hidup sampai yang sekecil-kecilnya dise- 
diakan rezekinya dalam sistem tersebut. Sistem keadilan dan 
harmoni itu membuat semua makhluk memiliki makna atas 
kehadirannya. Kotoran manusia yang oleh manusia dipandang 
najis, menjijikkan, dan membahayakan kesehatannya, ternyata 
ia sangat bermakna bagi ikan gurame di kolam, yang dengan 
menu najis itu ikan gurame menjadi gemuk. Kehadiran ikan 
gurame yang gemuk selanjutnya menjadi sangat bermakna bagi 
manusia, karena dibutuhkan gizinya. 

Allah menciptakan dan mengelola alam ini dengan 
keadilan sebagai sunnatullah, maka Allah pun menerapkan prin- 
sip keadilan ini pada kehidupan manusia. Sunnatullah itu bersifat 
pasti dan tidak bisa diganti, oleh karena itu siapa pun yang 
berlaku adil maka dialah yang berhak menerima buahnya beru- 
pa kehidupan yang harmonis. Sebaliknya siapa pun yang 
menyimpang dari prinsip keadilan (zalim) ia akan memetik 
buahnya berupa kehidupan yang disharmoni. 

Sunnatullah berlaku pada alam, pada tubuh manusia, pada 
kehidupan individu manusia, pada kehidupan keluarga, 
kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Oleh karena itu ada perintah untuk berlaku adil meski kepada 
diri sendiri, berlaku adil kepada orang yang menjadi tanggung 
jawabnya, dan ada juga keharusan menegakkan keadilan sosial.” 

Sebagaimana diketahui Islam sesungguhnya senantiasa 
mengajak untuk menciptakan suatu tata kehidupan dunia yang 
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damai (ko-eksistensi/ak-ta ayusy as-silm dengan umat dan 
negara lain selama mereka menghormati eksistensi kaum 
muslim. Tata kehidupan damai antarnegara itu harus dibangun 
di atas prinsip keadilan. Di sinilah kita mendapatkan mengapa 
Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi 
dengan umat lain atas dasar keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala 
berfirman: 


Ii nu Ba ag LAI KL LM ee 
PAI PENGIN GS IRI SES 
Le MISA SI ATA io 

Gbin AAN ar aus 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 


mengusir kamu dari kampung balamanmu. Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil. (l-Mumtahanah/60: 8) 


Dalam ayat yang lain, Allah mengulangi lagi kewajiban 
manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, 
walaupun terhadap suatu kelompok atau bangsa yang tidak 
sejalan dalam beberapa kebijakannya. Dengan kata lain, Islam 
mengecam penggunaan “standar ganda” dalam menyikapi 
permasalahan internasional. Islam menuntut untuk tetap berla- 
ku adil meski terhadap musuh sekali pun.” Dalam konteks ini 
dapat ditarik isyarat Al-Qur'an dalam surah al-Mā'idah/5: 8: 


=) GL or A kar 2u NATA , 5 2% A SA An 
rs BLN Ap AP ea GAN 
TB LA KATARA > roi ea gr PI 
Sl YE pa del ds II des OS 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
Janganlah kebencianmu terbadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 
kepada takwa. (al-Ma'idah/ 5: 8) 
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Dalam ayat ini dapat dibentuk suatu “garis hukum” 
dalam aktivitas manusia, yakni larangan kepada orang-orang 
yang beriman untuk bersikap tidak adil karena motivasi 
emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada suatu 
kelompok masyarakat atau negara. Secara a contrario (mafbum 
mukhalafah), ayat ini dapat ditafsirkan pula, manusia dilarang 
bersikap tidak adil karena motivasi emosional yang positif, 
misalnya rasa sayang atau belas kasihan kepada suatu kelompok 
masyarakat atau negara tertentu. Ringkasnya, etika hubungan 
muamalah dalam Islam menuntut setiap pihak menjadi saksi 
yang adil tanpa dipengaruhi oleh suatu perasaan apa pun atau 
karena perbedaan apa pun, kecuali kebenaran.” 


B. Islam dan Kemaslahatan 

Dalam Islam, pelaksanaan tugas kekhalifahan adalah 
sebuah tugas suci yang bernilai ibadah, sebagaimana firman 
Allah dalam surah az-Zariyat/51: 56 yang menyatakan bahwa 
tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada 
Allah. Dengan mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyyah dalam 
al-Ubiidiyyah, Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa ibadah 
adalah suatu terma umum (ism jami‘ ) yang mencakup setiap 
aktivitas yang dicintai dan diridai Allah, baik ibadah yang 
bersifat ritual-vertikal, maupun ibadah yang bersifat muamalah- 
horizontal." 

Dalam kaitannya dengan ibadah muamalah-horizontal 
(interaksi antar sesama manusia dan alam) ini, prinsip yang 
digunakan para hukum Islam adalah “prinsip kebolehan dan 
inovasi baru yang tidak bertentangan nas-nas yang pasti” (al- 
aslu fi-mu'amalat al-ibāhah walibtida”) atau “prinsip berpegang 
pada tujuan (maqasid) dan hikmah hukum” (aLaslu fil 'adat wal- 
mu'āmalūt al-iltifat ilal-ma'ani wal-magasid wal-hikam). Maka dalam 
masalah muamalah ini, ukuran yang dapat dipergunakan untuk 
menilai seseorang telah melaksanakan fungsi istikhlafnya 
dengan baik (islami) adalah terwujudnya kemaslahatan. Inilah 
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sebenarnya yang disinggung oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam 
I'lamul-Muwaggi'in ketika ia menulis, “Maka jika terlihat 
indikator kebenaran (kemaslahatan) yang didukung oleh 
kejernihan akal pikiran sehingga kebenarannya tampak jelas 
ditinjau dari sisi mana pun, maka di situlah sebenarnya terdapat 
syariat, agama, rida dan perintah Allah.”" 

Di tempat lain, Ibnu Gayyim menulis, “Sesungguhnya 
syariat dibangun dan berdasar pada hikmah dan kemaslahatan 
manusia, baik untuk kehidupan dunianya, maupun akhiratnya. 
Karena syariat itu semuanya adil, semuanya rahmat, dan semua- 
nya maslahat serta penuh hikmah. Setiap sesuatu yang melen- 
ceng dari keadilan kepada ketimpangan, dari rahmat kepada 
sebaliknya, dari maslahat kepada mafsadat dan dari hikmah ke- 
pada tak bermakna, maka hal itu tidaklah sesuai dengan syariat, 
meskipun dipaksakan penafsirannya sebagai maslahat.” 

Demikianlah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 
maslahah adalah tujuan dari diturunkannya syariat atau hukum 
Islam, dan antara keduanya tidak akan pernah saling berben- 
turan. Adapun asal kata maslahah, ia terambil dari akar kata 
salaha. Di dalam Al-Qur'an, kata maslahah memang tidak dise- 
but, tetapi kata-kata dari derivat yang sama disebut sebanyak 
180 kali. Penggunaan kata is/ih, misalnya, di dalam Al-Qur'an 
secara umum memberikan petunjuk tidak berfungsinya sesuatu 
sehingga memerlukan perbaikan. Perbaikan itulah yang disebut 
oleh Al-Qur'an sebagai isah, sehingga kata maslahah dapat 
diartikan sebagai bentuk kebaikan yang bersifat altruistik. Oleh 
karena itu, kata ini sering dikontraskan dengan al-fasad 
(kerusakan) sebagaimana firman Allah: 


AU Br UP Pa A 24 Aa 
aa ed! Ia, 


Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (dicibtakan) 
dengan baik. (al-Ataf/7: 56) 
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A NAN LSS in Irta NG 


TONG e E F? |72 A 
kel KI SIB 
Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan 


orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 
(diciptakan) dengan baik. (al-A'raf/1: 85) 


Menarik untuk dicatat bahwa dua ayat di atas menye- 
butkan kata fasad (kerusakan) sebagai lawan dari isah (per- 
baikan) dalam kaitannya dengan upaya-upaya destruktif yang 
dilakukan umat manusia di muka bumi —yang di antaranya 
diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam tanpa memper- 
timbangkan maslahah —sementara Allah menciptakan alam raya 
ini dengan sangat teratur dan penuh hikmah selama “enam 
periode” yang harus dipelihara kelestarian dan keseimbangan- 
nya.” Ayat yang kedua bahkan jelas-jelas mengaitkan jasad 
dengan tindakan destruktif manusia dalam aktivitas ekonomi 
berupa kecurangan dalam timbangan dan takaran." 

Di sisi lain, Al-Qur'an menyatakan bahwa “siih juga 
mencakup upaya perbaikan di dalam berbagai aspek kehidupan 
umat manusia, baik fisik maupun mental, seperti mengarahkan 
dan mengayomi anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan 
berkembang secara wajar (al-Bagatah/2: 220), juga memper- 
baiki kualitas kehidupan umat manusia secara umum, baik yang 
bersifat material maupun spititual (Hud/11: 88). 

Kualitas kehidupan spiritual dan material yang diperin- 
tahkan untuk dipelihara kemaslahatannya, jika kita menengok 
literatur-literatur pakar yurisprudensi Islam, sebenarnya bet- 
muara pada kebutuhan dasar manusia (agasidusy-syari ah) yang 
mencakup lima hal, yaitu terjaganya kehidupan beragama (ad- 
din), terpeliharanya jiwa dan kehidupan manusia (an-naf), 
terjaminnya kegiatan berpikir dan berkreasi (a/-'ag), terpenuhi- 
nya kebutuhan materi (a-mal), dan keberlangsungan menerus- 
kan keturunan (an-nas))." 
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Dengan demikian, setiap aktivitas manusia yang dapat 
merusak kelima kebutuhan dasar manusia di atas adalah terla- 
rang, karena termasuk tindakan destruktif (fasad) yang berten- 
tangan dengan maslahah. Penyebaran khurafat dan takhayul me- 
lalui surat kabar dan televisi yang dapat menyebabkan goyahnya 
keimanan dan keberagamaan (ad-din), penyediaan barang dan 
jasa yang digunakan untuk pembunuhan tanpa hak (an-naf), 
penjualan narkoba dan psikotropika (al-agl), pemberian kesem- 
patan dan motivasi untuk melakukan pencurian dan korupsi (al- 
mal) dan penyebaran pornografi dan pornoaksi yang mengaki- 
batkan merebaknya hubungan di luar nikah (an-nasl), merupa- 
kan beberapa contoh dari aktivitas yang tidak dibenarkan dalam 
Islam. 


C. Islam dan Hak Asasi Manusia 

Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan 
dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bagi Islam, 
menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan sua- 
tu keniscayaan. Mereka yang mendalami disiplin hukum atau 
syariat Islam akan dengan mudah mendapati bahwa tujuan- 
tujuan pokok ajaran Islam (magasidusy-syari'ah) dengan jelas me- 
refleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia 
yang harus dipelihara, yakni jiwa, agama, akal, harta benda, dan 
keluarga. 

Oleh karena itu, sejarah Islam mencatat bagaimana 
khalifah kedua, Umar bin al-Khattab, mengecam setiap 
tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam 
ungkapannya yang sangat populer, khalifah yang diberi gelar a/- 
Fariq ini menegaskan keberpihakannya pada hak-hak asasi 
manusia melalui pertanyaan ironinya, “Kapankah kalian pernah 
diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahir- 
kan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan metdeka?”'" 

Menurut Muhammad Hamdi Zagzūg, hak-hak asasi 
manusia dalam Islam dibangun di atas dua prinsip utama, yaitu 
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prinsip persamaan manusia (almusawah) dan prinsip kebebasan 
setiap individu (a/-hxrriyyab). Prinsip pertama, persamaan (a/- 
musawah) bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: 
kesatuan asal muasal umat manusia dan kehormatan kemanu- 
siaan universal. 

Pilar kesatuan asal umat manusia dalam pandangan Islam 
sangatlah jelas. Allah menciptakan seluruh manusia dari jiwa 
yang satu." Secara demikian, seluruh umat manusia merupakan 
saudara dalam keluarga besar kemanusiaan yang menafikan se- 
gala bentuk kasta dan strata. Perbedaan yang ada di antara ma- 
nusia sejatinya tidak menegasikan substansi kesatuan kemanu- 
siaan yang dimiliki setiap insan. Oleh karena itu, perbedaan 
yang ada sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an hendaknya 
dijadikan sebagai landasan untuk saling mengenal dan tolong- 
menolong antar sesama manusia, bukan penyebab benturan 
dan perseteruan. " 

Pilar yang kedua dari prinsip persamaan umat manusia 
(a-musawah) adalah kemuliaan dan kehormatan universal setiap 
manusia. Prinsip egaliterianisme dan humanisme Islam ini telah 
dengan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an: 


N 5 IP In penata A MU; ee LAN V Tea 
II Sean PAN Penta sad 
«es ir Lena K lay GLZ 

Mei Udan yan aa 

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami 
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari 
Jang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk 
yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isra'/17: 70) 


Dengan kemuliaan dan kehormatan ini, Allah mencipta- 
kan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan dalam rangka 
menjalankan amanat sebagai “pengelola” di bumi Allah, alam 
raya dengan segala isinya Allah persiapkan dan tundukkan 
untuk kepentingan manusia. Karena amanat yang mulia inilah 
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malaikat diperintahkan bersujud sebagai tanda salut dan hormat 
kepada manusia. 

Dibandingkan makhluk-makhluk lain, kedudukan manu- 
sia dalam pandangan Islam sangatlah unik dan istimewa. 
Keistimewaan dan kemuliaan ini diberikan kepada seluruh ma- 
nusia tanpa terkecuali, sehingga setiap individu memiliki hak 
kemanusiaan yang sama tanpa membedakan yang kaya dari 
yang miskin, penguasa atau rakyat jelata. Di hadapan Allah, 
seluruh manusia berdiri sejajar dalam suatu kemuliaan primor- 
dial. Karenanya, setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan 
yang sama di depan hukum. 

Adapun prinsip kedua yang di atasnya dibangun hak-hak 
asasi manusia dalam Islam adalah prinsip kebebasan (al-burri- 
yah). Manusia, dalam perspektif Islam, adalah makhluk yang 
diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bu- 
mi dan membangun peradaban yang manusiawi. Tugas dan 
tanggung jawab yang berat namun mulia itu tentu saja menis- 
cayakan suatu kebebasan, karena suatu pertanggungjawaban 
sebenarnya lahir sebagai konsekuensi dari tersedianya kebebas- 
an untuk menentukan pilihan. Karena itu, kebebasan manusia 
mendapatkan jaminan dalam Islam. Bahkan dalam masalah 
keimanan atau kekufuran sekalipun, Islam memberikan kebe- 
basan kepada manusia untuk menentukan pilihan tanpa pak- 
saan. “Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, 
dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir,” demikian firman 
Allah dalam Al-Qur'an.” 

Demikianlah, prinsip kebebasan dalam Islam sebenarnya 
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia: kebebasan ber- 
agama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir, kebebasan 
berekspresi dan kebebasan berserikat. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam 
Islam, ada keterkaitan yang sangat erat antara hukum, keadilan, 
dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. Serial yang ada di 
tangan pembaca ini mencoba mengelaborasi topik-topik yang 
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berkaitan dengan tema tersebut secara lebih dalam, melalui 
kurang lebih tiga belas subtema spesifik, yaitu: (1) Hukum dan 
penegakannya, (2) Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Islam, 
(3) Bentuk-bentuk Hukuman, (4) Prinsip-prinsip Keadilan, (5) 
Keadilan dalam Penegakan Hukum, (6) Keadilan dalam 
Kehidupan, (7) Keadilan dalam Rekrutmen Aparat, (8) Hak 
Asasi Manusia dan Ruang Lingkupnya (9) Penegakan dan 
Perlindungan HAM, (10) Pidana Islam dan HAM, (11) 
Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, dan (12) Kebebasan 
Beragama dan Hak-hak Asasi Manusia. Semoga bermanfaat. 
Wallahu a'lam bis-sawab. |) 
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DA VI 


HUKUM DAN PENEGAKANNYA 


Ng 


jaran agama Islam dibagi dalam tiga kategori umum 
Aa akidah, syariat dan akhlak. Akidah membicara- 

kan masalah pokok-pokok atau dasar-dasar keimanan 
(aspek ideologis), Akhlak membicarakan moral (aspek etis), 
Syariat membicarakan aturan-aturan berperilaku bagi umat ma- 
nusia (aspek normatif). Syariat dibedakan menjadi dua, yang 
mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan tuhan 
dinamakan ibadah, dan yang mengatur perilaku manusia dalam 
hubungannya dengan sesama manusia dinamakan mu amalah 
yang terdiri antara lain dalam bidang ekonomi, sosial, dan 
politik, serta hukum. 

Ketiga kategori dasar yang disebutkan, sebetulnya meru- 
pakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang membentuk 
kepribadian seorang Muslim. Sebagai konsekuensi dari keyakin- 
an atau keimanan seorang muslim hendaknya menerima apa 
saja yang ditentukan oleh Allah kepada dirinya berupa Syariat 
atau hukum yang membicarakan aturan-aturan antar sesama 
manusia, dan aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhannya. Untuk itu, paragraf berikut ini akan memba- 
has tentang pengertian hukum Islam, Syariat Islam, figih Islam, 
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sejarah singkat hukum Islam, tujuan hukum Islam, karakteristik 
hukum Islam dan penegakan hukum Islam. 


A. Hukum Islam 
Jika berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam 
pemikiran adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma 
yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, 
baik peraturan atau norma itu yang hidup dalam masyarakat 
maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara ter- 
tentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin beru- 
pa hukum tidak tertulis seperti hukum Adat, mungkin juga be- 
rupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan se- 
perti hukum Barat. Hukum dalam konsepsi hukum Barat se- 
perti ini adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk 
mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat ter- 
tentu. Dalam konsepsi hukum Barat ini yang diatur oleh 
hukum hanyalah hubungan manusia dan benda dalam masya- 
rakat.' Di samping itu masih ada konsepsi hukum lain, yakni 
hukum Islam. Dalam konsepsi hukum Islam, dasar dan kerang- 
ka hukumnya ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 
diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain 
dalam masyarakat termasuk dirinya sendiri dan benda serta 
alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. 
Kata hukum berasal dari kosakata Arab yaitu hakama, 
Jahkumu, bukman bil-amr , qada wa fasala (memutuskan, mene- 
tapkan dan menyelesaikan masalah). Juga mengandung makna 
mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, keza- 
liman, penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan.” 
Dalam berbagai bahasa, /aw (Inggris), gesetz (Ger), /oi (Pra), legge 
(Ita), wet (Dutch), prawo (Polandia), /ege (Rom), ganoon (Urdu), 
kanun (India), fa-hi (China), beop (Korea). Kata hakama terulang 
sebanyak 140 kali dalam berbagai kosakatanya.” Sedang dari 
segi istilah, menurut al-Baidawi: “Firman Allah subhanahu wa 
ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik 
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berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat wadi”. Abu Zahrah 
mengemukakan definisi lebih lengkap; “Khitab (titah) Allah 
subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang 
mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemasla- 
hatan dan mencegah terwujudnya kejahatan, baik titah itu 
mengandung tuntutan (perintah) dan (larangan) atau semata- 
mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadi- 
kan sesuatu sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu 
hukum.” Sedang “Abdul-Wahhab Khalaf, menulis definisi le- 
bih singkat, yaitu, “Khitab syar'i yang berkaitan dengan tindakan 
dan perbuatan mukallaf melalui perintah, pilihan atau kete- 
tapan”.” Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa 
yang dimaksud dengan hukum Islam, adalah firman Allah 
subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang 
mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemas- 
lahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut 
berupa amar (perintah), nahi (larangan), takhyir (pilihan) atau 
menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu 
hukum. Secara garis besar hukum dapat dibagi ke dalam dua 
jenis: 1) Hukum taklifi 2) Hukum wadi 

Pertama, Hukum taklifi yaitu hukum yang menghendaki 
dikerjakan oleh mukallaf, baik berupa larangan mengerjakan, 
atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. 

Contoh perintah: Perintah wajib melaksanakan salat dan 
zakat, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


PAN 22 V ARAA MAN 2 “Il 
GS 2 SIN ol AN, 
Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta 


orang yang rukuk. (al-Bagarah/2: 43) 


Ayat ini dijadikan dalil wajibnya mendirikan salat dan 
membayar zakat. 

Contoh Larangan: tidak boleh melakukan perbuatan zina, 
seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala: 
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Per < cv Sy» ERGA 
Wau Zas AG 3 33 


NE 


Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isra /17: 32) 


Ayat ini dijadikan dalil haramnya melakukan zina, men- 
dekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya, agama sangat 
melarangnya dengan nas yang sarih atau jelas. 

Contoh pilihan : Boleh memendekkan (menggasar) salat 
bila dalam perjalanan, firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


Ane Sg Pa BERAT Sau OA La DEN NE AN tr 
FO ta Gala am ol EA ab A 
Z,A Zar 4 CO Do? GEA A 
SARANA SA KEB 
Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu 


menggasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya 
orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (an-Nisa /4: 101) 


Ayat ini dijadikan dalil bolehnya menggasar (memendek- 
kan) salat empat rakaat menjadi dua rakaat, ketika musafir atau 
dalam perjalanan. Sedang salat magrib dan subuh tidak boleh 
digasar. 

Hukum taklifi dibagi menjadi lima bagian: Wajib, Sunnah 
atau Mandub, Haram, Makruh dan Mubah. Contoh-contohnya 
sebagai berikut: 

Contoh Wajib: puasa pada bulan Ramadan, firman Allah 
subhanahu wa ta ala: 


Pn, ae In 15, Ly V, OS PARKA PA 
FN PCS US AAN EE Sa GAN Up 
ALANG a oA az 
Ozas SL ps 
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa 


sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 
(al-Baqarah/2: 183) 
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Ayat ini dijadikan dalil kewajiban berpuasa di bulan 
Ramadan selama sebulan penuh. 

Contoh sunah: Menulis utang piutang termasuk muama- 
lah, merupakan perintah sunah untuk menulisnya. Seperti 
firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


gi” cr < A m o2 Koris £, ÅA Zites 
Pī ALĀS NI Gal NU 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang ditentukan, bendaklah kamu menuliskannya. 
(al-Bagarah/2: 282) 


Contoh haram: haram hukumnya memakan bangkai, da- 
rah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, 
binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditan- 
duk. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


dļa? b e 9 Ie 01 nags 282g, AP 
nun 
d A tb? Zur time Še si Ss TA PDA sos 
SIAPA S US LLA As AG Say, 

tau bridi LL Ahna 

ASS S Ini 3 ols saa JE 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, 
Jang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang 
buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.) Dan (diharamkan pula) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib 
dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. (al- 
Mā'idah/5: 3) 


Dari ayat tersebut dijadikan dalil haramnya memakan 9 
macam, yaitu: bangkai, daging babi, hewan yang disembelih 
bukan karena atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, 
yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali 
sempat disembelih, yang disembelih karena berhala dan meng- 
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undi nasib dalam berbagai bentuknya. Semua hal tersebut ter- 
golong perbuatan fasik. 

Contoh makruh: sunah untuk dihindari, agar tidak ba- 
nyak bertanya, ketika dianjurkan untuk mengerjakan sesuatu. 
Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


aa ra Šeš, ALA Pah Ldt PA TEMA KAA! Tt 
PO AKA JĀ IVI Or) Ira Nag GAC 
„vB, NN Bons A) BoA or Dap A AN dd m rom 
AE yar A AREA GS SISA - Sel 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu apa 
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) 
menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an 
sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah 
memaajkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyantun. (al-Ma'idah/4: 101) 


Ayat ini menerangkan, apabila diperintahkan untuk me- 
ngerjakan sesuatu, agar segera dikerjakan tanpa banyak berta- 
nya sesuatu hal yang akan menyulitkan diri sendiri. 

Contoh mubah: seimbang hukumnya, boleh dikerjakan 
boleh juga ditinggalkan. Seperti dalam firman Allah subhanahu 
wa ta'ala: 

(ce cer ri 


S A UP 
A 2A ... a o P . 
D GA eks 5. A uz Kur xy 
Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, 


carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 
beruntung. (al-Jumu'ah/62: 10) 


Ayat ini menerangkan bahwa mencari rezeki ketika 
selesai salat Jumat adalah mubah. Artinya seimbang boleh 
dikerjakan boleh juga tidak, hukumnya mubah. 
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Kedua, hukum wadi, hukum yang menghendaki adanya 
sebab atau syarat bagi sesuatu yang lain. 

Hukum wadi terbagi kepada lima bagian: 1) Sebab 2) 
Syarat 3) Penghalang 4) Rukhsah wal-“Azimah, dan 5) As-sihhah 
wal-Butlan (Benar dan Batal). Contoh-contoh dari hukum terse- 
but sebagai berikut: 

Contoh yang menghendaki sebab, seperti waktu, oleh 
Syari dijadikan sebab diwajibkannya mendirikan salat, berdasar- 
kan firman Allah dalam Surah al-Isra /17: 78: 


dit Kn a PN «daiva, 
NA ea, D 
K ik Šai gi DE, 


Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai na ilā 


dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disak- 
sikan (oleh malaikat). (al-Isra /17: 78) 


Ayat ini dijadikan dalil kewajiban melakukan salat lima 
waktu, yaitu: Pada saat tergelincir matahari, adalah waktu salat 
zuhur dan asar. Gelapnya malam, adalah waktu untuk salat 
magrib, isya dan subuh. 

Contoh yang menghendaki adanya syarat: 1) Hubungan 
suami-istri menjadi syarat untuk menjatuhkan talak, jika tidak 
ada hubungan tidak mungkin talak dijatuhkan. 2) Berwudu 
menjadi syarat sahnya salat. 

Contoh yang menghendaki adanya penghalang dari 
sesuatu yang lain : 1) Hubungan suami-istri yang sah atau 
kekerabatan, masing-masing terhalang untuk saling mewarisi, 
karena adanya perbedaan agama, dan pembunuhan terhadap 
yang diwarisi yang dilakukan oleh pewaris. 2) Hutang-piutang 
bagi orang yang telah memiliki nisab harta zakat, tidak diwa- 
jibkan bayar zakat, sebab harta yang dimiliki seolah-oleh bukan 
hak miliknya secara penuh. 

Contoh ar-Rukhsah wal-“Azimah: Orang yang ditimpa 
kelaparan dan kehausan yang sangat, diperbolehkan memakan 
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bangkai atau minum arak, seperti firman Allah dalam Surah al- 
Baqarah/2: 173, al-An“am/6: 19 dan an-Nahl/16: 102: 


Tj 3 z Bee, NB AU Tak <= o_ Ia oo CA 
sag Jalan ga ed apa KK 6 
o SAMPAI aF -z Fa 

S SAL Ma SKS 
Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 
babi, dan (daging) bewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain 
Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), Bukan karena 
menginginkannya dan tidak (pula) melampani batas, maka tidak ada 


dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (al- 
Baqarah/2: 173) 

Orang yang dalam perjalanan (musafir) diperbolehkan 
menggasar salatnya, seperti termaktub dalam Surah an-Nisa - 
/4: 101: 


A g 


A AA Ia, 
A Bok aa Di FA win aa D 
SA cD». >. KA - 
KA SUSU 
Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu 
meng-gasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya 
orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (an-Nisa /4: 101) 


Orang yang dalam perjalanan (musafir) atau sakit boleh 
tidak berpuasa dalam bulan Ramadan pg firman-Nya: 


XL Vs 1g 74 O, K A seră LX 
Para BELA In Es 39 Ga > 
sā: "iet Apa. Ga PAP A Aga 


Pan 


(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit 
atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) se- 
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banyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan 
bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu 
memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan 
hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu 
itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (al-Bagarah/2: 184) 


Contoh as-Sihhah wal-Butian (Benar dan Batal) ; 

1) Perbuatan benar, jika seseorang mukallaf melaksanakan 
suatu perbuatan, seperti perkawinan, talak, jual beli, hibah dan 
akad-akad yang lain, kemudian secara syar'i telah memenuhi 
rukun-rukun dan syaratnya, maka perbuatan mukallaf itu dise- 
but sah dan benar. 

2) Jual beli orang gila, anak yang belum dewasa, perkawinan 
tanpa saksi, perkawinan anak yang belum dewasa. Karena ru- 
kun dan persyaratannya tidak terpenuhi, maka perbuatan mu- 
kallaf tersebut batal atau tidak sah. 

Penggunaan istilah hukum Islam kurang dikenal dalam 
literatur-literatur klasik. Para ulama biasanya menggunakan 
istilah syariat Islam, hukum syara, syariat, fiqh dan syara’. 
Sedangkan para penulis Barat mempergunakan beberapa istilah 
antara lain, Mohammadan Law dan Islamic Law. Diperkirakan 
istilah Hukum Islam yang digunakan di Indonesia merupakan 
terjemahan dari istilah Is/amic law sebagaimana yang diperke- 
nalkan oleh penulis-penulis Barat tersebut." 

Yang dimaksud dengan “hukum-hukum” dalam penger- 
tian di atas adalah peraturan-peraturan yang mengatur seluruh 
aspek kehidupan manusia, baik dari segi keyakinan, moral, 
maupun segala aktivitas lahiriah manusia. Oleh karena itu, 
untuk mempermudah dalam mempelajarinya, para ulama me- 
ngelompokkan ajaran Islam itu menjadi tiga, yaitu: akidah, akh- 
lak, serta ibadah dan muamalah. 

a. Akidah 

Akidah adalah ajaran yang berkaitan dengan masalah- 
masalah keimanan seseorang, seperti iman kepada Allah, iman 
kepada rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman 
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kepada qada dan qadar dan iman kepada hari akhir. Ilmu yang 
mempelajari masalah-masalah akidah itu dinamakan ilmu kalam 
atau ilmu ushuluddin atau ilmu “aqaid. 
b. Akhlak 

Akhlak berkaitan dengan sifat-sifat manusia, baik yang 
terpuji Akhlak rahmah (kasih), rahman (sayang), tawadu' (rendah 
hati), sakha’ (kedermawanan) siddīg (jujur), amanah dan lain- 
nya, maupun yang tercela seperti sifat takabur (sombong), bukhl 
(kikir), zma' (tamak), hasad (iri hati), gadab (marah), dan lainnya. 
Sifat-sifat mana yang wajib dimiliki oleh manusia dan sifat-sifat 
tercela yang perlu dikikis habis dari diri manusia itu dipelajari 
dalam ilmu Akhlak. 
c. Hukum Ibadah dan Muamalah 

Hukum Islam yang berkenaan dengan segala macam 
aktivitas lahiriah manusia, baik aktivitas yang mengacu pada 
hubungan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang 
disebut ibadah, seperti hukum-hukum Zaharah, salat, puasa, 
zakat, dan lainnya, maupun aktivitas yang mengacu pada inter- 
aksi antara sesama manusia yang disebut mu amalah, seperti 
hukum keluarga, hukum keuangan, sistem pemerintahan, 
hukum pidana, dan lainnya. Hukum-hukum semacam ini 
dipelajari dalam sebuah disiplin ilmu yang dinamakan ilmu 
figih. Fiqih Muamalah ini Menurut “Abdul-Wahhab Khalaf, 
dibagi ke dalam 7 bidang, antara lain: 
1. al-Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, hukum yang berhu- 
bungan dengan keluarga, hubungan suami-istri, dan famili serta 
antara satu dengan yang lainnya, Hal ini antara lain disebutkan 
dalam Surah al-Bagarah/2: 221, 230, 232, dan 235, an-Nisa /4: 
3, 4, 22, 23, 24, 25 dan 129, an-Nur: 32, 33 dan al- 
Mumtahanah/60:10 dan 11 dan at-Talag/65: 1 dan 2. 
2. al-Ahkam al-Madaniyyah (hukum perdata), hukum yang 
berhubungan dengan muamalah antar individu, masyarakat, 
dan kelompok, misalnya juali-beli, sewa menyewa, pegadaian, 
koperasi, utang piutang, memenuhi janji dan tanggung jawab, 
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khususnya yang berhubungan dengan harta benda atau kekaya- 
an dan memelihara hak masing-masing. Hal ini disebutkan 
antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 282, 283, an-Nisa /4: 29. 
3. al-Ahkam al-Jinayat (Hukum Pidana); hukum yang berkaitan 
dengan kejahatan yang dilakukan mukallaf dan sanksi pidana. 
Hukum ini dimaksudkan untuk memelihara ketenteraman hi- 
dup manusia dan harta kekayaan mereka, kehormatan dan hak 
kewajiban. Hal ini disebutkan antara lain dalam Surah al- 
Baqarah/2: 178 dan 179, an-Nisa /4: 92 dan 93, an-Nut/ 24: 2 
dan Sad/42: 40. 

4. al-Ahkam al-Murafaat (Hukum Acara), hukum yang 
berhubungan dengan lembaga pengadilan, masalah saksi dan 
sumpah, melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip kea- 
dilan antar manusia. Hal-hal tersebut di atas disebutkan antara 
lain dalam Surah al-Bagarah/2: 282, an-Nisa /4:65 dan 105, al- 
Ma'idah/5: 8, Surah Sad/38: 26. 

5. a-Ahkam ad-Dustariyyah (Hukum Petundang-undangan), 
hukum yang berkaitan dengan aturan undang-undang dan 
dasar-dasarnya. Hukum yang memberikan ketentuan-ketentuan 
bagi hakim dan terdakwa, serta penetapan hak-hak pribadi dan 
masyarakat. Hal-hal tersebut di atas disebutkan antara lain 
dalam Surah Ali Imran/3: 104, 110, 159, an-Nisā'/4: 59 dan 
asy-Syura/42: 38. 

6. a-Ahkam ad-Danliyyah ( Hukum Ketatanegaraan), hukum 
yang membicarakan tentang hubungan antara Negara-negara 
Islam dan Negara-negara non-Islam., serta aturan pergaulan 
antar non-Muslim di dalam Negara Islam. Memberikan batasan 
dan ketentuan hubungan Negara Islam dengan Negara non 
Islam, baik dalam keadaan perang maupun damai, serta 
memberikan batasan pergaulan antar umat Islam dan non- 
Islam yang berada di Negara Islam. Hal-hal tersebut di atas 
disebutkan antara lain dalam Surah al-Bagarah/2:190, 191,192, 
dan 193, al-Anfal/8: 39 dan 41, at-Taubah/9: 29 dan 123, al- 
Hajj/22: 39 dan 40. 
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7. al-Abkam al-Iqtisadiyyah wal-Maliyah (Hukum Ekonomi dan 
Harta Benda); hukum yang membicarakan tentang hak-hak 
fakir miskin, kewajiban orang kaya mengeluarkan infak, 
sedekah, dan zakatnya serta mengatur sumber-sumber penda- 
patan dan pembelanjaannya. Hal-hal tersebut di atas disebutkan 
antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 275, 282 dan 284, Ali 
Imrān/3: 130, an-Nisā'/4: 29 dan al-Mutaffifin/83: 1-3.” 

Lebih lanjut dalam penelitian “Abdul-Wahhab Khalaf, 
bahwa ayat hukum yang berkaitan dengan muamalah lebih 
banyak dibandingkan dengan ayat yang berkaitan dengan iba- 
dah. Ayat-ayat ibadah sebanyak 140 ayat (2,24%), sedang ayat- 
ayat muamalah sebanyak 228 ayat(3,65%). Jadi jumlah seluruh 
ayat-ayat hukum total 368 ayat (5,89%). Yang benar-benar 
mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hanya 
sekitar 3% dari jumlah keseluruhan ayat yang ada dalam Al- 
Qur'an. 

Menurut penelitian para ahli, ayat-ayat Al-Qur'an yang 
berhubungan dengan ibadah dan ayat-ayat hukum yang 
berkenaan dengan keluarga sudah terinci dan pada umumnya 
jelas dan pasti. Karena sifatnya ta 'abbudi (harus diikuti seperti 
apa adanya) hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah 
tidak banyak dianalisis dan dikembangkan oleh pikiran manu- 
sia. Sifatnya tetap, tidak berubah dengan perubahan waktu, sua- 
sana, dan lingkungan. Hukum keluarga termasuk hukum perka- 
winan dan waris juga terinci dan jelas dalam Al-Qur'an. 
Jumlahnyapun lebih banyak (70 ayat) jika dibandingkan dengan 
hukum-hukum di bidang yang lain, misalnya hukum tata 
Negara (10 ayat) dan hukum internasional ( 25 ayat). 

Mengenai kelompok hukum-hukum yang tersebut 
terakhir ini, yaitu hukum-hukum perdata (70 ayat), pidana (30 
ayat), tata Negara (10 ayat), internasional (25 ayat), ekonomi 
keuangan (10 ayat), dan hukum acara (13 ayat), ketentuan- 
ketentuannya masih bersifat dasar dan umum. Hanya sedikit 
yang telah terinci. Ini disebabkan kaidah-kaidah hukum 
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fundamental ini bersifat “terbuka” untuk dikembangkan oleh 
akal pikiran manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkem- 
bangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu 
tempat dan lingkungan. Dalam bidang muamalah ini, Al-Qur'an 
hanya memberi ketentuan-ketentuan fundamental yang bersifat 
umum saja, agar “penguasa” dapat mengatur dan merumuskan- 
nya lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan dan 
melaksanakannya sesuai kemaslahatan yang diharapkan manu- 
sia pada suatu saat dan tempat, dengan syarat pengaturan itu 
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan 
jiwa syariat (hukum) Islam itu sendiri." 

Dari sisi lain, Hasbi Ash-Shiddiegy, dalam “Falsafah 
Hukum Islam” mengemukan 4 ciri-ciri khas dari hukum Islam: 
Takamul (sempurna), yumil (komprehensif), wasatiyah (berim- 
bang/harmonis) dan barakah (dinamis/ berkembang). 

a. Takamul (sempurna) 

Yang dimaksud dengan takamul yaitu lengkap, sempurna, 
bulat dan berkumpul kepadanya aneka macam pandangan hi- 
dup. Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan 
yang bulat walaupun berbeda-beda bangsa dan beragam suku. 
Di dalam menghadapi asas-asas yang umum, mereka bersatu 
padu, meskipun dalam segi kebudayaan mereka berbeda-beda. 
Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang ber- 
beda-beda di dalam suatu kesatuan. Karenanya Hukum Islam 
tidak menghendaki adanya pertentangan antara usa! dan furis, 
antara pokok dan cabang. Tetapi satu sama lain saling meleng- 
kapi dan menguatkan. Ibarat pohon, semakin banyak cabang- 
nya semakin kokoh dan teguh batangnya, semakin subur 
pertumbuhannya dan semakin segar kehidupannya. 

b. Syumul (komprehensif) 

Hukum Islam bersifat syxx77/, dia dapat melayani golong- 
an yang tetap mempertahankan tradisi yang baik dan dapat 
melayani golongan yang ingin melakukan pembaharuan- 
pembaharuan, dapat melayani ahli naql dan ahli ‘aq, dapat 
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melayani abl al-kitab was-sunnah sebagaimana dapat melayani 
ahlul rayi wal qiyas dan mampu berasimilasi dengan segala 
bentuk masyarakat dan tingkat kecerdasannya. Hukum Islam 
sanggup mempertemukan antara hal-hal yang bertentangan 
dengan luwes, fleksibel dan lurus tanpa perlu memihak ke suatu 
pihak. Hukum Islam menghimpun antara hidup secara kolegial 
dengan hidup individu, tanpa mempertentangkan antara 
kehidupan fardiyyah dan ijtima iyyah. 

c. Wasatiyyah (pertengahan) 

Pertengahan, jalan tengah, jalan imbang, balance, tidak 
terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak pula 
berat mementingkan kebendaan dan kehidupan materil. Inilah 
yang dimaksud dengan wasatiyyah, menyelaraskan antara kenya- 
taan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini tergambar da- 
lam berbagai ayat, antara lain: dalam Surah al-Isra'/17: 29, al- 
Futgan/25: 67, al-Ma'idah/5: 89 al-Bagarah/2: 143, 238, an-Ni- 
sā'/4: 129. 

d. Harakah (dinamis). 

Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan 
dalam, yaitu Islam memberikan kepada manusia sejumlah 
hukum positif yang dapat dipergunakan untuk sepanjang masa 
dan segenap tempat. Hukum Islam dalam gerakannya me- 
nyertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah-kaidah asa- 
si yaitu ijtihad. Ijtihad inilah yang akan menjawab segala tan- 
tangan masa, dapat memenuhi kebutuhan dan harapan zaman 
dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya."' 


B. Syariat Islam 

Dari segi bahasa Syariat berasal dari kata syari'ah yang 
bermakna : “jalan menuju ke sumber air” atau “jalur yang jelas 
untuk diikuti””. Dari segi istilah Syariat bermakna “jalan 
utama menuju kehidupan yang baik” (highway to good life), yaitu 
nilai-nilai agama untuk membimbing kehidupan manusia”. 


Syariat juga diartikan dengan seperangkat norma Ilahi yang 
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mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia 

dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia 

dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya." Ada- 
pun Syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga 
pengertian, yaitu : 

a. Syariat dalam arti hukum yang yang tidak dapat berubah 
sepanjang zaman. 

b. Syariat dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak ber- 
ubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai 
perkembangan masa. 

c. Syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan 
istinbat dari Al-Qur'an dan Hadis, yaitu hukum yang diin- 
terpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, ha- 
sil ijtihad para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan 
oleh ahli hukum Islam melalui metode giyas dan metode 
ijtihad lainnya." 

Sedang Mahmud Syaltut mendefinisikan syariat sebagai 
peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar 
dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan Tuhannya, 
sesamanya, lingkungannya, dan dalam kehidupannya." 

Kata syariat digunakan dalam beberapa konteks. Kadang 
ia digunakan dalam arti umum (luas) dan kadang digunakan 
dalam arti khusus (sempit). Dalam arti umum (luas) kata syariat 
Islam memiliki makna sama dengan agama Islam itu sendiri, 
sedangkan dalam arti khusus (sempit) kata syariat Islam diguna- 
kan untuk menyebut ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam 
atau sering dikenal dengan istilah hukum Islam. Dalam konteks 
kedua inilah penggunaan istilah syariat dimaksudkan, walaupun 
sebenarnya kata syariat dalam konteks ini tidak sepenuhnya 
paralel dengan istilah hukum Islam sebagaimana digunakan da- 
lam beberapa literatur bahasa Indonesia dan dalam percakapan 
sehari-hari. 

Di Indonesia seringkali dua istilah yakni syariat dan fikih 
dirangkum dalam satu kata yakni hukum Islam tanpa menjelas- 
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kan apa yang dimaksud. Perangkuman dua istilah tersebut 
dapat dipahami karena hubungan keduanya sangat erat, dapat 
dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Syariat adalah landasan 
fikih dan fikih adalah pemahaman tentang syariat. Seseorang 
yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar, 
harus dapat membedakan mana hukum Islam yang disebut sya- 
riat dan mana hukum Islam yang disebut fikih. Pada sisi lain, 
perbedaan antara syariat Islam dengan fikih Islam dapat 
dibedakan, sebagai berikut: 

a. Syariat terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis. 
Kalau seseorang berbicara syariat, maka yang dimaksud 
adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi 
Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam. Sedangkan fikih ter- 
dapat dalam kitab-kitab fikih. Kalau seseorang berbicara 
tentang fikih, maka yang dimaksud adalah pemahaman ma- 
nusia yang memenuhi syarat tentang syariat. 

b. Syariat bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup 
yang lebih luas dari fikih. Fikih bersifat Instrumental, ruang 
lingkupnya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbu- 
atan hukum. 

c. Syariat adalah ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, 
karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang 
dapat berubah dan diubah dari masa ke masa. 

d. Syariat hanya satu, sedangkan fikih lebih dari satu seperti 
yang terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut maz- 
hab-mazhab. 

e. Syariat menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjuk- 
kan keragamannya.'' 


C. Figih Islam 

Kata fgh secara bahasa diartikan dengan: paham, penger- 
tian, dan pengetahuan. Sedang Figh secara terminologi dimak- 
sudkan hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang di- 
peroleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau fgh dihubungkan 
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dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fgh. Ilmu figh 
adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan nor- 
ma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan 
sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam yang direkam di dalam 
kitab-kitab hadis. Atau dengan ungkapan lain adalah ilmu untuk 
mengetahui hukum-hukum syarak terhadap perbuatan manusia 
yang diambil dari dalil-dalilnya yang zafi (terinci)." Sedang 
Yusuf al-Yardawi memberikan definisi lebih lengkap: Fiqh ada- 
lah ilmu yang mengatur kehidupan individu manusia beriman, 
masyarakat Muslim, umat Islam, dan Negara Islam dengan 
hukum-hukum syariat. Yaitu hukum yang berkaitan dengan 
dirinya dengan Allah disebut dengan Fighul-Ibadah, berkaitan 
dengan halal-haram disebut dengan Fighul-Halal wal-Haram, 
berkaitan dengan keluarga disebut dengan al Ahwal asy-syakhsiy- 
Jah, berkaitan dengan hubungan sosial disebut dengan Fighul- 
Mu'amalah, berkaitan dengan kriminalitas disebut dengan Fig- 
bul-jinayah, berkaitan dengan penguasa dan rakyat disebut de- 
ngan Fighus-Siyasah asy-Syar'iyyah." 

Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui, bahwa 
pembahasaan figh ada dua macam: 1) Pengetahuan tentang hu- 
kum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang praktis. 
Oleh karena itu hukum-hukum mengenai itikad (keyakinan) 
seperti keesaan Allah, diutusnya rasul, adanya malaikat, akan 
terjadinya hari kiamat, semuanya tidak termasuk dalam penger- 
tian Figh menurut istilah. 2) Pengetahuan tentang dalil-dalil 
yang terperinci dan mendetail pada setiap permasalahan. Sepet- 
ti bila dikatakan, membeli secara berpesan (inden) itu harus 
menyerahkan uang terlebih dahulu pada waktu akad, maka ia 
disertai dalilnya dari Al-Qur'an. Jika dikatakan, bahwa setiap 
penambahan dari harta pokok itu disebut riba, maka hal itu 
disertai dalilnya dari Al-Qur'an (al-Bagarah/2: 279). Bila dikata- 
kan memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak 
sah itu haram, maka disebutkan pula dalilnya dari Al-Qur'an (al- 
Bagarah/2: 188).” 
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Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa antara syariat 
dan fig) mempunyai hubungan yang erat, yaitu dapat dibedakan 
tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum Islam dalam bahasa 
Inggris sinonim dengan Islamic Law, sedang Fiqh sinonim de- 
ngan Islamic Jurisprudence. 


D. Sejarah Hukum Islam 

Sejarah pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan 
hukum Islam (tasyri) , ada yang membagi ke dalam 3, 4, 5, 6 
sampai 7 tahapan/periode. Namun umumnya para Ulama 
usilul-figh membaginya kepada 5 periode, sebagai berikut:” 

1. Periode Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam (610- 
632 M) 

Ini merupakan periode pembangunan dan pembentukan. 
Periode ini terjadi sejak kerasulan hingga wafatnya Nabi Mu- 
hammad sallallahu ‘alaihi wa sallam. Pembentukan hukum meru- 
pakan wewenang Rasulullah yang bersumber pada wahyu Ilahi 
dan ijtihad Rasul sendiri. 


2. Periode sahabat/ Khulafa ur-Rasyidin (632 M- 662 M/ abad 1 
H- akhir abad 100 H) 

Ini merupakan periode penafsiran dan penyempurnaan. 
Periode ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa 
sallam hingga akhir abad pertama hijriyah. Tasyri' dilakukan oleh 
para sahabat dengan merujuk pada sumber Al-Qur'an, sunnah 
serta ijtihad sahabat sendiri. Beberapa nama yang terkenal 
adalah: Zaid bin Sabit (Madinah), “Abdullah ibnu “Abbas 
(Mekkah), “Abdullah ibnu Mas'ud (Iraq), dan “Abdullah bin 
“Amrul-As (Mesir). 


3. Periode Pembinaan, Pengembangan, dan Kodifikasi (abad 
VII M- abad X M/ 100 H - 350 H) 

Ini merupakan periode lahirnya ulama Mujtahidin. Pem- 

bentukan hukum mengalami pengembangan dan pematangan. 
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Yang berhasil dihimpun dalam periode ini adalah Sunah, fatwa- 
fatwa sahabat yang mufti, fatwa-fatwa Zabiin dan tabi'it-tabi'in, 
disusun tafsir Al-Qur'an yang luas, fiqih ulama mujtahidin, serta 
berbagai risalah tentang ushul /igh. Sumber: Al-Qur'an, Sunah, 
ijma‘, dan ijtihad dengan qiyas atau dengan istinbat. Imam 
mazhab yang empat hidup dan berkarya pada periode ini. 


4. Periode Taglid/ kelesuan pemikiran (abad X M- abad XIX 
M/sejak abad IV H- abad ke XII H) 

Ini merupakan periode kemandegan dan kebekuan (wu- 
kuf dan jumud). Aktifitas penyusunan hukum berhenti seiring 
dengan berhentinya gerakan ijtihad. Pilihan yang diambil adalah 
taqlid pada /igh-figh yang ada dan dihasilkan oleh para imam 
mujtahid yang empat. 


5. Periode Kebangkitan Kembali (abad XIX M-sekarang- 
/abad ke 13 H- sekarang) 

Pada akhir abad ke 13 Hijriyah pemerintahan Usmaniyah 
memerintahkan kepada para ulama-ulama menyusun undang- 
undang tentang muamalah yang sesuai dengan perkembangan 
zaman. Lahirlah dari usaha tersebut sebuah kodifikasi yang 
dinamakan Majalah Hukum-hukum Keadilan (Mgjallah al-Ah- 
kam al-“Adliyyah) pada tahun 1286 H dan mulai diberlakukan 
pada tahun 1292 H.” 

Pembagian lain diajukan oleh Hasbi Ash-Shiddiegy, yang 
membagi periode sejarah peradilan Islam (gada Islam) dalam 
tiga periode sebagai berikut:” 

a. Periode Pertama (662-767 M) 

Periode di mana hukum-hukum Islam (figh Islami) telah 
mulai dikumpulkan materinya, dan dibukukan dalam berbagai 
kitab oleh para fugaha kenamaan. 
b.Periode Kedua (767 M-1810 M) 

Periode ini melintasi masa kebesaran Daulah Abbasiyah 
yang berpusat di Baghdad hingga kejatuhannya, dilanjutkan 
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zaman Turkiyah yang memerintah negara-negara Islam hingga 
tahun 1810 M. 
c. Periode Ketiga (1810 M - sekarang) 

Pada masa ini terjadi pembaharuan dalam sistem pera- 
dilan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemba- 


haruan ini diprakarsai oleh Sultan “Abdul Majid al- Usmani. 


E. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk 
maslahat atau kepentingan dan kebajikan umat manusia, serta 
menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan 
akhirat.” Seperti firman Allah dalam Surah al-Anbiya'/21: 107, 
“Dan Kami tidak utus kamu (Muhammad), kecuali rahmat bagi 
seluruh Alam”. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan 
akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau 
undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena 
peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di 
dunia saja, manakala syariat Islam itu bertujuan mendatangkan 
maslahat dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang 
membahayakan mereka baik dalam kehidupan di dunia mau- 
pun dalam kehidupan di akhirat kelak. 

Membicarakan tujuan hukum Islam (pidana dan perdata) 
tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam 
secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian syariat 
Islam. Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam 
masalah pidana maupun perdata mempunyai tujuan umum, 
yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan 
mereka dari marabahaya. 

Maslahat atau rahmat diartikan sesuatu yang baik dan 
dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti 
bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. 
Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah 
menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan umat ma- 
nusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah ataupun tidak. 
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Seperti, perintah Allah untuk berzikir dan salat disebutkan sen- 
diri alasannya oleh Allah. Alasan Allah menyuruh salat di- 
jelaskan untuk mencegah kemungkaran, seperti dalam Surah al- 
“Ankabut/29: 45; perintah berzikir, agar tenteram hati, seperti 
dalam Surah at-Ra“d/13: 28; larangan meminum khamar dan 
berjudi, karena merupakan perbuatan keji, seperti dalam Surah 
al-Ma'idah/5: 90 dan 91. Memang ada perintah Allah yang tidak 
diketahui alasannya oleh akal, seperti perintah melakukan salat 
zuhur setelah tergelincirnya matahari. Namun tidaklah berarti 
perintah itu tanpa tujuan, cuma tujuannya belum dapat diung- 
kap oleh akal manusia. ” 

Dari sisi lain, yang dijadikan tolak ukur untuk menentu- 
kan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang 
dilakukan dan menjadi tujuan pokok hukum Islam adalah apa 
yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tun- 
tutan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia bertingkat- 
tingkat. Pada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga tingkatan, 
1) primer (daruri, pokok), sekunder (hajiyat, pelengkap), tertier (tahsi- 
niyyat, memperindah). 

Kebutuhan tingkat “Primer / dariri”, adalah sesuatu yang 
harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehi- 
dupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebu- 
tuhan yang bersifat primer ini yang dikenal dalam istilah 1s1/ul- 
fiqh tingkat darūri. Ada lima hal yang harus ada pada manusia 
sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara beru- 
rutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta dan ketu- 
runan. Kelima hal inilah yang disebut dengan “ad-Darnriyyat al- 
Khams”. Hal tersebut akan dibahas secara panjang lebar. 

Kebutuhan tingkat “sekunder/ hajiyat”, bagi kehidupan ma- 
nusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, 
tetapi tidak mencapai tingkat darvri. Seandainya kebutuhan itu 
tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniada- 
kan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai 
akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan 
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untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan, seperti: salat 
jama” qasar dalam perjalanan atau musafir, bolehnya jual beli 
salam (inden), adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan 
qisas. 

Kebutuhan tingkat “tertier/ tahsiniyyat”, adalah sesuatu 
yang ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya 
kebutuhan tertier, kehidupan itu tidak akan merusak dan juga 
tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki 
untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. 
Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tahsini ini menimbul- 
kan hukum “sunnah” dan perbuatan mengabaikan, menimbul- 
kan hukum “makruh”, seperti berhias dan berpakaian rapi pada 
waktu ke masjid, jual beli syfa%, tidak membunuh anak-anak 
dan perempuan dalam peperangan.” 

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengaman- 
kan lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. 
Lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental da- 
lam pandangan Islam bagi umat manusia. Kepentingan ter- 
hadap lima hal inilah yang ingin dilindungi oleh syariat Islam. 
Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan meng- 
gunakan sarana hukum pidana ataupun hukum perdata Islam. 
Tujuan-tujuan hukum Islam paling tidak ada lima, seperti yang 
dirumuskan Abu Ishaq asy-Syatibi (w.790 H/1388 M), dikenal 
juga dengan al-Magasid asy-Syari'ah atau al-Magasid al-Khams 
yakni: 

1. Memelihara agama (a/l-Muhafazah 'alad-Din) 

2. Memelihara jiwa (a-Muhafazah 'alan-Nafs) 

3. Memelihara akal (al-Muhafazah 'alak “Agl) 

4. Memelihara keturunan (a/-Muhafazah 'alan-Nasl) 
5. Memelihara harta benda (a/-Muhāfazah 'ala-Mah” 


1. Memelihara Agama ((a-Muhafagzah 'alād-Din) 


Agama merupakan keharusan bagi manusia. Dengan 
nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia 
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lebih tinggi derajatnya dari makhluk hewan. Sebab agama ada- 
lah salah satu ciri khas bagi manusia. Dalam memeluk suatu 
agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa 
adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya 
melindungi kebebasan beragama.” Seperti firman Allah dalam 
Surah al-Baqarah/2: 256: 


Aa Aa ati sīks G oÈ m TEN, 
lā, AK AS AN EN AGS SAN 


Ba 8, a 4 e K LZP pums, TT > V Yi tz an 
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Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya 
telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. 
Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka 
sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang 
tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al- 
Baqarah /2: 256) 


Dalam Tafsir Departemen Agama dijelaskan: “Tidak 
dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Ke- 
wajiban kita hanya menyampaikan agama Allah kepada manusia 
dengan cara yang baik dan penuh dengan kebijaksanaan, serta 
nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Is- 
lam dengan kesadaran dan kemauan sendiri (an-Nahl/16: 125). 
Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara 
yang demikian, tetapi mereka tidak mau beriman juga, itu bu- 
kanlah urusan kita, melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh 
memaksa mereka. Dalam ayat lain (Yūnus/10: 99) Allah berfir- 
man yang artinya: “Apakah engkau ingin memaksa mereka hingga 
mereka menjadi orang-orang yang beriman”. Sedang kata Tagut di 
maksudkan, setan dan apa saja yang disembah selain Allah.” 

Agama adalah sesuatu yang penting bagi manusia, maka 
menjaganya merupakan salah satu concern dari syariat Islam. 
Pemeliharaan atas agama dilakukan dengan cara memerintah- 
kan kaum muslim untuk mengesakan Allah dan menyembah- 
Nya. Untuk itu ditetapkanlah ibadah-ibadah seperti salat, zakat, 


Hukum dan Penegakannya 39 


puasa, haji dan lainnya dikerjakan dengan ikhlas. Seperti dalam 
firman Allah dalam Surah al-Bayyinah/98: 5: 


AN > Ir mis 1 27 
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Padahal mereka banya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas 

menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar 


melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah 
agama yang lurus (benar). (al-Bayyinah/98: 5) 


Selain itu, Islam memerintahkan untuk berjihad untuk 
membela dan memperjuangkan agama. 


Lp RA TA & 
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Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama 
hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) 
permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (al-Bagatah/2: 193) 


Islam juga mengharamkan penghinaan terhadap Allah 
dan Rasul-Nya serta melarang murtad (keluar dari agama) dan 
menghukum pelakunya. Sebagaimana firman Allah: 


TAS “Le o pri > .. 2A, et VA b P 
IE an LG kan SKA Sad Lah 
PAT r 
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Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati 
dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di 
akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam- 
nya. (al-Bagarah/2: 217) 
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Ayat-ayat tersebut diatas memberi isyarat dan pesan 
moral bahwa agama harus dipelihara, dijaga, dipertahankan dan 
kalau perlu dibela sekuat tenaga. 


2. Memelihara Jiwa (al-Muhafazah 'alān-nafs ) 

Memelihara jiwa berarti memelihara hak untuk hidup 
secara terhormat, terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa 
pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun melukai. 
Termasuk kategori memelihara jiwa, memelihara kemuliaan 
atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan qazaf 
(menuduh berbuat zina), mencaci maki serta perbuatan- 
perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah ma- 
nusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Karena- 
nya, Islam melindungi kebebasan berkarya (profesi), kebebasan 
berfikir, berpendapat, bertempat tinggal, serta kebebasan- 
kebebasan yang lain.” Dari sisi lain, dalam rangka memberikan 
pemeliharaan dan perlindungan atas jiwa, Islam menyuruh 
kaum Muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman 
halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam 
dalam waktu yang sama melarang mencederai anggota badan 
sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih lagi Islam meng- 
haramkan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak, 
agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkataan dan 
perbuatan yang membahayakan. Seperti firman Allah: 


APA 


Eha NAS KAN KANE dan TĀ 
<. SAN 


Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
Jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat 


baik. (al-Bagarah/2: 195) 
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Jiwa atau nyawa sangat dihargai dalam ajaran agama 
Islam. Tidak terbatas pada nyawa manusia saja, bahkan nyawa 
binatang pun dihargai dalam ajaran Islam. Bergitu besar peng- 
hargaan ajaran Islam terhadap nyawa manusia. Digambarkan 
bahwa barangsiapa membunuh satu manusia tanpa hak, di- 
anggap sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Oleh 
karena itu, Islam mengutuk keras pelaku pembunuhan dengan 
ancaman pidana yang berat. Seperti firman Allah subhanahu wa 
ta ala dalam Surah al-Mā'idah/5: 32: 


BE KA GNI Nb JA Sa 
GC aa peraga! Gi JBS 33 Katy ga 


dini 


sevi ieies gūs 
VIETU E BAN 


Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 
memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah 
datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
Jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui 
batas di bumi. (al-Ma'idah/ 5: 32) 


3. Memelihara Akal (a/-Mxhbāfazab 'ala al-'Agl) 

Akal termasuk perkara yang sangat penting bagi manusia. 
Dengan akal, manusia mampu mengembangkan ilmu pengeta- 
huan dan teknologi yang bermanfaat untuk kemudahan hidup. 
Dengan akal pula manusia sempurna sebagai manusia, karena 
sesungguhnya pada akallah terletak perbedaan antara manusia 
dengan binatang. Manusia juga dihargai secara utuh dalam 
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lapangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi karena 
keberadaan akal tersebut. Tidak akan dituntut orang yang tidak 
berakal, tidak akan diundang ikut pemilu orang yang tidak 
waras, dan tidak diterima di sektor ekonomi orang yang kurang 
sehat akalnya. Mengingat betapa pentingnya kedudukan akal 
ini, maka Islam memberikan perhatian serius terhadapnya.” 

Pemeliharaan terhadap akal dilakukan dengan cara me- 
merintahkan kaum Muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan 
dari buaian hingga liang lahat, berpikir positif dan membuka 
diri. Islam sangat menghargai ilmu maupun orang berilmu 
yang berusaha memberantas kebodohan dan kemalasan berpi- 
kir. Banyak ungkapan dalam Al-Qur'an untuk menggunakan 
akal seperti : ajala ta'gilūn, afala tatafakkarūn, ajala tatadabbarin, 
afala tan gurun, afala tubsirūn, ajala tatažakkarūn. Dalam ungkapan 
lain, seperti: la'allakum ta gilūn, la'allakum tatafakkarūn, la allakum 
tubsirūn. Atau dengan uslub yang lain, seperti: ima fi žālika 
la'ayatin ligaumin ya gilūn, ligaumin yatajakkarūn, li-ulil absar, li-ulil 
albab, li-ulinnuhā dan sebagainya. Yang pada intinya, agar mem- 
berdayakan akal dan pikiran secara maksimal. Seperti disebut- 
kan dalam Surah al-Bagarah/2: 164: 


z 722 uo -4 ENG a > fir i dk 3 
TAU IGS AES I GPA Al 


AE Mia KAN GAN US a 


.. Ta PIP Ao LPA VARAS. Li < 
MEN 53 BP ABI PN 
1A „< tī Ng Lo Tt tor F Z 

Odds pa NI PNS a 


Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan 
siang kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi 
manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan 
itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di 
dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan 
Jang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupa- 
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kan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (al- 
Baqarah/2: 164) 


Selain itu Islam mengharamkan segala makanan, minum- 
an dan obat-obatan yang membahayakan akal pikiran seperti 
narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Orang-orang yang 
mengkonsumsi hal-hal di atas dikenakan hukuman. Seperti 
firman Allah dalam Surah al-Māidah/5: 90: 


ye ru 5 NB dā dd mī NP G TIA C KI D 
ei KTS asis SAN ae 


vB OR Get ro 

Sp Kn 

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al- 
Māidah/5: 90) 


Islam sangat menghargai akal, karena ia adalah sebab 
utama berlakunya Zak/if Taklif adalah pemberian beban hukum 
terhadap manusia. Dengan /ak%f ini maka manusia menjadi 
subjek hukum. Tanpa akal, manusia tidak termasuk kategori 
mukallaf, karena dengan demikian tidak memiliki kecakapan 
sebagai subyek hukum. Jika manusia tidak memiliki kecakapan 
sebagai subyek hukum, maka ia tidak memiliki kemampuan 
(capacity) untuk melakukan perbuatan hukum, dan oleh kare- 
nanya ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. 


4.Memelihara Keturunan (a-Muhafazah 'alan-Nasly” 
Memelihara keturunan berarti memelihara kelestarian 
jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi 
penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara 
sesama umat manusia. Selain dari itu, Islam memandang bahwa 
keturunan itu sesuatu yang penting dan harus dijaga. Untuk 
memelihara keturunan, Islam mewajibkan kaum Muslim untuk 
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menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Islam juga 
memerintahkan kaum Muslimin untuk menghindari pornografi, 
pornoaksi, perbuatan zina, dan segala macam bentuk maksiat 
yang menyebabkan rusaknya harga diri seorang manusia dan 
keturunannya. Maksiat-maksiat ini perlu dijauhi agar harga diri 
seseorang terhormat dan keturunannya menjadi jelas dan 
bersih.” Dalam Al-Qur'an dianjurkan memilih wanita-wanita 
yang suci, agar mampu membentuk rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan rahmah serta dapat menjaga ketur- 
unan. Ka dalam firman Allah dalam Surah ar-Rum/30: 2: 


$ az Pa 7 AU m 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (at- 
Rum/30: 21) 


Bahkan dalam hadis Nabi dianjurkan untuk memilih 
calon isteri yang terpandang dari sisi cantik, harta, keturunan, 
dan agamanya. Seperti sabda Nabi sallallahu “alaihi wa sallam: 


DÁ AA Wal GUR A GIA HA IA zs 


A5 jā Gl 9S lama g yla olay ) BG EF ai 


Wanita dinikahi karena 4 hal ; karena hartanya, nasabnya (ketu- 
runannya), cantiknya, karena agamanya, pilihlah karena agamanya, 
niscaya itu akan membuatmu merasa tenteram. (Riwayat al-Bukhari 
dan Muslim dari Abi Hurairah) 
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Keturunan sangat penting terkait dengan tugas mengelola 
bumi. Bumi diserahkan kepada manusia untuk diurus dengan 
baik, dimanfaatkan untuk kepentingan manusia secara baik. 
Sebaliknya tidak untuk dirusak apalagi dimusnahkan. Oleh 
karena itu harus ada dalam setiap zaman manusia yang menja- 
ganya dari generasi ke generasi, bahkan menganjurkan untuk 
membentuk generasi yang berkualitas dan tidak meninggalkan 
generasi muda yang lemah. Seperti firman Allah dalam Surah 
an-Nisa /4: 9: 

var: ap NN 2 ata pat er Uta Pa 
yaa ge 150 DA eye gali x AA 


X 22A? 


ae ādā 


Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendak- 
lah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 
dengan tutur kata yang benar. (an-Nisa /4: 9) 


Hanya manusia yang baik saja yang akan mampu menja- 
lankan tugas ini, dan manusia yang baik harus memperoleh 
pendidikan yang baik, pendidikan yang baik hanya terdapat 
dalam keluarga yang baik, maka anak manusia harus lahir 
melalui proses yang baik dan mendapat pendidikan yang baik. 
Dalam hal ini maka lembaga perkawinan menjadi sangat vital 
dalam rangka mempersiapkan lahirnya generasi-generasi yang 
baik tersebut. Segala model lahirnya generasi di luar cara ini 
ditentang oleh Islam. Makanya zina merupakan salah satu hal 
yang sangat ditentang. Pelakunya dikenai ancaman hukuman 
yang berat. Selain dalam rangka menjaga keturunan, tujuan 
pengharaman zina juga untuk melindungi masyarakat dari 
kerusakan moral.” 
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5.Memelihara Harta (a-Muhafazah 'alal-Mal) 

Harta benda merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 
manusia, karena dengan harta benda manusia bisa memenuhi 
sebagian besar hajatnya. Harta benda dilindungi oleh ajaran 
Islam. Untuk memelihara harta, Islam menyuruh kaum muslim 
untuk mencari harta yang halal lagi baik, bekerja di bidang- 
bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan dengan cara 
Islami, serta membelanjakan harta terhadap hal-hal yang baik. 
Seperti dalam firman Allah dalam Surah al-Bagarah/2: 267: 


La / oA? I a Peri (F AN > KA AK 
CA KEL Va Sa iya PAPANJ YAN 
> RAL oh 23559 Zoa Pa ana P vert Od 
Íi K EE E AANE 

8, S, aer tt tad 


kan EN NENG asia S 
Wahai orang-orang yang beriman! Injakkanlah sebagian dari basil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 
keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 


dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (al-Bagarah/2: 267) 


Dan dalam waktu yang sama Islam melarang kaum 
Muslimin dari memburu harta dunia dengan cara-cara yang 
diharamkan seperti menipu, mencuri, merampok, korupsi, dan 
lain sebagainya. Cara-cara haram ini dikenakan sanksi hukum 
yang berat sebgai penghormatan Islam kepada harta benda dan 
agar supaya ia terpelihara dari tangan-tangan yang tidak berhak 
atasnya. Contohnya firman Allah dalam Sutah an-Nisa /4: 29: 


mA 4 


Wrist) Idi 
S GLK LSS KL A 
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gg. r A 

Kep 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu. (an-Nisa /4: 29) 


Konsep atau teori tentang tujuan-tujuan syariat ini 
dikenal dengan istilah magasidusy-syari'at. Salah satu ulama yang 
menerangkan konsep ini adalah Abu Ishag asy-Syatibi, dikenal 
dengan imam asy- Syatibi (w.790 H/1388 M). Karena jumlah- 
nya lima, maka lebih lanjut konsep tersebut dikenal dengan 
istilah magasidusy-syari'at a-khamsah artinya tujuan-tujuan syariat 
Islam yang lima. Dalam perkembangan berikutnya imam al- 
Garafi menambahkan satu lagi tujuan (magsud) syariat, yaitu 
memelihara kehormatan. Ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa 
perbuatan-perbuatan seperti memfitnah orang lain melakukan 
zina (gagal) atau menggunjing (gida) misalnya, dilarang keras 
karena hal tersebut dapat merusak kehormatan orang lain. 
Konsep ini dikenal dengan istilah magasidusy-syari'at as-sittah 
artinya tujuan-tujuan syariat Islam yang enam.” 


F. Penegakan Hukum Islam 

Paling tidak ada tiga ayat dalam Surah al-Mā'idah yaitu 
ayat 44, 45 dan 47, yang dijadikan rujukan dalam penegakan 
hukum. Pada ayat 44 menyebutkan bahwa siapa yang tidak ber- 
tahkim dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka terma- 
suk kelompok orang-orang kafir. Ini yang paling berat hukum- 
annya. Seperti dalam firman Allah: 


(ada Ci GP Z ENAK 
GANGA GA SE PLAN AI 


7 


M > A AN” LL BSA PAN a 
AN AS Ga SERBA VAS PAA 3 SAY 
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(Ann EA MS 5 LG Ta Gala a 


Get 


Da NI IIA a iyan KC 


Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) 
petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah 
diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, 
demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka 
diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 
terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) 
takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan 
harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (al-Ma'i- 
dah/5: 44) 


Asbābunnuzūl ayat tersebut disebutkan, “Ayat ini turun, 
ketika seorang Yahudi berzina dengan perempuan Yahudi juga, 
lalu mereka menghadap kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, 
untuk memohon keringanan dari sanksi yang telah ia lakukan 
(berzina). Keduanya Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana 
hukum zina dalam Taurat? mereka menjawab: yaitu hukum 
cambuk, rajam, dan tujbih (kedua orang yang berzina itu diarak 
keliling dengan duduk arah berlawanan). Kemudian kedua 
orang yang berzina itu diarak keliling kota menunggang himar, 
sambil duduk berlawanan. Setelah itu keduanya diperintahkan 
dirajam.”” Tim Tafsir Departemen Agama menafsirkan ayat 
tersebut di atas menyatakan, Kitab Taurat yang diturunkan 
Allah kepada Nabi Musa, berisi bimbingan dan petunjuk bagi 
manusia kepada yang hak, sehingga mereka dapat keluar dan 
selamat dari kesesatan dan penyembahan berhala, dan juga 
merupakan cahaya yang menerangi hal-hal yang masih samar 
ataupun yang masih gelap bagi mereka, sehingga mereka dapat 
melihat jalan yang benar, baik dalam urusan agama maupun 
duniawi. Selain itu, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa 
alaihissalam yang oleh nabi-nabi, cendekiawan dan pendeta- 
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pendeta Bani Israil telah dijadikan dasar untuk menghukum 
dan memutuskan berbagai perkara, karena Taurat adalah 
amanat dan tanggung jawab mereka. Orang yang menolak dan 
mengingkari hukum-hukum Allah yang termuat di dalamnya 
adalah orang-orang kafir." Menurut az-Zuhaili, bahwa ayat ini 
berlaku kepada siapa saja penguasa yang berkuasa, berhak 
untuk menghukum dengan hukum Allah. 

Tingkat kedua yaitu ayat 45, menyebutkan siapa yang 
tidak bertahkim dengan apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka termasuk kelompok orang-orang zalim. 


GS Aa AAN Kā Ns le Ca 


EA r 


A 3, 2 AN, A? 
ied AS SG GE 


) qa PAE o < or m Par GA 
AN TA Ea LI 5 PA IIS 
> gk 
| > I pe 
Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa 
nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan 
bidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada 
gisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak gisas)nya, 
maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutu- 


skan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah 
orang-orang zalim. (al-Ma idah/ 5: 45) 


Di dalam Taurat, telah diterangkan bahwa nyawa harus 
dibayar dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, telinga diba- 
las dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dibalas dengan 
luka yang sama. Orang yang membunuh tidak dengan alasan 
yang benar dia harus dibunuh pula dengan tidak memandang 
siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Siapa yang 
tidak melaksanakan hukum qisas ini dan hukum-hukum lain- 
nya, mereka dianggap zalim terhadap diri mereka sendiri, dan 
akan mendapatkan siksaan di akhirat.” 
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Sedang tingkat ketiga, lebih ringan yaitu siapa yang tidak 
bertahkim dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
termasuk orang-orang fasik. Ayat yang dimaksud yaitu: 


Al IA ATAS YAN Jai Bag 
PANA 


Dan bendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perka- 
ra menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang- 
orang fasik. (al-Ma idah/5: 47) 


Menurut Tim Tafsir Departemen Agama RI menyatakan: 
Pengikut- pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara 
sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Injil, sampai 
masa diturunkan Al-Quran. Sedang orang yang tidak memu- 
tuskan perkara menurut Hukum Allah terbagi kepada 3 ma- 
cam: a) karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang 
semacam ini dianggap kafir (al-Maidah/5: 44); b) karena 
menurut dan mengikuti hawa nafsu serta merugikan orang lain 
dinamakan zalim (al-Maidah/5: 45) dan c) karena fasik (al- 
Māidah/5: 57). Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, yang dimak- 
sud zalim dalam ayat tersebut yaitu menzalimi diri sendiri dan 
akan mendapatkan siksaan nanti di akhirat. Sedang yang dimak- 
sudkan fasik adalah keluar dari koridor ketaatan kepada Allah 
subhanahu wa ta'ala. 

Salah satu yang sering menjadi sorotan kaum Orientalis 
serta pengikut-pengikutnya dan dianggap sebagai kekurangan 
Islam adalah konsep hukuman (punishment) yang dianggap 
kejam, seperti hukum potong tangan untuk pelaku pencurian, 
hukum rajam untuk pelaku zina, dan hukuman add lainnya. 
Beberapa hukuman add tersebut merupakan sasaran tembak 
yang telah dimanfaatkan oleh kaum Orientalis Barat serta 
musuh-musuh Islam untuk mengobarkan semangat dan meng- 
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kampanyekan gerakan anti syariat Islam. Kebaikan-kebaikan 
dalam ajaran Islam seolah lenyap karena tertutup oleh isu-isu 
kecil seperti hukuman /add, isu poligami dan lain-lain. Padahal 
hukuman add hanyalah salah satu aspek dalam hukum pidana 
Islam, dan hukum pidana hanyalah aspek kecil dalam keselu- 
tuhan sistem hidup berdasarkan syariat Islam." 

Dalam konteks penanggulangan masalah kejahatan 
dalam Islam, paling tidak ada lima konsep dasar dalam penang- 
gulangan kejahatan, yaitu: akidah, akhlak, ibadah, dakwah amar 
makruf, dan nahi mungkar.“ 

Akidah mengajarkan kepada manusia keyakinan bahwa 
ada hidup setelah kematian, akan ada pertanggungjawaban ter- 
hadap semua perbuatan kita di dunia dan akan ada balasan atas 
amal perbuatan tersebut. Akidah juga mengajarkan bahwa 
semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat dan disaksikan oleh 
Allah yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Keyakinan 
bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini 
kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu 
wa ta'ālā di akhirat akan mendorong kita untuk senantiasa 
berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang. 
Firman Allah dalam Surah al-Isra /17: 36: 


ó ANINA CA Lea NAE: 


Jaz AN 


Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya. (al-Isra /17: 36) 


Akhlak adalah ajaran tentang moral, yakni sikap dan 
perilaku yang baik menurut pandangan Allah. Akhlak menem- 
pati fungsi yang sangat penting dalam Islam. Misi utama Nabi 
Muhammad sallallahu “alaihi wa sallam adalah menyempurnakan 
akhlak yang mulia. Seperti sabda Nabi: 
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Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih. 
(Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah ) 


Manusia yang memiliki akhlak yang mulia akan dicintai 
oleh Allah dan Manusia. Dalam rangka menggapai keridaan 
Allah, manusia hendaknya senantiasa memperbaiki akhlaknya. 
Dengan akhlak yang baik manusia memiliki kekuatan untuk 
menjauhkan dirinya dari sikap dan perilaku tercela, karena 
kesempurnaan seorang mukmin tercermin dalam akhlaknya 
yang luhur. Seperti sabda Nabi: 


083 o OA oa £ 


PA ALE akg ale pri UU) ajal ASi 
U CES gl ge al ola) peld 


Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang 
paling baik akhlaknya dan sebaik-baik mereka adalah yang paling baik 
terhadap istrinya. (riwayat Ahmad dari Abi Hurairah ) 


Ibadah adalah sebuah cara untuk mendekatkan diri 
kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang baik adalah yang 
pelaksanaannya dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah 
subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rida-Nya. Intensitas 
ibadah berpengaruh pada kekuatan iman seseorang. Semakin 
baik ibadah seseorang maka akan semakin baik pula imannya, 
dan semakin kuat pula hubungan orang tersebut dengan Allah 
subhanahu wa ta'ala. Orang yang bagus ibadahnya akan 
mempunyai kekuatan untuk mencegah dirinya dari perbuatan 
yang tidak diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam 
Al-Qur'an bahwa salat itu dapat mencegah manusia dari 
perbuatan keji dari mungkar. Seperti firman Allah subhanahu wa 
ta'ala dalam Surah al-“Ankabut/29: 45: 
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AENG Pa mo > PA Am Sod 
A an Da 
GB TANG EA sh 


Bacalah Kitab sa Jang telah an kepadamu (Muham- 
mad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari 
(perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah 
(salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-“Ankabut/29: 45) 


Dakwah adalah aktifitas mengajak manusia pada jalan 
yang benar. Amar makruf secara bahasa bermakna menyeru 
kepada kebaikan. Dakwah dan amar makruf merupakan salah 
satu ajaran Islam yang penting. Dengan dakwah dan amar 
makruf semangat untuk meningkatkan kualitas diri disebarluas- 
kan. Dengan dakwah dan amar ma'ruf semangat untuk 
senantiasa berbuat baik dikobarkan. Usaha perbaikan kualitas 
pribadi manusia melalui dakwah dan amar makruf secara tidak 
langsung dapat mengurangi kejahatan. Karena dengan adanya 
seruan itu keinginan untuk berbuat jahat berusaha untuk 
dikikis. Seperti firman Allah dalam Surah Ali Imran/3: 104: 


a 


ARSA a a 
Papa za ASE CARY CAN 


Dan hendaklah di antara kamu ada bea orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
Jang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Ali 
Imtān/3: 104) 


Nahi mungkar secara bahasa bermakna mencegah 
kemungkaran. Mencegah kemungkaran dapat dilakukan dengan 
lisan ataupun dengan tindakan. Nahi mungkar merupakan salah 
satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim di 
tengah-tengah masyarakatnya. Orang yang tidak melaksanakan 
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nahi mungkar dicela oleh agama. Membiarkan terjadinya 
kemungkaran padahal mampu mencegahnya dalam pandangan 
Islam disamakan dengan menyetujui terjadinya kemungkaran 
tersebut. Dengan nahi mungkar semangat untuk berbuat jahat 
dikikis. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, ketika melihat 
kemungkaran harus di perbaiki dengan tangan, jika tidak 
mampu, maka dengan lisan, jika tidak mampu, maka dengan 
hati (tidak menyetujuinya). Seperti disebutkan dalam sabdanya: 


ah (J OB Sa ABE AJ OP Sa ad St S aa 


o- 


MG JAH Kuma al US ge ola) O Naa GI adis 


Barangsiapa di antara kalian yang melibat kemungkaran, maka 
rubahlah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lidah, kalau tidak 
mampu dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. 
(Riwayat Muslim dari Abi Said al-Khudri) 


Demikian berbagai instrumen pencegah kejahatan yang 
ada pada syariat Islam. Apabila tindakan preventif tersebut 
tidak mampu mencegah seseorang dari melakukan kejahatan, 
maka tindakan represif digunakan yakni dengan melaksanakan 
ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berkenaan dengan “ugii- 
bah (hukuman). Beberapa bentuk kejahatan (jarimah) diancam 
dengan sanksi yang keras, seperti pencurian dan zina. Hal ini 
selain untuk membersihkan pelaku dari dosanya, juga berfungsi 
sebagai paksaan psikologis (psycologische dwang) kepada orang lain 
agar menjauhi perbuatan tersebut. Semakin keras hukuman 
yang ditimpakan kepada pelaku jarimah, semakin tinggi efek jera 
(deterrent effeci) yang ditimbulkannya. Hukuman yang keras saja 
kadang-kadang tidak dihiraukan, apalagi yang tidak keras." 


G. Penutup 


Bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah fir- 
man Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan 
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perbuatan orang mukallaf yang bersifat perintah demi 
terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, 
firman tersebut berupa amar (perintah), nahi (larangan), ta£hyir 
(pilihan) atau menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau pengha- 
lang suatu hukum. Secara garis besarnya hukum dapat dibagi ke 
dalam dua jenis: 1) Hukum Tak/j?, 2) Hukum wadi. 

Penggunaan istilah hukum Islam kurang dikenal dalam 
literatur-literatur klasik. Namun ada istilah dikenal dengan Sya- 
riat Islam, Hukum Syara’, Syariat, Fiqh, dan Syara’. Sedangkan 
para penulis Barat mempergunakan istilah Mohamadan Law dan 
Islamic Law. 

Dalam sistem hukum Islam terdapat lima kaidah yang 
dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di 
bidang ibadah maupun dibidang muamalah. Kelima jenis 
kaidah tersebut, dinamakan al-Ahkam al-Khamsah atau peng- 
golongan hukum yang lima yakni, (1) jaig atau mubah atau 
ibahah, (2) sunnah, (3) makruh, (4) wajib, dan (5) haram. Sedang 
ciri khas dari hukum Islam, yaitu: Takamul (sempurna), Syumul 
(komprehensif), Wasatiyyah (pertengahan), dan Harakah (dina- 
mis). 

Membicarakan tujuan hukum Islam (pidana dan perdata) 
tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam 
secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian syariat 
Islam. Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam 
masalah kepidanaan maupun keperdataan mempunyai tujuan 
umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan 
menghindarkan mereka dari marabahaya sehingga terwujudnya 
misi ajaran Islam yang dikenal bahasa “rahmatan lil alamin”. 

Dari sisi lain, yang dijadikan tolak ukur untuk menentu- 
kan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang 
dilakukan dan menjadi tujuan pokok hukum Islam adalah apa 
yang menjadi kebutuhan dasar pokok bagi kehidupan manusia. 
Tuntutan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia bertingkat- 
bertingkat. Pada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga 


56 Hukum dan Penegakannya 


tingkatan, primer (darūri, pokok), sekunder (hajiyat, pelengkap), 
tertier (tahsiniyyat, memperindah). 

Kebutuhan tingkat “Primer / dariri”, adalah sesuatu yang 
harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna 
kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. 
Kebutuhan yang bersifat primer ini yang harus ada pada manu- 
sia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara 
berurutan, peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta, dan 
keturunan. Kelima hal inilah yang disebut dengan “ad-Daririyyat 
al-Khamsah?”. Ini pula yang menjadi intisari dari pada tujuan 
Hukum Islam, yaitu memelihara, melindungi, dan mengaman- 
kan lima aspek kebutuhan dasar pokok manusia tersebut. 

Sedang konsep dasar dalam penanggulangan kejahatan, 
yakni akidah, akhlak, ibadah, dakwah amar makruf, dan nahi 
mungkar. Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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— A V 


SUMBER DAN RUANG 
LINGKUP HUKUM ISLAM 


g — 


Nabi Muhammad. Dua sumbet ini disebut juga sebagai 

dalil-dalil! pokok hukum Islam. Selain Al-Qur'an dan 
sunah, ijma , qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, ‘urf, dan 
saddug-Zari'ah, juga mempunyai peran yang tidak kecil dalam 
pembentukan hukum Islam. Namun semuanya hanya berfungsi 
sebagai dalil pendukung, sebagai alat bantu untuk sampai kepa- 
da hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunah. 
Karena statusnya hanya sebagai alat bantu untuk memahami 
Al-Qur'an dan sunah, sebagian ulama menyebutnya sebagai 
metode istinbat. Al-Gazali, misalnya, menyebut qiyas sebagai 
metode istinbat” 

Dalam kajian Usvlul-figh terdapat sumber hukum—dalil- 
dalil—yang disepakati maupun yang tidak disepakati peng- 
gunaannya oleh para ulama dalam menetapkan hukum, baik 
yang berkenaan dengan hukum tentang ibadah maupun mua- 
malah dalam cakupannya yang luas. 


| | umbet utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunah 


A. Sumber Hukum Islam 
1. Sumber hukum Islam yang disepakati. 
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Sumber utama hukum Islam yang disepakati oleh para 
ahli usiluk-figh ada empat: Al-Qur'an, sunah, jjma", dan qiyas. 


a. Al-Qur'an 
1) Pengertian Al-Qur'an 

Para ulama Usziul-fiqh mendefinisikan Al-Qur'an sebagai: 
w Dys oğ Pa TA A R Bi < Aa BAN y gA 


a o 


A o Fa era? Aris yna -á Pa Aay PES 
NEW GA a) parasi SSS AL UII Id 
Úpy a0 A so s NGANG MES: 


Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa 
sallam dalam bahasa Arab, yang dinukilkan kepada kita (generasi 
sesudahnya) secara mutawatir, tertulis dalam mushaf mushaf, membaca- 
nya merupakan ibadah, dimulai dari Surah al-Fatihah dan ditutup 
dengan Surah an-Nas. 


Dari definisi ini, para ulama Usx/ul-figh menyimpulkan 
sebagai berikut: 

a) Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada 
Muhammad. Karenanya, kalam Allah yang tidak diturunkan 
kepada Nabi Muhammad, seperti Taurat, Zabur, dan Injil, 
tidak dinamai Al-Qur'an. Sebagai bukti bahwa Al-Qur'an 
adalah kalam Allah, adalah kemukjizatan yang dikandung 
Al-Quran sendiri, yaitu dari struktur bahasa, isyarat-isyarat 
ilmiah yang dikandungnya, dan informasi tentang masa 
depan, tidak terkecuali berita tentang akhirat." 

b) Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab—Ouraisy. Hal ini 
ditegaskan oleh beberapa ayat, di antaranya asy-Syu'ara /26: 
192-195, Yusuf/12: 2, az-Zumat/39: 28, an-Nahl/16: 103, 
dan Ibrahim/14: 4. Karenanya, tafsir dan terjemah Al- 
Qur'an tidak bisa dinamai Al-Qur'an. Jadi, salat seseorang 
menjadi tidak sah jika ia hanya membaca tafsir atau ter- 
jemah Al-Quran, karena Al-Qur'an adalah nama yang 
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spesifik bagi struktur bahasa dan makna yang dikandung 
olehnya.” 

c) Al-Qur'an diriwayatkan kepada generasi selanjutnya secara 
mutawatir—dituturkan oleh orang banyak kepada orang 
banyak sampai sekarang, yang mereka ini mustahil sepakat 
untuk berdusta. Periwayatan macam ini bersih dari upaya 
perubahan dan penggantian satu kata sekali pun. Berbeda 
dengan kitab-kitab samawi lain yang ditujukan kepada para 
Rasul sebelum Nabi Muhammad, sifatnya tidak mutawatir 
dan tidak dijamin keasliannya. Sedangkan Al-Qur'an 
terpelihara kemurniannya, sebagaimana difirmankan Allah: 


LÂ MATI an Ca 

KA WTA TAPAK 
Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Our'an, dan pasti Kami 
(pula) yang memeliharanya. (al-Hijt/15: 9) 


Karenanya, bacaan yang tidak diriwayatkan secara 
mutawatir, seperti Oirā'ah Syāšžah, tidak dinamai Al-Qur'an.” 


2) Kehujjahan Al-Qur'an 

Para ulama Uszluk-figh dan lainnya sepakat menyatakan 
bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang 
diturunkan Allah dan wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak 
dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum mem- 
bahas dan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila hukum perma- 
salahan yang ia cari tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka 
barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil lain. Ada 
beberapa alasan yang dikemukakan ulama Usilul-figh tentang 
kewajiban berhujjah dengan Al-Qur'an, di antaranya: 

a) Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah dan diriwayatkan 
secara mutawatir. Ini memberi keyakinan bahwa Al-Qur'an 
benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada 
Muhammad, seorang lelaki yang dikenal sebagai “al-Amin”, 


orang yang terpercaya. 
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b) Banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an datangnya 
dari Allah, seperti: 


pg Teteh 


KANG SAR RELA HL CA Kg: 


Dia (Allah) menurunkan al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muham- 
mad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) 
sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. (Ali Imran/3: 3) 


TAN USU 


Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu 
(Muhammad) membawa kebenaran. (an-Nisa /4: 105) 


Z Zr arg dā VA: cc CS 
TVG GANG zoss BI 6s CIS Gun WA 


Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan 
segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi 
orang yang berserah diri (Muslim). (an-Nahl/16: 89) 


3) Kemukjizatan Al-Qur'an 

Kemukjizatan Al-Gur an merupakan petunjuk nyata bah- 
wa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah, bertujuan 
untuk menjelaskan kebenaran Nabi yang membawa risalah Ilahi 
dengan suatu perbuatan atau kejadian yang di luar kebiasaan 
manusia. Mukjizat Al-Qur'an, menurut para ahli Us1/ul- fiqh dan 
tafsir, terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk 
menandingi Al-Qur'an itu, sehingga para sastrawan Arab di ma- 
na pun dan kapan pun tidak akan mampu menandinginya.' 


4) Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an 


Sesuai peranannya sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an 
secara garis besar mengandung tiga ajaran pokok, yaitu: 
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a) Ajaran yang terkait dengan akidah. Ajaran ini berbicara 
tentang hal-hal yang wajib diyakini, seperti keesaan Tuhan, 
kenabian, kitab, malaikat, Hari Akhir, dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan doktrin akidah. 

b) Ajaran yang terkait dengan akhlak, yaitu hal-hal yang harus 
dijadikan perhiasan diri oleh setiap mukallaf berupa sifat- 
sifat keutamaan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang 
membawa kepada kehinaan. 

c) Hukum-hukum amaliah, yaitu ketentuan-ketentuan yang 
berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf—doktrin 
syariah. Hukum-hukum amaliah ini selanjutnya memuncul- 
kan ilmu /igh. Hukum-hukum amaliah dalam Al-Qur'an 
terbagi dua, yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan 
manusia-Tuhan, dan hukum muamalat yang mengatur 
hubungan antarmanusia.' 


b. Sunah 
1) Pengertian Sunah 

Secara terminologi, sunah bisa dilihat dari tiga bidang 
ilmu, yaitu ilmu hadis, figh, dan usilul-figh. Menurut ulama hadis, 
sunah sangat identik dengan hadis, yaitu “apa saja yang disan- 
darkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, 
ketetapan, sifatnya sebagai manusia biasa, maupun akhlaknya, 
baik itu pra maupun pascakenabian.” 

Sunah menurut ulama Us7/uk-figh adalah “segala sesuatu 
yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam bentuk perbuatan, 
perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.” 

Sedangkan sunah menurut para ahli fikih mengandung 
dua pengertian sekaligus. Pertama, sunah merupakan segala 
sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam bentuk 
perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan 
hukum—definisi yang juga dikemukakan oleh ulama Usul- fiqh. 
Kedua, sunah adalah satu dari lima hukum taklifi, yang berarti 
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“semua perbuatan yang bila dikerjakan mendatangkan pahala 
dan bila ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa.” 

Perbedaan definisi sunah di kalangan ulama Uszī/u/-figh 
dan fikih diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang masing- 
masing terhadapnya. Ulama Usilu-figh memandang sunah 
sebagai salah satu sumber atau dalil hukum, sedangkan ulama 
fikih menempatkan sunah sebagai salah satu hukum taklifi. ° 


2) Dalil Kehujjahan Sunah sebagai Sumber Hukum 


a) Allah mewajibkan kaum muslimin untuk menaati Rasulullah 
dalam firmannya: 


asti GK ARAA AL M AA GG, 
forta 


VEZA Ya 2 DPRr 3 moš WAT „os 

es ls NG ah Gya NN 
PMI 

si NG 


Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Our'an) dan Rasul (sunah nya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa /4: 59) 


b) Allah menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat ke- 
teladanan yang baik. 
6. y 


LPA MA -ir ak 2A w =) or» ada str 
Maiy Ap apa GA AEE S ÍK 
F» Va ar)? 

SAN pas jan | 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
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(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (al- 
Ahzab/33: 21) 


c) Allah memuji Rasulullah sebagai orang berakhlak mulia. 


irc 


Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (al- 
Oalam/68: 4) 


d) Allah menyamakan ketaatan kepada Rasulullah dengan 
ketaatan kepada-Nya. 


Pr 2 p 2AA ANII L ETEDI ALL kaar go. 
Bis gela Ms i gyan ab Aas Jun Jl bas ya 
Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah 
menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka 


(ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi 
pemelihara mereka. (an-Nisa /4: 80) 


e) Allah menganggap tidak ideal keimanan seseorang yang 
tidak rela dengan putusan Rasulullah. 


A 
$ 


GE sm KN AAA YE A PG Te GT 
SA Ae DSSS SAPI 


Z PLAN 2 L DLRC, WM >» Ras p PA 
CSS SS ABBAS 
Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menja- 
dikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati 
mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya. (an-Nisa'/4: 65) 


f Perintah Allah untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh 
Nabi. 
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Fa yea? 21. 


SISA Ia AA a 
SOS RELING SNG JANG Gah 


Eara ro Ž A A Pa 


EREN FERAS ligoyū es Ja 


Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul- 
Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, 
Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan un- 
tuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya 
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang dibe- 
rikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya ba- 
gimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, 
Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Hasyr/59: 7) 


g) Rasulullah adalah penafsir ayat-ayat Al-Qur'an. 
AAA VAS TA TAJA GTA K TVA KA 
Dr pp Pliva nais 


Dan Kami turunkan as-Žikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau 
menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada 
mereka dan agar mereka memikirkan. (an-Nahl/16: 44) 


h) Allah menjadikan ketundukan seseorang kepada Rasulullah 
sebagai Dela cinta a Allah. 


GA 3) Lg to poterit A ta 2A T , Pan A ie > A 
LSS) Ap Jgn ANG y 
>23 
P 


Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Ali “Imran/3: 31) 


Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya 
mengikuti Rasulullah, yaitu mengikuti sunah nya. Berdasarkan 
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beberapa ayat-ayat itu pula, para sahabat semasa hidup Nabi 
dan setelah wafatnya menyepakati keniscayaan untuk menja- 
dikan sunah sebagai sumber hukum. 


3) Pembagian Sunah 

Berdasarkan sanad atau periwayatannya, sunah dalam 
kajian Usv/x/-ffgh terbagi menjadi dua kategori: mutawatir dan 
ahad. 

Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan dari Ra- 
sulullah oleh sekelompok perawi yang diyakini mustahil untuk 
sepakat melakukan kebohongan publik, misalnya karena ba- 
nyaknya jumlah mereka, sifat masing-masing individu para pe- 
rawi yang jujur, atau tempat tinggal mereka yang saling ber- 
jauhan. Hadis yang diriwayatkan oleh kelompok ini kemudian 
diriwayatkan pula oleh para perawi berikutnya yang jumlahnya 
tidak kurang dari kelompok pertama. Begitu seterusnya hingga 
hadis itu dibukukan. Selain itu, pada masing-masing tingkatan 
perawi itu harus tidak ditemui sedikit pun kecurigaan bahwa 
mereka sepakat meriwayatkan kebohongan yang dinisbatkan 
kepada Rasulullah. Contoh dari sunah mutawatir adalah su- 
nah fiYiyyah tentang rincian tata cara salat, manasik haji, dan iba- 
dah-ibadah lain yang merupakan syiar Islam yang diwarisi 
secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya 
hingga sampai kepada kita. Sunah f /iyyah ini diterima oleh ba- 
nyak sahabat dari Rasulullah, kemudian diwarisi pula oleh gene- 
rasi berikutnya sehingga sampai ke masa kita sekarang ini." 

Hadis mutawatir terbagi lagi menjadi dua: mutawatir lafzi 
dan mutawatir ma nawi. Mutawatir lafgi ialah hadis yang diriwa- 
yatkan oleh orang banyak dengan kesamaan arti sekaligus re- 
daksi—matan. Contoh: 


s bp 7 ae BBS ada BN su 
af oe Go ala) JUN Gya sa Ps Ba AE US ipa 


KOT 
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Barangsiapa berbuat dusta atas diriku dengan sengaja maka hendaklah 
ia mengambil tempatnya di neraka. (Riwayat Bukhari dari Abu 
Hurairah) 


Menurut an-Nawawi (w. 676 H), seorang pakar hadis dan 
fikih dari mazhab Syafi'i, hadis ini diriwayatkan oleh tidak 
kurang dari dua ratus sahabat. 

Sedangkan hadis mutawatir ma nawi ialah hadis yang 
memiliki kesamaan makna tapi redaksinya beragam. contohnya 
hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah selalu meng- 
angkat tangannya ketika berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan 
dengan beragam latar belakang dan redaksi, salah satunya 
diriwayatkan oleh at-Tirmizi.“ Tidak ada perdebatan di antara 
para ulama tentang sahnya hadis mutawatir untuk dijadikan 
dasar hukum, baik dalam masalah akidah maupun fikih. Alasan- 
nya, dilihat dari segi periwayatan dan kekuatan hukumnya, 
hadis mutawatir bersifat gati.” 

Bagian kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwa- 
yatkan oleh satu rawi atau lebih, namun tidak sampai pada 
derajat mutawatir. Hadis ahad terbagi tiga. Pertama: hadis 
masyhur, yaitu hadis yang pada periode sahabat diriwayatkan 
oleh tiga perawi, namun pada periode Zabiin dan seterusnya 
hadis itu menjadi hadis mutawatir. Contoh: 


Neon Tun SA Ig ar lu II Li 
GU Ca DA | 73 kal ki al kika Sa àl l 


Ag- o ra Oa ko 


als 


Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap 
orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Barangsiapa berhijrah 
demi Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya adalah benar-benar demi 
Allah dan rasul-Nya. Dan barangsiapa berhijrah demi dunia yang ingin 


70 Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Islam 


dicapainya atau wanita yang hendak dinikahinya, maka nilai hijrahnya 
akan sesuai dengan apa yang diniatkannya itu. (Riwayat al-Bukhari 
dan Muslim dari “Umar bin al-Khattab) 


Kedua: hadis aziz, yaitu hadis yang pada salah satu fase 
periwayatannya diriwayatkan oleh dua orang meski pada fase- 
fase lainnya, ia diriwayatkan oleh banyak orang. Contoh: 


PU oy Gel ze Ata! 631) JS Je ip lah AL 


Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. (Riwayat 
al-Baihagi dari Anas bin Malik) 


Ketiga: hadis garib, yaitu hadis yang diriwayatkan orang 
perorangan pada setiap fase periwayatannya hingga hadis itu 
dibukukan. Contoh: 


LING Lt. Pak) og a É isek g Naa? a oa Ç 
JAG o Na oe AN D S a Y 
"usi vē pus SI sl) NEE 


Belum sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ia lebih 
mencintai aku ketimbang orang tuanya, anaknya, dan manusia 
seluruhnya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas) 


Dari kedua kategori hadis in—mutawatir dan ahad, para 
ulama Uszluk-figh menyepakati sahnya hadis mutawatir dijadi- 
kan dasar hukum. Lain lagi dengan hadis ahad yang masih 
diperdebatkan keabsahannya sebagai dasar hukum. 


c. Ijma 
1) Pengertian Ijma 

Mayoritas ulama Uszilukfigh , seperti dikutip Wahbah az- 
Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, dan “Abdul Wahhab Khalaf, 
mendefinisikan ja sebagai “kesepakatan para mujtahid dari 
umat Muhammad, pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, 
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terhadap suatu hukum syarak.” Muhammad Abu Zahrah me- 
nambahkan di akhir definisi ini kalimat: “yang bersifat ama- 
liyah.”” Ini memberi informasi bahwa jwa hanya berkaitan de- 
ngan persoalan-persoalan juri —amaliyah praktis. Definisi ini, 
menurut ketiga ulama tersebut, menyatakan bahwa wa hanya 
mungkin dilakukan dan disepakati oleh para mujtahid muslim 
pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. 

Mayoritas ulama Usvlul-figh merasa perlu menambahkan 
dalam rumusan definisi jwa itu kalimat: “Sesudah Rasulullah 
wafat,” karena selama Rasulullah masih hidup, seluruh perma- 
salahan yang timbul dalam masyarakat muslim bisa ditanyakan 
langsung kepada beliau sehingga iwa tidak dibutuhkan. Muj- 
tahid yang melakukan //xā , menurut rumusan definisi ini, tidak 
perlu seluruh mujtahid, tetapi cukup mujtahid yang hidup pada 
masa tertentu. Dengan demikian, setiap mujtahid pada setiap 
generasi boleh melakukan jjmi.” Bila pada suatu masa ketika 
ma dilakukan ada satu mujtahid yang tidak setuju dengan hu- 
kum yang ditetapkan maka hukum itu tidak bisa dinamakan 
ima . 


2) Rukun dan Syarat Ijma 

Menurut mayoritas ulama Usilukfigh , rukun ima ada 
lima. Pertama, orang yang terlibat dalam pembahasan hukum 
syarak melalui jwa adalah para mujtahid secara keseluruhan. 
Bila ada mujtahid pada masa itu, meskipun minoritas, yang 
tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan maka hukum itu 
tidak dapat disebut sebagai iwa . Kedua, mujtahid yang terlibat 
dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang 
ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. 
Ketiga, proses j7ma harus dimulai dengan agenda mende- 
ngarkan pandangan dari masing-masing mujtahid. Keempat, 
hukum yang disepakati haruslah hukum syarak yang aktual dan 
tidak disebutkan rincian hukumnya oleh Al-Qur'an. Kelima, 
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jma tidak boleh tidak merujuk pada Al-Qur'an dan atau hadis 
Rasulullah.” 

Selain harus memenuhi kelima rukun di atas secara 
keseluruhan, wa menurut mayoritas ulama Usziul-fiqh juga 
harus memenuhi tiga syarat. Pertama, orang yang terlibat dalam 
berijma' harus telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. 
Kedua, jma tersebut harus muncul dari kesepakatan para 
mujtahid yang adil—berpegang teguh pada agama. Ketiga, para 
mujtahid yang terlibat di dalamnya haruslah mereka yang 
berusaha menjauhi ucapan atau perbuatan bid'ah.” 


3) Kehujjahan Ijma 

Para ulama, seperti dikutip Muhammad Abu Zahrah, 
memang menyepakati keabsahan jjma sebagai dalil hukum 
syarak. Namun, mereka tidak satu kata dalam menentukan 
jumlah minimal orang-orang yang terlibat dalam pembahasan 
hukum tersebut sehingga kesepakatan itu menjadi jjma yang 
mengikat keseluruhan umat Islam. Menurut mazhab Maliki, 
sebuah kesepakatan sudah bisa dinilai sebagai jwa meskipun 
yang terlibat dalam kesepakatan itu hanya penduduk Madinah, 
atau yang biasa mereka sebut iwa” ahlul-madinah. Lain lagi 
menurut kalangan Syi'ah yang mengerucutkan pengertian ijma” 
sebagai kesepakatan para imam mereka belaka tanpa harus 
melibatkan mujtahid non-Syi'ah. Sedangkan menurut mayoritas 
ulama, demikian kata Muhammad Abu Zahrah, jjma sudah 
dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama 
mujtahid. Tetapi menurut “Abdul Karim Zaidan, wa baru 
dianggap sah jika keputusan yang dihasilkan disepakati oleh 
mujtahid-mujtahid pada era tertentu secara keseluruhan.” 

Keabsahan wa sebagai dasar hukum syarak disandarkan 
pada beberapa dalil. Di antaranya firman Allah: 


KA RK 
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Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
(an-Nisā'/4: 59) 


Kata ulul amr pada ayat ini, oleh mayoritas ulama Uszilul- 
figh , adalah kata umum yang mencakup para pemimpin aga- 
ma—mujtahid dan mufti—dan pemimpin dalam urusan duniawi 
seperti aparat pemerintah, penegak hukum, dan semisalnya. 
Ibnu “Abbas, umpamanya, menafsirkan kata ini dengan para 
ulama.” 

Dalam ayat yang lain Allah berfirman: 


1L o GIL MA AG a” gt» r 
Jaa TE KN TE LN ART 
Laba 5 257 NA 23 


FTA ASV PIP KOTA 


Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran 
baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, 
Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan 
akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk- 
buruk tempat kembali. (al-Nisa'/4: 115) 


Ayat ini berisi ancaman bagi mereka yang menentang 
Rasulullah, dan mengikuti jalan orang-orang kafir. Dengan 
demikian dapat dipahami bahwa adalah wajib bagi setiap 
mukmin untuk mengikuti jalan sesama mukmin, di antaranya 
dengan mengikuti kesepakatan mereka. Sabda Rasulullah: 


- x ās to a KE A 2 
SU a BELI IE a NG ALS dē Ei pai YS ol 
AR 


Sungguh, Allah tidak akan menyatukan umatku dalam kesesatan; dan 
"tangan” Allah menyertai jamaah. (Riwayat al-Hakim dari Ibnu 
Umar) 
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Hadis ini menunjukkan bahwa hukum yang telah disepa- 
kati oleh seluruh mujtahid adalah hukum bagi keseluruhan 
individu umat Islam karena Rasulullah memberi jaminan bahwa 
para mujtahid umat ini tidak akan sepakat melakukan kesalahan 
dalam menetapkan hukum. Jika seluruh umat Islam, melalui 
representasi para mujtahid, telah menyepakati suatu hukum ter- 
tentu maka tidak ada alasan untuk menolak kesepakatan itu.” 


4) Ragam lima 

Dilihat dari proses tercapainya kesepakatan atas hukum 
syarak tertentu, para ulama Uszī/u/-fgh membagi ijma ke dalam 
dua kategori: iwa sarih dan ijma sukūti. 

ma sarih adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid 
ketika masing-masing menyatakan persetujuannya dengan tegas 
atas kesimpulan itu. Berbeda dengan wa sarih yang bersifat 
absolut, iwa sukrti hampir sama dengan kesepakatan sepihak, 
yakni ketika hanya sebagian mujtahid yang menyatakan penda- 
patnya, sedangkan mujtahid lain diam tanpa komentar. Itu 
membuat keabsahan jma sukriti masih diperdebatkan. Imam 
Syafii dan ulama Malikiyah menyatakan, jyma sukūti tidak dapat 
dijadikan landasan hukum. Alasannya, diamnya sebagian mujta- 
hid ini belum tentu menandakan persetujuan. Tidak tertutup 
kemungkinan, hal itu diakibatkan adanya tekanan dari pihak 
penguasa bila pendapat itu adalah pesanan atau minimal 
mendapat dukungan penguasa. Dan boleh jadi, hal itu dikare- 
nakan mereka punya pendapat berbeda namun mereka merasa 
sungkan untuk menentang pendapat mujtahid lain yang dinilai 
lebih senior. Lain lagi dengan ulama Hanafiyyah dan 
Hanabilah. Menurut mereka, jwa sukriti sah-sah saja dijadikan 
sumber hukum. Alasannya, diamnya sebagian mujtahid tersebut 
dapat diartikan sebagai persetujuan. Betapa tidak, andaikata 
mereka tidak setuju dan meyakini bahwa pendapat yang 
dikemukakan oleh mujtahid lain adalah keliru, sudah pasti 
mereka akan menentang tegas. Bila yang demikian ini tidak 
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terjadi, itu menandakan bahwa mereka setuju. Pendapat lain 
lagi dikemukakan oleh minoritas ulama Hanafiyyah dan 
Malikiyyah. ijma sukrti, kata mereka, tidak dapat disetarakan 
ima sarih, hanya saja ijjma model ini lebih kuat daripada 
pendapat perorangan.” 


d. Qiyas 
1) Pengertian Qiyas 
Menurut Wahbah az-Zuhaili, giyas adalah: 


gi Sa aa Gis di A 


Menyetarakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas 
dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, karena kesamaan 
Ulat hukum antara keduanya. 


Ulama usvilul-figh klasik dan kontemporer sepakat bahwa 
proses penetapan hukum melalui giyas bukanlah menetapkan 
hukum dari awal, tetapi sebatas menyingkap dan menjelaskan 
hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas.” Upaya ini 
dilakukan melalui pembahasan intensif dan teliti terhadap ‘Wat 
dari kasus yang sedang dihadapi itu. Bila 7//atnya sama dengan 
lat hukum dari suatu kejadian yang disebutkan dalam nas 
maka hukum kasus yang sedang dihadapi itu adalah hukum 
yang sama dengan yang telah disebutkan oleh nas tersebut. 

Misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum bir 
atau wisky. Dari penelitian yang dilakukannya dengan cermat, ia 
temukan bahwa dua-duanya mengandung zat yang berpotensi 
membuat mabuk, sama seperti zat yang ada pada hamr. Zat 
inilah yang kemungkinan besar mengakibatkan hamr diharam- 
kan, sesuai firman Allah dalam Surah al-Ma'idah/5: 90-91. 

Dengan demikian, karena temuan adanya kesamaan Wat 
antara bir, wisky, dan £hamr—sama-sama berpotensi membuat 
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mabuk, dapat disimpulkan oleh mujtahid itu bahwa hukum bir 
dan wisky adalah sama dengan hukum £hamr. Kesamaan Wat 
antara kasus yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada 
nasnya dalam Al-Qur'an atau hadis membuat keduanya memili- 
ki kesatuan hukum. Inilah maksud yang hendak disampaikan 
oleh para ulama usvilul-figh, bahwa penentuan hukum melalui gi- 
Jas tidak berarti menentukan hukum dari awal, melainkan hanya 
menyingkap dan menjelaskan hukum untuk kasus yang sedang 
dihadapi melalui penyeragaman dengan hukum yang ada pada 
nas, disebabkan adanya kesamaan “aż antara keduanya. 


2) Rukun Qiyas 

Menurut para ahli xs7/u/-figb, rukun qiyas ada empat, yaitu: 
asl (kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan 
nas atau ijma’), far" (kasus yang sedang dipelajari hukumnya), 
illat (motivasi hukum pada as/ yang ditengarai wujudnya oleh 
mujtahid), dan hukum as/ (hukum yang telah ditentukan oleh 
nas atau ijma)." 

Asl dalam bahasan usilukfigh adalah objek yang telah 
ditetapkan hukumnya oleh Al-Qur'an, hadis, ataupun ijma'. 
Misalnya, dalam penganalogian wisky dengan £hamr, asl adalah 
khamr yang telah ditetapkan hukumnya melalui nas. Menurut 
para ahli Uszilul-fiqh, utamanya yang berasal dari kalangan muta- 
kallimin, yang maksud dengan as/ sebenarnya adalah nas yang 
menentukan hukum, karena nas inilah yang akan dijadikan 
sebagai patokan penentuan hukum pada jar. Dengan mengacu 
pada pendapat ini maka as/ adalah Surah al-Ma'idah/5: 90-91. 

Far' adalah objek yang sedang dicari tahu hukumnya, 
suatu kasus yang tidak ditegaskan hukumnya oleh nas atau 
ijma’, seperti wisky dalam kasus di atas. 

Tat adalah motif dalam penentuan hukum, yang dalam 
kasus di atas direpresentasikan oleh motif memabukkan. 

Hukum as/ adalah hukum syarak yang ditentukan oleh 
nas atau ijma yang akan diberlakukan kepada far, direpresenta- 
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sikan dalam kasusu di atas oleh haramnya meminum A&hamr. 
Sedangkan hukum yang ditetapkan pada jar” pada hakikatnya 
merupakan hasil dari giyas, dan karenanya tidak termasuk dalam 
kategori rukun. 


3) Kehujjahan Qiyas 

Para ahli usiilul-figh tidak satu suara dalam menilai 
kehujjahan giyas sebagai dasar hukum syarak. Mayoritas mereka 
berpendirian bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai suatu metode 
atau sarana istinbat hukum syarak.” Bahkan, kata mereka, Allah 
menuntut pengamalan giyas melalui beberapa ayat yang memo- 
tivasi manusia untuk memaksimalkan kinerja akalnya. 

Ahli usilul-figh yang memunculkan pendapat ini menge- 
mukakan beberapa alasan, baik dari ayat Al-Qur'an, sunah, 
jma , maupun logika. Di antaranya: 

a. Firman Allah dalam Surah al-Hasyt/59: 2. 


PWA [AKU bet 


Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang- 
orang yang mempunyai pandangan. (al-Hasyr/59: 2) 


Ayat ini, menurut mereka, berbicara tentang hukuman 
Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadir akibat perlakuan 
buruk mereka terhadap Rasulullah. Di bagian akhir ayat ini, 
Allah meminta umat Islam untuk menjadikan kisah ini sebagai 
pelajaran. Mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa, lanjut 
mereka, adalah satu bentuk giyas—analogi. Karenanya, pene- 
tapan hukum melalui qiyas yang Allah bahasakan dengan al- 
itibār adalah boleh, bahkan dianjurkan.” 


b. Dari hadis Rasulullah, di antaranya riwayat dialog antara 
Rasulullah dan Mu'az bin Jabal yang amat populer. Ketika itu, 
Rasulullah mengutusnya untuk menjadi hakim di Yaman. 
Demikianlah redaksi dialog tersebut: 
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GS JB GAS DASI bae Kua Sa 
m op J6 SI AAU dj atai 


op JB pla al AN Ko AN geg ES JAN AS IS 


DU di Ah GG Eg ale ii ds a J HK 
d aai JG É sja lng la i do al IA Las J 
Isa gea ag aie ab o a J I G sil 

DS ge gia y Lal olyg) a a 


Rasulullah bertanya, pada saat mengutus Mu az ke Yaman “Apa yang 
akan kaulakukan bila engkau dihadapkan pada sebuah permasalah- 
an?” Muāž menjawab, “Aku akan cari hukumnya dalam kitab 
Allah—AI-Our'an.” Rasulullah kembali bertanya, “Bagaimana jika 
tidak kautemukan hukumnya dalam Kitab Allah?” Jawab Mu'az, 
“Aku akan cari hukumnya dalam Sunah Rasulullah.” Rasulullah 
bertanya kembali, “Bagaimana jika tidak juga kautemukan hukumnya 
dalam sunah Rasulullah?” Jawab Mu'az, “Aku akan berijtihad sesuai 
dengan pendapatku tanpa berlebihan.” Lalu Rasulullah menepuk dada 
Mu'āž seraya berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
petunjuk kepada utusan Rasulullah menuju apa yang sesuai dengan 
kehendak Rasulullah.” (Riwayat Ahmad dan at-Tirmizi dari 
Mu'āž). 

Melalui hadis ini, kata mayoritas ahli xsx/u/-figh, Ra- 
sulullah menegaskan pengakuan beliau terhadap ijtihad yang 
berdasakan akal, dan giyas adalah satu dari beberapa bentuk 
ijtihad mempergunakan akal. 


c. Ijma sahabat. Secara praktis, para sahabat acapkali meng- 


gunakan giyas ketika dihadapkan pada sebuah persoalan baru. 
Salah satu buktinya dapat kita lihat pada ijtihad Abu Bakar 
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tentang masalah ka/ā/ab, yang menurutnya, adalah jenazah yang 
tidak mempunyai ayah dan anak lelaki. Ini beliau kemukakan 
berdasarkan pendapat akalnya, dan giyas termasuk kategori 
pendapat akal. Dalam sebuah kisah yang amat populer, “Umar 
bin al-Khattab mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari” 
yang ia tunjuk sebagai hakim di Basrah, Irak. Dalam suratnya 
yang panjang itu “Umar berpesan kepadanya agar menngunakan 
metode giyas dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak 
ditemukan hukumnya dalam nas. Kisah ini dapat kita temukan 
dalam riwayat al-Baihagi, Ahmad, dan ad-Daragutni.” Penda- 
pat Abu Bakar dan “Umar ini, lanjut para ulama”, tidak diten- 
tang oleh seorang sahabat pun. 


d. Logika. Mayoritas ulama menyatakan, hukum Allah pasti 
mengandung kemaslahatan bagi manusia, dan untuk itulah 
hukum disyaratkan. Bila mujtahid menjumpai kemaslahatan 
yang menjadi 7//at dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nas 
dan Wat itu nyata-nyata ditemukan dalam kasus yang sedang ia 
cari hukumnya, maka ia tinggal menyamakan hukum kasus 
yang ia hadapi dengan hukum yang ada pada nas itu berda- 
sarkan kesamaan ar” 


4) Macam-macam Qiyas 

Ditilik dari perbandingan antara 7at yang ada pada as/ 
dan far, qiyas terbagi menjadi tiga kategori.” Pertama: qiyas 
aula, yaitu ketika at pada far lebih unggul daripada Sat pada 
asl. Termasuk dalam kategori ini adalah mengiyaskan keharam- 
an memukul orang tua dengan keharaman mengatakan “ah” 
yang terdapat dalam Surah al-Isra'/17: 23. 


oA iy O oga po 


sl LA Jaw 


Maka sekali-kali janganiah engkau mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah.”. (al-Isra'/17: 23) 
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Ullat yang menyebabkan kedua perbuatan diharamkan 
adalah menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang 
dalam hal ini ada pada posisi far‘ lebih menyakitkan, sehingga 
hukumnya lebih haram daripada ucapan “ah” yang ada pada 
posisi asi. 

Kedua: qiyas musawi, yaitu ketika Wat yang ada pada far‘ 
sama bobotnya dengan “//at yang ada pada asl. Misalnya, "af 
hukum haram membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini 
ada pada posisi far, adalah sama bobotnya dengan “at yang 
menyebabkan keharaman memakan harta anak yatim dalam 
ayat: 

7 PDR 


33 203 tau MA 


asi ot Bg Pad 


Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 
zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka 
akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (an-Nisā'/4 
:10) 


Membakar dan memakan harta anak yatim memiliki 
bobot yang sama karena dua-duanya berujung pada upaya 
melenyapkan harta anak yatim. 

Ketiga: qiyas adna, yaitu ketika ‘at yang ada pada far 
lebih ringan bobotnya ketimbang at asl. Misalnya, potensi 
memabukkan yang ada dalam bir, umpamanya, lebih rendah 
daripada potensi memabukkan yang ada pada £hamr yang 
diharamkan dalam ayat: 


6 


Jia Fm TS SS AN SIN SN GL 


KA 


KA AH GANG WAT 


Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, 
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adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 
(bperbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al-Ma'idah/5: 90) 


Potensi memabukkan yang sama-sama terkandung dalam 
asl dan far“ memang berbeda bobotnya, namun hal itu tidak 
menghalangi pemberlakuan giyas pada dua hal tersebut. 

Selanjutnya, ditilik dari jelas-tidak “7//at sebagai landasan 
hukum, qiyas terbagi menjadi dua." Pertama: giyds jali, yaitu 
giyas yang didasarkan pada “//at yang disebut secara spesifik 
dalam Al-Qur'an ataupun Sunah. Termasuk dalam kategori ini 
adalah giyas yang didasarkan pada Wat yang tidak disebutkan 
secara spesifik dalam Al-Qur'an dan sunah, namun dari 
penelitian ditemukan bahwa kuat dugaan “//at itulah yang 
melatarbelakangi hukum as/. Misalnya, analogi memukul orang 
tua dengan perkataan “hus” yang sebelumnya telah kita 
jelaskan pada pembahasan giyas aula. Oiyas Jali, dengan demi- 
kian, mencakup apa yang disebut sebagai qiyas aula dan qiyas 
musawi. 

Kedua, qiyas khafi, yaitu qiyas yang didasarkan atas “/lat 
yang di-istinbat-kan (ditarik) dari hukum asal. Misalnya, meng- 
giyas-kan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada 
pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persa- 
maan “at yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada 
pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada 
pembunuhan dengan benda tajam. 


2. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati 

Dalil-dalil hukum yang masih dalam ranah perdebatan di 
antaranya: is#ihsin, maslahah mursalah, ‘urf, istisbāb, syar'u man 
gablana, mazhab sahabat, dan saddus-Zari'ah. Berikut ini penje- 
lasan masing-masing dalil tersebut secara ringkas. 
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a. Istihsan 
1) Pengertian Istihsan 

Secara terminologi, al-Bazdawi (w. 482 H), ahli usul 
kenamaan bermazhab Hanafi, mendefinisikan istihsān sebagai: 


og Pa - Pn 8 2 dā o- 
Te, SP ga ca ats a CT Jai 
il sl Hae «5 


Berpaling dari hasil qiyas tertentu kepada qiyas yang lebih kuat, atau 
pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat. 


Imam Malik, seperti dikutip asy-Syātibī (w. 790 H), ahli 
usul bermazhab Maliki, mendefinisikan istihsan sebagai: 


go 


"us J alās 1335 a las, andi 


Memberlakukan kemaslahatan yang bersifat parsial ketika berhadapan 
dengan kaidah umum. 


Ibnu Guddamah (w. 620 H), ahli usul bermazhab 
Hanbali, mendefinisikan istihsān sebagai: 


Na AS Ia pas JIN MA e DAN Su Vadi 


Mengalihkan hukum suatu masalah akibat adanya dalil khusus yang 
sebanding yang menuntut pengalihan ini, baik itu dari Al-Our'an 
maupun sunah. 


Berbeda dengan tiga mazhab terdahulu, ulama Syafi'iyah 
sama sekali tidak memberikan definisi terhadap istihsan, karena 
mereka tidak menjadikan istihsān sebagai salah satu dalil dalam 
menetapkan hukum syarak. Dengan demikian, tiga mazhab 
fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah, 
menerima is#ihsan sebagai salah satu dalil atau metode dalam 
mengidentifikasi hukum syarak. 
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Dari berbagai definisi istihsin tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa esensi istihsan adalah: 
a. Mentarjih qiyas khafi atas qiyas jali, akibat adanya dalil yang 
mendukungnya. 
b. Memberlakukan pengecualian hukum yang bersifat parsial 
dari kaidah umum dengan didasarkan pada dalil khusus yang 
mendukung hal itu. 


2) Kehujjahan Istihsan 

Ulama fikih berbeda pendapat, seperti telah disinggung 
sebelumnya, tentang penggunaan istihsan sebagai salah satu 
metode atau dalil dalam menetapkan hukum syarak. 
Pendukung tiga mazhab: Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian 
Hanabilah, menggunakan istihsan sebagai dalil yang kuat dalam 
menetapkan hukum syarak, dengan alasan: 
a) Ayat yang menghendaki upaya menghilangkan kesulitan 
dari umat manusia, seperti: 

> P < `y 
KA i (ij 

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. (al-Baqarah/2: 185) 


b) Sabda Rasulullah: 


a oe aai oyy dya Ie ya US A 

re KA 
Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam adalah juga baik menurut 
Allah. (Riwayat Ahmad dari “Abdullah bin Mas'ud) 


c) Hasil penelitian atas beberapa ayat dan hadis mengenai 
berbagai permasalahan yang rinci menunjukkan bahwa 
pemberlakuan hukum sesuai kaidah umum dan qiyas acapkali 
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menimbulkan hal yang menyulitkan manusia, sesuatu yang 
bertentangan dengan tujuan syari'at Islam yang bertujuan 
merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Karenanya, bila 
seorang mujtahid dalam upayanya menetapkan hukum 
berpandangan bahwa kaidah umum atau giyas tidak tepat 
diberlakukan, maka ia boleh mengambil alternatif dengan 
memakai kaidah lain yang dapat menghasilkan ketetapan 
hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. 

Istihsan, dengan demikian, merupakan induksi dari berba- 
gai ayat dan hadis yang secara keseluruhan memastikan bahwa 
kaidah ini didukung oleh syarak. Dalam persoalan mudarabah- 
—kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha 
perdagangan dengan perjanjian bagi hasil, misalnya, sesuai 
kaidah umum akad ini tidak diperbolehkan karena objek akad 
ini adalah sesuatu yang belum ada, dan imbalan bagi pengelola 
modal pun masih spekulatif. Akan tetapi, demi menghindari 
kesulitan dan demi kemaslahattan orang banyak, akad ini 
diperbolehkan oleh syarak. Menjama” salat magrib dengan 
“isya”, menurut kaidah umum, juga tidak dibolehkan karena 
menjama' berarti mengerjakan satu salat di luar waktunya, 
sedangkan penyebab wajibnya salat adalah datangnya waktu itu 
sendiri. Namun, demi memudahkan para musafir, syarak 
merubah hukumnya menjadi boleh. Motif yang sama dapat kita 
lihat dalam masalah pemberian izin berbuka puasa bagi 
musafir. Contoh-contoh kasus semacam ini yang betujuan 
menghilangkan kemudaratan dari mukallaf banyak sekali kita 
jumpai dalam syari'at Islam. 


b. Maslahah 
1) Pengertian Maslahah 

Meski dalam terminologi Usvlul-figh kata ini memiliki arti 
yang sangat beragam, namun definisi-definisi ini mengandung 
esensi yang seragam. Al-Gazali, misalnya, mengemukakan bah- 
wa pada prinsipnya maslahah adalah “merealisasikan manfaat 
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dan melenyapkan kemudaratan dalam upaya pemeliharaan 
tujuan-tujuan syarak.”" 

Maslahah, lanjut al-Gazali, harus sejalan dengan tujuan 
syarak—magasidusy-syari'ah, meski hal itu bertentangan dengan 
tujuan-tujuan manusia. Kemaslahatan yang diinginkan manusia 
acapkali tidak disandarkan pada kehendak syarak, melainkan 
pada keinginan nafsu. Umpamanya, pada zaman jahiliyah, 
orang Arab tidak memberi perempuan hak untuk memperoleh 
warisan. Itu mereka yakini sebagai kemaslahatan yang sejalan 
dengan adat mereka. Namun pandangan ini jelas-jelas tidak 
sejalan dengan kehendak syarak, dan karenanya tidak 
dinamakan maslahah. Karena itu, masih menurut al-Gazālī, 
patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah tujuan syarak, 
dan bukan keinginan manusia. 

Tujuan syarak yang harus dijadikan patokan, lanjut al- 
Gazali, ada lima macam: memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. Segala bentuk perbuatan yang pada 
dasarnya bertujuan untuk memelihara salah satu dari kelima 
aspek ini dinamakan maslahah. Demikian pula, segala upaya 
yang bertujuan melenyapkan segala bentuk kemudaratan yang 
berkaitan dengan kelima aspek ini juga dinamakan maslahah. 

Maslahah, kata asy-Syatibi," mencakup dua aspek sekali- 
gus, duniawi dan ukhrawi. Dua aspek ini, bilamana bertujuan 
untuk memelihara salah satu dari kelima tujuan syarak di atas, 
tentu saja bisa dikategorikan sebagai maslahah. Karenanya, lan- 
jut asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang ingin dicapai seseorang 
harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat. 


2) Ragam Maslahah 

Maslahah ada tiga macam. Pertama: maslahah mu tabarah, 
yaitu maslahah yang secara tegas diakui oleh syarak dan telah 
ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan- 
nya. Yang masuk dalam kategori ini di antaranya adalah jihad 
yang bertujuan menyelamatkan agama dari rongrongan musuh, 
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qisas yang bertujuan menjaga kelestarian jiwa, hukuman 
cambuk bagi peminum hamr demi memelihara akal, hukuman 
cambuk atau rajam bagi pezina untuk memelihara kehormatan 
dan keturunan, serta potong tangan bagi pencuri untuk 
menjaga harta. 

Kedua: maslahah mulgāb, yaitu sesuatu yang oleh akal 
dinilai sebagai maslahah, tetapi dalam kenyataannya penilaian itu 
salah karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Yang masuk 
dalam kategori ini antara lain anggapan bahwa menyamakan 
jumlah warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan 
sebagai maslahah. Anggapan ini nyata-nyata berlawanan dengan 
ketentuan syariat, yaitu Surah al-Nisa'/4: 11 yang menegaskan 
bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak 
perempuan. Pertentangan ini menunjukkan bahwa hal ini tidak 
dinilai sebagai maslahah oleh Allah. 

Ketiga: maslahah mursalah. maslahah yang disebut terakhir 
inilah yang masuk dalam pembahasan ini. Definisi maslahah 
model ini telah disebutkan sebelumnya pada bagian awal pem- 
bahasan. Maslahah mursalah banyak ditemukan dalam bidang 
muamalah yang tidak ditegaskan hukumnya dan tidak pula ada 
bandingannya dalam Al-Qur'an dan sunah sehingga tidak 
mungkin dilakukan analogi. Rambu-rambu dan peraturan lalu 
lintas, misalnya, tidak akan kita temukan dalilnya dalam Al- 
Qur'an dan hadis. Kendatipun, peraturan itu sesuai dengan 
salah satu tujuan syariat, yaitu memelihara jiwa dan harta.” 


c. Istishab 

Al-Gazali mendefinisikan istishib sebagai “berpegang 
pada dalil atau syarak tertentu—bukan pada ketiadaan dalil, dan 
setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui 
tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada." Artinya, 
bila suatu kasus telah memiliki ketentuan hukum tersendiri dan 
tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu, maka hukum itu 
tetap berlaku apa adanya. 
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Ibnu Hazm (w. 456 H), tokoh kenamaan bermazhab 
Zahiri, mendefinisikan istishab sebagai “berlakunya hukum asal 
yang ditetapkan berdasarkan nas—ayat dan atau hadis—hingga 
ada dalil lain yang merubah hukum tersebut.”" 

Dua definisi ini pada dasarnya sama, yakni bahwa hukum 
yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku untuk masa 
sekarang dan masa mendatang, selama tidak ada dalil lain yang 
mengubah hukum itu. Misalnya, seseorang membeli kuda pacu- 
an yang kata penjualnya, telah terlatih dan belum pernah ikut 
perlombaan. Dalam kasus seperti ini, hukum yang ditetapkan 
adalah bahwa kuda tersebut memang belum terlatih, karena 
pada dasarnya seekor kuda belum terlatih berpacu, kecuali ada 
bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kuda itu telah sering ikut 
pacuan. 


d. Urf 
1) Pengertian urf 

Para ahli Uszilul-fiqh biasa membedakan antara adat dan 
‘urf dalam memposisikannya sebagai salah satu dalil untuk 
menetapkan hukum syarak. Ahmad Fahmī Abū Sunah 
mendefinisikan adat sebagai: 


o rr „ Ka o ega 
48 Ía manj S IE A y oR 
AJA BIS ASI 


Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya relasi yang 
rasional. 


Definisi ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang 
dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal tidak 
otomatis disebut sebagai adat. Selain itu, definisi ini juga 
menunjukkan bahwa adat mencakup persoalan yang amat luas, 
dari yang bersifat personal seperti kebiasaan tidur, makan, dan 
mengonsumsi makanan tertentu, hingga yang bersifat sosial 
seperti ide-ide baik dan buruk yang berlaku dalam masyarakat 
tertentu. 
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Adat juga bisa muncul dari sebab alami. Misalnya, 
bagaimana seorang anak lebih cepat mencapai balig atau 
tanaman lebih cepat berbuah ketika keduanya berada di wilayah 
tropis ketimbang yang berada di daerah subtropis. Adat juga 
bisa muncul dari dorongan nafsu dan kebobrokan akhlak, 
seperti korupsi. Demikian juga, adat acapkali muncul dari 
kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah 
akibat asimilasi dengan budaya asing. 

Sedangkan ‘urf dalam terminologi Uszlul-fiqh adalah: 


0 o. of ojo, oj o ĝo A Aan 
P Je h JS SB op sale 


Kebiasaan mayoritas masyarakat dalam perkataan atau perbuatan 
tertentu. 


Berdasarkan definisi ini, wrf merupakan bagian dari adat, 
karena adat memiliki cakupan yang lebih luas. Urf harus berla- 
ku pada mayoritas orang di daerah tertentu, tidak hanya pada 
pribadi atau kelompok tertentu. ‘Uyf juga bukanlah kebiasaan 
alami seperti berlaku pada kebanyakan adat, tetapi muncul dari 
pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masya- 
rakat daerah tertentu yang menetapkan bahwa pemenuhan 
keperluan rumah tangga bisa diambil dari maskawin yang 
diberikan sang suami dari penetapan ukuran tertentu dalam 
penjualan makanan. 

UH, dan bukannya adat, adalah materi yang banyak 
dibahas para ulama Us7/u-figh dalam kaitannya sebagai salah 
satu dalil dalam menetapkan hukum syarak. 


2) Ragam urf 

Urf, dilihat dari perspektif keabsahannya dalam pan- 
dangan syarak, terbagi menjadi dua: al-urf as-sahih atau 
kebiasaan yang dianggap sah, dan al-'urf al-fasid atau kebiasaan 
yang dianggap batil. 
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Aluf as-sahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak 
bertentangan dengan nas ayat atau hadis, tidak berlawanan 
dengan kemaslahatan mereka, dan tidak pula mendatangkan 
mudarat bagi mereka. Misalnya, kebiasaan calon mempelai laki- 
laki dalam masyarakat tertentu untuk memberi hadiah yang 
bukan maskawin kepada pihak calon mempelai wanita selama 
masa pertunangan. 

Al-'urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan 
dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar dalam syarak. Misalnya, 
kebiasaan terdakwa untuk memberi uang suap kepada hakim 
atau jaksa untuk meringankan vonis atas dirinya. Ini jelas ber- 
tentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. 


e. Syaru man gablanā 

Yang dimaksud dengan syaru man gablana ialah syariat 
atau ajaran nabi pra-Islam yang terkait dengan hukum, seperti 
syari'at Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Persoalannya adalah 
apakah syariat itu berlaku juga bagi umat Muhammad. Masalah 
ini merupakan topik tersendiri dalam pembahasan uszlul-fiqh. 

Para ahli usiilu-figh sepakat bahwa syariat nabi terdahulu 
yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, 
tidak berlaku bagi umat Islam. Alasannya, syariat Islam adalah 
hukum final yang menandai berakhirnya pemberlakuan syariat- 
syariat sebelumnya. Mereka juga sepakat bahwa syariat pra- 
Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an berlaku juga bagi umat 
Islam jika syariat itu ditegaskan pemberlakuannya bagi umat 
Muhammad. Namun, pemberlakuan ini bukan dalam kapasi- 
tasnya sebagai syariat pra-Islam, tapi sebagai syariat Islam itu 
sendiri. Puasa Ramadan, misalnya, yang diwajibkan kepada 
umat Islam dahulunya juga diwajibkan kepada umat-umat pra- 
Islam, seperti tercantum dalam Surah al-Bagarah/2: 183. 
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f. Mazhab Sababi 

Mazhab Sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah 
tentang suatu kasus yang hukumnya tidak ditegaskan dalam Al- 
Qur'an maupun sunah . 

Sahabat, menurut ahli Uszilul-fiqh, adalah orang yang men- 
jumpai Rasulullah, beriman kepada beliau, mengikuti dan hidup 
bersama beliau dalam kurun waktu yang panjang, dijadikan 
rujukan oleh generasi berikutnya, dan mempunyai hubungan 
khusus dengan Rasulullah sehingga secara adat mereka patut 
menyandang sebutan sahabat. Sebagian ulama menawarkan 
definisi yang lebih singkat. Sahabat, menurut mereka, adalah 
orang yang berjumpa dan beriman kepada Rasulullah serta 
hidup bersama beliau dalam kurun waktu yang cukup lama.” 

Menurut mereka, pendapat sahabat, baik yang berupa 
ketetapan hukum atau fatwa yang dikeluarkan berdasarkan 
ijtihad tidak dapat dijadikan hujjah dalam penentuan hukum 
syarak. Sebaliknya, mereka sepakat menjadikan pendapat 
sahabat sebagai salah satu dasar hukum jika itu terkait dengan 
permasalahan yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad. Mereka 
juga sepakat menjadikan pendapat sahabat sebagai hujjah jika 
itu sudah menjadi zua‘ sarih atau tidak diingkari oleh sahabat 
lainnya, seperti kasus kakek yang berhak menerima seperenam 
harta warisan. 

Aspek pendapat sahabat yang masih diperdebatkan 
kehujjahannya oleh para ahli Usvlul-figh adalah pendapat para 
sahabat yang berdasarkan ijtihad semata. Ulama Hanafiyah, 
Imam Malik, Imam Syafi'i dalam gaul gadim, dan pendapat 
terkuat dari Imam Ahmad, menempatkan pendapat sahabat 
sebagai salah satu hujjah dalam penentuan hukum syarak. Bila 
pendapat itu, lanjut mereka, bertentangan dengan giyas maka 
pendapat sahabat harus didahulukan. Alasan yang mendasari 
pendapat ini di antaranya adalah ayat: 
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« 2 „ro 55 


22 DADL 233 A rā -4 aw 
oec 3 3 IPA ES fe dal Pon ri 
al SAN 


Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar. (Ali Imran/3: 110) 


Dialog pada ayat ini, menurut mereka, ditujukan kepada 
para sahabat. Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman: 


3 2- 2 A42? > Yy 
E Si ISI SPAN NON, 
na - KY KAI sAr a) Ca 
EA AN nn 4 


y om 


Hara PN ba SON E 


Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) 
di antara orang-orang Mubajirin dan Ansar dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka 
pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga 
Jang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. (at-Taubah/9: 100) 


AAN 
ka 


Dalam ayat ini, Allah jelas-jelas memuji para sahabat, 
mereka yang pertama sekali masuk Islam. Pujian yang sama 
juga ditujukan kepada generasi selanjutnya yang tetap setia 
mengikuti langkah para sahabat itu. 

Lebih lanjut, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak 
menutup kemungkinan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh 
para sahabat itu sesuai dengan arahan Rasulullah. Ini terbukti 
dari banyaknya pendapat mereka yang didasarkan pada arahan 
beliau. Selain itu, para sahabat juga mustahil mengeluarkan 
pendapatnya kecuali dalam hal-hal yang sangat urgen. Ini 
menunjukkan kehati-hatian mereka dalam menjawab persoalan 
hukum mereka hadapi. Di sisi lain, bila orang awam dibolehkan 
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mengikuti pendapat para mujtahid maka mengikuti pendapat 
sahabat tentu memiliki tingkat kebolehan yang lebih tinggi. 
Betapa tidak, Rasulullah menegaskan generasi sahabat sebagai 
generasi terbaik umat Islam (Riwayat al-Bukhari).”' 

Seperti halnya ulama Syafi'iyah, mayoritas teolog Asy'ari- 
yah, Mu'tazilah, dan Syi'ah mengatakan bahwa pendapat 
sahabat tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum 
karena ijtihad mereka menempati level yang setara dengan 
ijtihad ulama lainnya yang juga tidak wajib diikuti oleh mujtahid 
lain. Allah berfirman: 


PWA [AKU ani 


Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang 
Jang mempunyai pandangan! (al-Hasyt/59: 2) 


Melalui ayat ini, Allah menghendaki mereka yang memili- 
ki pengetahuan untuk melakukan Ytibar yang itu sama dengan 
ijtihad. Konsekuensi dari perintah ini adalah bahwa umat Islam 
dilarang mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil- 
nya. Dalam proses penentuan hukum tertentu, diperlukan dalil 
yang mendukung tersebut, tidak cukup dengan sekadar taglid 
yang jelas-jelas dikecam oleh syarak. Dalam ayat lain Allah ber- 
firman : 


Pd ` Z 99. r m. UA. 
I AG AS 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembali- 
kanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunah nya). (an-Nisa'- 
14: 59) 

Rujukan yang diperintahkan Allah dalam suatu persoalan 
yang diperselisihkan adalah Al-Qur'an dan Sunah . Apabila 
seseorang hanya mengambil pendapat sahabat, maka itu berarti 
meninggalkan kewajiban merujuk Al-Qur'an dan Sunah.” 
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g. ŠSaddus-Žari'ah 
1) Pengertian Zari'ah 
Imam asy-Syātibī mendefinisikan zari'ah sebagai: 


DIA segas jā 
53 šada g akan ga la g 


Melakukan suatu pekerjaan yang mengandung kemaslahatan untuk 
menuju kepada suatu kemafsadatan. 


Artinya, &ari'ah adalah suatu pekerjaan yang pada dasar- 
nya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi 
tujuan yang akan ia capai berujung pada suatu kemafsadatan. 
Contoh, šariah dapat kita temukan dalam kasus muzakki (orang 
yang wajib membayar zakat) yang sebelum paul (batas waktu 
perhitungan zakat—satu tahun) tiba, ia sengaja menghibahkan 
sebagian hartanya itu kepada anaknya sehingga nisab hartanya 
berkurang dan ia terhindar dari kewajiban zakat. 

Pada dasarnya, menghibahkan harta kepada anak atau 
orang lain adalah perbuatan terpuji karena itu merupakan salah 
satu perwujudan tolong menolong antarsesama muslim. Akan 
tetapi, karena hibah ini berujung pada usaha menghindari 
kewajiban membayar zakat maka perbuatan ini menjadi terla- 
rang. Alasan yang mendasari larangan ini adalah pertimbangan 
bahwa hibah yang hukumnya sunah nyatanya disalahgunakan 
untuk menggugurkan kewajiban, dalam kasus ini adalah zakat. 


2) Kehujjahan Saddug-Zari'ah 

Saddug-Zari'ah menjadi salah satu topik yang masih diper- 
debatkan para ulama terkait posisinya sebagai dasar hukum 
syarak. Ulama-ulama yang bermazhab Malik dan Hanbali me- 
nyatakan, sadduz-&ari'ah dapat diterima sebagai salah satu dalil 
dalam menetapkan hukum syarak. Pendapat ini mereka perkuat 
dengan firman Allah: 


271 sAr fee 


ran S ANO OPIJA 
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Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampani 
batas tanpa dasar pengetahuan. (al-An“am/6: 108) 


Dalam ayat ini, Allah melarang umat Islam untuk 
memaki sesembahan kaum musyrik karena hal itu akan memicu 
mereka itu untuk balas memaki Allah. 

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sadduž-žari ab meru- 
pakan salah satu dasar penetapan hukum syarak. Rasulullah 
melarang pembagian harta warisan kepada anak yang mem- 
bunuh ayahnya (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Ini bertujuan 
untuk mencegah upaya pembunuhan terhadap orang tua oleh 
anak-anak yang ingin segera mendapatkan harta warisan. 

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah,” dan Syi'ah,” masih sete- 
ngah hati dalam menerima saddug-zari'ah sebagai metode pene- 
tapan hukum syarak. Mereka acapkali memakai metode ini 
pada kasus tertentu, namun tak jarang pula mereka mengabai- 
kannya dalam kasus yang lain. Asy-Syafi'i, umpamanya, mem- 
bolehkan orang yang beruzur akibat sakit atau bepergian untuk 
meninggalkan salat jum'at, dan menggantinya dengan salat 
zuhur. Kendati begitu, lanjutnya, orang tersebut tidak boleh 
salat zuhur di depan orang lain karena hal itu akan memicu 
kesalahpahaman, membuatnya dituduh sengaja meninggalkan 
salat jum'at. Demikian pula dalam masalah puasa. Orang yang 
tidak berpuasa karena beruzur dianjurkan untuk tidak makan di 
depan orang yang tidak mengetahui uzurnya, agar ia terhindar 
dari fitnah. Pemakaian prinsip sadduz-gari'ah dapat pula kita 
jumpai dalam kasus anak yang membunuh ayahnya. Anak itu 
tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Bila ia 
tetap berhak mendapatkan harta warisan, tentu hal itu akan 
memotivasi anak-anak durhaka untuk membunuh ayahnya 
demi mendapatkan harta warisan dengan segera. Contoh- 
contoh ini, menurut Mustafa Dib al-Buga,” difatwakan oleh 
asy-Syafii berdasarkan prinsip sadduz-zari'ah. 
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B. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Hukum Islam terdiri dari dua aspek: ibadah dan mu'ama- 
lah. Hukum-hukum yang bertalian dengan upaya pendekatan 
diri manusia kepada Tuhannya, seperti salat, puasa, zakat, dan 
haji disebut ibadah. 

Kata ibadah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata 
berbahasa Arab yang berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan 
diri, dan menghinakan diri.” Secara terminologi, ibadah berarti 
menyembah dan mengagungkan Allah melalui berbagai bentuk 
pengagungan yang sebenar-benarnya; menghinakan diri dan 
menundukkan jiwa kepada-Nya.” 

Penyembahan dan bakti kepada Allah dinyatakan dalam 
dua bentuk, yaitu bakti kepada Allah secara langsung dan bakti 
kepada Allah melalui bakti kepada sesama. Dua-duanya adalah 
hal tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan dunia. Itu dapat 
dipahami dari isyarat dalam firman Allah: 


orr y A 22 227 À 


gv l a or A B3 8 r 
a ia Je li ka ING pl Ann 
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 


mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan 
manusia. (Ali Imran/3: 112) 


Melalui Ayat ini, Allah menghimbau manusia untuk men- 
jaga hubungan baiknya dengan Allah dan sesama manusia seca- 
ra berbarengan, keduanya dilakukan dalam rangka beribadah 
kepada Allah. 

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, 
yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina 
hubungannya dengan penciptanya, dan apa yang harus ia laku- 
kan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia 
dan lingkungan sekitarnya. Berhubung dua hal ini memiliki 
posisi yang sama, yaitu sebagai realisasi ibadah kepada Allah, 
maka keduanya perlu dinamai dengan istilah yang berbeda. Apa 
yang disebut pertama biasa disebut sebagai ibadah langsung, 
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mahdah, atau ibadah murni, karena ibadah macam ini tertuju 
kepada Allah belaka. Hukum Islam yang memuat masalah ini 
disebut fikih ibadah. Sedangkan ibadah tidak langsung dikenal 
dengan istilah ibadah zza fyah, ibadah sosial, atau ibadah gairu 
mahdah, yang memuat aturan-aturan tentang hubungan antar- 
manusia. Karenanya, hukum Islam yang berisi tuntunan- 
tuntunan ini disebut sebagai fikih mu'amalah dalam arti yang 
luas.” 

Fikih mu'amalah berkembang dengan amat cepat. Fikih 
mu'amalah yang tadinya kurang tersentuh oleh kajian, kini 
ramai didiskusikan, utamanya ketika umat Islam tengah termo- 
tivasi untuk menerangkan hukum Islam kepada dunia. Kajian 
hukum Islam banyak dilakukan melalui seminar-seminar dan 
diskusi. Lebih dari itu, hukum Islam juga dikaji secara intensif 
tidak hanya di perguruan tinggi Islam. Di beberapa negara non- 
Islam, kajian tentang hukum Islam juga tidak kalah hangat. 
Kajian ini tidak sebatas mempelajari tema-tema fikih yang 
terdapat dalam buku-buku klasik, tapi sudah masuk ke ranah 
komparasi. Bahkan, komparasi ini pun menyeberang ke ranah 
yang lebih luas, yaitu komparasi antara hukum Islam, hukum 
positif, dan hukum internasional. Kajian tentang fikih mu'ama- 
lah dalam arti sempit—syari'ah finance—juga tidak kalah seru 
seiring perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang 
sangat signifikan. Ini juga ditandai, khususnya di Indonesia, 
dengan menjamurnya pembukaan program studi mu'amalah 
dan ekonomi Islam, yang merupakan bagian dari fikih mu'ama- 
lah dalam arti yang luas—ibadah garu mahdah, di berbagai 
universitas Islam maupun universitas umum. 

Dalam menjalankan ibadah mahdah, setiap muslim tidak 
boleh keluar dari koridor petunjuk Al-Qur'an dan sunah . Ini 
sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: 


& 


Opa de JV AR EA LN a Jeli 
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Pada dasarnya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu tidak boleh 
dijalankan kecuali ada dalil yang mensyari'atkannya. 


Dalam persoalan ibadah, memang tidak jarang seseorang 
tidak mengetahui hikmah di balik amalan yang ia jalankan itu, 
misalnya mengapa salat zuhur terdiri dari empat rakaat, menga- 
pa tawaf dilakukan dengan mengililingi ka'bah sebanyak tujuh 
kali, dan sebagainya. Itu semua acapkali berada di luar area 
pemahaman sebagian manusia, tetapi itu tidak jadi alasan bagi- 
nya untuk tidak melakukan ibadah-ibadah itu sesuai petunjuk 
Allah dan rasul-Nya, sebagai bukti ketaatan dirinya kepada sang 
Khalig. 

Dalam masalah mu'amalah, petunjuk yang diberikan 
Allah dan rasul-Nya biasanya hanya bersifat garis besar. Ini 
memungkinkan umat Islam untuk lebih kreatif dalam mengeja- 
wantahkannya ke ranah praktis. Manusia dituntut untuk mam- 
pu membuat arahan rinci tentang persoalan itu sesuai apa yang 
dinilai baik olehnya, dan juga sejalan dengan petunjuk global 
itu. Berhubung praktek atas petunjuk umum itu diserahkan 
kepada apa yang dianggap baik oleh manusia, maka bukan tidak 
mungkin praktek itu berbeda antara satu wilayah dengan wila- 
yah lain. Praktek itu, dengan demikian, juga tidak stagnan, terus 
berkembang dan berubah seiring kondisi dan situasinya yang 
melatarbelakanginya. Benar saja, apa yang dianggap baik oleh 
manusia tidaklah bersifat universal.” 

Sebaliknya, detail-detail persoalan yang belum dijelaskan 
dalam Al-Qur'an dan sunah diserahkan pada kreatifitas manu- 
sia untuk mengatur apa-apa yang mereka butuh dan mereka 
anggap baik berdasarkan prinsip maslahah. Ini sesuai dengan 
kaidah fikih yang berbunyi: 


PM de JAN JG Šai HAK 3 Te 


Pada dasarnya, hal-hal yang berkenaan dengan muamalah itu hukumnya 
adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. 


98 Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Islam 


“Abdul Wahhab Khalaf memberikan rincian hukum- 


hukum mu'amalah dalam arti yang luas, sebagai berikut: 


f; 


2. 


Hukum keluarga, meliputi hukum pernikahan, talak, rujuk, 
‘iddah, waris, dan seterusnya. 

Hukum muamalah—perdata, meliputi hukum-hukum yang 
mengatur relasi aktif antarmanusia, seperti jual-beli, sewa, 
gadai, kongsi dagang, utang-piutang, hukum pertanian, dan 
semisalnya. Hukum-hukum ini mengatur hubungan inter- 
personal dan masyarakat dalam hal-hal yang erat kaitannya 
dengan harta kekayaan serta hak dan kewajiban masing- 
masing individu. 

Hukum jinayah—pidana, yaitu hukum-hukum yang berkait- 
an dengan tindakan kriminal. Hukum-hukum ini bertujuan 
menjamin stabilitas masyarakat, seperti larangan membu- 
nuh beserta sanksi hukumnya, larangan menzalimi orang la- 
in, berzina, mencuri, merampok, serta ancaman hukum atas 
pelakunya. 

Hukum murafa ah—acara, yaitu hukum-hukum yang berhu- 
bungan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum- 
hukum ini membantu hakim untuk menjatuhkan putusan 
secara obyektif, dan untuk itu diatur hal-hal yang memung- 
kinkannya untuk menemukan mana pihak yang benar dan 
mana yang salah. 

Hukum ketatanegaraan, yaitu ketentuan-ketentuan yang 
berhubungan dengan pemerintahan. Hukum-hukum ini 
bertujuan untuk mengatur relasi antara penguasa dan 
rakyatnya, dan mengatur hak-hak pribadi dan masyarakat. 
Hukum internasional, yaitu hukum-hukum yang mengatur 
hubungan antara negara Islam dan non-Islam, juga tata cara 
pergaulan dengan warga non-Muslim di negara Islam. 
Hukum ekonomi dan finansial, yaitu hukum-hukum yang 
mengatur hak fakir miskin dari harta orang kaya. Hukum 
ini bertujuan mengatur hubungan yang bersifat finansial 
antara si kaya dan si miskin, antara negara dan warganya.” 
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Para ahli xrszī/u/-figb sepakat menjadikan Al-Qur'an sebagai 
sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an memberi penjelasan 
tentang hukum dengan dua cara. Pertama, penjelasan yang 
bersifat rinci—jyz'i. Penjelasan macam ini dapat kita lihat dalam 
hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hukum waris, pidana, 
dan kafarat. Hukum-hukum yang rinci ini mereka sebut sebagai 
hukum Za abbudi yang tidak bisa dimasuki oleh unsur logika. 

Kedua, penjelasan yang bersifat global —ku/fi, umum, dan 
mutlak. Mayoritas hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an 
masuk dalam kategori ini, di antaranya permasalahan salat yang 
tidak kita temukan rincian berapa kali salat itu dikerjakan sehari 
semalam, berapa rakaat yang harus ditunaikan, dan tidak pula 
kita temukan syarat dan rukunnya dengan rinci. Masalah zakat 
juga tidak berbeda, tidak ada rincian benda apa saja yang wajib 
dizakatkan, berapa ukuran nisab, dan berapa kadar yang harus 
ditunaikan. Karena kebanyakan hukum-hukum yanga ada 
dalam Al-Qur'an bersifat global, umum, dan mutlak, maka 
tugas Rasulullah adalah menjelaskan, meberikan spesifikasi, dan 
memberi batasan yang tinsi. Allah berfirman: 


= ti tdi G Pe „7 w tt dt > 
ellei lieti; 


Dan Kami turunkan as-Žikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau 
menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada 
mereka. (an-Nahl/16: 44) 


Hikmah dibalik sedikitnya hukum-hukum yang terinci 
dalam Al-Qur'an, utamanya yang terkait dengan persoalan 
mu'amalah, menurut para ahli usilul-figh adalah agar hukum- 
hukum global tersebut dapat mengakomodasi perkembangan 
dan kemajuan manusia di tempat dan zaman yang berbeda, 
sehingga kemaslahatan umat manusia senantiasa terayomi oleh 
Al-Qur'an. Cabang-cabang fikih tersebut sejalan dengan per- 
kembangan kehidupan manusia, yang mengambil pondasinya 
dari fiman Allah dan penjelasan Rasulullah. 
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Dari uraian tentang sumber-sumber hukum Islam dan 
ruang lingkupnya, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum 
Islam terdiri dari dua macam: yang disepakati dan yang tidak 
disepakati. Sumber disepakati adalah Al-Qur'an, sunah , jmd , 
dan qiyas. Sedangkan sumber Islam yang masih diperdebatkan 
adalah istihsan, maslahah, istishab, ‘urf, syar'u man gablana, mazhab 
sahabi, dan saddu?-šari ah. 

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang sumber dan 
ruang lingkup hukum Islam, yang dapat penulis kemukakan. 
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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Catatan: 


* Dalam Usilul-figh, sumber hukum Islam berarti rujukan utama 
dalam menetapkan hukum Islam, Al-Qur'an dan sunah . Sedangkan dalil 
adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam 
memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis, baik yang berstatus gatí 
(pasti) maupun ganni (relatif). Lihat: “Abdul Wahhab Khalaf, Ilm Usiilul-Figh, 
(Kuwait: Dārul-Qalam, 1978), h. 20. Lihat juga: Wahbah az-Zuhaili, Uszilul- 
Fiqh al-Islami, (Beirut: Darul-Fikr, 1986), h. 417. 

2 Satria Effendi, M. Zein, Usvlul-Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), cet I, h. 77. 

3 Ibnu Amir al Haj, al Tagrir wa al Tahbir, (Mesir : al Mathba' al- 
Amiriyah, 1316 H), jilid II, h. 213-Sa'ad al din Mas'ud bin Umar al 
Taftazany, Syarbut Tahwih ‘alat Tandih, (Makkah al-Mukarramah, Darul- Baz, 
t.th), Jilid I, h. 29. 

4 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 
1992), h. 29. 

5 “Abdul “Aziz al-Bukhari, Kasyful-Asrar, (Beirut: Darul-Fikr, 1982), 
juz 1, h. 24. 

6 Nasrun Haroen, Usrīdui-figb 1, (Jakarta: Logos, 2001), cet III, juz 1, 
h. 21-22. 

7 al-Bagillani, Ijaz al-Qur'an, (Damaskus: al-Maktab al-Islami: 1970), 
h. 33-50. 

8 Satria Effendi, Usiilukfigh, h. 92. 

9 Muhammad “Ajaj al-Khatib, Us#/u-Hadis: Ulūmubū wa Mustalahuh, 
(Beirut: Darul-Fikr, 1981), h. 18. 

0 Muhammad “Ajaj al-Khatib, Uszī/u/-Hadīs, h. 19. 

1 al-Gazali, a-Mustasfa, (Beirut: Darul-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), juz 
1, h. 86. 
2 Satria Effendi M. Zein, Usulul-Figh, h. 117. 

3 Hadis riwayat al-Bukhari, ak-Jami'ns-Sahih, Kitabul- Ilmi, Bab Ismi 
Man Kašaba ‘alan Nabi, No. 107. 
4 Satria Effendi M. Zein, Usulul-Fiqh, h. 118. 

3 Satria Effendi M. Zein, Uswlul-Figh, h. 118-119. 

6 Hadis riwayat Bukhari, al-Bukhari, al-Jami us-Sahih, Kitabul- Ilmi, 
Bab Ismi Man Kašaba “alan Nabi, No. 107. 

V Imam Zarkasyi dalam a/-L4'7 dan al-Muzanni menjelaskan, hadits 
ini diriwayatkan dari beberapa jalur (wrug) hingga sampai pada tingkatan 
hasan. Imam Suyuti menilai hadis ini hasan. Dalam ad-Durar nya (ad-Durar 
al-Mumtasirah fil Ahadisil Musytabirah), dijelaskan bahwa meski di setiap jalur 
sanadnya (turug) ada komentar (tentang beberapa periwayatnya), namun 
hadis ini hasan. Baca Jalaluddin as-Suyuti, a-Jami us-Sagir min Hadisil-Basyirin 
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Nazir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh at-Tabrani dalam a/-Axsat dan pada 
sanadnya ada “Abdullah bin “Abdul “Aziz bin Ubay bin Abi Ruwwad yang 
menurut Nuruddin “Ali bin Abi Bakr al-Haišamī, Majma'uz Zawaa'id wa 
Manba'ul Fawd'id, dinilai sangat da “if. 

18 al-Bukhari, Kitab Sahib al-Bukhari : Bāb bubbur Rasul sallallahu alaihi 
wa sallam, No. 14, Lihat juga Muslim, Sahib Muslim, Bab wujūb mahabbah 
Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, No. 63. 

19 Wahbah az-Zuhaili, Usilu-Figh al-Islami, (Beirut: Darul-Fikr, 
1986), j. 1, h. 490. Lihat pula: Muhammad Abu Zahrah, Uswlu-Figh, (Mesir: 
Darul-Fikr al-"Arabi, 1958), h. 198, dan Abdul Wahhab Khalaf, Im Usilul- 
Fiqh, h. 45. 

2 Nasrun Haroen, Usiilul-Figh I, h. 52. 

21 Lihat: Wahbah az-Zuhaili, Usalul-Figh al-Islami, h. 491-497. 

2 Nasrun Haroen, Usiilul-Figh I, h. 53. 

23 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, h. 112-113, “Abdul Wahhab 
Khalaf, Im Usil al-Fiqh, h. 40, “Ali Hasballah, Us1/ut-Tasyri' al-Islami, (Mesir: 
Darul- Ma'arif, 1971), h. 112-113, Muhammad Taqi al-Hakim, af Usr/u/- 
Amanah li al-Fiqh al-Mugarin, (Beirut: Darul-Andalus, 1963), h. 269 

2 Nasrun Haroen, Usiilul-Figh I, h. 55. 

2 al-Hakim, al-Mustadrak 'alas Sabibain, hadis no. 392. Dalam Kangul 

Ummal karya “Ali bin Hisamud Din al-Muttagi al-Hindy dan dalam 
Mausi''atu Atrāfil Hadis dijelaskan bahwa hadis ini garib. 

26 “Abdul Wahhab Khalaf, T/x Usuli-Figh, h. 40, “Ali Hasballah, Us% 
at-Tasyrī' al-Islami, h. 112-113, al-Gazali, a-Mustasfa, juz 1, h. 111. 

27 al-Gazāli, a-Mustasfa, h. 121, al-Amidi, a/-Ibkām fi Usali-Apkam, 
(Beirut: Dārul-Kutub al-Tlmiyah, 1983), h. 129, “Abdul Qadir Badran, al 
Madkbal ila Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, (Beirut: Mwassasah ar- 
Risalah, 1991), h. 131, Muhibbullah al-Hanafi, Musallam as-Subit, (Beirut: 
Darul-Kutub al-Tlmiyah, 1983), juz 1, h. 41. 

2 Wahbah az-Zuhaili, Usilu-Figh al-Islami, h. 601. 

2 “Ali az-Zifzāf, Muhadarah fi Usuli-Figh, (Mesir: Dārul---Fikr al- 
“Arabi, 1970), h. 8. 

30 al-Gazali, a-Mustasfa, j. 2, h. 54. 

31 Taj ad-Din “Abdul Wahhab as-Subuki, Jam‘ akJawami, (Beirut: 
Dārul--Fikr, 1974), j. 2, h. 177. 

32 Nasrun Haroen, Uszilul-Fiqh 1, h. 69. 

? Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Jafar, Affan, 
Sulaiman, Yahya bin Khammad, Yahya bin Said al-Oattān, dan Ibnu Mahdi 
dari Syu'bah dari Abi “Aun Muhammad bin “Ubaidillah aš-Šagafī dari al- 
Kharis bin “Amr bin Akhil Mugīrah bin Syu'bah dari salah seorang sahabat 
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Mu'az yang berasal dari Khimsa, dari Mu'až, Tentang ini, at-Tirmizi 
berpendapat bahwa dia tidak menemukan hadits ini kecuali dari jalur sanad 
tersebut dan menurutnya itu tidak bersambung (tidak mutasi). Baca Dr. 
Basyyar “Awwad Ma'ruf dkk. (Tim Muhagig dan Penyusun), a-Musnadul- 
Jami? li Ahadisil Kutubis Sittah wa Muallifiti Ashabibal Ukbra wa Muwatta' Malik 
wa Masanidil Khumaidi wa Ahmad bin Hanbal wa “Abd bin Khumaid wa Sunanud 
Darami wa Sahih Ibn Khuzaimah, juz 15, h. 239 — 240 cet. I, (Berut: Daarul Jail 
dan Kuwait: al-Syirkah al-Muttahidah; 1993). Bahkan, Abul Fadli Ahmad 
bin “Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asgalani dalam at- 
Talkbisul-Kabir fi Takbriji Abadisir-Rafi'i menuliskan pendapat Imam al- 
Bukhari dalam at-Tarikhul-Kabir, bahwa hadits ini tidak sahih. Pendapat yang 
sama dikemukakan oleh Ibnu Jauzi dalam a/- Ta? a-Mutanahiyah bahwa hadis 
ini tidak sahih meski banyak dikutip oleh ahli fikih dalam kitab-kitab 
mereka. Dinilai tidak shahih karena ke-sxbit-an perawinya tidak diketahui 
dan al-Haris bin “Amr tidak dikenal. 

34 Surat “Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asyari ini 
dibahas panjang lebar oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya, Alam 
al-Muwaggi in ‘an Rabb al-Alamin, jilid 2, pada pembahasan qiyas sebagai 
salah satu metode penetapan hukum Islam. 

35 “Abdul Wahhab Khalaf, I/m Usu/n/-Figh, h. 58. 

36 “Abdul Wahhab Khalaf, I/m Usulul-Figh, h. 58. 

37 Saifuddin al-Amidi, a-lhkam fī Usili-Ahkam, (Beirut: Darul-- 
Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 63. 

38 Tajuddin “Abdul Wahhab as-Subuki, Jam ul-Jawami juz 2, h. 204 

ci As-Sarakhsi, Usrī/ns-Sarakhsi, (Beirut: Dārul-Kutub al-Islamiyyah, 
1993), h. 203-205. 

" Abū Ishaq asy-Syātibi, a//Mumāfagāt fi Usilisy-Syari'ah, (Beirut: 
Darul-Matifah, 1975), juz 4, h. 206-208. 

^ Ibnu Ouddāmah, Raudah an-Nazir wa Junnah al-Munazir, (Beirut: 
Mu'assasah ar-Risalah, 1978), h. 407. 

* Dalam al-Muwatta'-nya Imam Malik, hadis ini diriwayatkan 
dengan redaksi ruwiya 'anin Nabi yang karenanya kemudian diindikasikan 
sebagai hadis sarfi’. Maka, para fugaha' dan ahli usil pun selalu menyebutkan 
bahwa hadis ini arfa’. Namun demikian, sebagian besar kalangan ahli hadis 
berpendapat bahwa hadits ini tidak marfi', melainkan mangif pada Ibnu 
Mas'ud. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at-Tayalisi, 
al-Bazzar, at-Tabrani, dan Abu Nu'aim dalam Tarjamah Ibnu Mas'ud: dan 
juga al-Baihaqi dalam al-Ptigid Ahmad az-Zargā, Syarh al-Qawd'idul- 
Fighiyyah, (Damaskus: Dārul-Oalam, 1409 H), h. 219. 

8 al-Gazali, a-Mustasfa, juz 1, h. 286. 
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44 Abu Ishaq asy-Syatibi, a-Muwafagat, juz. 2, h. 38. 

45 Satria Effendi, Uswlul-Figh, h. 149, 150. 

46 al-Gazali, a-Mustasfa, juz. 1, h. 128. 

4 Lihat: Ibnu Hazm al-Andalūsi, a-Ihkam fi Usili-Ahkam, juz 5, h. 
590. 

"8 Ahmad Fahmi Abū Sunah , al-'Urf wa ak Adah fi Ra'yi a-Fugaha, 
(Mesir: Dārul-Fikt al-“Araby, t.th), h. 8. 

19 Mustafa Ahmad az-Zargā', a-Madkhal Tā al-Fiqh al-Am, (Beirut: 
Darul-Fikr, 1968), j. 2, h. 840. 

50 Muņibbullāh Abd asy-Syakūr, Musallim as-Subit fi Usūlil-Figh, 
(Beirut: Darul-Kutub al-Tlmiyah, 1983), j. 2, h. 120. 

“I Nasrun Haroen, Usilul-Figh I, h. 157. 

52 Muhammad Taqi al-Hakim, a-Usiluk Ammah lil-Fiqhil-Muqarin, h. 
13: 

* as-Syātibī, a-Muwafagat, j. 4, h. 198. 

54 Lihat: asy-Syāfi'i, a-Umm, (Mesir: Mustafa Babi al-Halaby, t.th), j. 
3, h. 2. 

55 Muhammad Taqi al-Hakim, ad Ugiluk Ammah li-Fighi-Mugarin, h. 135. 

56 Mustafa Dib al-Buga, Asarul-Adillah al-Mukhtalaf Fiha, (Damaskus: 
Darul-Imam al-Bukhari, t.th,) h. 589-592. 

5 Majma‘ al-Lugah al-“Arabiyah, a-Mujam al-Wasit, (Mesir: Darul- 
Ma'arif, 1393 H), juz 2, h. 551. 

58 Badran Abu al-*Ainaīn Badran, a/- Ibadat al-Islāmiyab, (Iskandariyah: 
Mu'assasah Syabab al-Jami'iyah, t.th), h. 3. 

5 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, (Jakarta: Kencana, 2003), 
h. 12-13. 

® Kaidah ini didukung oleh kaidah lainnya: 

BA SI 3 Jedi 
“Pada dasarnya, hal-hal yang berkenaan dengan ibadah itu tidak boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang membolehkannya.” Lihat: “Atiyah 
“Abdullah, a-Oawa'idul-Fighiyah, (Iskandariyah: Darul-Iman, t.th.), h. 43, 
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, h. 13. 

61 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, h. 14. 

82 “Ali Ahmad an-Nadawi, a-Oawa'id wa ad-Dawabit a-Fighiyah, (t.t. 
tp., 1419 H), h. 390-391. Lihat juga: Dewan Syari'ah Nasional MUI, 
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: DSN-BJ, Edisi 
Revisi 2006), sebagai salah satu dasar hukum dalam menetapkan masalah- 
masalah yang berkenaan dengan mu'amalah. 
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65 “Abdul Wahhab Khalaf, T%» Usuli-Figh, h. 32-33. Lihat juga: 
Depag RI, Ilmu Fikih, (Jakarta: DIPERTA, 1983), h. 1-2. 
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— A V 


BENTUK-BENTUK 
HUKUMAN (UOGUBAH) 


KENA gg 


alam hukum Islam, kejahatan (jarimah) didefinisikan 
D) sebagai “perbuatan yang dilarang agama (syarak) dan 

pelakunya diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala de- 
ngan hukuman /add (bentuk hukuman yang telah ditentukan 
syarak) atau 74 gir (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukum- 
annya didelegasikan kepada hakim atau penguasa).”' Larangan 
(mahgurat) yang dimaksud di sini mencakup perbuatan yang 
dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintah- 
kan. Dengan kata lain, melakukan (commision) atau tidak melaku- 
kan (ommision) suatu perbuatan yang membawa kepada hukum- 
an yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.” 

Definisi kejahatan di atas mengandung arti bahwa tidak 
ada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara 
pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, 
kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak 
berbuat itu telah ditentukan dalam syariat. Dari sini kita 
menemukan dua bentuk delik tindak kejahatan dalam hukum 
Islam. Pertama: delik komisi, yakni melakukan setiap perbuatan 
yang dinyatakan melawan hukum dan hukumannya ditentukan 
oleh syariat. Kedua: delik omisi, yakni tidak melakukan suatu 
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perbuatan yang diperintahkan dan hal itu dinyatakan melawan 
hukum oleh syariat. Singkatnya, jika komisi atau omisi dari 
suatu perbuatan itu tidak membawa kepada hukuman yang 
ditentukan oleh syariat, maka perbuatan itu tidak dapat diang- 
gap sebagai suatu kejahatan. Dari sini lahirlah asas legalitas yang 
diformulasikan dalam beberapa kaidah dasar hukum Islam, 
seperti “tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu 
hukuman tanpa ada nas”, “tidak ada taklif (perintah hukum) 
sebelum datangnya syarak,” dan “hukum asal segala sesuatu 
adalah boleh.” * 

Kaidah-kaidah dasar di atas, meskipun tidak secara ekspli- 
sit tertulis dalam Al-Qur'an, tetapi dengan mudah dapat dipeto- 
leh secara induktif dari sejumlah ayat Al-Qur'an, seperti firman 
Allah dalam Surah al-Isra'/17: 15: 


Aoa Z ea WA 75 NG LAA 
Vis pp na GL Sedar 
Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang 
rasul. (al-Isra'/17: 15) 


Aor £ 


Girdi 


A DAL at 


pr PA TON EAE OIN 


Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia 
mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami 
kepada mereka. (al-Qasas/28: 59) 


Al-Qurtubi ketika menafsirkan Surah al-Isra'/17: 15 di 
atas menyatakan, “Ayat ini menjadi dalil bahwa hukum tidak 
dapat ditetapkan kecuali dengan adanya (nas) syarak. Berbeda 
dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa akal semata dapat 
menentukan dan menghukumi segala sesuatu sebagai baik atau 
buruk.” Hal yang sama dinyatakan oleh beberapa mufasir lain 
seperti ar-Razi', al-Alūsī', dan Ibnu “Asyur.” 

Menarik untuk memperbandingkan bahwa asas legalitas 
dalam hukum Islam ini juga tercermin dalam ungkapan bahasa 
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latin zulum deliktum nuila poena sine praevia lege poenali (tiada delik 
tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas 
ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu 
dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat 
dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan 
atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan 
individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap 
orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan- 
perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, 
tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh 
hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum 
pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.” Asas 
legalitas dalam hukum Islam bukanlah berdasarkan akal 
manusia, tetapi dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan 
Rasul-Nya, sebagaimana terbaca dalam tafsir Surah al-Isra'/17: 
15 di atas. 

Beralih ke istilah yinayah, sebagian ahli fikih mengidentik- 
kan istilah jarimah dengan jinayah." Secara etimologi, jindyah 
berarti sebutan bagi tindak kejahatan yang dilakukan seseorang 
dan hasil yang diakibatkannya.'' Oleh sebab itu, jinayah bersifat 
umum, meliputi seluruh tindak pidana. Berdasarkan pengertian 
inilah ulama fikih kontemporer menggunakan istilah “fikih jina- 
Jah” untuk menyebut salah satu bidang fikih yang membahas 
persoalan tindak pidana beserta hukumannya." 

Menurut “Abdul-Gadir “Audah, ahli fikih kontemporer 
dari Mesir, yinayah dalam terminologi syarak mengandung ba- 
hasan tindak pidana yang luas, yaitu pelanggaran atau tindak ke- 
jahatan terhadap jiwa, harta seseorang atau lainnya. Akan tetapi, 
menurut “Audah, sebagian ahli fikih yang lain —di antaranya 
az-Zailai (tokoh fikih mazhab Hanafi)— menggunakan istilah 
Jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota 
badan, yaitu pembunuhan, pemukulan/pelukaan, dan aborsi 
(had). Sebagian ulama fikih lainnya, seperti Ibnu Farhun 
(tokoh fikih Mazhab Maliki), membatasi pengertian jinayah 
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pada jarimah hudūd dan gisas/ diah. “Abdul-Qadir “Audah me- 
nyimpulkan bahwa sebenarnya istilah jarimah dan jinayah, dalam 
terminologi syarak, adalah sama. Oleh sebab itu, penamaan fi- 
kih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai ben- 
tuk tindak pidana dalam Islam sekarang ini adalah benar dan 
sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah." 


A. Ugubah (Hukuman) dan Karakteristiknya 

Dalam terminologi fikih, 'giibah (hukuman) didefi- 
nisikan sebagai “hukuman yang telah atau dapat ditetapkan atas 
pelanggaran terhadap perintah dan larangan Syari“ (Allah dan 
rasul-Nya) untuk menjamin kemaslahatan masyarakat.” Dari 
definisi ini terlihat bahwa tujuan disyariatkannya hukuman 
(ugribah) terhadap pelanggaran ketentuan syarak adalah untuk 
memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala 
bentuk kerusakan (mwafsadat), menghindarkan mereka dari kese- 
satan, mengajak mereka untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, 
dan meredam seluruh bentuk perbuatan kemaksiatan. Berkaitan 
dengan tujuan diterapkannya sistem 'xgzēbab ini, M. Salim al- 
“Awwa, pakar hukum Islam kontemporer dari Mesir, mengata- 
kan bahwa sistem hukuman (“xgribah) dalam pidana Islam sebe- 
narnya lebih dapat diandalkan untuk mewujudkan tujuan terse- 
but karena memiliki dua karakteristik utama: 

Pertama, sistem hukuman ('xgzībab) dalam Islam, walau- 
pun dalam praktiknya menjadi bagian dari hukum dan perun- 
dang-undangan yang mengatur hubungan individu dan masya- 
rakat seperti halnya hukum positif, namun ia juga merupakan 
hukum agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sebab itu, 
warna nilai-nilai keagamaan (sibgah diniyyah) membuat sistem 
hukuman dalam Islam menjadi lebih efektif karena: 

1) Sangat terkait antara penerapan suatu hukuman dengan 
keimanan kepada Allah. Dalam ayat yang menetapkan hukuman 
secara terang-terangan bagi tindak pidana perzinahan, misalnya, 
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hal tersebut dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, sebagai- 
mana firman-Nya dalam Surah an-Nūr/24: 2: 


, oN ain ai ODA LI ar PILS mm GA GL 
ts Maa S BU a ASM 
Lu Ge 


(kasala aa bg de Nya) f ie WAN loks SAS 


Pezina perempuan dan pegina laki-laki, deralah masing-masing dari 
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, 
Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang 
Jang beriman. (an-Nut/24: 2) 


Demikian pula dalam tindak pidana gašf (menuduh orang 
lain berzina), Allah mengecam pelaku gasf agar tidak melakukan 
Jarimah ini dan mengaitkannya dengan keimanan yang ada pada 
diri mereka, a dalam Surah an-Nur/24: 17: 


MASA (eat Ta sj? 
Ga A SA akal! 959» olas al Kan 
Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti 


itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. (an-Nūt/24: 17) 


2) Sangat terkait antara penerapan hukuman di dunia dengan 
hukuman di akhirat. Dalam ayat tentang hukuman bagi tindak 
pidana perampokan (al-hirabah), misalnya, Allah berfirman 
setelah menjelaskan bentuk hukumannya: 


Leka GN ANGGANG ES AN 


Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (al-Ma'idah/5: 33) 


Demikian pula dalam jarimah pembunuhan, sebagaimana 
firman-Nya dalam Surah an-Nisa'/4: 93: 


Bentuk-bentuk Hukuman ('Uqiibah) 111 


IB sr Pa saldā aa ak 


>. zs TA 977 
GI geo $ ms ena na 


ea Al As MA KENA PL IN ng 


Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, 
maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah 
murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar 
baginya. (an-Nisa'/4: 93) 


3) Keterkaitan antara penerapan hukuman (%g7bab) dalam 
pidana Islam dengan keimanan dan sanksi ukhrawi sebagai- 
mana dijelaskan di atas pada gilirannya akan lebih efektif men- 
dorong seorang muslim untuk tidak melakukan suatu tindak keja- 
hatan. Seorang muslim yang benar-benar beriman akan menjadi 
“hakim” bagi dirinya sendiri sebelum dihakimi oleh orang lain, 
karena keimanannya lebih dulu mencegah dirinya melakukan 
tindak-tindak kejahatan yang dimurkai Tuhan." 

Kedua, sistem hukuman dalam Islam disyariatkan untuk 
menjaga dan memelihara nilai-nilai moral (bimayatukgiyam al- 
khulngiyyah).'* Dalam hal ini, Al-Qur'an, misalnya mengaitkan 
antara pengharaman konsumsi minuman keras dan judi karena 
akan melahirkan sejumlah tindakan-tindakan amoral. Allah 
berfirman dalam Surah al-Ma'idah/5: 91: 


272? Lina a dit 1 S gai 12 oF g» AG 
LOR 221 or Ga 


Ona la AVE das 


Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan 
menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan 
salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (al-Ma'idah/5: 91) 


Menurut Ibnu “Asyir, ayat ini menjelaskan bahwa mengon- 
sumsi khamar akan melahirkan permusuhan (a-khusimat) dan 
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mendorong terjadinya tindak-tindak kejahatan lainnya. Semen- 
tara berjudi akan melahirkan kedengkian (at-tahasud) dan keben- 
cian (al-gai? yang menyebabkan timbulnya perseteruan dan 
permusuhan. Adalah jelas kiranya bahwa permusuhan (al- 'adi- 
wah) dan kebencian (a/-bagdā') merupakan dua sikap destruktif 
yang akan menimbulkan keburukan besar antar kaum muslim, 
dan ini bertentangan dengan perintah Allah agar mereka 
senantiasa menjaga persaudaraan, sabda Rasulullah: 


JS g 09 VS eU 
(Hu pl it ye Ori al) DE Tp sl Pn ol all 
Janganlah kalian saling membenci, saling menghasut, dan saling 
membelakangi (bermusuhan). Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah 
Jang bersaudara. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin 
Malik)" 
Demikian pula ketika Al-Qur'an mengharamkan perzi- 
nahan, Allah berfirman dalam Surah al-Isra'/17: 32: 
2, ZIG AA TK 
pur ds AA SAKA 53 
Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isra'/17: 32) 


Pada ayat ini, tindak kejahatan perzinahan dikategorikan 
sebagai fahisyah, yakni tindakan atau ucapan yang sangat buruk 
(amoral/asusila)” sehingga at-Rāzī menginventarisasi sejumlah 
keburukan yang diakibatkan oleh tindak pidana perzinahan ini, 
yang kesemuanya berkaitan dengan bagaimana Islam menjaga 
nilai-nilai moral dari keburukan tindak pidana asusila ini.” 
Lebih lanjut, ar-Razi mengatakan bahwa selain dikategorikan 
sebagai fihisyah, kejahatan perzinahan juga disebut sebagai sa'a 
sabīlā (jalan yang buruk), karena menurunkan derajat manusia 


Bentuk-bentuk Hukuman ('Ugūbah) 113 


sebagai makhluk bermoral ke derajat hewan yang sama sekali 
sunyi dari moralitas dan kesusilaan.” 


B. Beberapa Klasifikasi Bentuk-bentuk Hukuman 

Dalam literatur fikih, para pakar hukum Islam mengklasi- 
fikasikan hukuman (ygzībah) melalui beberapa aspek tinjauan 
yang melahirkan beragam bentuk hukuman:” 

1. Ditinjau dari aspek bentuk hukuman. 

Dari aspek ini, ulama fikih membagi hukuman menjadi 
empat bentuk: 

(a) Hukuman pokok atau asli, yaitu hukuman asal yang ditetap- 
kan pada suatu tindak pidana, seperti hukuman potong 
tangan bagi pencuri (al-Ma'idah/5: 38) atau dera 80 kali bagi 
orang yang menuduh orang lain berbuat zina (an-Nūr/24: 4). 

(b) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang ditetapkan syarak 
sebagai pengganti hukuman asal (pokok) karena ada alasan 
secara syarak yang membuat hukuman pokok tidak dapat 
dilaksanakan. Misalnya, hukuman diah sebagai pengganti 
hukuman qisas yang dimaafkan/digugutkan oleh ahli waris 
terbunuh, atau hukuman 74 gir yang dikenakan hakim ketika 
hukuman budad atau qisas digugurkan (an-Nisa'/4: 92). 

(c) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikut secara 
otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan ini 
tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim. Misal- 
nya, pembunuh dengan sendirinya tidak berhak menerima 
warisan dari orang yang dibunuhnya, atau gugurnya hak 
persaksian dari orang-orang yang melakukan gazf (an-Nūr/24: 
4). Seorang pembunuh yang dikenakan hukuman gisas juga 
dikenakan hukuman lain sebagai hukuman tambahan, yaitu 
tidak berhak menerima warisan atau wasiat dari orang yang 
dibunuhnya. Hukuman tambahan ini berlaku secara oto- 
matis tanpa memerlukan ketetapan tersendiri dari hakim. 
Demikian pula dalam masalah gažf Hukuman pokok dalam 
masalah gažf adalah dera 80 kali. Pelaku gažf dikenakan 
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hukuman tambahan yang tidak memerlukan penetapan 
tersendiri dari hakim, yaitu gugur hak persaksiannya. 

(d) Hukuman penyempurna yang didasarkan atas ketetapan 
hakim, sebagai penyempurna hukuman pokok. Misalnya, 
menggantungkan tangan pencuri yang telah dipotong di 
lehernya. 


2. Ditinjau dari aspek wewenang hakim dalam menetapkan 
hukuman. 

Ulama fikih membagi hukuman ditinjau dari aspek ini 
menjadi dua bentuk: 

(a) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni hakim tidak 
mempunyai wewenang untuk menambah, mengurangi, dan 
mengubah jenis hukuman, sekali pun pada dasarnya bisa di- 
tambah atau dikurangi. Misalnya, hukuman dera yang dite- 
tapkan bagi tindak pidana budid . 

(b) Hukuman yang memiliki alternatif yang bisa dipilih oleh 
hakim, yaitu hukuman yang mempunyai batas maksimal 
dan batas minimal, sehingga hakim berhak memilih hukum- 
an yang paling tepat dijatuhkan. Misalnya, hukuman dera 
dan penjara dalam tindak pidana ta gir. 


3. Ditinjau dari aspek kewajiban melaksanakan hukuman. 
Ulama fikih membagi bentuk hukuman dilihat dari aspek 
ini menjadi dua bentuk: 

(a) Hukuman yang telah ditetapkan syarat, jenis, bentuk, dan 
jumlahnya yang tidak boleh dikurangi, ditambah atau diubah 
oleh hakim. Misalnya, hukuman dera 100 kali bagi pelaku 
tindak pidana zina. Dalam hukuman seperti ini, hakim hanya 
melaksanakan saja jika tindak pidana itu telah memenuhi 
rukun dan syaratnya, dan hakim juga tidak berhak menggu- 
gurkan hukuman ini atau memaafkannya. 

(b) Hukuman yang materinya untuk setiap tindak pidana belum 
ditentukan syarak. Syarak hanya memberikan sejumlah alter- 
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natif hukuman dan mendelegasikan penentuan jenis, jumlah, 
dan ukurannya kepada hakim. Dalam hal ini, seorang hakim 
harus memerhatikan keadaan pribadi dan lingkungan sosial 
terpidana. 


4. Ditinjau dari aspek objek hukuman. 

Ulama fikih membagi bentuk hukuman dilihat dari aspek 
ini menjadi tiga bentuk: 

(a) Hukuman yang bersifat fisik, yakni hukuman yang dikenakan 
pada fisik atau jasmani terpidana, seperti hukuman dera dan 
hukuman bunuh (qisas). 

(b) Hukuman yang bersifat psikis, yaitu hukuman yang berkaitan 
dengan psikis seseorang, seperti peringatan dan ancaman. 

(c) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap 
harta seseorang, seperti diah, denda, dan penyitaan harta 
terpidana. 


5. Ditinjau dari aspek berat dan tingannya tindak pidana yang 
dilakukan. 

Ulama fikih membagi bentuk hukuman dilihat dari aspek 
ini menjadi empat bentuk: 

(a) Hukuman /wdid, yaitu hukuman yang ditetapkan terhadap 
berbagai bentuk tindak pidana yang telah ditentukan jenis 
dan bentuk hukumannya (perzinahan, pencurian, perampok- 
an, gažf, meminum khamar, pemberontakan, dan murtad). 

(b) Hukuman gisas dan diah , yaitu hukuman untuk tindak pida- 
na pembunuhan dan pelukaan. 

(c) Hukuman kafarat, untuk sebagian tindak pidana gisas dan 
sebagian untuk tindak pidana ta gir. 

(d) Hukuman ta'gir yang ditetapkan untuk berbagai tindak pida- 
na ża Rir. 


Menurut “Abdul-Qadir “Audah, dari beberapa klasifikasi 
bentuk-bentuk hukuman di atas, klasifikasi terakhir yang 
melihat bentuk-bentuk hukuman dari aspek tindak pidana yang 
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dilakukan menjadi hudrid, gisas/ diah, kafarat, dan air adalah 
klasifikasi yang terpenting.” Oleh karena itu, tulisan ini akan 
mencoba menguraikan bentuk-bentuk hukuman ('“ngiibah) mela- 
lui klasifikasi terakhir ini, yaitu: budad , gisas/ diah , dan ta gir. 


C. Ugubah Hudūd 
Secara etimologis, udud dalam Bahasa Arab merupakan 
bentuk jamak dari kata badd. Ibnu Manzūt mengartikan kata ini 
(a-hadd) sebagai “pembatas/pemisah antara dua hal agar tidak 
tercampur atau tidak saling melampaui.” Dengan demikian, 
makna utama dari kata ini—secara kebahasaan—berkisar pada 
“pencegah” (al-man'u) dan “pembatas” (a/-fas/v) antara dua hal, 
serta batas akhir ketika sesuatu harus berakhir/ berhenti.” Dalam 
Al-Qur'an, kata hudid disebut 14 kali, antara lain dalam Surah 
al-Bagarah/2: 187, 229 dan 230, at-Taubah/9: 97 dan 112, al- 
Mujadalah/ 58: 4, at-Talāg/65: 1, serta an-Nisa'/4: 14. Semuanya 
di-idajah-kan dengan lafal Allah, kecuali dalam Surah an-Nisā'/4: 
14 di-idifah-kan dengan kata ganti ketiga tunggal (damir “hu.” 
Kaitan makna etimologis di atas dengan term hudsid dalam 
hukum pidana Islam, seakan-akan dengan budd tersebut, Allah 
telah menyatakan tentang perbedaan/batasan yang jelas (al-fasi) 
antara yang halal dan yang haram, bisa dalam bentuk larangan 
untuk “tidak mendekati” batasan yang telah Allah tetapkan, 
sporu Tampak pada firman-Nya dalam Surah al-Baqarah/2: 187: 


Wg ji U di 3 = dl (itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 


mendekatinya); atau boleh jadi dalam bentuk larangan untuk “tidak 
melampaui atau melanggar” batasan yang telah ditetapkan aga- 
ma, seperti ketentuan dalam aturan hukum waris atau batasan 
maksimal jumlah istri dalam perkawinan poligami, Seharian 


08 0. 


firman Allah dalam Surah al-Bagarah/2: 229: Wasi Gara Ga 


(itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya)” 
Dari tinjauan kebahasaan ini, dapat juga dikatakan bahwa 
hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindak 
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kejahatan dinamai dengan Pudūd (pembatasan atau pencegah), 
karena itu akan mencegah seseorang melakukan kejahatan atau 
mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.” Ini tampak 
dalam ungkapan ar-Razi ketika menafsirkan kata hudridullah pada 
Surah al-Bagarah/2: 187, “Yang dimaksud hudiidullih adalah 
batasan-batasan Allah, yakni ketetapan-ketetapan Allah yang 
kadar dan sifatnya telah ditentukan.”” 

Dalam terminologi hukum pidana Islam, terutama dalam 
mazhab Hanafi," hudid didefinisikan sebagai “segala bentuk 
tindak pidana yang telah ditentukan—bentuk, jumlah, dan ukur- 
an hukumannya—dan merupakan hak Allah semata.” Artinya, 
tindak pidana /wdrīd ini bersifat terbatas, jenis hukumannya 
telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki 
batas terendah dan tertinggi. Dengan demikian, frasa “hukum- 
an yang ditentukan” dalam definisi ini menjelaskan bahwa 
hukuman Judüd adalah hukum yang bentuk dan ukurannya telah 
dinyatakan dengan tegas dalam nas Al-Qur'an seperti hukuman 
pencurian, perzinahan, gazf, dan perampokan (hirabah), atau 
dalam hadis Nabi seperti hukum rajam bagi pezina yang telah 
kawin (muhsan).” 

Menurut M. Salim al-“Awwa, yang dimaksud dengan 
kalimat “hak Allah” dalam definisi di atas adalah bahwa hudrid 
memiliki tiga unsur: (a) penerapan budud adalah demi terwujud- 
nya kemaslahatan umum; (b) jenis hukumannya telah ditentu- 
kan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas teren- 
dah dan tertinggi, dan (c) apabila tindak pidana itu telah terbuk- 
ti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permin- 
taan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permin- 
taan masyarakat. Dengan ketiga unsur tersebut, Judd berbeda 
dengan gisas, karena meskipun gisas diterapkan untuk menjamin 
kemaslahatan umum, namun ia bisa digugurkan dengan pemaaf- 
an (al-afv) dari pihak korban. Begitu pun, hudiid berbeda dengan 
ta gir, karena bentuk hukuman ta gir bersifat alternatif dan tidak 
ditentukan ukuran, jenis, dan jumlahnya seperti halnya udud.” 
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Adapun kriteria yang menunjukkan hukuman itu 
termasuk dalam hak Allah adalah bahwa setiap hukuman bertu- 
juan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat ma- 
nusia. Apabila suatu tindak pidana berkaitan dengan kemasla- 
hatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan 
umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaannya 
merupakan hak Allah.” 

Menurut konsensus para ahli fikih, bentuk-bentuk jarimah 
budūd jumlahnya terbatas, yaitu: perzinahan, pencurian, gasf 
(menuduh orang lain berbuat zina), perampokan, mengkon- 
sumsi minuman keras, murtad, dan pemberontakan. Ulama 
fikih sering menyebut ketujuh tindak pidana ini dengan nama 
budūd, tanpa mendahuluinya dengan lafal jarimah. Di samping 
itu, istilah budrd dalam istilah ahli fikih juga dimaksudkan seba- 
gai hukuman dari ketujuh macam tindak pidana ini. Apabila 
ulama fikih menyebutkan haddus-sarigah atau hadd az-zinā, maka 
yang mereka maksudkan adalah hukuman tindakan pencurian 
atau hukuman tindak pidana perzinahan. 

Tentang jumlah pidana Judd, mayoritas ulama fikih—seperti 
disinggung di atas—membatasinya menjadi tujuh macam pidana 
budūd , yaitu: perzinahan, pencurian, meminum khamar, gažf 
perampokan, pemberontakan, dan murtad.” Untuk itu, di bawah 
ini akan dibahas secara singkat bentuk-bentuk “gibah (hukum- 
an) dari ketujuh macam pidana hudjid tersebut. 


1. Ugubatus-sarigah (hukuman pencurian) 

Kata pencurian adalah terjemahan dari kata berbahasa 
Arab, as-sarigah, yang secara etimologis berarti melakukan 
sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. 
Misalnya, istirag as-sam' (mencuri dengar) dan musaragah an-nazar 
(mencuri pandang). 

Erat hubungannya dengan pengertian etimologis terse- 
but, para ulama fikih, di antaranya Wahbah az-Zuhailī, mende- 
finisikan pencurian sebagai “tindakan mengambil harta orang 
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lain secara sembunyi-sembunyi.”” Yang dimaksud dengan 
mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi ialah 
mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. 
Adanya persyaratan “secara sembunyi-sembunyi” dalam defini- 
si ini menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta orang 
lain secara terang-terangan, seperti penipuan, pencopetan, dan 
penjambretan (i&htilas) tidak termasuk kategori pencurian yang 
terkena badd pencurian,” berdasarkan hadis Nabi salallahu 


alaihi wa sallam: 


Tidaklah dipotong tangan penipu, dan tidak pula penjarah dan pencopet. 
(Riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin “Abdullah) 


Pencurian merupakan kejahatan yang secara tegas 
dilarang dalam Al-Qur'an dan disepakati sebagai tindak pidana 
budud yang aturan “ugribah-nya telah ditetapkan secara jelas dan 
tegas dalam Surah al-Mā'idah/5: 38: 


Ga ES A 4 be 
4 ray Wd 


SRO 


Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Maha 
Bijaksana. (al-M#'idah/ 5: 38) 


Nas Al-Qur'an tentang haddus-sarigah ini diperkuat oleh 
beberapa hadis Nabi sallallahu “alaihi wa sallam, antara lain: 
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aaa a g AW AAS KAT a 
S ada oi a YA Li ad Boo 1 


PA Brass vo 


F obei ola) MENU AN oge Jos us , bü af 
nasse 


Sesungguhnya umat-umat sebelum kamu binasa karena bila seorang 
bangsawan mencuri, maka mereka membiarkannya begitu saja, dan 
apabila rakyat jelata di antara mereka mencuri, maka mereka kenakan 
badd (potong tangan) kepadanya. Demi Allah, andaikan Fatimah binti 
Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. (Riwayat al- 
Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah) 


Hadis tersebut diucapkan Rasulullah saat beliau mengo- 
mentari peristiwa seorang wanita dari Bani Makhzumiyyah yang 
mencuri lalu meminta perlindungan kepada Usamah bin Zaid, 
seorang sahabat Nabi. Namun Rasulullah menolak mentah- 
mentah permohonan tersebut seraya mengucapkan hadis di 
atas." 

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa pencurian 
adalah perbuatan tercela dalam pandangan Islam. Perbuatan ini 
sangat dicela oleh Islam karena dapat mengakibatkan instabili- 
tas keamanan dalam masyarakat. Namun demikian, sejumlah 
persyaratan dan unsur harus terpenuhi untuk menerapkan badd 
potong tangan bagi tindak pidana pencurian, yaitu: 

a) Tindakan mengambil harta orang lain itu dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak 
untuk menyimpan harta dan telah berada dalam wewenang 
pihak pencuri; 

b) Benda yang dicuri adalah harta yang bernilai ekonomis, 
yang dalam definisi Mustafa Ahmad az-Zarga', “sesuatu 
yang cenderung disukai oleh tabiat manusia dan bisa disim- 
pan sampai waktu dibutuhkan,”” dan telah mencapai satu 
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nisab,” yaitu seperempat dinar emas (sekitar 1,11 gram 
emas) menurut pendapat mayoritas ulama,” atau sepuluh 
dirham (sekitar 4,45 gram emas) menurut mazhab Hanafi.” 

c) Harta yang dicuri itu adalah milik orang lain. Bila harta itu 
bukan milik orang tertentu, seperti kayu di hutan, atau bila 
si pencuri mempunyai bagian tertentu dalam harta tersebut, 
maka hal ini tidak termasuk tindak pidana yang terkena 
baddus-sariqah.” 


2. Uqubatul-birabah (hukuman perampokan) 

Perampokan atau perompakan adalah terjemahan dari 
kata al-hirabah, yang oleh para ulama fikih dipadankan sebagai 
qatuttariq, yang berarti tindakan menghambat orang di satu 
jalan (penyamun), atau as-sarigatul-kubra (pencurian besar), kare- 
na /irabah merupakan upaya mengambil harta dalam jumlah 
besar dengan kekerasan." Dalam terminologi fikih, hirabah dide- 
finisikan, antara lain, sebagai “usaha untuk mengambil harta 
dengan jalan kekerasan yang direalisasikan dengan disertai 
upaya menakut-nakuti orang yang melintasi jalan itu, mengam- 
bil harta, atau membunuh orang.” “Dalam Ensiklopedi Hukum 
Islam, kata ini didefinisikan sebagai “aksi sekelompok orang 
dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, 
perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan 
mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikema- 
nusiaan, dan agama.”” 

Menurut “Abdul-Qadir “Audah dalam at-Tasyri' al-Jind'i al- 
Islami," dan Fikri Ukāz dalam Falsafatul-Ugiibah," modus hira- 
bah dapat berbentuk aksi-aksi sebagai berikut: 

a) Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta masyarakat 
dengan melakukan gangguan keamanan, sekali pun tidak 
disertai tindakan perampasan harta dan pembunuhan. 

b) Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain 
dengan kekerasan, sekali pun tidak disertai dengan tindak 
pembunuhan. 
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c) Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain 
dengan memakan korban (pembunuhan), kendatipun harta 
tidak berhasil terampas. 

d) Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain, 
sekaligus melakukan pembunuhan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur 
utama hirabah adalah aksi kekerasan yang mengganggu keaman- 
an masyarakat, baik dengan menggunakan senjata atau tidak. 
Keempat macam aksi kekerasan di atas dapat dikategorikan 
sebagai birabah.” 

Menarik dicatat di sini bahwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) melalui keputusan nomor 3 tahun 2004 telah memfat- 
wakan bahwa terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana 
Garimah) birabah dalam khazanah fikih Islam. Itu karena para 
fuqaha mendefinisikan almuharib (pelaku hirabah) sebagai 
“orang yang mengangkat senjata untuk melawan orang banyak 
dan menakut-nakuti mereka—menimbulkan rasa takut di 
kalangan masyarakat,” yang memang menjadi salah satu modus 
operandi terorisme dewasa ini. Karena bahaya terorisme yang 
dapat dimasukkan sebagai jarimah hirabah ini, MUI lebih lanjut 
menegaskan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terha- 
dap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman 
serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, 
perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. 
Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang terorganisir 
dengan baik (well-organized), bersifat transnasional, dan digolong- 
kan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak 
membeda-bedakan sasaran (indiskriminatif).” 

Para ulama sepakat mengategorikan tindak pidana hirabah 
sebagai salah satu bentuk pidana hudd yang hukumannya lang- 
sung ditentukan oleh nas Al-Qur'an dan atau hadis. Dasar 
hukum haddul-hirabah ini bersumber dari Al-Qur'an, firman 
Allah dalam Surah al-Ma'idah/5: 33-34: 
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ani KS 
IIA AN ES ML EH SI 


NA aa Pora 


PGN A Kat S VO 
K AA PEE GA BEGNI MAA 


GA L s 
E eN . LX 


Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari 
tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di 
dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang- 
orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al- 
Ma'idah/5: 33-34) 


Para mufasir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya 
ayat ini." Tetapi al-Qurtūbī, Ibnu Kasir,” dan M. Quraish 
Shihab” menjelaskan bahwa pendapat mayoritas ulama yang le- 
bih kuat mengaitkan sebab turunnya ayat ini dengan hukuman 
yang ditetapkan Rasulullah dalam kasus suku “Urainah. Dalam 
Sahihul-Bukhari dan Sahib Muslim disebutkan, sekelompok orang 
dari Suku “Ukal dan “Urainah datang menemui Rasulullah usai 
mendeklarasikan keislaman mereka. Mereka mengadukan 
keadaan yang sedang mereka hadapi kepada beliau. Lalu 
Rasulullah memberi mereka sejumlah unta untuk mereka 
manfaatkan susu dan air kencingnya. Di tengah perjalanan, 
mereka membunuh penggembala unta itu. Tidak cuma sampai 
di situ, mereka juga menyatakan murtad. Mendengar kejadian 
tersebut, Rasulullah mengirim pasukan berkuda yang berhasil 
menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. 
Pasukan ini lalu memotong tangan dan kaki para perompak itu, 
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mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, dan 
memenjarakan mereka seumur hidup. Dalam riwayat lain, 
mereka ditinggalkan di tengah gurun sehingga kehausan dan 
mati. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut, karena itu 
redaksinya menggunakan kata innami (hanyalah).” 

Kendati ayat ini, seperti paparan di atas, turun 
menyangkut kasus Kaum “Urainah, tetapi karena redaksinya 
bersifat umum, maka tentu saja ayat ini mengandung penger- 
tian yang luas, sesuai kaidah tafsir: “pemahaman teks ayat 
bukan berdasar sebab »1g/-nya, tetapi berdasarkan redaksinya 
yang bersifat umum.” Karenanya, para ulama membahas mak- 
sud kata yang bersifat umum itu—yakni kalimat: yuharibunallaha 
wa rasilahi/ memerangi Allah dan Rasul-Nya—untuk modus- 
modus hirabah secara umum.” 

Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa ayat di atas 
menjelaskan empat bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan 
hirabah, yaitu: (1) dibunuh, (2) disalib, (3) dipotong tangan dan 
kaki secara bersilang, dan (4) diasingkan dari tempat kediaman- 
nya. Tetapi, walaupun ulama menyepakati empat bentuk hu- 
kuman bagi tindak pidana hirabah ini, menurut al-Qurtubi, terja- 
di perbedaan pendapat dalam penerapan hukumannya: apakah 
hukuman itu bersifat opsional (/ittakhyir) atau berurutan (#4 
tartib) sesuai tingkat aksi kekerasan yang dilakukan dalam suatu 
tindak hirabah." Perbedaan ini, menurut ar-Razi, terjadi akibat 
adanya perbedaan dalam menafsirkan kata “aw” dalam ayat ter- 
sebut. Satu riwayat dari Ibnu “Abbas menyebutkan, kata “aw” 
berfungsi /ittakhyir (opsi), sementara riwayat lain yang juga 
bersumber dari Ibnu “Abbas mengartikan “aw” sebagai penjelas 
(bayan dan tafsil) bahwa hukuman itu berbeda tergantung jenis 
dan kadar kejahatannya (Wi-bayan anna-ahkam takbtalifu bi- 
ikhtilāfiljināyāt)."" Karena perbedaan ini, ulama fikih terkotakkan 
ke dalam dua kubu: 

Pertama, kelompok ulama mazhab Hanafi, Syafii, dan 
Hambali memaknai kata “aw” pada ayat tersebut sebagai penje- 
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lasan dan rincian (Jil-bayan wat-tafsil). Karena itu, mereka menga- 
takan bahwa hukuman yang dikenakan harus diterapkan secara 
berurutan dengan mempertimbangkan unsur kekejaman atau 
kekerasan dalam suatu tindak pidana /irabah. Namun kubu 
ulama ini kemudian berbeda pendapat dalam menentukan urut- 
an hukuman sesuai dengan tindak pidana perampokan atau pe- 
rompakan itu ke dalam dua pendapat: 

a) Ulama mazhab Hanafi berpendapat, apabila pelaku pidana 
tersebut hanya merampas harta maka hukumannya adalah 
potong tangan dan kaki secara bersilang, misalnya tangan 
kanan dengan kaki kiri. Jika pelaku pidana itu hanya mem- 
bunuh, maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku 
pidana ini membunuh dan merampas harta korban sekali- 
gus maka hakim bebas memilih hukumannya, antara po- 
tong tangan dan kaki secara silang kemudian dibunuh atau 
disalib, atau tanpa potong tangan dan kaki, melainkan lang- 
sung dibunuh atau disalib begitu saja. Apabila pelaku pida- 
na hanya menakut-nakuti atau mengganggu keamanan maka 
hukumannya adalah penjara dan ta gir. 

b) Ulama mazhab Syafii dan Hambali berpendapat, apabila pe- 
laku hanya mengambil harta maka hukumannya adalah po- 
tong tangan dan kaki secara silang. Apabila ia membunuh 
maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku melaku- 
kan pembunuhan dan mengambil harta sekaligus maka hu- 
kumannya adalah dibunuh dan disalib. Apabila ia hanya 
bermaksud mengganggu keamanan, hukumannya adalah di- 
buang dari tempat kediamannya.” 


Kedua, kelompok ulama mazhab Malik yang mengartikan 
kata “aw” pada ayat di atas sebagai pilihan (Jittakhyir) berpen- 
dapat bahwa penerapan hukuman yang disebutkan dalam Surah 
al-Ma'idah/5: 33 di atas diserahkan sepenuhnya kepada kebijak- 
an hakim untuk memilih hukuman yang terbaik dari empat 
alternatif hukuman yang ada. Apabila pelaku hanya mengambil 
harta atau hanya mengganggu keamanan maka hakim boleh 
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memilih antara membunuhnya, menyalibnya, memotong 
tangan dan kakinya secara silang, atau mengasingkannya. Akan 
tetapi, apabila pelaku tersebut melakukan pembunuhan maka 
hukumannya harus dibunuh atau disalib saja, bukan yang lain.” 


3. Ugubatuz-zina (hukuman zina) 

Ulama fikih dalam berbagai mazhab mengemukakan 
definisi zina yang secara redaksional berbeda, tetapi memiliki 
maksud dan kandungan yang sama. Definisi yang luas dikemu- 
kakan oleh kalangan ulama mazhab Hanafi. Menurut mereka, 
zina adalah “hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki 
secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual, dan di 
antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan syubhat 
(yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali), atau 
tidak ada hubungan kepemilikan (tuan dengan budaknya).”** 

Perzinahan merupakan tindak pidana yang sangat dikecam 
dalam Islam berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah. 
Dasar hukum keharaman zina dalam Al-Qur'an, antara lain, ter- 
dapat dalam Surah an-Nur/24: 2: 


Pn nie Dest zim an TEA a Ba PLT 
Ab NI nba Lana Dale SN yA 


Lu Ge Layan Tai 


KANAN A 4 E NG ats NIK A An 
a Aa a pasa dil oa A 


Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (bukum) Allah, 
Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang 
Jang beriman. (an-Nut/24: 2) 


Di antara sabda Rasulullah yang menegaskan tentang ke- 
haraman perzinahan adalah: 
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j a Ips ON U of AGS) DA si (5 Ji Y 


- 


aa a PA 2 šā ai aa A K 


Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan 
melainkan Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali 
terhadap tiga orang: orang yang menghilangkan nyawa (orang lain), orang 
Jang pernah kawin melakukan perzinahan, dan orang yang keluar dari 
agama (Islam) meninggalkan jamaah. (Riwayat al-Bukhari dan 
Muslim dari “Abdullah) 


Dalam at-Tasyri' aljind'i al-Islami, "Abdul-Oādir “Audah 
menjelaskan perkembangan hukuman zina dalam Islam. Pada 
awal era Islam, hukuman tindak pidana zina adalah tahanan 
rumah dan disiksa dengan pukulan atau dipermalukan." Hal ini 
berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisa'/4: 15-16: 


KAN de Kia NG We et 
BIA kosas GA b eb 


JM < AB 


KU rn AS HNOS aa 
Os EKA BE KO A A WAH AG 


Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara 
perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat 
orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka 
telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) 
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang 
melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman 
kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka 
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biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha 
Penyayang. (an-Nisa'/4: 15-16) 


Pakar tafsir ayat-ayat hukum, al-Qurtubi, berpendapat 
bahwa hukuman ini dibatalkan (mansikh) oleh Surah an- 
Nūr/24: 2 yang disebutkan sebelumnya. Hal ini diperjelas oleh 
hadis-hadis Rasulullah yang memperkuat pembatalan hukuman 
zina yang berupa tahanan rumah dan siksa (an-Nisa'/4: 15-16), 
dengan bentuk hukuman baru yang termaktub dalam Surah an- 
Nūr/24: 2.” Pembatalan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah: 


su SVS S aa 


Bo Be „ņa pa a NR a 
o SLE S pet sl) ip BL) K si 
KONM 


Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar 
(bukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera 
seratus kali dan pengasingan satu tahun, sedangkan duda dan janda 
hukumannya dera seratus kali dan rajam. (Riwayat Muslim “Ubadah 
bin as-Samit) 

Akan tetapi, Abu Muslim al-Asfahani—seperti dipapat- 
kan oleh ar-Razi,” az-Zamakhsyari" dan at-Tantawi '—tidak me- 
nerima pendapat di-naskh-nya Surah an-Nisa'/4: 15-16 dengan 
Surah an-Nūr/24: 2 seperti dalam uraian tadi. Menurutnya, 
hukuman yang tercantum dalam Surah an-Nisa' tetap berlaku 
dan tidak di-xaskb, hanya penerapannya saja yang berbeda. 
Surah an-Nisa' ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan 
hubungan intim dengan sesama wanita (lesbian), dan ayat 16 
berlaku bagi lelaki yang melakukan hubungan homoseksual. 
Adapun Surah an-Nūt/24: 2 berlaku bagi lelaki dan wanita 
yang melakukan perzinahan. 

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang xaskb dan 
mansukh di atas, para ulama dan mufasit sepakat tentang hukuman 
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perzinahan sebagaimana termaktub dalam Surah an-Nur/24: 2 
di atas. Dari ayat tersebut, terbaca bahwa hukuman (ngubah) 
tindak pidana zina dapat dijabarkan dalam dua bentuk: 

Pertama, hukuman zina bagi a/-bikr (belum pernah kawin). 
Menurut ulama fikih, apabila perzinahan itu dilakukan oleh 
orang yang belum kawin, baik jejaka maupun gadis, maka 
hukumannya ada dua macam: dera 100 kali dan diasingkan 
selama satu tahun. Hukuman dera 100 kali berdasarkan Surah 
an-Nur/24: 2 di atas, sedangkan pengasingan selama satu tahun 
berdasarkan beberapa hadis, di antaranya yang diriwayatkan 
oleh Muslim dan ahli hadis lainnya seperti dikutip di atas.” 

Kedua, hukuman zina bagi a-muhsan. Al-Muhsan adalah 
orang yang telah balig, berakal, merdeka, dan telah kawin, baik 
masih terikat perkawinan maupun telah bercerai. Ulama fikih 
sepakat menyatakan bahwa hukuman bagi a-muhsan yang mela- 
kukan perzinahan, baik lelaki maupun perempuan, adalah rajam 
hingga mati. Di samping itu, sesuai hadis Nabi yang dikutip di 
atas, diberlakukan juga hukuman dera 100 kali. Akan tetapi, 
para ulama berbeda pendapat dalam pemberlakuan dera 100 
kali di samping hukuman rajam itu. Menurut jumhur ulama, 
hukuman bagi almuhsan yang melakukan perzinahan hanya di- 
rajam sampai mati. Meskipun beberapa hadis Nabi, lanjut 
jumhur, menggabungkan hukuman rajam dengan dera 100 kali, 
namun hadis-hadis yang menyebutkan hukuman rajam 
belaka—tanpa digabungkan dengan dera—jauh lebih banyak dan 
lebih kuat. Di antaranya sabda Rasulullah: 


zoso o To ah Ko Ta ož Za, 
Sei otg) GAR Li OB lā BIA A Gal GA 


Bag giy ES, 


Wahai Unais! periksalah wanita ini, apabila dia mengakui (berzinah- 
annya), maka rajamlah dia!. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 
Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah) 
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Dalam hadis ini, demikian pula hadis tentang kasus 
pengakuan perzinahan Ma'iz yang kemudian dijatuhi hukuman 
rajam oleh Nabi, Nabi sama sekali tidak memerintahkan 
penggabungan antara hukuman dera dan rajam, melainkan 
menerapkan hukuman rajam saja bagi pezina muhsan." 


4. 'Ugūbatul-gažf (hukuman menuduh palsu zina) 

Secara kebahasaan, kata gašf berarti melempar, menuduh, 
dan menyakiti dengan kata-kata.” Para ulama mendefinisikan 
al-gašf sebagai “menuduh berzina dan menasabkan seorang 
anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina.” Apabila 
seseorang mengatakan kepada orang lain, “Engkau pezina,” 
“engkau anak zina,” atau “engkau bukan anak ibumu,” maka 
seluruh ungkapan ini dikategorikan gašf dan mendatangkan 
sanksi tindak pidana haddul-gagf," Di samping itu, gagfjuga bisa 
berlaku dalam tindak pidana z4 gir jika objek tuduhannya bukan 
perzinahan, tetapi hal-hal lain yang diharamkan, seperti menuduh 
orang lain mencuri, meminum khamar, dan sebagainya. Namun 
demikian, dalam pembahasan tindak pidana hudrd, istilah gašf 
lebih ditujukan kepada tuduhan palsu zina.” 

Dalam Islam, kehormatan adalah satu hak yang harus 
dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti 
dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam Al- 
Qur'an, tindak pidana gažf ini mendapatkan kecaman keras 
sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nur/24: 4: 


22 


Geo 
r To, 


Ai dd 13 > 4 A s 
legs 3 Rae AWE gab Le TORA] OSA 546 
P AA 2, Ee Pr „or 
Sis 2 Ass ALAN 
Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik 


(berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 
deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima 
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kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang 
Jang fasik. (an-Nut/24: 4) 


Kecaman yang tak kalah keras diulangi dalam surah yang 
sama pada ayat 23: 


2r 2A 


E EEE a A 


pe (OV, 


Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang 
lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia 
dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. (an- 
Nur/24: 23) 


Kecaman ini juga mendapatkan penegasan dari hadis- 
hadis Nabi, antara lain, sabda beliau yang mengategorikan ga3f 
sebagai salah satu dosa besar: 


Pa 


IU BAN IE KA UG AIA UNJ sa Fata pe 
Je WAN NG Ca ú E pi ET pr 3 


Va o 


„lā pil e ARE bis; ai ag Gi : 


Jauhilah tujuh dosa besar!, Para sahabat bertanya, “Apa saja itu, wahai 
Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan satu hak, 
memakan riba, memakan harta anak yatim, lari ketika perang 
berkecamuk, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina”. 
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abū Hurairah) 


Para ulama fikih mengemukakan, ada dua macam hukum- 
an bagi pelaku ga3f, yaitu dera 80 kali sebagai hukuman pokok 
(ugībah asliyyah), dan gugurnya hak persaksian terpidana 
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sebagai hukuman tambahan yang jatuh secara otomatis setelah 
tindak pidana terbukti (ngubah tabi'iyyah). Dua macam bentuk 
hukuman ini diterapkan berdasarkan firman Allah dalam Surah 
an-Nūr ayat 4 sebagaimana disebutkan sebelumnya.” 


5. Ugubah syurbul-kbamr (hukuman meminum khamar) 

Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (me- 
nutupi akal sehat), dan merupakan hasil olahan manusia. Para 
ulama sepakat bahwa pidana meminum khamar (syurbul-khamir) 
juga berlaku bagi peminum semua jenis minuman selain khamar 
yang berpotensi memabukkan. Ketetapan ini berdasarkan pada 
analogi (qiyas) atas dasar kesamaan Wat (sebab), yaitu memabuk- 
kan, sebagaimana sabda Rasulullah: 


Vea agl oe olidi olay ) al ās sis 
Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (Riwayat al- 
Bukhari dan Muslim dari Abu Musa) 


Islam memandang khamar dan minuman memabukkan 
lainnya sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, 
seperti permusuhan, kebencian antarindividu, menjauhkan orang 
dari mengingat Allah dan melakukan salat, menghalangi hati 
dari sinar hikmah, dan merupakan perbuatan setan. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Ma'idah/5: 90-91: 


Jasa Jang AGAN 5 saits (SN GI RA SMU 
KACIN p SU K 74 KISS, ak Éji 
SEANA ASS e SLS pad Sa Goa 
PN dee AN 
DEA 


Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, 
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adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jaubilah 
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman 
keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari 
mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau 
berhenti?. (al-Ma'idah/5: 90-91) 


Berdasarkan ayat ini, keharaman khamar adalah jelas dan 
meyakinkan (qat). Tetapi karena pada awal Islam khamar telah 
menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab, maka 
pengharamannya dilakukan secara gradual (fadarruj) melalui tiga 
tahapan: (1) dengan menyinggung akibat buruk khamar yang 
lebih besar ketimbang manfaatnya, seperti termaktub dalam 
Surah al-Bagarah/2: 219; (2) pelarangan terbatas untuk tidak 
mengonsumsi khamar menjelang salat, seperti tercantum dalam 
Surah an-Nisa'/4: 43; (3) pelarangan secara total melalui Surah 
al-Mā'idah/5: 90 yang telah disebutkan di atas." 

Oleh karenanya, meminum khamar termasuk kelompok 
tindak pidana hudud. Kendatipun Al-Qur'an tidak menegaskan 
bentuk dan kadar hukuman bagi pelakunya, menurut jumhur 
ulama, hukumannya adalah 80 kali dera. Hal ini mereka dasar- 
kan pada analogi (qiyas) hukuman gašf (batas minimal padd yang 
disebut dalam Al-Qur'an) yang sudah menjadi #mwa' para 
sahabat di masa khalifah “Umar bin al-Khattab.” Akan tetapi, 
menurut sebagian ulama mazhab Syafii, hukuman bagi 
peminum khamar adalah 40 kali dera. Hal ini didasarkan pada 
hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, Tirmizi dan 
Abu Dawud,” “Kepada Nabi didatangkan seseorang yang telah 
meminum khamar. Lalu Rasulullah menderanya dengan dua pelepah 
kurma sebanyak 40 kali dera.” Meski demikian, mazhab Syafii 
kemudian menjelaskan bahwa hakim boleh saja menambah 
hukuman menjadi 80 kali dera dengan perincian: 40 kali sebagai 
hukuman Žadd, dan sisanya adalah hukuman ta gir." 

Karena tidak ada nas yang jelas tentang padd tindak 
pidana ini,” M. Salim al“Awwa memasukkan pidana syurbul- 
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khamr sebagai pidana budud yang masih diperselisihkan. Namun 
demikian, al-“Awwa tetap menegaskan larangan dan bahaya yang 
sangat jelas dari tindak pidana ini. Ia hanya menyerahkan ben- 
tuk hukumannya kepada hakim untuk menentukan hukuman 
ta'gir yang sesuai dan sejalan dengan kemaslahatan individu 
maupun masyarakat.” Dengan demikian, para pakar hukum 
Islam sepakat tentang larangan meminum khamar. Pendapat al- 
“Awwa berbeda dengan pendapat mayoritas ulama hanya dalam 
menentukan apakah tindak pidana ini termasuk pidana /xdūd 
yang telah ditentukan kadar dan jenis hukumannya, atau terma- 
suk dalam kategori pidana zair yang hukumannya didelegasi- 
kan pada kebijakan hakim. Al-“Awwa agaknya cenderung mema- 
sukkan pidana ini sebagai pidana air, bukan pidana hudrid 
seperti dianut oleh mayoritas ulama, sehingga ia mendapat kri- 
tikan yang tidak sedikit dari beberapa pakar hukum pidana Islam 
kontemporer.” 


6. Ugubatul-bagy (hukuman pemberontakan) 

Secara etimologis, kata a/-bagy diartikan sebagai mencari 
atau menuntut sesuatu. Pengertian etimologis ini kemudian 
menjadi populer untuk menunjukkan “suatu tuntutan yang 
tidak dihalalkan dengan cara yang curang dan zalim ,”" sebagai- 
mana digunakan oleh Al-Qur'an dalam Surah al-A'raf/7: 33: 


Ah TU perk AEE Pr APE AA Ah “Ge “GG sa 
SI JI AN Ga laka pa bi Sal G5 LSN Ja 


Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala 
perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, 
perbuatan zalim tanpa alasan yang benar.” (al-A'tāf/7: 33) 


Secara terminologis, definisi kata al-bagy masih 
diperdebatkan oleh kalangan mazhab-mazhab fikih. Mazhab 
Hanafi mendefinisikannya sebagai “suatu perlawanan terhadap 
pemimpin negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara 
yang tidak sah.” Mazhab Syafii mendefiniskan bugat (para pem- 


Bentuk-bentuk Hukuman (“Ugubah) 135 


berontak) sebagai “sekelompok muslim yang memberontak 

terhadap pemimpin dengan cara melanggar peraturan yang ada 

dan dilakukan dengan kekuatan yang terkoordinasi di bawah 
komando seorang pemimpin yang ditaati dengan suatu 

alasan/takwil.” Sementara mazhab Hambali mendefiniskan a/- 

bagy sebagai “aksi separatisme melawan pemimpin yang sah, 

sekali pun pemimpin tersebut bukan orang yang adil, karena 
suatu alasan dan terkoordinasi meskipun tanpa pemimpin yang 
ditaati.” 

Dari beberapa definisi-definisi di atas, menurut “Abdul- 
Qadir “Audah, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa 
unsur pokok (rukun) dalam a/-bagy adalah: (1) pemberontakan 
dilakukan untuk menggulingkan pemimpin negara yang sah (al- 
khurūj 'anil-imam). Dalam hal ini, para pemberontak tidak mau 
mematuhi peraturan dan undang-undang yang sah serta tidak 
mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara, (2) 
pemberontakan dilakukan secara demonstratif (al-mugalabah), 
yakni didukung dengan kekuatan, sekalipun bukan kekuatan 
bersenjata. Karenanya, keengganan untuk mengakui kepemim- 
pinan kepala negara yang sah, yang tidak dibarengi dengan 
mendemonstrasikan kekuatan, belum dapat dikategorikan seba- 
gai al-bagy, (3) pemberontakan itu mengandung unsur pidana 
(a/-gasd al-jinā'i), dengan cara melakukan tindakan pengacauan 
ketertiban umum (makar). 

Ulama fikih mengatakan, a/-bagy merupakan salah satu 
tindak pidana berat yang termasuk tindak pidana /wdūd. Dalam 
menentukan hukuman terhadap para pemberontak, ulama fikih 
membagi menjadi dua kelompok:” 

1) Kelompok pemberontak yang tidak memiliki kekuatan 
bersenjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai 
basis. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fikih menyata- 
kan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan 
memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan tobat. 
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2) Kelompok pemberontak yang menguasai suatu daerah dan 
memiliki kekuataan bersenjata. Terhadap pemberontak 
seperti ini, pihak pemerintah pertama kali harus mengim- 
bau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku 
serta mengakui kepemimpinan yang sah. Apabila usaha ini 
mereka sambut dengan gerakan senjata maka pemerintah 
dapat melakukan tindakan represif. Hal ini didasarkan pada 
firman Allah dalam Surah al-Hujurat/49: 9: 


om Pa tg, 


lips NE AAN MAAN on Se abah, 


yA 


pa ANAN Sea 4 PEHA, 
PA ka Ja. 


Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 
zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang 
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, 
Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al- 
Hujurat/49: 9) 


Ayat ini menjelaskan bahwa dalam meyikapi pemberon- 
takan dan makar, pemerintah harus terlebih dahulu mengimbau 
mereka dengan cara-cara persuasif (perundingan). Sikap seperti 
ini pernah dilakukan oleh Khalifah “Ali bin Abi Talib terhadap 
pemberontak Khawarij. Ketika itu ia berkata: 


A 
yana a U; Ú ÓS Kena a EG ca i i ss 
Lai PS) g D op i AE Uh LA 


Berbuatlah sesuka hati kalian, (asalkan) antara kita jangan menumpah- 
kan darah orang yang diharamkan (untuk dibunuh), membuat kekacau- 
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an, dan menzalimi orang lain. Apabila kalian melakukan hal itu, aku 
menyatakan perang terhadap kalian! 


Apabila upaya ini tidak membuahkan hasil maka peme- 
rintah memiliki wewenang untuk memerangi mereka. Namun 
demikian, pemerintah tidak boleh langsung memerangi mereka 
sebelum mereka melancarkan serangan lebih dulu.” Itu karena 
tindakan yang harus dilakukan terhadap suatu pemberontakan, 
dalam istilah M. Salim al-““Awwa, adalah demi mewujudkan 
ketertiban dan kemaslahatan umum (ad-difā" asy-syar'i al-amm). 
Upaya memelihara ketertiban umum ini tentu saja tidak boleh 
dilakukan dengan tindakan-tindakan represif yang malah masuk 
dalam kategori kejahatan (jarimah).” 

Apa yang dijelaskan di atas agaknya sejalan dengan pe- 
nafsiran M. Quraish Shihab atas ayat 9 Surah al-Hujurat yang 
disebutkan tadi. Menurutnya, kata gatala pada ayat tersebut da- 
pat berarti membunuh, bertengkar, atau memaki. Karena itu, 
kata igtatalū tidak harus diartikan berperang atau saling membu- 
nuh, sebagaimana diterjemahkan oleh sebagian orang. Sebalik- 
nya, kata ini bisa diartikan berkelahi, bertikai, bertengkar, dan 
saling memaki. Dengan demikian, perintah fa gatilu pada ayat 
ini tidak bisa begitu saja diartikan “perangilah,” karena meme- 
rangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang berlebihan. 
Terjemahan yang jauh lebih netral untuk kata tersebut—dalam 
konteks ayat ini—adalah “tindaklah.” Singkatnya, ayat 9 Surah 
al-Hujurat di atas menuntun orang-orang beriman untuk meng- 
upayakan pendamaian begitu tanda-tanda perselisihan dan per- 
tikaian muncul di antara mereka. Jika terpaksa melakukan tin- 
dakan, bertindaklah dengan arif dan bijak. Jangan tunggu sam- 
pai rumah terbakar, tapi padamkanlah api sebelum menjalar.” 


7. Ugubatur-riddah (hukuman murtad) 

Secara etimologis, kata riddah merupakan masdar dati irti- 
dad yang berarti mundur, kembali ke belakang. Riddah (murtad) 
adalah kembali dari sesuatu kepada yang lainnya (ar-ruji'' “anisy- 
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syai'i ila gairih). Sedangkan secara terminologis, Wahbah az-Zu- 
hailī mendefinisikan riddah sebagai: 


PKI Jai Kaus I AL ie E 
Rr 


Keluar dari agama Islam menjadi kafir, baik dengan niat, perkataan, 
maupun perbuatan yang menyebabkan yang bersangkutan dikategorikan 
kafir. 


Dengan demikian, orang murtad adalah orang yang keluar 
dari agama Islam kepada kekafiran, seperti keyakinan bahwa 
Allah tidak ada, kerasulan Muhammad tidak benar, menghalal- 
kan sesuatu yang telah pasti haramnya seperti menghalalkan kha- 
mar dan perzinahan, atau mengharamkan yang pasti halalnya 
seperti jual beli dan nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban 
yang telah disepakati seluruh umat Islam seperti salat lima waktu, 
atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa 
yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti mem- 
buang Al-Qur'an ke tempat pembuangan sampah, menyembah 
berhala, dan menyembah matahari.” 

Para ulama sepakat menyatakan bahwa murtad merupa- 
kan tindak kejahatan yang dikategorikan dosa besar. Hal ini ber- 
dasarkan pernyataan Al-Qur'an, misalnya firman Allah dalam 
Surah al-Baqarah/2: 217: 


2 r ATA - LA DA 2 a2 fz 2 ogas 
Cd lE E E KA yo 9 
Las PATE GA seram UP NAPAK V a 
(ea BU , SAH D3? meils, 3 Gel 
2 li 

Kara VE 


Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati 
dalam kekajiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di 
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akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya. (al-Bagarah/2: 217) 


Dalam Al-Qur'an, istilah murtad disebut dengan dua 
ungkapan, yaitu riddah seperti pada ayat di atas," dan “kufur 
setelah iman” (al-kufr ba dal-iman),” seperti firman Allah dalam 
Surah Ali Imtān/3: 90: 


ķā » 22,4 Pad > 2. ga 7279 rr 4 5 
LES IS NK SN TI eka An GAS GAN 
- s ang 

GEN SAI, 


Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah 
kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang- 
orang yang sesat. (Al “Imran/3: 90) 


Mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang madah di atas, 
semuanya hanya menyebut hukuman yang bersifat ukhrawi bagi 
pelaku riddah, dan tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan 
sanksi duniawi atasnya."" Apa yang disebut sebagai konsensus 
ulama tentang hukuman riddah yang bersifat duniawi, yaitu hu- 
kuman mati, adalah didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah. Misal- 
nya, sabda Nabi: 

VLE ol oS Giles! ly) Lag Ka JA GA 
Barang siapa mengganti agamanya (murtad), bunublah dia. (Riwayat al- 
Bukhari dari Ibnu “Abbas) 


Berdasarkan hadis ini dan yang lainnya, hampir menjadi 
konsensus ulama bahwa hukuman bagi pelaku apostasi (murtad) 
yang menolak kembali kepada Islam setelah dinasihati untuk 
bertobat adalah: (1) hukuman mati sebagai hukuman pokok 
(ugribah asliyyah), (2) hukuman ta gir bagi mereka yang bertobat, 
sebagai hukuman pengganti (ngubah badaliyyah), dan (3) penyita- 
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an harta kekayaan oleh negara bagi pelaku riddah yang telah di- 
eksekusi mati, sebagai hukuman tambahan (ngabah tabi'iyyah).'” 

Meski demikian, ada juga pendapat lain dari pakar 
hukum Islam tentang hukuman pelaku iddah ini. Mahmud 
Syaltūt dan M. Salim al-“Awwa menyatakan, orang murtad itu 
sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi 
atasnya. Firman Allah dalam Surah al-Bagarah/2: 117, kata 
mereka, hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang 
murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal di neraka. Alasan lainnya 
adalah bahwa kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan boleh- 
nya seseorang dihukum mati, kecuali jika ia melakukan permu- 
suhan atau makar terhadap Islam. Itu berdasarkan keumuman fir- 


man Allah cpat E KAN (tidak ada paksaan dalam agama)“ Sedang- 


kan hadis yang menegaskan hukuman mati bagi pelaku riddah di 
atas, menurut al-“Awwa, berlaku bagi mereka yang melakukan 
perbuatan makar terhadap Islam sesuai hadis Rasulullah: 


A, oa A As a 7 -og in 6 F PATE A ap 
JE gang ANU E gs ps tei Ji V 
BEA Aš BIG il A CAP Ca É San 

totai aue 5 Ulet ola) AGS 


Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan 
melainkan Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah kecuali 
karena satu dari tiga hal: pezina yang telah kawin, membunuh jiwa, dan 
orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. 
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abdillah) 


Dengan demikian, menurut Syaltūt dan al-““Awwa, riddah 
yang terkena hukuman mati adalah kemurtadan yang disertai 
makar dengan cara memisahkan diri dari jamaah yang dapat 
merongrong keamanan negara, sebagaimana kasus murtadnya 
pemberontakan suku “Urainah yang telah dijelaskan sebelum- 
nya." “Dalam dalam konteks kekinian—seperti dinyatakan al- 
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Buti, seorang pakar keislaman asal Suriah—kita bisa mengambil 
contoh kasus murtadnya Salman Rusydi yang dapat dikenakan 
hukuman mati, karena selain murtad, ia juga melakukan makar 
dengan mempublikasikan karya-karyanya yang menghina Is- 
lam." “Dengan demikian, adalah wajar bila beberapa pakar hu- 
kum Islam mempertanyakan masalah hukuman add bagi pela- 
ku murtad an sich yang tidak disertai dengan makar. Mahmud 
Syaltūt, M. Hasyim Kamali, dan M. Salim al-tAwwā mengemu- 
kakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana murtad 
yang tidak disertai upaya makar tidak dijelaskan, maka sebenat- 
nya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis ta'gir, bukan 


þudüd 


D. ‘Uqübah Qisas 

Kata gisas disebut dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali, 
yaitu dalam Surah al-Baqarah/2: 178, 179, 194, dan Surah al- 
Ma'idah/5: 45. Semuanya dalam bentuk ¿s (kata benda)."" 
Secara etimologis, gisas berarti “menelusuri jejak” (tatabbu ul- 
asar) dan “kesepadanan” (al-mumasalah). Kedua arti etimologis 
ini memiliki keterkaitan dengan “hukuman,” karena orang yang 
terkena gisas seakan-akan mengikuti dan menelusuri jejak yang 
sepadan dari tindak pidana yang dilakukan."” Secara termino- 
logis, qisas didefinisikan, antara lain, sebagai “memberikan 
balasan hukuman kepada pelaku terpidana sesuai dengan tindak 
pidana yang dilakukannya (mujazatul-jani bi misli fi tib) P 

Landasan hukuman qisas ini disepakati berdasarkan Al- 
Qur'an, sunah, dan konsensus ulama—ijma . Dalam Al-Qur'an 
terdapat empat tempat kata gisas disebut, antara lain, dalam 
Surah al-Baqarah/2: 178: 
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KAA: op apada GA NG 
AIA SANA PA Mg 


MA yo TUA g. 


Dan eta" de») 9 Baa gr 


Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, 
perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari 
saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar 
diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah 
keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas 
setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (al- 
Bagarah/2: 178) 


Demikian pula firman Allah dalam Surah al-Ma'idah/ 5: 45: 
TT MAN AN gak) JR Har BANG 
iya PEP = Cie. ot ijas PEN NAN IN SL 


AN en Lei 


SALIH AI, 


Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa 
nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hi- 
dung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada 
gisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (bak gisas)nya, 
maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutus- 
kan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah 
orang-orang zalim. (al-Ma'idah/ 5: 45) 


6 
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Dari kedua ayat di atas ditemukan bahwa gisas ialah meng- 
ambil pembalasan yang sama. Namun demikian, gisas itu tidak di- 
terapkan bila si pembunuh mendapat pengampunan dari ahli 
waris korban, yaitu dengan membayar diah —ganti rugi. Pemba- 
yaran diah hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, umpa- 
manya dengan tidak mendesak si pembunuh. Si pembunuh pun 
hendaknya membayar diah dengan baik, misalnya dengan tidak 
mengundut-undurnya. Bila ahli waris korban—karena dendam— 
membunuh yang bukan si pelaku, atau membunuh pelaku setelah 
menerima diah, maka ia harus menerima hukuman gisas di du- 
nia, dan di akhirat dia akan mendapat siksa yang pedih." 

Ketetapan tentang hukuman gisas juga disebutkan dalam 
sejumlah hadis Nabi, antara lain sabda beliau yang dikutip 
sebelumnya, yang artinya, “Tidak halal darah seorang muslim yang 
bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku (Muhammad) 
adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal: pezina yang 
telah kawin, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya 
dan memisahkan diri dari jama'ah.” 

Adapun diah, secara leksikal, berasal dari kata wadi-yadi- 
wadyan-wa diyatan. Masdar wadyan kebanyakan digunakan untuk 
menunjukkan arti sala (mengalir), dan sering dikaitkan dengan 
lembah, misalnya dalam Surah Taha/20: 12. Sedangkan masdar 
diyah kental dengan nuansa “membayar diah,” yaitu harta 
tebusan sebagai ganti rugi tindak pidana gisas. Bentuk asli diyah 
adalah widyah yang dibuang huruf wan-nya.'" 

Kata diyah dan derivasinya terulang di dalam Al-Qur'an 
sebanyak 12 kali, tersebar dalam 11 ayat dan 11 surah. Khusus 
dalam bentuk diyah, kata ini diulang sebanyak dua kali. Dua- 
duanya termaktub dalam Surah an-Nisā'/4: 92,” yakni firman 
Allah: 
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Pyer 24 MSP AAA Lg er > 
CLS Éa CRJ RS EI MERAK O LA 
2A EEE AAA 


ü aiz -G A - 
(DIES KN OA La nai 


„ye 


8 ZS a lyss oss Â zarar A BY AN 
Anya K3 APA Aa ga 9 ( EA AL 
Xi 5 g 28 Z Â zə w, A o ED AA 2” — 
ng Ha a 


Pad 
co 


or 274 „ ot” CK a = > 
SESE Ia La Bak 
CAS AAN GAN AKP RELA 


i 


Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang 
beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). 
Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah 
(bendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman 
serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan 
pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, 
padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) 
dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan 
hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (bamba 
sabaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisa'/4: 92) 


Al-Gurtubi, ketika menjelaskan ayat ini, mengatakan 
bahwa diah yang dimaksud dalam ayat ini adalah “sesuatu yang 
diberikan pelaku tindak pembunuhan sebagai ganti rugi atas 
darah korban pembunuhan kepada walinya.” Meski ayat ini 
berbicara tentang pembunuhan tidak-sengaja, para ulama sepa- 
kat menyatakan bahwa ketika gisas batal atau mustahil dilaku- 
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kan, maka diah diwajibkan sebagai hukuman pengganti dalam 
tindak pidana pembunuhan sengaja. Dengan demikian, diah 
adalah hukuman pokok dalam pembunuhan semi-sengaja dan 
tidak-sengaja. Diah juga menjadi hukuman pengganti gisas da- 
lam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan 
secara sengaja, apabila gisas digugurkan atau tidak bisa dilaksa- 
nakan. ' 

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan tentang ben- 
tuk dan jumlah materi diah yang harus dibayarkan oleh pelaku 
pembunuhan. Surah an-Nisa'/4: 92 di atas hanya memberikan 
informasi mengenai kewajiban membayar diah bagi pelaku tindak 
pidana yang dijelaskan tadi. Penjelasan bentuk dan jumlahnya 
dapat kita temukan dalam hadis-hadis Nabi. Namun karena 
hadis-hadis tentang hal tersebut cukup beragam, terjadi perbe- 
daan pendapat tentang jumlah diah yang harus dibayarkan kepa- 
da pihak korban. Penjelasan tentang bentuk dan jumlahnya dapat 
dibaca, di antaranya, dalam salah satu sabda Rasulullah: 


i 


JA «ii usi oi ú 35 S g 1+ LAN 
Wes. dgn a a> pi) Ja ya BL KAN GAN of) 


Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin tanpa alasan 
yang sah dan ada saksi, ia harus diqisas, kecuali jika keluarga korban 
memaafkannya. Dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa barus 
membayar diyat, berupa 100 ekor unta. (Riwayat an-Nasāī dari 
kakeknya Abu Bakar) 


Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pida- 
na Islam, yarimah gisas/ diah adalah tindak pidana yang berkaitan 
dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, 
yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap 
tindak pidana ini adalah gisas, yakni memberi perlakuan yang 
sama kepada pelaku sesuai tindak pidana yang dilakukannya, 
sebagai hukuman pokok ('xgzībab asliyyah), atau diah (ganti rugi 
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dengan harta) sebagai hukuman pengganti (ngabah badaliyyah). 
Jarimah gisas/ diah ini hukumannya bersifat baku, tidak memiliki 
batas minimal dan maksimal, seperti yang berlaku dalam jarimah 
budūd. Selain itu, jarimah gisas/ diah merupakan hak pribadi. 
Artinya, pihak korban bisa menggugurkan hukuman gisas terse- 
but, dengan memaafkan tanpa ganti rugi maupun memaafkan 
dengan ganti rugi. Karena hak gisas atau diah merupakan hak pri- 
badi korban maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya." 

Menurut “Abdul-Gadir “Audah, bentuk-bentuk jarimah 
gisas/ diah juga terbatas, yaitu: (1) pembunuhan dengan sengaja, 
(2) pembunuhan semi-sengaja, (3) pembunuhan tidak-sengaja, 
(4) melukai anggota tubuh secara sengaja, (5) melukai anggota 
tubuh secara tidak-sengaja. Yang dimaksud dengan melukai ang- 
gota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh orang 
lain yang tidak berujung pada meninggalnya korban, seperti me- 
lukai, memotong, dan memukul anggota tubuh seperti dijelaskan 
dalam literatur-literatur fikih." 


E. Ugubah Tažzīr 

Secara etimologis, kata za Qir berasal dari kata 'azzara yang 
memiliki beberapa sinonim, di antaranya: akan" war-radd (men- 
cegah dan menolak), addaba (mendidik), aʻana wa nasara (mem- 
bantu dan menolong).'” Dari ketiga makna tersebut, yang pa- 
ling relevan adalah pengertian pertama dan kedua. Ta gir diarti- 
kan mencegah dan menolak (alman' wa ar-radd), karena ia dapat 
mencegah pelaku pidana agar tidak mengulangi lagi kejahat- 
annya. Ta'gir diartikan mendidik (addaba), karena dimaksudkan 
untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan agar ia sadar 
dan meninggalkan kejahatan yang pernah dilakukannya." 

Dalam pengertian terminologis, ta gir didefinisikan “Audah 
sebagai “hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa 
(maksiat) yang hukumannya tidak ditetapkan pelaksanaannya 
sebagaimana halnya hudrd”” Sementara az-Zuhaili mendefini- 
sikannya sebagai “hukuman yang ditetapkan atas perbuatan 
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maksiat dan tindakan kriminal yang tidak dikenakan badd atau 
kafarat.” 

Dari dua definisi za Qir di atas dapat disimpulkan bahwa 
fa gir adalah satu bentuk hukuman, selain Awdid dan kafarat, yang 
dikenakan kepada pelaku tindak pidana tertentu, baik itu 
menyangkut hak Allah maupun hak pribadi seseorang. Hukum- 
an dalam jarimah ta gir tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jum- 
lahnya oleh syarak. Allah dan Rasulullah hanya menentukan 
sejumlah hukuman, mulai dari hukuman terendah seperti mem- 
beri nasehat dan ancaman, hingga hukuman tertinggi seperti 
dera dan bahkan hukuman mati.” 

Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksana- 
kan terhadap suatu tindak pidana zair, syarak menyerahkan 
sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, dengan mempertim- 
bangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan sekitarnya, dan 
tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksaaan hukuman terse- 
but. Dengan kata lain, penentuan suatu bentuk #agir harus 
mengacu pada pedoman penguasa, pemerintah, hakim dalam 
menjamin kemaslahatan dan ketertiban masyarakat sesuai de- 
ngan kondisi serta situasi masyarakat itu sendiri. Di samping 
itu, Za gir juga tidak boleh berlawanan dengan nas umum yang 
berlaku dalam syariat Islam.'” 

Pengertian terminologis ta Qir seperti dijelaskan di atas me- 
mang tidak ditemukan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al- 
Qur'an. Tetapi itu tidak berarti bahwa bentuk ta'gir tidak 
mendapat legitimasi dari Al-Gur'an. Jika zair adalah bentuk 
hukuman yang tidak ditentukan jenis dan jumlahnya seperti 
budud, dan hakim memiliki keleluasaan untuk memilih beberapa 
alternatif hukuman yang sesuai, maka kita menemukan bebera- 
pa isyarat Al-Qur'an dalam penerapan hukuman za gir, misalnya 
dalam Surah an-Nisā'/4: 16: 
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pr L, Lre LTE aor 
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara 
kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat 


dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha 
Penerima tobat, Maha Penyayang. (an-Nisa'/4: 16) 


Menurut beberapa mufasir, ayat ini menegaskan hukum- 
an yang harus diterapkan bagi pasangan homoseksual.” Ben- 
tuk hukuman tersebut adalah zair, karena seperti halnya ta gir, 
hukuman dalam ayat tersebut memiliki corak: (1) hukuman itu 
tidak dijelaskan jenis, jumlah, dan tata caranya, (2) perintah 
melaksanakan hukuman tersebut didelegasikan kepada penguasa 
atau hakim dalam suatu pemerintahan Islam untuk memilih dan 
menentukan hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan terpida- 
na, lingkungan sekitarnya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam 
pelaksaaan hukuman tersebut.” 


Ragam Ugribah Ta gir 

Di atas telah diuraikan bahwa hukuman ar adalah 
hukuman yang belum ditentukan kadarnya oleh syarak, dan 
diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Hukuman 
ta gir ini, jika melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan praktik penerapan 
hukuman di masa Rasulullah dan para sahabat, cukup beragam 
jenis dan macamnya. Secara garis besar, macam-macam 
hukuman #a'gir dapat diklasifikasikan menjadi empat ragam: (1) 
tagir yang bersifat fisik, (2) ta'gir yang berkaitan dengan 
pembatasan kemerdekaan bertindak, (3) far yang bersifat 
finansial, dan (4) za gir yang bersifat psikis." 
1. Ragam ta'wir yang bersifat fisik (ngubal badaniyah) 
a. Hukuman mati (“ngibatul-i dam) 

Sebagian ulama fikih membolehkan hukuman mati seba- 
gai salah satu perwujudan za gir. Mazhab Maliki, misalnya, me- 


Bentuk-bentuk Hukuman (“Ugubah) 149 


nerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana spionase 
(tajassus). Kalangan Syafiiyah juga menerapkan hukuman mati 
bagi pidana homoseksual, tanpa membedakan antara yang mup- 
san atau yang gair muhsan, berdasarkan hadis Rasulullah: 


235) + IRIS JA UE b SB Jah i st 
(le cpl je Jai 


Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut (homoseksual), 
maka bunuhlah kedua pelakunya. (Riwayat Ahmad dari Ibnu “Ab- 
bas)!” 


Hukuman mati ini, meskipun dapat diterapkan sebagal 
salah satu ragam ta'gir, namun sejatinya harus dibatasi pada 
tindak-tindak pidana berat yang sangat membahayakan kepen- 
tingan umum." 

b. Hukuman dera (gūbatul-jild) 

Dalam literatur fikih, zir dalam bentuk dera telah 
banyak dibicarakan, sehingga tidak perlu diulas dalam tulisan 
ini. Sekadar penegasan, hukuman dera ini bahkan masih diprak- 
tikkan di masa modern, seperti di Arab Saudi, Malaysia, Singa- 
pura, dan Indonesia—yakni di NAD." 


2. Ragam #a'gir yang berkaitan dengan pembatasan kemerdekaan 
(tahdid al-hurriyyah) 
a. Hukuman penjara (ugribatul-habs) 

Para ulama fikih membagi dua macam hukuman penjara, 
yaitu: hukuman penjara temporal (babs muhaddadi-muddah), dan 
hukuman penjara seumur hidup (babs gair muhaddadil-muddah). 
Keduanya disesuaikan dengan berat-ringannya suatu tindak 
pidana tagir. Dalam Al-Qur'an, hukuman penjara ini diisya- 
ratkan dalam Surah an-Nisā'/4: 15, yang menyebutkan perintah 
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menahan pelaku suatu kejahatan dengan ungkapan g ts cat 


ega (Maka kurunglah wanita-wanita ili). 

b. Hukuman pengasingan (ugrībatun-naf)/ at-tagrīb/ aib ad) 
Hukuman pengasingan (an-nafy, at-tagrīb) termasuk hukum- 

an padd yang diterapkan atas pelaku tindak pidana iribah 

(perompakan), seperti tercantum dalam Surah al-Ma'idah/5: 33 


pada penggalan ayat IAU KP a vi (atau diasingkan dari negerinya). 
Meski hukuman pengasingan itu merupakan hukuman add, na- 
mun hukuman tersebut dapat diterapkan juga sebagai hukuman 
ta gir. Dalam satu riwayat, Rasulullah pernah menjatuhkan hu- 
kuman pengasingan kepada sejumlah waria di Madinah.” Kha- 
lifah Umat pun pernah mengasingkan Ma'n bin Za'idah karena 
memalsukan stempel Baitul Mal." 


3. Ragam za Qir yang bersifat finansial (ngubah maliyyah) 

Dalam Falsafatul- Ugūbah, Fikri A. “Ukaz memaparkan be- 
berapa contoh dari ragam zair yang bersifat finansial, di anta- 
ranya penyitaan (wusadarah), denda (garamah), dan pemusnahan 
(izālah). Ta'gir dalam bentuk pemusnahan (izdlah) diwujudkan 
misalnya dengan menghancurkan bangunan liar yang didirikan 
di tepi jalan umum atau di atas tanah orang lain tanpa ganti 
rugi, atau menghancurkan alat-alat perjudian dan bejana-bejana 
yang digunakan untuk meminum khamar.” 


4. Ragam ta gir yang bersifat psikis (ngubah nafsiyyah) 

Di samping ragam-ragam tagir di atas, ada ragam ta gir 
lain yang tampaknya lebih bercorak psikis (“ngiibah nafsiyyah), 
antara lain: nasehat (wa, peringatan (tahdid), pengajuan ke 
meja hijau diberi peringatan (ak-ihdar ila majlisi-gadi), kecaman 
dan celaan (taubikh), pengucilan (baji), pencemaran nama baik 
(fasyhīr), pemecatan (a/-'az/ minal-wagifah), dan pencabutan hak 
sipil dan politik (a-hirman).“ Wallahu a'lam bis sawab. (| 
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Catatan: 


1 al-Mawardi, a/-Ahkām as-Sultaniyyah, al-Maktabah asy-Syamilah versi 2, 
h. 438. Teks Arabnya: 


fga Lo APN vilci Ēd 16%: AAA AR 
aji a G Aš i Gn Bea ls IA 

2 “Abdul-Oadir “Audah, at-Tasyri' ak-Jina'i al-Islami Mugarinan bil-Oanin 
al-Wadī, h. 1/75. 

3 Topo Santoso, Mewbumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat 
dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20. 

4 M. Salim al“Awwa, Fi Usalin-Nizam al-Jina'i al-Islami, Cairo: Darul- 
Ma'arif, cet. II, 1983, h. 58-60; Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhi, Damaskus: Darul-Fikr, 2004, jilid 7, cet. IV) h. 5327-5330. 

2 al-Qurtubi, al-Jami‘ li Ahkamil-Our'an, h. 1/3246. 

ê Fakhruddin ar-Razi, Mafatihul-Gaib, h. 10/18. 

” al-Alūsī, Rabul-Ma ni, h. 10/399. 

8 Ibnu 'Āsyūr, at-Tabrir wat-Tanwir, h. 8/197. 

? Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, h. 11. 

1 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi, (Damaskus: 
Darul-Fikr, 2004, jilid 7 h. 5276) cet. IV. Az-Zuhailī menulis, 

seti aial TUBAN ši ai Udi of kW 

11 *Abdul-Oādit “Audah, af-Tasyri al-Jind'i al-Islami, h. 1/75. 

12 A. Aziz Dahlan et al. (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), jilid 3, h. 811. 

3 Oleh sebab itu, “Audah dan al-“Awwa serta beberapa pakar hukum 
Islam kontemporer lainnya kerap memberi judul Yinayah” (at-Tasyri' akJind'i 
atau amNizam al-Jind') untuk karya-karya tulis mereka yang membahas 
tentang segala bentuk kejahatan/tindak pidana (jarimah) dalam arti luas yang 
mencakup hudrid, gisas/ diah dan ta zir. 

14 Fikri Ahmad “Ukaz, Falsafatul- Ugribah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah wal- 
Oanin, Jeddah: Syirkah “Ukaz, 1982), h. 12. 

15 M. Salim al“Awwa', Fi Usalin-Nizam al-Jind'i al-Islami, h. 48-50. 

16 Ibid. h. 51 — 54. 

17 Ibnu “Asyur, at-Tahrir wat-Tamvīr, h. 4/284. 

18 Hadis riwayat al-Bukhari dalam Sahih-nya, Kitabu- Adab, Bab Mā 
Yunhā 'anit-Tahasud wat-Tadabur, no. 5605; dan Muslim dalam Sahih-nya, 
Kitabul-Birr was-Silah wal-Adab, bab Tahrimut-Tahasud wat-Tabagud, no. 4641. 
Keduanya dari jalur Anas bin Malik ra. 

19 M. Sayyid Tantawi, Tafsir a-Wasit, h. 1/2621. 

20 ar-Rāzī, Mafatibul-Gaib, h. 10/42-43. 
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21 Ibid., h. 10/43. 

2 “Abdul-Qadir “Audah, at-Tasyri" al-Jina'i al-Islami, h. 2/191 dan 
seterusnya. Lihat juga, A. Aziz Dahlan et al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, 
jilid 6 h. 1872-1873. 

23 “Abdul-Qadir “Audah, at-Tasyri' at-Jinā'ī al-Islami, h. 2/193. 

24 Ibnu Manzur, Lisanul- Arab, h. 3/140. 

25 Muhammad Abū Syuhbah, aklHudid fil-Islam wa Muqaranatuha bil- 
Oawanin al-Wad'iyyah, (Kaito: al-Matabi'ul-Amiriyyah, 1974), h. 129-130. 

26 M. Fu'ad “Abdul-Bagi, al-Mu jam al-Mufabras li Alfazil-Our'an, lema: h- 
d-d, (Kaito: Darul-Hadis, 1996, h. 239-240. 

2 Fikri Ahmad “Ukaz, Fa/safatul- Ugūbab, h. 67; Muhammad Abū 
Syuhbah, a/-Hudrīd fil-Islam, h. 131. 

28 Fikri Ahmad “Ukaz, Falsafatul- Ugiibah, h. 67. 
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DA VI 


PRINSIP-PRINSIP KEADILAN 


Ng 


alam tata pergaulan, baik berbentuk masyarakat mau- 
D) pun negara, barangkali tidak ada prinsip dasar dalam 

sejarah kehidupan manusia yang begitu didambakan 
seperti keadilan. Setiap manusia pada strata mana pun dan latar 
belakang apa pun akan senantiasa ingin diperlakukan secara adil 
serta diposisikan sejajar dengan manusia lainnya. Keinginan 
semacam ini adalah sesuatu yang bersifat fitri. Karena itu, seru- 
an untuk berlaku adil akan terus dikumandangkan oleh setiap 
orang sebagai seruan kebaikan yang universal. Hal ini, bukan 
saja mengindikasikan urgensi keadilan itu sendiri dalam konteks 
hubungan antarsesama, tetapi juga sebagai realisasi dari ke- 
inginan yang bersifat fitri tersebut demi terbangunnya sebuah 
kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat. 

Islam, sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai- 
nilai kemanusiaan dan keadilan, juga memerintahkan umatnya 
untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa membedakan 
warna kulit, jenis kelamin, suku, bahkan akidah. Ini menunjuk- 
kan bahwa berlaku adil merupakan sikap dasar seorang muslim. 
Dalam kaitan ini Allah berfirman: 


Prinsip-prinsip Keadilan 159 


PA si g ss SG AA 
— 22 


GEA ĀM Pasa 


Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
(an-Nahl/16: 90) 


Term al-'ad/ lebih didahulukan dari term akihsan, menurut 
az-Zamakhsyari, karena berlaku adil hukumnya wajib, sedang- 
kan berlaku ihsin hukumnya sunah.' Ayat ini juga tidak menye- 
butkan obyek dari a/-'ad/, yakni kepada siapa perintah adil itu 
ditujukan. Artinya, perintah ini bersifat umum ditujukan kepada 
siapa saja. Melihat hal ini, berlaku adil seharusnya menjadi sikap 
dasar bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang apa 
pun: sosial, politik, hukum, budaya, bahkan agama. Sebagai 
pemeluk agama, khususnya Islam, seseorang tentunya lebih 
dituntut untuk berlaku adil. 

Di samping itu, perintah berbuat adil pada ayat di atas 
tidak langsung ditunjukkan dengan kata perintah: i'd/ī, tetapi 
diawali dengan kata ya'muru—kata kerja yang menunjukkan arti 
perintah. Ini, menurut Ibnu “Asyur, bermaksud mendorong 
manusia agar benar-benar berlaku adil.” 

Imam Ibnul-Oayyim, seperti dikutip Khadijah an- 
Nabrawi, berkata, “Syariat yang dibangun di atas landasan hu- 
kum dan demi kemaslahatan manusia, adalah seluruhnya demi 
menegakkan keadilan, menebarkan kasih sayang, dan kemas- 
lahatan, serta mengandung hikmah. Karena itu, jika ada ajaran 
yang dikaitkan dengan masalah keagamaan namun tidak 
mengandung seruan keadilan, kasih sayang, serta tidak mengan- 
dung hikmah, maka itu tidak masuk dalam kategori syariat. De- 
ngan demikian, syariat hakikatnya merupakan bentuk keadilan 
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Allah kepada seluruh hamba-Nya, rahmat bagi setiap makhluk- 
Nya, perwujudan kebijaksanaan-Nya, serta menunjukkan 
kebenaran Rasulullah.” 

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif ten- 
tang keadilan, baik pengertiannya, urgensinya, cakupan makna- 
nya, hal-hal yang terkait dengannya, serta prinsip-prinsipnya, 
maka perlu dilakukan penelitian secara khusus dan menyeluruh 
atas ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang akan dilakukan dalam 
pembahasan berikut ini. 


A. Term-term yang menunjukkan makna adil 
1. al- Ad 
Dalam Al-Qur'an , kata d/-'ad/ dengan seluruh derivatnya 
disebut sebanyak 28 kali. Secara etimologis, a/-'ad/ dan derivat- 
nya memiliki banyak arti, di antaranya istiqamah (lurus)* dan al- 
musawah (persamaan). Artinya, orang yang adil adalah orang 
yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang diterima 
olehnya, baik maupun buruk.” Term al-'adl juga berarti at-taswi- 
Jah (mempersamakan), seperti diisyaratkan dalam firman Allah: 
A i GP sā is VĒ Z sam „vo 
Dags ass eto? Sa 
Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka 
mempersekutukan Tuhan. (al-An'am/6: 150) 


Kata ya'dilin pada ayat ini diartikan dengan “menyekutu- 
kan”, karena ketika seseorang mempersekutukan Allah berarti 
ia telah menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. 

Term “adi juga berarti keseimbangan atau keserasian, 
seperti yang dapat dipahami dari Surah al-Infitar/83: 7. 

Menurut Ibnu “Asyur, adil berarti “memberikan sesuatu 
kepada yang berhak.” Dalam Mafatihul-Gaib, adil adalah “istilah 
yang menunjukkan sesuatu yang berada tepat di tengah-tengah 
dua titik ekstrim.” 
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Sedangkan al-Jurjani membedakan antara term ‘ad! da- 
lam perspektif etimologi dan syarak. Dari perspektif etimologi, 
menurutnya, 'ad/ berarti almusawah (persamaan). Sedangkan 
dari perspektif syarak, 'ad/ adalah sebuah ungkapan yang digu- 
nakan untuk menunjukkan sikap konsisten terhadap kebenaran 
seraya menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama.” Ibnul- 
Manzur menyatakan, adil adalah sesuatu yang secara fitri dirasa- 
kan oleh hati seseorang sebagai sesuatu yang lurus.” 

Term “adi juga bisa diklasifikasi dalam dua kategori, yaitu: 

1. Sesuatu yang selamanya dianggap baik oleh akal sehat, se- 
perti membalas kebaikan orang lain, dan tidak menyakiti 
orang lain karena orang itu tidak menyakitinya. 

2. Keadilan yang hanya diketahui melalui syarak. Misalnya, 
Allah menghapus suatu hukum pada masa tertentu karena 
dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini 
dilakukan atas dasar keadilan dan kemaslahatan. 

Term a/-'ad/ bisa disandarkan kepada Allah maupun ma- 
nusia. Allah disifati dengan a/-'adl—bentuk ini dianggap lebih 
kuat dibanding bentuk a/'adi maksudnya bahwa sifat adil te- 
lah menjadi sifat yang melekat pada zat-Nya. Artinya, seluruh 
kehendak dan aturan-Nya ditegakkan di atas sifat ini. Sedang- 
kan manusia tidak bisa begitu saja disifati 'ad/, sebab tidak ada 
jaminan manusia akan selalu berbuat adil. Manusia baru akan 
menyandang predikat adil jika perkataannya benar dan keputus- 
annya melegakan semua pihak. Karena itu, pengunaan kata ‘adil 
untuk menunjukkan seseorang yang berbuat adil, adalah tepat. 

Kata 'ad/ dalam Al-Qur'an terkait dengan banyak hal, di 
antaranya: 

a. Peradilan atau hukum. Seperti dalam firman Allah: 


mi ES Id Nega IIA ar s 2y 2AL, MAWA 
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Dan apabila kamu menetapkan bukum di antara manusia bendaknya 
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 
memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat. (an-Nisa'/3: 58) 


Kata hukm adalah bentuk masdar dari bakama, yakni 
memberi solusi bagi dua orang yang berselisih. Artinya, ketika 
seseorang hendak memutuskan perkara maka ia harus berusaha 
benar untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah, 
atau menunjukkan kebenaran kepada keduanya dan menjelas- 
kan alasannya. Itu harus dilakukannya dengan penuh keadilan, 
tidak memihak, dan tidak takut diintervensi oleh pihak-pihak 
mana pun, baik individu maupun masyarakat.” Makanya, ada 
yang mengatakan kalau ayat ini khusus ditujukan kepada para 
pemimpin (wulatu-amn." Karena itulah, persoalan ini oleh para 
ulama dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan men- 
dasar bagi tegaknya kehidupan bermasyarakat yang diberkahi. 
Jatuh bangunnya suatu bangsa tidak bisa lepas dari upaya 
penegakan keadilan dalam ranah hukum. 


b. Masalah poligami. Seperti dalam firman Allah: 
y 22 ew 
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Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(bak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
(mikabilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 
(an-Nisa'/4: 3) 
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Perintah adil dalam persoalan poligami memiliki kaitan 
dengan perintah berlaku adil kepada anak yatim. Artinya, jika 
seorang lelaki tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak 
yatim, maka ia diminta menikahi wanita-wanita yang disukai- 
nya. Meski begitu, izin berpoligami diberikan untuk memberi 
ruang yang wajar kepada setiap laki-laki yang ingin berpoligami; 
namun jika ia tidak bisa berlaku adil maka ia diminta untuk 
menikahi seorang istri saja. Dari sini dapat dipahami bahwa 
sebenarnya prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, 
meskipun poligami diperbolehkan dengan syarat adil. 

Namun, yang akan ditegaskan di sini adalah bahwa perin- 
tah berbuat adil dalam persoalan poligami adalah memberi per- 
lakuan yang sama kepada istri dalam hal gismah (giliran), dan 
bukan keadilan dalam ranah cinta. Jika tidak maka perintah 
poligami hanya akan bersifat absurd (mustahil), sebab Al-Qur'an 
menegaskan bahwa seorang suami yang berpoligami tidak akan 
mungkin mampu berbuat adil kepada istri-istrinya, seperti 
termaktub dalam firman Allah: 


LAM Ta 
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Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah 
kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 
biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Nisā'/4: 129) 


Adil yang dimaksudkan di sini bukan dalam hal membagi 
perasaan cinta kepada setiap istri, karena bukan tidak mungkin 
satu di antara istri-istri tersebut ada yang lebih cantik dan lebih 
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menarik bagi suami daripada yang lain. Karena itu, yang di- 
tuntut oleh ayat ini adalah tidak pilih kasih, atau dengan kata 
lain, ia harus memperlakukan istri-istrinya secara adil dalam 
persoalan gismah." 


c. Penyelesaian konflik. Seperti dalam firman Allah: 
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Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 
zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang 
berbuat zalim itu, sebingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, 
Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, (al- 
Hujurat/49: 9) 


Diriwayatkan dari Qatadah dan as-Suddi, ayat ini pada 
mulanya turun berkenaan dengan persoalan suami-istri yang 
berbeda suku, suami dari suku Aus dan istri dari suku Khazraj. 
Ketika keduanya terlibat pertikaian sengit sampai terjadi saling 
pukul, saling lempar sandal dan tongkat, lalu keduanya minta 
pertolongan kepada sukunya masing-masing. Hampir saja dua 
suku tersebut terlibat tawuran hanya gara-gara persoalan privat, 
namun Rasulullah lebih dulu melerai keduanya dengan bijak 
hingga keduanya sama-sama lega. Meski ayat ini turun dengan 
latar belakang seperti itu, namun hal itu tidak mencegah 
pemberlakuan ayat ini dalam konteks yang lebih luas. Upaya 
penyelesaian konflik antara dua kelompok atau lebih harus 
dilakukan dengan adil. Artinya, upaya penyelesaian konflik itu 
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harus mengedepankan win win solution, sehingga bisa diterima 
dengan lapang dada, fair, dan tidak merugikan salah satu pihak, 
meskipun mereka berasal dari strata sosial yang berbeda. Bagai- 
manapun juga, mediator wajib berlaku adil." 

Inilah beberapa contoh masalah-masalah yang Al-Qur'an 
kaitkan dengan term ‘adl. Sebetulnya, masih banyak hal-hal lain 
yang dikaitkan dengan term yang sama, seperti bersaksi (al- 
An'ām/6: 152), utang-piutang (al-Bagarah/2: 282), perceraian 
(at-Talag/65: 2), pergaulan antarumat beragama (asy-Syura/42: 
15), dan banyak lagi. Ini semakin memperkuat pernyataan 
bahwa dua hal, yakni terciptanya keadilan di segala bidang dan 
keinginan diperlakukan adil, akan terus menjadi concern setiap 
orang, apa pun latar belakang dan persoalannya. Karena itu, 
ketidakadilan bukan saja bertentangan dengan ajaran agama 
mana pun, tetapi juga akan menjadi musuh masyarakat, bahkan 
menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan. Ketidakadilan 
adalah salah satu faktor paling dominan bagi runtuhnya sebuah 
bangsa. Karena itu, setiap orang harus berusaha sekuat tenaga 
dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan keadilan. 


2. al-Oist 

Term lain yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan 
makna adil adalah a/-gist, yang mulanya berarti an-nasih bil-'adl- 
—pembagian secara adil.” Kata a/-gist beserta derivatnya 
disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Ada yang meng- 
ikuti pola faala, seperti a/-gist dan ak-gasitin, dan ada pula yang 
mengikuti pola afala, seperti agsata, agsatū, al-mugsitin, atau al- 
mugsitin. Semuanya berarti “adil, berlaku adil, atau orang-orang 
yang adil,” kecuali bentuk a-gasitin (al-Jinn/72: 14-15) yang 
berarti “menyimpang dari kebenaran.” 
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Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari 
kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang 
lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka 
menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam. (al-Jinn/72: 14-15) 


Kata gasit adalah bentuk ês fa il dari qasata, mengikuti 
pola daraba-yadribu, dan bermakna “menyimpang dari kebenat- 
an.” Kata ini identik dengan kata zalim, yang dimaksudkan 
adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri karena sikap syirik- 
nya. 

Dalam kaitan ini, ada sebuah riwayat dari Said bin Jubair, 
ketika ia hendak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj berkata 
kepada Said, “Apa pendapatmu tentang diriku?” Said menja- 
wab, gasit (orang yang melampaui batas) gaim (orang yang 
zalim). Ketika orang-orang yang hadir di tempat itu mendengar 
kata-kata Sa'id, langsung saja mereka berkomentar, “Alangkah 
bagusnya apa yang ia katakan kepada Hajjaj.” Mereka mengira, 
Said menjuluki Hajjaj sebagai orang yang adil. Lalu Hajjaj 
berkata kepada mereka, “Bodoh kalian! Ia menjulukiku sebagai 
zalim musyrik—orang yang zalim lagi musyrik." 

Namun, kata Ibnu “Asyur, kata al-gist sebenarnya berasal 
dari kata non-Arab yang mengalami proses arabisasi untuk me- 
nunjukkan arti adil dalam putusan (gadi) dan hukum." Mi- 
salnya dalam firman Allah: 


AN, ba AG isIE 
KA SARA TR Pe F K 


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 
kepada takwa. (al-Ma'idah/ 5: 8) 
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Ayat ini diletakkan setelah penyebutan beberapa perjan- 
jian dengan Allah. Karena itu, ini merupakan sebuah penegasan 
agar seseorang benar-benar memenuhi perjanjiannya dengan 
pihak lain demi Allah; dan ketika perjanjian itu membutuhkan 
saksi maka saksi-saksi itu harus memberikan kesaksian dengan 
adil.” Ayat ini berbanding terbalik dengan Surah an-Nisa'/4: 
135: 


KAN JE As A P3 PGN EG 


av < va A ne DEL r 
EERE o | 
Ata ANENG WAS MA PA 
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terbadap dirimu sendiri atau ter- 
hadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya 
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). 
Maka janganlah kamu mengikuti bawa nafsu karena ingin menyimpang 
dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap 
segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisa'/4: 135) 


Pada mulanya, perintah berlaku adil di sini menyangkut 
hal-hal yang bersifat spesifik, seperti memperlakukan anak 
yatim dan kaum perempuan, lalu perintah tersebut bergerak ke 
ranah yang lebih umum, termasuk di dalamnya persaksian yang 
benar. Berlaku adil dalam masalah hukum yang disertai dengan 
kesaksian yang jujur adalah tonggak bagi tegaknya kemaslahat- 
an masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan dalam persoalan hu- 
kum sekecil apa pun akan membawa kehancuran yang berke- 
lanjutan. Karenanya, dalam ayat ini kalimat gawwamin bil gist 
(menegakkan hukum dengan adil) disebutkan lebih dulu dari 


168 Prinsip-prinsip Keadilan 


kata syuhadā—mendatangkan saksi, berbeda dengan redaksi 
pada Surah al-Ma'idah/5: 8 di atas.” 

Ada beberapa alasan mengapa perintah untuk menegak- 
kan keadilan disebutkan lebih dulu daripada perintah menjadi 
saksi karena Allah. Pertama, umumnya manusia cenderung me- 
nuntut orang lain untuk berlaku adil, namun itu tidak ia barengi 
dengan perbuatan yang sama. Manusia cenderung berlaku tidak 
adil, utamanya dalam persoalan yang menyangkut dirinya dan 
orang-orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Oleh 
karena itu, ayat ini menutut setiap mukmin untuk bersikap sa- 
ma dalam memperlakukan dirinya dan orang lain di depan hu- 
kum. Kedua, seruan menegakkan keadilan dalam persaksian 
pada hakikatnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
vonis keliru bagi orang yang sebetulnya tidak bersalah. Ketiga, 
penegakan keadilan adalah menyangkut tindakan, sedangkan 
persaksian adalah menyangkut ucapan, dan tindakan lebih kuat 
dibanding ucapan dalam ranah hukum.” Memang harus diakui 
bahwa sikap semacam ini tidaklah gampang. Bahkan, Sayyid 
@utub mengandaikannya sebagai mukjizat bagi manusia biasa.” 
Karena itu, Rasulullah mengingatkan para penegak hukum agar 
senantiasa adil, dalam sabdanya: 


Bee | Aor 


yhe aal AH Ó à Gb BB Ca) 
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Hakim itu ada tiga: dua di antaranya masuk neraka, dan satu sisanya 
masuk surga. (Riwayat at-Tirmizi dan Abū Dawud dari 
Buraidah) 


Masalah-masalah lain yang terkait dengan term a/gist di 
antaranya: 


1. Anak Yatim. Seperti firman Allah: 
ENGR PS SN ES A53 
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Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(bak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi. (an-Nisa'/4: 3) 


Ada sebuah riwayat yang memiliki kaitan dengan masalah 
ini. Suatu ketika, “Urwah bin Zubair bertanya kepada “Aisyah 
tentang maksud ayat di atas, lalu “Aisyah menjawab, “Wahai 
anak saudaraku, anak yatim ini berada di bawah tanggung jawab 
walinya, sehingga seluruh hartanya menjadi satu dengan walinya 
tersebut. Kemudian, walinya merasa tertarik dengan kecantikan 
wajahnya sehingga ia ingin menikahinya, hanya saja ia enggan 
bersikap adil dalam soal mahar.” Atas alasan inilah wali dilarang 
menikahi anak yatim tersebut. Kendatipun, larangan ini tidak 
bersifat mutlak. Artinya, wali boleh saja menikahinya asal ia 
mampu berlaku adil, utamanya dalam persoalan mahar. Bila 
tidak, mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain- 
nya yang mereka senangi.” 


2. Takaran dan Timbangan. Seperti dalam firman Allah: 
o T sia: a ” A 
LSB JAS 
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (al- 
An'ām/6: 152) 


Term a/-gist berarti al-'adi. Artinya, ayat di atas 
menegaskan agar seseorang senantiasa menyempurnakan 
timbangan dan takaran sebagai perwujudan sikap adilnya. Ayat 
ini tidak saja memerintahkan penjual untuk memenuhi hak 
pembeli secara sempurna tanpa mengurangi sedikit pun, tetapi 
juga meminta pembeli untuk mengambil haknya sesuai bagian 
yang semestinya tanpa meminta tambahan.” 


3. Hubungan antar Agama. Seperti dalam firman Allah: 


In _ A E . A - KI rad 4 rs 
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Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 
mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtahanah/60: 8) 


Ayat ini menjelaskan relasi yang ideal antara muslim dan 
nonmuslim. Dalam relasi ideal itu, seorang muslim tidak 
dilarang berbuat baik dan berlaku adil kepada nonmuslim 
selama mereka juga berbuat yang sama kepada umat Islam. 
Kalimat “sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adi?” seharusnya memotivasi setiap muslim untuk selalu 
berlaku adil kepada siapa saja, tidak terkecuali nonmuslim. 


4. Balasan Amal Perbuatan di Akhirat. Seperti dalam firman 
Allah: 


AA ta 136 12r igo 27 
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Hanya kepada-Nya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji 
Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang memulai 
penciptaan makhluk kemudian mengulanginya (menghidupkannya 
kembali setelah berbangkit), agar Dia memberi balasan kepada orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan 
untuk orang-orang kafir (disediakan) minuman air yang mendidih dan 
siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. (Yūnus/10: 4) 


Pada ayat sebelumnya, Al-Qur'an menegaskan bahwa 
Allah adalah pencipta manusia untuk kali yang pertama. Pada 
ayat ini, hal itu diikuti dengan penegasan kembali bahwa hanya 


Prinsip-prinsip Keadilan 171 


kepada Dia seluruh manusia akan dikembalikan untuk menda- 
patkan balasan yang setimpal sesuai perbuatannya di dunia.” 
Dalam hal ini, Al-Qur'an juga memakai term aqist untuk 
menegaskan bahwa balasan atas amal perbuatan manusia di 
akhirat akan dilakukan seadil-adilnya sehingga tidak akan ada 
yang terzalimi. Pada ayat yang lain, Al-Qur'an juga memakai 
term yang sama untuk menggambarkan neraca yang akan 
dipakai untuk menimbang amal manusia. Allah berfirman: 


Pa 40? Arr 
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Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, 
maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya 
seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah 
Kami yang membuat perhitungan. (al-Anbiya'/21: 47) 


Beberapa masalah yang dikaitkan dengan term al-'ad/ 
ternyata dikaitkan juga dengan term a/-gist, di antaranya utang 
piutang. Sebaliknya, beberapa masalah yang dikaitkan dengan 
term al-gist juga acapkali dikaitkan dengan term al- adl, seperti 
masalah hukum, penyelesaian konflik, dan lain-lain. Itu 
menunjukkan bahwa kedua term tersebut: al-gist dan al-'adl, 
hampir tidak memiliki perbedaan. 

Hanya saja, term a/gist bisa dikatakan memiliki makna 
yang lebih tegas dibanding a/-'ad/ karena titik tekannya yang 
lebih kuat. Ini tampak, di antaranya, dalam penggunaan kata a/- 
ad! dalam ranah putusan hukum. Hakim harus menjatuhkan 
putusan dengan adil (an tahkumi bil-'adl). Dalam masalah ini, 
kata 'ad/ dipakai karena putusan hakim yang sudah dianggap 
adil bisa jadi tidak benar-benar adil karena keputusan tersebut 
terkait dengan banyak hal, seperti bukti dan saksi. Artinya, 
ketika bukti tidak cukup kuat atau saksi melakukan kebohong- 
an maka keputusan hakim bisa saja keliru meski ia sudah 
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berusaha berlaku adil dengan memberikan putusan sesuai bukti 
dan keterangan saksi tersebut. Bukan tidak mungkin, putusan 
tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. Ini sangat 
berbeda dengan perintah memberi kesaksian yang jujur, mem- 
perlakukan anak yatim, menimbang, dan menakar yang 
seluruhnya menggunakan term a/-gist. Betapa tidak, semua hal 
ini harus benar-benar dilakukan dengan penuh keadilan sesuai 
tuntutan agama karena menyangkut hak seseorang. Begitu juga 
yang terkait dengan balasan amal perbuatan manusia di akhirat, 
dinyatakan dengan 4/-gist dan bukannya al-'adi. 


3. Wasat 

Term wasat beserta derivatnya hanya disebutkan sebanyak 
lima kali dalam Al-Qur'an. Mulanya, term ini berarti sesuatu 
yang memiliki dua ujung yang berukuran sama.” Namun, 
secara umum, wasat berarti berada di tengah-tengah antara dua 
hal. Seseorang yang memimpin jalannya pertandingan dinama- 
kan “wasit” karena ia berada di antara dua kubu secara netral, 
tidak memihak. Pengertian ini dapat pula dipahami dari firman 
Allah: 


NY BA Yaso \ SNA a IA ten.” 
fes a As kis ALU HASAN Je Naba Lu 
Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah (salat) 

karena Allah dengan khusyuk. (al-Bagarah/2: 238) 


Ada banyak riwayat terkait apa yang dimaksud dengan 
salat wusta. Beberapa ulama menafsirkannya sebagai salat zuhur, 
karena kata br biasa dipakai untuk menunjukkan waktu siang, 
yakni masa antara pagi dan sore. Riwayat lain menyebutkan 
salat magrib karena bilangan rakaatnya berada di tengah—tiga 
adalah titik tengah antara dua dan empat. Riwayat yang lain lagi 
menyatakan salat subuh karena keberadaannya di antara waktu 
malam dan siang. Namun, riwayat yang dianggap cukup kuat 
adalah salat asar karena waktu asar berada di titik tengah 
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kesibukan manusia dalam melakukan aktifitasnya, berbeda 
dengan salat yang lain.” 

Term vasat juga bisa berarti biasa atau wajar, seperti dalam 
firman Allah: 


AK ZA gs 
san, lan BA MN SAS 

752 m PAA | an GA 
Sanga YA bīdās AA ANN 45 TE 
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpab-sumpahmu yang 
tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (den- 
da pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, 


yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. (al- 
Mā'idah/5: 89) 


Ayat di atas berisi kafarah bagi pelanggar sumpah, yaitu 
memberi sepuluh orang miskin makanan yang wajar dan biasa 
diberikan oleh orang itu kepada keluarganya." 

Term wasat tidak sedikit pula digunakan untuk 
menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua hal buruk. 
Dermawan, misalnya, berada di tengah dua sifat tercela: kikir 
dan boros. Dari sinilah, wasat kemudian acapkali dimaknai 
sebagai sikap moderat—pertengahan, tidak memihak, bainat- 
tafrit wal-ifrat. 

Ada juga yang memahami kata wasat sebagai sifat yang 
lurus, adil, dan bersih. Dengan demikian, seseorang dikatakan 
wasat jika ia adalah orang pilihan dan dianggap paling mulia, 
seperti dalam firman Allah: 


Sena AN JA ALAA 


Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, “Bukankah 
aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih 
(kepada Tuhanmu). (al-Qalam/68: 28) 
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Karena itulah, umat Islam dikatakan sebagai ummah wasat, 
sebagaimana dalam firman-Nya: 


SG AAN TANG 
. $ 
5 aa US$ 


Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat 
pertengahan” (al-Baqarah/2: 143) 


Kata wasat pada ayat ini, seperti sering dipakai oleh orang 
Arab, berarti £hiyar—pilihan atau terpilih. Seseorang dikatakan 
wasat jika ia adalah orang pilihan dalam kaumnya. Islam dika- 
takan agama wasat karena statusnya sebagai agama pilihan di 
antara agama-agama yang lain.” Umat Islam dikatakan ummah 
wasat karena mereka adalah umat pilihan yang selalu bersikap 
adil.” 

Berangkat dari penjelasan di atas, maka sikap adil dengan 
mengacu kepada term wasat adalah sikap moderat, tidak kiri 
atau kanan. Inilah ciri umat terbaik dan paling mulia. 


4. a-Wagn dan al-Mizan 

Pada mulanya, dua term ini berarti timbangan, namun 
kemudian bergeser penggunaannya ke ranah penegakan keadil- 
an. Alasannya, keadilan lazim dilambangkan dengan timbangan, 
seperti dalam firman-Nya: 


LINI LA. 
gr a 
Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. (asy-Syu'ara'/26: 182) 


Kata gistis berarti migan—neraca, lalu kata ini dipakai 
untuk mengungkapkan sikap adil, seperti juga kata zizan. Term 
al-mizān sendiri memang digunakan untuk menunjukkan sikap 
adil, namun penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak 
berlebihan, tidak memihak ke salah satu pihak. Yang menarik 
adalah bahwa keseimbangan sebagai refleksi sikap keadilan 
dikaitkan dengan alam raya. Dari sinilah, keadilan kemudian 
dianggap sebagai hukum kosmos, seperti dalam firman-Nya: 
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PN Ly 2 pa OA Gr y fa 2 ngi — 
CA NG? . As __ co rr LGA NG 1 
Ae NA ge eat TA, A 
OS Sp ah Sana; 
Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar 
kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbang- 


an itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. 
(at-Rahman/55: 7-9) 


Ayat ini menegaskan bahwa alam raya diciptakan dengan 
mengikuti prinsip keseimbangan yang tidak boleh dilanggar 
oleh siapa pun. Setiap orang dituntut agar selalu mengedepan- 
kan keadilan dan kejujuran meski dalam hal sepele sekelas 
takaran dan timbangan. Ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam 
hal ini sama saja melanggar hukum keseimbangan kosmos. 

Az-Zamakhsyari menyatakan, term al-wizan pada ayat di 
atas bisa saja diartikan secara metaforis. Artinya, al-wizan berarti 
terpenuhinya rasa keadilan dalam segala aspek, lahir dan batin.” 
Karena itu, perintah Al-Qur'an “berlakulah jujur dalam melaku- 
kan timbangan” harus dilihat dalam konteks keterkaitannya de- 
ngan keseimbangan alam raya. Jadi, ketidakadilan dan ketidak- 
jujuran dalam hal apa pun akan merusak dan melanggar tatanan 
keseimbangan kosmos tersebut. Karena itu, respon keberatan 
atas ketidakadilan dan ketidakjujuran bukan hanya datang dari 
komunitas manusia tetapi juga dari seluruh alam raya. 


B. Prinsip-prinsip Keadilan 

Berangkat dari realitas bahwa keadilan ternyata menyang- 
kut banyak hal, maka proses penegakan keadilan di segala 
bidang harus berlandaskan pada beberapa prinsip, di antaranya: 
1. a-Musawah dan at-Taswiyah 

Prinsip pertama yang harus dipatuhi dalam konteks 
upaya penegakan keadilan adalah al-musawah, yang berarti 
memperlakukan semua pihak secara sejajar di depan hukum 
atau peradilan. Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah a? 
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taswiyah, yaitu upaya menyamakan antara hak satu dengan hak 
yang lain. Itu hanya bisa ditempuh dengan mengambil sesuatu 
dari tangan orang yang tidak berhak, dan mengembalikannya 
kepada yang berhak. 

Dengan demikian, berbicara tentang “persamaan” sejati- 
nya adalah berbicara tentang hak asasi manusia sebagai 
makhluk merdeka. Sebagai makhluk merdeka, manusia selalu 
mendambakan terpenuhinya hak-hak mereka secara wajar atas 
nama keadilan. Adalah sebuah kebohongan besar bila seruan 
penegakan keadilan tidak disertai dengan upaya mewujudkan 
prinsip persamaan hak tersebut. Persamaan hak inilah yang 
seharusnya menjadi concern setiap penegak hukum, utamanya 
mereka yang memiliki kekuasaan. Keinginan sementara pihak 
untuk mendapat prioritas khusus mengalahkan yang lain hanya 
akan mencederai rasa keadilan bersama. Karena itu, tidak ada 
seorang pun boleh diperlakukan secara diskriminatif atas nama 
apa pun, termasuk agama. Dalam sebuah hadis dinyatakan: 


AA E 5 le Lo A J ds 
zs e Gobel elo) «is lai ú jas wp Us) 
"(gas 


Rasulullah memberi hak kepada orang Yahudi di Khaibar untuk 
bekerja dan bercocok tanam, dan bagi mereka separuh dari hasil panen 
Jang dihasilkan. (Riwayat al-Bukhari dari “Abdullah bin Umar) 


Hadis ini secara jelas menyatakan bahwa siapa pun 
berhak memperoleh haknya secara sempurna, meski ia berasal 
dari agama yang berbeda. Harus diakui, upaya mewujudkan 
prinsip persamaan hak ini seringkali terganjal oleh pihak-pihak 
yang merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan di masyarakat, 
baik secara politik maupun ekonomi. Karena itu, prinsip persa- 
maan hak meniscayakan adanya kesadaran individu menyang- 
kut hak orang lain sekecil dan selemah apa pun dia. Di titik 
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inilah Islam menunjukkan eksistensinya sebagai pelindung hak- 
hak kaum marginal. Itu karena setiap manusia tercipta dari 
bahan yang sama dan terlahir sebagai makhluk yang merdeka, 
sehingga ia harus dilindungi serta diperlakukan secara adil 
dalam konteks mendapatkan hak-haknya tersebut. Al-Qur'an 
menegaskan: 


Gong a ssp 7 ZF ov ALL 4 KEDIA 7 NAN 
EN Wa GS ah aa SE SANG ASN SNG 


AN pā -. AA FN LAST 
Ca VE KUN una E r LAA PR ai sie ZV L SA” 
SE aaa VIESIS 
Pou” „t ta 


Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan- 
nya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang- 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada 
Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan meng- 
awasimu. (an-Nisa'/4: 1) 


Ayat ini bisa menjadi landasan ideal bagi prinsip taswiyah. 
Setiap manusia, apa pun latar belakangnya, berasal dari asal 
yang satu. Karena itu, tidak boleh seseorang merasa berhak 
diprioritaskan mengalahkan yang lain. 

Persamaan hak sebagai salah satu prinsip keadilan terkait 
dengan banyak hal, sebagian di antaranya dianggap paling 
mendasar, seperti hak setiap orang untuk mendapat perlakuan 
wajar dalam pergaulan sosial, posisi yang setara di depan hu- 
kum dan peradilan, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan 
yang memadai, kesempatan bekerja secara wajar dan bermarta- 
bat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ini semua men- 
jadi tanggung jawab pemerintah (waliyyul-amr), baik di tingkat 
pusat maupun daerah. Ketika seorang pemimpin tidak mampu 
memenuhi hak-hak asasi rakyatnya maka pemimpin macam ini 
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sudah tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan kemasyarakatan. 
Begitu rakyat merasa hak-haknya terpasung, cepat atau lambat, 
itu akan mengakibatkan instabilitas sosial yang berujung pada 
sikap-sikap anarkis seperti kita saksikan akhir-akhir ini. 

Tidak ada gunanya pemerintah memberikan izin pendiri- 
an lembaga pendidikan berstandar nasional bahkan internasio- 
nal, rumah-rumah sakit dengan fasilitas yang canggih, perang- 
kat perundangan atau hukum yang rinci dengan sarjana-sajana 
hukum yang mumpuni, jika rakyat jelata tidak bisa dan tidak 
boleh memanfaatkannya dan memperoleh perlindungan hukum 
secara wajar serta sejalan dengan rasa keadilan. Ini sama saja 
membuat rakyat miskin tidak boleh pandai, tidak layak hidup 
sehat, dan tidak berhak mendapat kenyamanan dan ketenangan 
dalam menjalankan aktifitasnya. Jelas ini merupakan anomali 
hukum bahkan bisa dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan. 

Realisasi persamaan hak hanyalah omong kosong belaka 
jika perlakuan sama (a-musawah), terutama dalam ranah hukum 
dan peradilan, tidak mereka dapatkan. Inilah tuntutan keadilan 
yang harus benar-benar diupayakan penegakannya. Dalam 
eksekusi keadilan, setiap pihak tidak boleh pilih kasih, terinter- 
vensi, apalagi sampai dipengaruhi oleh perasaan /ike and dislike. 
Hukum yang berlaku di suatu negara harus bisa menyentuh 
setiap orang tanpa pandang bulu. Setiap orang harus merasa 
aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya di bawah na- 
ungan hukum yang jelas, terlebih ketika ia sedang berperkara. 
Dengan kata lain, siapa saja yang bersalah harus dihukum se- 
suai kesalahannya dan sesuai hukum yang telah disepakati 
bersama, tanpa memandang agama, kelompok, golongan, jenis 
kelamin, suku, dan bahasanya. Prinsip ini dapat dilihat pada 
ayat-ayat berikut: 

Pa ap D Ihos ar, NG TAN 
ea a 
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari ke- 
duanya seratus kali. (an-Nut/24: 2) 
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Tai 


ASB SĀKUMI A KAI AN 


Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mababijak- 

sana. (al-Ma'idah/ 5: 38) 
572. Aor? 3? PER & 2 SP Lr = g PARA Ame 
KA IG AN EN GA AR SIG SA GET 
2A 2? ITS did 


silts), 


Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, 
perempuan dengan perempuan. (al-Bagarah/2: 178) 


Rangkaian ayat di atas menunjukkan bahwa Islam tidak 
pernah membedakan status sosial dan jenis kelamin. Sanksi hu- 
kum harus diberlakukan kepada siapa saja, baik laki-laki mau- 
pun perempuan, tuan maupun hamba, pejabat maupun rakyat, 
muslim maupun nonmuslim, seperti ditunjukkan oleh redaksi- 
redaksi dalam ayat-ayat di atas yang bersifat umum. 

Kehancuran umat-umat masa lalu salah satunya diakibat- 
kan oleh ketidaktegasan dalam penerapan sanksi hukum. Mere- 
ka menerapkannya secara tebang pilih. Rasulullah menjelaskan 
hal ini dalam sabdanya: 


[7] 0, vara S o PAY Bose us K 2 Of 4 G, PE 
a entah Hoa IA) TAS apl SS a Sat US A Ugal 
Bea au Pa ot o ze o 6 0, va 23 daan 
OP NG MI ade Nyali Kena ed Bra DG AS 


SAS oe Olagi olay) BIG tākā) SN Kasa Ci, Lab 
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Hai manusia, sesungguhnya kebinasaan yang menimpa orang-orang 
sebelum kamu adalah apabila ada orang mulia yang mencuri, mereka 
biarkan saja. Apabila rakyat jelata yang mencuri maka mereka meng- 
bukumnya. Demi Allah, andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri, 
niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. (Riwayat al- 
Bukhari dan Muslim dari “Aisyah) 


Dalam hadis lain dinyatakan: 
ale Tang NG MA a Jp gi AA Ban 
AU ba Br pl SI i asi p RE” 


“sil S AI ola) a HS 


Tahukah kalian, siapakah orang yang lebih dulu berada di bawah 
naungan Allah pada hari Kiamat? Mereka menjawab, “Allah dan 
rasul-Nya lebih tabu.” Kemudian beliau bersabda lagi, “(Yaitu) orang 
Jang apabila didatangkan kebenaran kepadanya ia langsung meneri- 
manya; jika ia ditanya tentang kebenaran ia langsung menjawabnya, jika 
memutuskan suatu perkara untuk orang lain, ia lakukan itu seperti ia 
memutuskan untuk dirinya sendiri. (Riwayat Ahmad dari “Aisyah) 


Berperilaku adil senantiasa dikaitkan dengan kearifan 
(wisdom, hikmah), yaitu kualitas pribadi yang diperoleh dari 
pengetahuan menyeluruh dan seimbang tentang suatu perkara. 

Jika penjelasan ini dibawa dalam ranah hukum dan 
peradilan maka seorang hakim dituntut untuk benar-benar 
menguasai delik permasalahan yang dihadapinya sebelum ia 
menjatuhkan putusan. Bagaimanapun juga, semua putusan 
yang ia jatuhkan pasti memiliki kekuatan hukum yang mengi- 
kat. Hakim yang kurang menguasai delik perkara yang 
dihadapinya bukan tidak mungkin akan menjatuhkan putusan 
yang timpang dan tidak adil. Di sini, kualitas pribadi seorang 
hakim sangat menentukan karena upaya suap menyuap rentan 
dihadapinya. 
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2. Proporsional 

Prinsip berikutnya dari keadilan adalah proporsional, 
yaitu meletakkan sesuatu pada posisi yang sesuai dengan pro- 
porsinya atau dengan kata lain, memberikan kepada setiap 
orang apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, yang men- 
jadi titik tekan pada kata adil adalah unsur proporsionalnya, 
bukan unsur kesamaan. Misalnya, orang tua yang memiliki tiga 
anak dengan jenjang sekolah yang berbeda. Ia tidak dapat dika- 
takan adil bila ia memberi uang saku kepada mereka dalam 
jumlah yang sama. Betapa tidak, mereka memiliki kebutuhan 
yang berbeda, si sulung pasti membutuhkan uang saku lebih 
banyak ketimbang si bungsu. Dengan memberi uang saku se- 
cara sama, orang tua tersebut berarti telah mengecewakan 
sejumlah pihak, dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan 
demikian, adil dalam hal ini adalah antonim dari zalim, yang 
didefinisikan dengan “meletakkan sesuatu pada posisi yang ti- 
dak sesuai dengan proporsinya.” 

Dengan mengacu pada prinsip proposional ini, maka 
hakim bukanlah satu-satunya pihak yang dituntut untuk 
berbuat adil. Semua pihak sesuai dengan kapasitasnya masing- 
masing harus pula menjalankan prinsip ini. Orang yang 
dikarunia banyak harta, misalnya, maka ukuran keadilannya 
adalah bagaimana ia mendapatkan kekayaan itu dan kemana ia 
membelanjakannya. 

Sesuai tujuan dan fungsinya, harta harusnya dipakai 
sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
manusia secara wajar. Artinya, jika harta tidak dimanfaatkan 
sesuai tujuan dan fungsinya, maka pemilik harta bisa dikatakan 
zalim karena telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. 
Qarun adalah contohnya. Ia, sebagai konglomerat, telah berpe- 
rilaku zalim karena harta yang ia miliki hanya digunakannya 
untuk mempertegas status sosialnya. Dengan hartanya ia 
berbuat sesuka hati tanpa mempertimbangkan masyarakat di 
sekitarnya yang serba berkekurangan. Lebih dari itu, ia tidak 
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segan menampakkan arogansinya ketika orang lain berusaha 

menasehatinya. Kisah itu Allah abadikan dalam firman-Nya: 
a. Aero Ae aa » T TA AT «1 4 

AAA legs Sate gedena LI 


+3 o7 GARS Ya 22 A,A go E >r 2 


= Fs A SPL > MAA KA > . 
A3 In Ng las YES zil pa i 
» 30 3 Lt tt 


5 A AN 27 “1 AN 2A >97? 

hp (GA IS 3 tes Pirs O Sar 
op 7 ras G 34 » 37 Šī? res 728 Pu 
pakan Jas NA a SU DEN gai 


No Rar y y Zor 2 ? 2 A AM 5 

CS TA IE NN GNI: O0 
> G omo SS P RI 
OA VA LI, 
Dia (Karun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (barta itu), semata- 
mata karena ilmu yang ada padaku.” Tidakkah dia tahu, bahwa Allah 
telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat 
daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang 
Jang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka 
keluarlah dia (Karun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang- 
orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, “Mudah-mudahan 
kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada 
Karun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang 
besar.” tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, “Celakalah 
kamu! Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan, dan (pahala yang besar) itu hanya 

diperoleh oleh orang-orang yang sabar.” (al-Qasas/28: 78-80) 


Dari kisah ini bisa diambil pelajaran bahwa penafian 
peran Allah dalam kegiatan ekonomi hanya akan melahirkan 
praktik-praktik perekonomian sekuler yang sama sekali tidak 
memberi ruang bagi mereka yang lemah. Sementara itu, yang 
kuat akan cenderung bersikap arogan dan tidak segan melaku- 
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kan cara-cara ilegal ketika cara yang legal tidak memungkinkan- 
nya untuk mewujudkan keinginan nafsunya. 

Demikian juga kekuasaan; ia seharusnya digunakan untuk 
upaya merealisasikan kesejahteraan rakyat. Tidak diragukan lagi, 
orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk sekadar mewujud- 
kan ambisi pribadinya adalah orang yang zalim. Sikap macam 
ini bukan saja sangat terlarang dalam agama, tetapi juga menjadi 
ancaman bagi kehidupan manusia. Perilaku seperti ini akan 
menggugah kecaman dari rakyat, dari strata mana pun dan latar 
belakang apa pun. Dalam kaidah fikih dinyatakan: 


sah, bi KAN g pūļi Us 


Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus didasarkan pada kemas- 
lahatan umum. 


Ini bisa dilihat pada kasus Fir'aun. Al-Qur'an melukis- 
kan Firaun sebagai sosok penguasa atau raja yang sangat 
ditakuti. Kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Mesir. Bahkan 
ia menganggap kalau hidup-matinya rakyat Mesir sangat tergan- 
tung pada jasa baiknya. Fir'aun adalah salah satu pemimpin 
paling tiran dan arogan dalam sejarah manusia. Ia acapkali 
membuat kebijakan semena-mena dengan merusak tatanan 
keseimbangan dalam masyarakat dan alam dengan tidak 
menghiraukan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakannya 
itu. Ini tercantum dalam firman Allah: 


ros» 


Ab IAEA) 


Pergilah kepada Fir'aun; dia benar-benar telah melampaui batas. 
(Taha/20: 24) 


Bentuk masdar dari kata jaga adalah tugyan, yang biasa 
diartikan dengan “sikap kemaksiatan tingkat tinggi yang 
melampaui batas kewajaran dan kepatutan sebagai makhluk dan 
hamba Allah.”” Faktor paling dominan yang menjadikan 
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manusia bersikap /x9ydx (tiranik) adalah kekayaan dan kekua- 
saan. Artinya, jika tidak diarahkan secara proporsional, dua hal 
ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Karenanya, 
yang dikritik oleh Al-Qur'an bukan kekuasaan dan kekayaan, 
melainkan cara memanfaatkannya. Manusia adalah makhluk 
yang bertanggung jawab, karena itu sangat wajar kalau kekayaan 
dan kekuasaan yang dipunyainya diarahkan untuk mewujudkan 
keselamatan dan kesejahteraan rakyat banyak, sebagai wujud 
tanggung jawabnya kepada Sang Pemberi kekuasaan, Allah. 

Dari kisah Fir'aun ini diketahui bahwa Al-Qur'an tidak 
begitu saja mengecam kekuasaan. Al-Qur'an mengapresiasi ke- 
kuasaan jika itu disertai kesadaran untuk menggunakannya 
demi kemaslahatan orang banyak sebagai refleksi penghambaan 
kepada Allah. Kecaman Al-Qur'an dialamatkan kepada setiap 
bentuk kekuasaan yang mengarah pada pemaksaan dan 
pemasungan hajat hidup orang lain. Inilah wujud ketidakadilan, 
meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. 

Seorang ilmuwan, begitu pun, bisa dikatakan zalim apabi- 
la ia memanfaatkan ilmunya semata untuk memperalat masya- 
rakat awam dan memenuhi ambisi pribadinya. Ilmu yang harus- 
nya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan orang ba- 
nyak, ia pakai sebagai alat untuk mengeruk kekayaan sebanyak- 
banyaknya. Hal ini bisa kita lihat pada kisah berikut: 
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Dan bacakanlah (Muhammad) kepada mereka, berita orang yang telah 
Kami berikan ayat-ayat Kami kepadanya, kemudian dia melepaskan 
diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), 
maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya Kami 
menghendaki niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan (ayat-ayat) itu, 
tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya (yang 
rendah), maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalau- 
nya dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia menjulur- 
kan lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar 
mereka berpikir. (al-Araf/7: 175-176) 


Ayat ini mengisahkan seorang lelaki dari Bani Israil 
bernama Bal'am bin Ba'ura'.” Ia adalah ulama besar yang 
sangat mustajab doanya. Sayang, kekuatan doanya itu justru 
digunakannya untuk mencelakakan pihak lain, yakni Musa dan 
pengikutnya, demi menuruti hawa nafsunya untuk memperoleh 
kenikmatan duniawi.” Akhirnya ia mati dalam kehinaan dan ke- 
nistaan. Baltam telah bersikap tidak adil karena menggunakan 
ilmunya tidak sesuai dengan karakter ilmu itu sendiri, yakni 
sebagai wujud penghambaan kepada Allah dan demi kemanu- 
siaan. Wallahu a'lam bis-sawāb.|| 
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Catatan: 


1 az-Zamakhsyarī, al-Kasysyaf, (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 3, h. 391. 

2 Ibnu *Āsyūr, a#-Tahrir wat-Tanwir, (al-Maktabah asy-Syamilah), j. 8, h. 
112. 

3 Khadijah an-Nabtāwī, Huguguklnsan fi-lslam, (Mesir: Darus-Salam, 
2006) h. 289. 

4 al-Jurjānī, at-Ta rifat, (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 1, h. 47. 

> al-Asfahānī, a/-Mufradāt fi Garibi-Our'in, (Mesir: al-Maktabah at- 
Taufīgiyyah, tt.), pada entri ‘adala, h. 329. 

6 Ibnu *Āsyūr, at-Tahrir, juz 8, h. 112. 

7 ar-Razi, Mafitihul-Gaib, (al-Maktabah asy-Syamilah), juz 9, h. 452. 

8 al-Jurjani, at-Ta rifat, (al-Maktabah asy-Syamilah), juz 1, h. 47. 

? Ibnul-Manzūr, Lisānul--Arab, (al-Maktabah asy-Syamilah), juz 11, h. 
430. 
0 al-Asfahānī, a-Mufradat, h. 329. 
“Ibnul-Manzur, Lisanul- “Arab, (al-Maktabah asy-Syāmilah), juz 11, h. 


430. 
2 Ibnu “Asyur, at-Tahrir wat-Tanwir, (al-Maktabah asy-Syamilah), j. 5, h. 
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3 az-Zamakhsyarī, al-Kasysyaf, (al-Maktabah asy-Syamilah), juz 1, h. 423. 
4 Ibnu *Āsyūr, at-Tahrir, jilid 4, h. 48. 
5 Ibnu “Asyir, a#-Tahrir, juz 14, h. 18. 
6 al-Asfahani, al-Mufradat, pada entri qasata, h. 404. 
7 Ibnu *Āsyūr, a#-Tahrir, juz 15, h. 364. 
8 az-Zamakhsyatī, al-Kasysyaf, j. 7, h. 157. 
9 Ibnu *Āsyūr, a#-Tahrir, juz 4, h. 54. 

2 Ibnu “Asyur, at-Tahrir, juz 4, h. 154. 

21 Ibnu “Asyur, at-Tahrir, juz 4, h. 54. 

2 ar-Razi, Mafatihul-Gaib, juz 11, h. 58-59. 

23 Sayyid Qutub, Fi Zilalil-Qur'an, j. 33, h. 265. 

* at-Tirmizi, Sunan at-Tirmiži, dalam kitab al-Ahkam, bab Mā Jaa ‘an 
Ras lillah dan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, kitab a-Agdiyah, bab al-Qadi 
Mukhti'. 

25 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari “Aisyah, seperti dikutip oleh Ibnu 
“Asyur, at-Tahrir, juz 4, h. 54. 

26 ar-Razi, Mafitih, juz 7, h. 19. 

2 21-Bigā'ī, Nagud-Durar, (al-Maktabah asy-Syamilah), juz 4, h. 45. 

28 al-Asfahānī, al-Mufradat, pada entri wasata, h. 537. 
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» at-Tabari, Jami ul-Bayan, (al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 5, h. 168 
dan al-Asfahānī, a/-Mufradat, pada entri wasata, h. 537. 

30 Ibnu Kasir, Tafsirul-Qur'an al-'A zim, (al-Maktabah asy-Syamilah) 

5! at-Tabari, Jami ul-Bayan, juz 3, h. 142. 

32 Ibnu *Āsyūr, a#-Tahrir, juz 2, h. 18. 

3 az-Zamakhsyarī, a/-Kasysyaf, juz 6, h. 462. 

%4 Sahibul-Bukhari, kitab asy-Syirkah, dalam bab musyarakatuz-zimmi wal- 
musyrikin fil-muzāra a, No. 2318. 

*5 Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari “Aisyah (Sahihul-Bukhari, 
Kitābul-Hudūd, bab Karabiyatusy-Syafa'ah fi-hadd, no. 6290, dan Sabih Muslim, 
Kitābul-Hudūd, Bāb Qat u Yaddisy-Syarif wa Gairihi, no. 3196). 

2 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, bab badisus-sayyidah “Aisyah, No. 
23243. 

3al-Asfahani, a/-Mufradāt, pada entri taga, h. 307. 

38 Nama Balam memang diperdebatkan di kalangan mufasir. Namun, 
yang jelas ayat di atas turun berkenaan dengan seseorang laki-laki dari 
generasi terdahulu dari Bani Israil (lihat Ibnu Kasir, Tafiru-Our'in al-'Azim, 
(al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 3, h. 508. 

Ibnu Kasir, Tafsiru-Our'in af--Azīm, jilid 3, h. 508. 
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DA V 


KEADILAN DALAM 
PENEGAKAN HUKUM 


ay — 


( eadilan adalah nilai universal. Islam mengakui dan 
T menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan 

elindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan 
harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan 
keadilan di antara manusia. Tegaknya kebenaran dan keadilan 
dalam suatu masyarakat membuahkan ketenangan dan rasa 
aman dalam kehidupan sehari-hari, saling percaya antara 
pemerintah dan rakyat, juga menumbuhkan kemakmuran dan 
kesejahteraan. Dalam suasana aman, tertib, dan tenang, 
masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran, 
dan hati mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan 
penduduknya tanpa khawatir dihalangi usahanya atau 
dirintangi aktivitasnya.' 

Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. 
Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil 
ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan sama rata. 
Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan 
yang tidak berat sebelah.” Keadilan ialah sesuatu yang dirasakan 
seimbang dan pantas, sehingga semua atau mayoritas orang 
yang mengalami merasa pantas. Salah satu ciri keadilan yang 
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paling penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Adil artinya berdiri di tengah-tengah dua hal; memberi tiap-tiap 
orang apa yang berhak ia terima.” 

Allah memerintahkan manusia berlaku adil, termasuk 
dalam memutuskan masalah dan memberi kesaksian. Keadilan 
dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketente- 
raman, kebahagiaan, dan ketenangan secara wajar bagi masyara- 
kat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam 
praktik, di antaranya apabila keputusan yang dijatuhkan oleh 
penegak hukum telah mampu memberikan ketenteraman, 
kebahagiaan, dan ketenangan bagi masyarakat, serta mampu 
menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan itu sudah adil 
dan wajar. Ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat 
pada lembaga pengadilan yang mereka anggap membela hak 
dan menghukum yang melanggar. Apabila kondisi ini tercapai 
maka itu akan membantu mencegah timbulnya praktik main 
hakim sendiri yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak 
puas dengan putusan hakim.“ 
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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat keba- 
Jikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melaku- 
kan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 


pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an- 
Nahl/16: 90) 


Keadilan adalah sebuah istilah yang komprehensif, men- 
cakup pula segala sifat hati yang bersih dan jujur. Kendatipun, 
agama menuntut yang lebih hangat dan lebih manusiawi. Aga- 
ma, utamanya Islam, menuntut pemeluknya untuk melakukan 
pekerjaan yang baik meski itu tidak diharuskan oleh keadilan, 
seperti membalas kejahatan dengan kebaikan, membantu mere- 
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ka yang mestinya bukan tanggung jawab kita, dan memenuhi 
tuntutan yang dibenarkan oleh kehidupan sosial. Agama juga 
menuntut pemeluknya untuk menghindari hal yang berlawanan 
dengan itu: segala yang dinilai munkar, tidak adil, kekejaman, 
kekufuran, dan penentangan terhadap hukum Allah atau 
kesadaran batin kita dalam bentuknya yang paling peka.” 
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Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang ber- 
hak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 


sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58) 


Hukum harus diputuskan dengan adil sesuai ajaran Allah, 
tidak memihak kecuali kepada kebenaran, tidak menjatuhkan 
sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak berbuat zalim 
meski kepada lawan, dan tidak memihak kendati kepada teman 
sendiri. Tetapi, menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap 
orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh aparat hu- 
kum, di antaranya pemahaman yang memadai tentang hukum, 
tata cara menetapkan hukum, dan kasus yang dihadapi. Bagi 
yang memenuhi syarat-syarat ini dan berkenan tampil sebagai 
penegak hukum, kepadanyalah ditujukan perintah untuk mene- 
tapkan hukum dengan adil." 
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terbadap dirimu sendiri atau 
terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) 
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tabu kemaslahatan (kebaikan- 
nya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata- 
kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti 
terbadap segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisa'/4: 135) 


Setiap mukmin diseru untuk menjadi penegak keadilan 
yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi karena 
Allah dengan selalu merasakan pengawasan Ilahi, memperhi- 
tungkan segala langkah dan menjadikannya demi Allah. Kesak- 
sian yang ditunaikan juga hendaknya demi karena Allah, bukan 
untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai- 
nilai Ilahi. Dalam ayat ini, Allah mendahulukan perintah pene- 
gakan keadilan dan mengakhirkan perintah bersaksi demi Allah. 
Alasannya, tidak sedikit orang yang hanya pandai memerin- 
tahkan yang makruf tetapi tidak pandai mempraktikkannya ke- 
pada diri sendiri. Karenanya, Allah berpesan agar setiap muk- 
min melaksanakan keadilan atas dirinya sendiri terlebih dahulu 
sebelum menjadi saksi yang meringankan atau memberatkan 
orang lain.” 


A. Menegakkan Keadilan dalam Hukum 

Adil adalah salah satu sifat Allah. Untuk menegakkan 
keadilan, setiap orang harus mau menjadi saksi demi Allah 
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meski itu mungkin akan berdampak negatif bagi kepentingan- 
nya sendiri, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang kita sa- 
yangi. Peribahasa Latin menyatakan, “Keadilan harus tetap 
berjalan meski langit akan runtuh.” Keadilan Islam lebih unggul 
dibandingkan dengan keadilan legal formal hukum Romawi 
atau hukum buatan manusia lainnya. Keadilan Islam menem- 
bus lubuk perasaan terdalam. Betapa tidak, dalam berbuat adil 
itu kita merasa seolah sedang diawasi oleh Allah, Tuhan yang 
mengetahui segala hal, segala kerja dan gerak hati." 

Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagian kita 
ada yang cenderung dengan sukarela membantu pihak yang 
kaya karena mengharapkan imbalan. Namun tidak sedikit pula 
yang cenderung senang membantu yang miskin karena kasihan 
melihat ketidakberdayaan mereka. Dua-duanya tidak dapat 
dibenarkan, karena keberpihakan kepada pihak tertentu adalah 
hal yang salah. Kita harus bersikap adil tanpa harus merasa 
takut atau terbawa perasaan. Kaya atau miskin, dua-duanya ada 
di bawah perlindungan Allah. Dua-duanya harus kita bela asal 
kepentingan mereka sah, tanpa mengorbankan pihak lain. Dan 
Allah akan melindungi kepentingannya itu dengan jauh lebih 
baik daripada yang dapat dilakukan manusia.” 
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Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
Janganlah kebencianmu terbadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 


kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 
Mabateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Ma'idah/ 5: 8) 
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Upaya penegakan keadilan bukan murni tanggung jawab 
hakim. Hakim harus didukung oleh peraturan, undang-undang, 
dan hukum yang juga harus berperikeadilan dan mampu 
memperbaiki tatanan sosial. Hukum yang memungkinkan 
rakyat kecil untuk memperoleh peluang mencapai posisi dan 
kondisi yang lebih baik, adalah salah satu contohnya." 

Dengan demikian, komponen yang harus ada dalam 
upaya penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat 
adalah: (1) Peraturan hukum yang sejalan dengan aspirasi ma- 
syarakat, (2) Aparat penegak hukum yang profesional dan me- 
miliki integritas moral yang terpuji; (3) Kesadaran hukum ma- 
syarakat yang memungkinkan upaya penegakan hukum tersebut 
terlaksana. Komponen yang disebut terakhir ini sebenarnya 
adalah yang paling dominan karena peraturan dan aparat pene- 
gak hukum sama-sama dipengaruhi atau malah ditentukan oleh 
kesadaran hukum itu sendiri. Peraturan yang baik hanya dapat 
diciptakan oleh mereka yang memiliki kesadaran hukum yang 
juga baik." 

Tujuan penetapan hukum adalah menegakkan keadilan 
demi mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. 
Untuk dapat dipatuhi masyarakat, putusan-putusan hakim tidak 
boleh lepas dari rasa keadilan. Sebagai penyeimbangnya, kecin- 
taan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum 
juga harus ditingkatkan.” Allah berfirman: 
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Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka 
menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang 
mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan 
dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka 
menerima dengan sepenuhnya. (an-Nisa'/4: 65) 
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Setiap orang juga harus berlaku adil dan jujur dalam 
memberikan kesaksian. Itu adalah bagian dari tanggung jawab 
sosial dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Lebih dari 
itu, semua manusia akan mempertanggungjawabkan tindakan- 
nya, tidak terkecuali perilakunya dalam bersaksi. 
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Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang (di antara) 
kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara 
kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu 
dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, 
hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya 
bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah 
kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun 
dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah, 
sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang 
berdosa.” (al-Ma'idah/5: 106) 


Keadilan dalam Penegakan Hukum 195 


MN sa NGANG JANG 
N ba) Lor, 


- 
- 7 


23 „ Ara = A ros 25 c 
KAI EA YEL, KN 
Ar yr oA vē a ai 


Pare ISSI Just 
£ A 
LEAN 


Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
Jang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila 
kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan 
penubilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu 
agar kamu ki (al-An“am/6: 152) 


D >A 


ABU Ises asv io oj 


Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi 
petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu 
(pula) mereka berlaku adil menjalankan keadilan. (a1-A'tāf/7: 159) 


TENG 23 a 


Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat yang 
memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu (puia) 
mereka berlaku adil. (al-A'raf/ 7: 181) 


Hukum adalah skema atau pakem yang dibuat untuk me- 
nata perilaku manusia. Namun manusia seringkali cenderung 
mengeluarkan dirinya dari pakem itu. Ini diakibatkan oleh 
beberapa faktor, di antaranya pengalaman, pendidikan, tradisi, 
dan semisalnya yang sedikit banyak mempengaruhi dan 
membentuk perilaku manusia. Karenanya, upaya pembenahan 
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dan penegakan hukum harus dibarengi dengan penekanan 
terhadap perbaikan perilaku bangsa." 

Hukum adalah rambu bagi program kehidupan rakyat 
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di 
dalamnya program sosial politiknya.“ Hukum adalah wadah 
sekaligus isi dari peristiwa penyusunan kemerdekaan kebang- 
saan Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya. Ia menjadi dasar 
bagi kehidupan kenegaraan Bangsa dan Negara Indonesia." Pe- 
negakan hukum di Indonesia merupakan agenda perjuangan 
yang serius. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan suap 
hanyalah segelintir dari banyak persoalan rumit yang perlu 
ditangani dengan serius. “Memberantas penyalahgunaan kekua- 
saan merupakan sebuah perjuangan yang berat dan memakan 
waktu.” 

Korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan uang 
negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pri- 
badi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut 
koruptor." Fenomena sosial menunjukkan bahwa korupsi di 
sekitar kekuasaan ternyata kian marak saja dan para penguasa 
itu tidak merasa risih dengan praktik korupsi. Mereka merasa 
memiliki hak untuk mendapatkan upeti atas kekuasaannya. Ka- 
rena itu, sakralisasi kekuasaan menjadi tempat berlindung yang 
aman bagi seorang penguasa atas kelemahan dan kekurangan 
dirinya." 

Di belahan bumi mana pun, pejabat tinggi negara yang 
tersangkut perkara korupsi memang sulit dijerat hukum dan 
dipidana, lebih-lebih bila mereka tengah menduduki posisi 
strategis. Wewenang dan kekuasaan yang dipegangnya menjadi 
batu sandungan serius bagi penegakan hukum atas dirinya.” 

Dakwaan korupsi terhadap beberapa petinggi negara 
memiliki kesamaan yang prinsipil, yakni bahwa tindak pidana 
yang didakwakan itu selalu terkait jabatan yang disandangnya 
ketika kejahatan itu ia lakukan. Jabatan yang mengandung 
kekuasaan dan kewenangan menjadi instrumen utama yang 
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memuluskan kejahatan yang dituduhkan itu dapat dilaksanakan 
oleh pelaku. Peranan jabatan yang begitu dominan dalam 
tindak pidana ini membuat pelaku korupsi relatif lebih sulit 
dilacak secara yuridis dibanding rata-rata pelaku tindak pidana 
lainnya. Kesulitan ini diakibatkan oleh kedudukan koruptor 
yang ditopang oleh berbagai ketentuan yang memungkinkannya 
untuk menjalankan kekuasaan diskresional. Dengan kekuasaan 
itu, korupsi yang dilakukan dapat dibungkus dengan kebijakan 
yang sah sehingga, dalam perspektif hukum, tindakan itu 
tampak sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi jabatan resmi.” 
Allah adalah Hakim yang terbaik, Yang Mahaadil. 
Karenanya, setiap mukmin harus berupaya menjadi pribadi 
terbaik dan adil dalam sikap, keputusan, dan AS 


TAN AA pa it iezi, Ne 
— 20 Ars ATIKA 6 A gai 
Ss a PAAS 


Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada (ajaran) yang 
aku diutus menyampaikannya, dan ada (pula) segolongan yang tidak 
beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di 
antara kita. Dialah hakim yang terbaik. (a1-A'tāf/7: 87) 


WADAS Lo 
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Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, “Ya Tuhanku, 
sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janji-Mu itu 
pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil.” (Hūd/11: 45) 


Datangnya sebagian keputusan Allah mungkin terjadi 
dalam kehidupan kita, baik pada generasi yang sama atau pada 
generasi berikutnya, karena adanya peristiwa-peristiwa yang 
terjadi di luar dugaan. Tetapi, bagaimanapun juga, dalam arti 
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rohani pasti yang demikian ini pada akhirnya akan terjadi juga, 
dalam tingkat yang lebih tinggi, bila orang yang beriman 
mendapat kesenangan dan pendosa mendapat hukuman yang 
dijatuhkan oleh batin mereka sendiri karena perbuatan dosa 
yang mereka lakukan sendiri pula.” 

Hukum itu milik Allah. Karena manusia di mata Allah 
adalah setara, maka manusia mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama di depan hukum. 


DA 2r 2A? P vos rus Ne « 24 


NGA sale 4 ph Inn kn deni Je 


Me en Nn A AN gl 


Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang 
nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. 
Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut 
untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (bukum itu) hanyalah 
hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan 
Jang terbaik.” (al-An'ām/6: 57) 


Penegakan hukum merupakan sesuatu yang niscaya demi 
mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Allah mewajibkan 
manusia untuk menetapkan hukum dengan adil. Allah 
berfirman: 
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Mereka sangat suka mendengar berita bobong, banyak memakan 
(makanan) yang baram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu 
(Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara 


mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari 
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mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. 
Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah 
dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (al- 
Mā'idah/5: 42) 
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Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 


sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58) 


Acuan dan pedoman hukum orang-orang beriman adalah 
Al-Qur'an. Seorang mukmin niscaya menaati Allah, Rasul-Nya, 
dan ulul-amri yang bertanggung jawab atas urusan mereka. 
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Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa'/4: 59) 


Uluk-amri ialah orang yang memegang kekuasaan, yang 
bertanggung jawab, yang dapat mengambil keputusan, dan yang 
menangani berbagai persoalan. Kendatipun, keputusan terakhir 
adalah di tangan Tuhan. Dari Dia-lah para nabi mendapat 
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wewenang. Karena dalam Islam tidak dikenal distingsi menco- 
lok antara hal yang sakral dan yang sekuler, maka pemerintah 
diharapkan selalu berjalan di atas rel kebenaran, bertindak 
sebagai imam yang benar dan bersih. Kita harus menghormati 
dan mematuhi kekuasaan yang demikian. Kalau tidak, segala 
ketertiban dan disiplin tidak akan ada artinya.” 
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ATEN 
Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi 
(untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan 
diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, 
untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang 
mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang 
telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada 
mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan 
kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman 
tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk 
kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (al-Bagarah/2: 
213) 
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Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) 
petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah 
diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, 
demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka 
diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 
terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) 
takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan 
harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah 
menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) 
dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan 
telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang 
sama). Barangsiapa melepaskan (bak qisasnya, maka itu (menjadi) 
penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut 
apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 
(al-Ma'idah/5: 44-45) 
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Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, 
membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami 
menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan 
cahaya, dan membenarkan Kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan 
sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 
Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan 
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah 


orang-orang fasik. Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Our'an) 
kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang 
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b 
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membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, 
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah 
dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan 
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap 
umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 
Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah 
diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. 
Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya 
kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisibkan, dan 
hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
Jang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan 
mereka. Dan waspadalah terbadap mereka, jangan sampai mereka 
memperdayakan engkau terbadap sebagian apa yang telah diturunkan 
Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 
diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 
berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian 
dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang- 
orang yang fasik. (al-Ma'idah/5: 46-49) 


Nabi Daud dan Sulaiman adalah salah satu figur penegak 
hukum terbaik. Mereka menegakkan hukum dengan adil dan 
benar kepada rakyatnya. 


E 27e A1 ors Aro 
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Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika keduanya 
memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak 
oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan 
keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. (al-Anbiya'/21: 78) 
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(Allah berfirman), “Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa 
nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, 
orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 
karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sad/38: 20) 


Allah mewajibkan setiap orang untuk berlaku adil, tidak 
terkecuali dalam memberikan kesaksian. Sebaliknya, Allah 
melarang manusia melakukan praktik mafia peradilan untuk 
memperoleh keuntungan materiil secara tidak sah. 
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Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 
orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al- 
Bagarah/2: 188) 
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Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan 
berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan 
janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman 
kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar 
berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuban kamu. 
Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak 


(perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan 
antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.” (asy-Syūtā/42: 15) 


bha BS sudo; Ag BA o An 
E kasah AA FARSU 
KEF a A ARA) Aaii solās 


A rc . Z w pa 
GA Aa TEN 


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Ma'idah/ 5: 8) 
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Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
Jang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila 
kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan 
penubilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu 
agar kamu ingat.” (al-An'ām/6: 152) 


Terjadinya suatu kasus hukum pasti menuntut adanya 
saksi dari masing-masing pihak yang berperkara. Saksi ini 
dituntut untuk berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam 
memberikan kesaksiannya. 
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Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara 
perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat 
orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka 
telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) 
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan (yang lain) kepadanya. (an-Nisa'4: 15) 
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Oleh mayoritas mufasir, “perbuatan keji” dalam ayat ini 
ditafsirkan sebagai perbuatan zina. Berbeda dengan pendapat 
ini, sebagian mufasir lain menafsirkannya sebagai perbuatan 
mesum dalam cakupannya yang lebih umum, seperti zina, 
homoseksual, dan yang sejenisnya. sedangkan Muslim dan 
Mujahid menafsirkannya sebagai musahagah, homoseks antar- 
sesama wanita. 

Menurut mayoritas mufasir, 
kan oleh ayat berikut. 
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Dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggodaku dan merayu diriku.” 
Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, 
Tika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, 
dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta.” (Yusuf/12: 26) 
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Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika 
sebenarnya (Al-Qur'an) ini datang dari Allah, dan kamu 
mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israil yang 
mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang disebut dalam) Al- 
Our'an lalu dia beriman, kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (al- 
Ahgaf/46: 10) 


Saksi dari Bani Israil yang disebut dalam ayat ini tidak 
lain adalah “Abdullah bin Salam. Ia menyatakan keimanannya 
kepada Rasulullah usai menemukan kesamaan antara Al-Qur'an 
dan Taurat dalam banyak aspek, seperti tauhid, janji dan 
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ancaman, kerasulan Muhammad, informasi tentang kehidupan 
akhirat, dan sebagainya. 
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Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik 
(berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 
deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang 
Jang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki 
(dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka 
tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian 
masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) 
Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. 
(an-Nur/24: 4-6) 


Yang dimaksud dengan “perempuan-perempuan yang 
baik” dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang suci, berakal, 
balig, dan beragama Islam. 
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Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat 
saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka 
itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. (an- 
Nūr/24: 13) 


Keadilan dalam Penegakan Hukum 209 


Saksi yang adil juga diperlukan dalam transaksi jual beli 
atau pinjam-meminjam. 
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Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila 
mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan- 
perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga 
kehormatan dirinya. (al-Futgan/25: 72) 
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Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang ditentukan, bendaklah kamu menuliskannya. 
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 
Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. 
Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi 
sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang 
akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 
sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika 
tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 
dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari 
para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang 
lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila 
dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 
waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih 
adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 
mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 
merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan 
ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis 
dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), 
maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah 
kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Bagarah/2: 282) 


B. Kesimpulan 

Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi. 
Islam mengakui dan menghormati hak-hak setiap orang dan 
melindungi kebebasan, kehormatan, darah dan harta bendanya 
dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara 
sesama. Keadilan mengandung unsur kejujuran, ketulusan dan 
keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan dalam hukum 
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mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara 
wajar bagi masyarakat. Menetapkan hukum harus diputuskan 
dengan adil, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah subhanahu 
wa ta'ala. Tidak memihak kecuali kepada kebenaran; tidak 
menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak 
menganiaya walau terhadap lawan, dan tidak pula memihak 
walau kepada teman. Setiap mukmin niscaya berusaha menjadi 
pribadi yang terbaik dan adil dalam segala sikap, keputusan dan 
tindakannya. “Keadilan harus berjalan sekalipun langit akan 
runtuh.” Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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DA VI 


KEADILAN DALAM KEHIDUPAN 


De 


subhanahu wa ta'ala mengurus alam semesta juga dengan 


ya utama dalam kehidupan adalah keadilan. Allah 
prinsip keadilan. Allah berfirman: 


G 


ei pr mp ISA “Gog 
PANAI 


Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu libat 
sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. 
Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? (al- 
Mulk/67: 3) 


Demikian juga, manusia diciptakan oleh Allah dengan su- 
sunan organ tubuh yang adil. Allah berfirman: 


siers Ah 


Kuan 


Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 
menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infitar/82: 7) 
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Umat Islam, oleh Al-Qur'an, juga disifati sebagai umat 
yang adil. Hal ini antara lain disebutkan dalam firman Allah: 


Sai PĀRI AS 


(dag SIN 


Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat 
pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 
agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Ba- 
garah/2: 143) 


Kutipan beberapa ayat di atas menjelaskan urgensi ke- 
adilan dalam Islam. Tulisan ini akan menguraikan tentang ke- 
adilan dalam kehidupan. Karena cakupan dimensi keadilan be- 
gitu luas, maka pembahasan ini lebih difokuskan pada keadilan 
dalam kehidupan yang meliputi aspek kehidupan pribadi, ke- 
luarga, dan sosial. 


A. Adil dalam Kehidupan Pribadi 

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau 
memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Adil adalah lawan 
kata dari zalim. Penelusuran atas petunjuk Al-Qur'an mengenai 
bagaimana semestinya seseorang harus bersikap adil dalam ke- 
hidupan pribadinya dapat dimulai dari ayat-ayat yang menggu- 
nakan ungkapan “menganiaya diri sendiri”. Hal ini cukup rasio- 
nal karena orang yang melakukan kebalikannya berarti telah 
berbuat adil terhadap dirinya sendiri. 

Ungkapan “menganiaya diri sendiri?” disebut dalam Al- 
Our'an tidak kurang dari 34 kali. Salah satunya firman Allah: 


AAS S SE AE, iesist, GB 
AKI G M A 


vĀ 2 oskr E 2: 2G» PA 
GA K ss Sai VEENRE TE 
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On 


Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan 
atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa 
selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang 
mereka mengetahui. (Ali Imran/3: 135) 


Kalimat “menzalimi diri sendiri” dalam ayat tersebut, 
menurut ar-Razi, berarti dosa kecil. Karenanya, wajar bila term 
tersebut diikuti dengan perintah beristigfar.' Tafsiran yang sedi- 
kit berbeda disampaikan oleh Quraish Shihab. Menurutnya, 
menganiaya diri sendiri adalah jenis dosa dan pelanggaran seca- 
ra umum, termasuk di dalamnya dosa besar. Perbuatan keji dan 
menganiaya diri sendiri adalah dua sisi dari setiap kedurhakaan. 
Setiap perbuatan keji yang dilakukan seseorang berakibat peng- 
aniayaan atas dirinya. Sebaliknya, setiap perbuatan baik, dalam 
bentuk apa pun, yang dilakukan seseorang membuatnya disebut 
sebagai orang yang berbuat baik terhadap dirinya sendiri.” Ayat- 
ayat yang mendukung pendapat ini cukup banyak, di antaranya 
Surah al-Ista'/17: 7, an-Naml/27: 40, dan Lugman/31: 12. 

Dari penelusuran atas ungkapan Al-Qur'an mengenai 
term “menganiaya diri sendiri”, diketahui bahwa perbuatan adil 
dalam kehidupan pribadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Akidah yang lurus 

Seseorang dinilai telah menganiaya dirinya sendiri jika 
dalam keyakinan pribadinya, memiliki akidah yang tidak lurus 
atau cenderung kepada syirik. Di antara ayat yang menjelaskan 
hal ini adalah: 


- Ž - A 4 1 ss” 
dē did: 22 a nA, Lo „= te \ 2A sen 
js NAN Laa aab SS a moto ga) saya) 319 
NK pa eiar iisti mis et | Virs? 
SE Sant Ke IE Sa SG 3 
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Z 2z, AB 

KANAN 
Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai 
kaumku! Kamu benar-benar telah mengalimi dirimu sendiri dengan 
menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan), karena itu berto- 
batlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu 
di sisi Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, Dialah Yang 
Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Bagatah/2: 54) 


Ungkapan “menganiaya diri kamu sendiri” dalam ayat ini 
merujuk pada penyembahan Bani Israil terhadap anak sapi 
ketika mereka ditinggalkan oleh Musa untuk memenuhi 
panggilan Allah. Ketika itu, Musa menitipkan urusan Bani Israil 
kepada saudaranya, Harun. Dalam realitasnya, Harun tidak 
sanggup mencegah Bani Israil untuk menyembah anak sapi atas 
bujukan Sāmirī.” 

Dengan begitu, menzalimi diri sendiri menurut perspektif 
ayat ini tercermin dalam kemusyrikan. Keterangan ini diperte- 
gas oleh beberapa ayat lain. Surah Lugman/31: 13, misal- 
nya, menjelaskan bahwa kemusyrikan adalah kezaliman yang 
paling besar. 


Pu E &1 > Rojas pp pe e 3 ANNA A 


4 ot, G > 2 
Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia 
memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku, janganlah engkau mem- 


persekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.” (Lugman/31: 13) 


Surah an-Naml/27: 44, demikian juga, menjelaskan bah- 
wa berakidah syirik sama dengan berbuat zalim terhadap diri 
senditi. 
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A IL a P < Velss 


Dikatakan kepadanya (Balqis), “Masuklah ke dalam istana.” Maka 
ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang 
besar, dan disingkapkannya (penutup) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) 
berkata, “Sesungguhnya ini banyalah lantai istana yang dilapisi kaca.” 
Dia (Balqis) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim 
terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, 
Tuhan seluruh alam.” (an-Naml/27: 44) 


Penafsiran kata zalim pada ayat ini sebagai kemusyrikan 
dapat dilacak dari penjelasan ayat 24 pada surah yang sama. 
Ayat ini menjelaskan bahwa masyarakat Saba' yang dipimpin 
oleh ratu tersebut adalah penyembah matahari. 


Pe 4 27 7 


Hk AN SIS Al 053 A osis NG 139 95209 
BEN AJA BLS CA 


Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, 
bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi 
mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi 
mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk. 
(an-Naml/27: 24) 


Surah Saba'/34: 19 dengan tegas menyebut perbuatan 
mereka sebagai “menganiaya diri sendiri”. 


pp, SALA AT va ro > 


al i ds re AFA 


sp vu TAN KN 


MN 7 . A 
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z A rs Z 


Keadilan dalam Kehidupan 219 


Maka mereka berkata, “Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan 
kami,” dan (berarti mereka) menzalimi diri mereka sendiri, maka Kami 
Jadikan mereka bahan pembicaraan dan Kami hancurkan mereka 
sebancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang yang sabar 
dan bersyukur. (Saba'/34: 19) 


Dari penjelasan ayat-ayat di atas diketahui bahwa orang 
yang memiliki keyakinan menyimpang dari akidah yang lurus 
berarti telah menganiaya dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang 
berakidah lurus berarti telah berbuat adil kepada dirinya sendiri. 


2. Menjauhi Larangan Allah 
Melanggar aturan Allah, dalam Al-Qur'an, juga dikatakan 
sebagai salah satu manifestasi perbuatan aniaya terhadap diri 
sendiri. Gambaran tentang hal ini dapat kita temukan dalam 
kisah Adam dan pasangannya, yang terabadikan dalam banyak 
ayat, seperti: 
ke 
GATAVĀM ĀRA ear Gala ain PASU 
WE YES NE B3 SSS Ūlss 
z , 
ATANG 37 sT KANE AA <» La Des G Pa 
HE LAIN SE O TAI Sa Kalah 
va ss -AR 3 A n he 


Âr gi 2.3 27,24 27 >, Be 4 
Was ata N 3)»; AS yan an [la ml tls Kol E ds 
ONANG ARA 


Dan Kami berfirman, “Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di 
dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang 
ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti 
kamu termasuk orang-orang yang zalim!” Lalu setan memperdayakan 
keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala 
kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). Dan Kami berfirman, 
“Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan 
bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu 
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yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari 
Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha 
Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Bagarah/2: 35-37) 


Usai melanggar larangan Allah, keduanya memanjatkan 
doa yang disebutkan dalam Surah al-A'raf/7: 23: 


MA aa th 


PRA OR O E Se AN Ga KE 


R berkata, Ya Tuban kami, kami telah menzalimi diri kami 
sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat 
kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.” (al- 
A'raf/7: 23) 


Ayat yang disebut terakhir ini menjelaskan bahwa 
melanggar larangan Allah adalah satu dari beberapa bentuk 
penganiayaan terhadap diri sendiri. Logikanya sederhana, setiap 
larangan yang diturunkan oleh Allah tentulah untuk kebaikan 
manusia. Karenanya, wajar bila orang yang melanggar larangan 
tersebut kemudian disebut sebagai orang yang menzalimi diri 
sendiri. Sebaliknya, mereka yang selalu mengindahkan aturan 
Allah adalah orang-orang yang berbuat adil terhadap diri 
mereka sendiri. 

Termasuk dalam poin ini adalah tindakan Musa, demi 
membela kaumnya, membunuh musuh mereka meskipun hal 
itu tidak dilakukannya secara “Te, 


ke 1 Ea se RJ AF 


ish gieo aa Dhan Io Asad M VĒ 
AT yk» 


BGM az D 
4 61,8 7 Tea LT rosg LN vse 
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Dan dia (Musa) masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang 
lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki 
sedang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan yang 
seorang (lagi) dari pihak musuhnya (kaum Fir'aun). Orang yang dari 
golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk (mengalahkan) 
orang yang dari pihak musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah 
musuhnya itu. Dia (Musa) berkata, “Ini adalah perbuatan setan. 
Sungguh, dia (setan itu) adalah musuh yang jelas menyesatkan.” Dia 
(Musa) berdoa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diri- 
ku sendiri, maka ampunilah aku.” Maka Dia (Allah) mengampuninya. 
Sungguh, Allah, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
(al-Dasas/28: 15-16) 


Ayat-ayat yang menjelaskan hal ini cukup banyak. Bebe- 
tapa di antaranya adalah Surah az-Zukhruf/43: 76, Hud/11: 101, 
dan al-“Ankabut/29: 40. 


3. Istikamah dalam menjalankan tugas agama 

Termasuk dalam kategori perbuatan zalim terhadap diri 
sendiri adalah putus asa dan lari dari tanggung jawab, sebagai- 
mana firman Allah: 


adu: a ger AAN (is A Re, B 
HIS 5 Sean ol PAS ON, 


M KIA 

LA Mis BK AGUNG 

Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keada- 

an marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkan- 

nya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada 

tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk 
orang-orang yang zalim.” (al-Anbiya'/21: 87) 


Nabi Yunus lahit di Gats Aifar, Palestina. Beliau diutus 
berdakwah kepada penduduk Nainawi usai kehancuran Baitul 
Maqdis, sekitar abad XI sebelum hijrah atau sekitar awal abad 
VIII sebelum masehi. Beliau dimakamkan di Jaljun, sebuah 
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desa kecil antara Jerusalem dan al-Khalil, tepi barat Laut Mati. 
Seperti pendahulunya, penduduk Nainawi enggan menerima 
dakwahnya. Dengan putus asa, Yunus melarikan diri ke Jaffa, 
sebuah pelabuhan di Palestina, dan berlayar menuju Tarsus di 
sebelah barat Palestina. Di Laut Tengah, akibat kapal yang 
ditumpanginya kelebihan muatan, Yunus diceburkan oleh kru 
kapal dan pada akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan besar." 
Yunus mengira, meninggalkan tugas tanpa izin Allah aki- 
bat keengganan kaumnya menerima dakwahnya tidak akan me- 
nimbulkan sanksi dari Allah. Nyatanya, dugaan ini meleset. 
Beliau akhirnya tertimpa kesulitan yang mungkin belum pernah 
terbayangkan. Terkait hal ini, Sayyid Qutub menekankan kepa- 
da para pendakwah agar memiliki kemampuan yang cukup 
mumpuni untuk menghadapi konsekuensi dakwahnya, yaitu 
dengan bersabar. Memang hal ini tidaklah mudah dilakukan. 
Mereka harus sabar, tabah, dan tidak jemu mengajak kaumnya 
kepada kebaikan. Jiwa manusia yang mereka hadapi acapkali 
dipenuhi kebatilan, kesesatan, serta tradisi dan adat yang buruk. 
Sistem dan kondisi yang tidak menguntungkan juga tidak jarang 
membuat dakwah kian berat. Semua itu harus dihadapi oleh 
sang juru dakwah. Hati mereka harus dihidupkan kembali 
dengan cara apa pun. Semua simpul kepekaan harus disentuh 
dengan efektif agar mereka bisa berubah secara total. Ini serupa 
dengan gelombang radio, anda harus memutar tombol berkali- 
kali untuk menemukan gelombang yang anda inginkan. Anda 
memutar tombol ke kanan dan ke kiri dan acapkali tidak 
mendapatkan hasil. Tapi suatu saat, dengan gerakan halus dan 
spontan, anda malah bisa menemukan gelombang yang anda 
cari. Demikianlah, dakwah dan bukannya dai, adalah hal yang 
paling krusial. Hati da 7 boleh saja kesal dan marah, tapi ia tidak 
boleh meluapkannya kepada obyek dakwah. Dai ibarat alat 
yang ada di tangan Tuhan, sehingga Allah lebih berkuasa untuk 
memelihara dakwah-Nya. Karenanya, tugas da i tidak lebih dari 
sekadar melaksanakan kewajibannya dalam situasi dan kondisi 


Keadilan dalam Kehidupan 223 


apa pun, sedangkan sisanya adalah urusan Allah. Betapapun, 
petunjuk yang disampaikannya pada hakikatnya adalah petunjuk 
Allah.” 

Pengakuan Nabi Yunus dalam ayat di atas memberi 
indikasi bahwa orang yang lari dari tanggung jawab, bahkan 
dengan alasan yang tampak logis, tetap saja keliru. Dengan 
begitu, orang yang istiqamah menjalankan apa yang menjadi 
tanggung jawabnya dapatlah dikatakan sebagai orang yang 
berbuat adil kepada dirinya sendiri. 


4. Menaati hukum-hukum Allah 

Perilaku yang juga masuk dalam kategori menganiaya diri 
sendiri adalah melanggar hukum Allah, yakni dengan mengha- 
ramkan yang halal dan menghalalkan yang haram. 


a HE, Be 


»- AAN 


AAU galā 


Dan terhadap orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami 
ceritakan dahulu kepadamu (Muhammad). Kami tidak menzalimi mereka, 
Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. (an-Nahl/16: 118) 


Perbuatan yang membuat mereka dicap Allah sebagai 
orang-orang zalim, dapat kita temukan dalam ayat sebelumnya, 
yaitu: 

Pena EBENA dā g 
sli Jelita Sie Ni šā NG 
WA 2w 


SLS KI A GAN Si bizi 


Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. (an-Nahl/16: 116) 
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Ayat-ayat tentang keingkaran orang-orang Yahudi yang 
membuat mereka dianggap sebagai kaum zalim dapat pula kita 
temukan di antaranya dalam Surah al-Bagarah/2: 57, al-A'rāf/7: 
160, dan an-Nisa'/4: 110-111. 

Dari penjelasan ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa 
orang yang taat kepada Allah, menghalalkan apa yang halal dan 
mengharamkan apa yang haram, adalah orang-orang yang 
berbuat adil terhadap dirinya sendiri. 

Penjelasan tentang metode berbuat adil terhadap 
kehidupan, khususnya kehidupan pribadi, dapat pula kita 
temukan dalam sebuah hadis Rasulullah: 


AAN SA aly OGE Gah kng aé KA i 
A Dyah SB G V GG an SA a V 
Jūs lalab Dp NAN ya AM 3 GS LĪ BI 
243 JB Ayas Cadi S a al sā] JB (jāj EJĀM gl Las J 
4 JG Kas Uas OSN pē OGE JG JAN zi S js 
SA st) OA Gils izd ala ko KI Jūs 3 D5 

(al os šim le 


Nabi mempersaudarakan Salman al-Parisi dengan Abū ad-Dardā.. 
Suatu ketika, Salman mengunjungi Abū ad-Dardā'; ia melihat Ummu 
Darda' (istri Abū ad-Darda') berpakaian seadanya (tidak berhias dan 
tidak menunjukkan gairah hidup). Salman bertanya, “Ada apa 
denganmu?” la menjawab, 'Saudaramu, Abu ad-Darda', sudah tidak 
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punya hajat lagi terhadap dunia (jadi aku tidak perlu berhias). 
Kemudian Abu ad-Darda' datang sembari menghidangkan makanan. 
Salman berkata kepadanya, Makanlah,” Abu ad-Darda' menjawab, 
Aku sedang puasa,” Salman berkata, "Aku tidak akan makan kalau 
kamu tidak makan.” Saat malam tiba, Abu ad-Darda' bergegas 
giyamullail, Salman berkata, Tidurlah dulu,” maka Abū ad-Darda' 
pun tidur. (Beberapa saat kemudian) Abū ad-Darda' bangun untuk 
giyamullail kembali. Salman berkata, Tidurlah dulu.” Abū ad-Dardā' 
pun tidur. Ketika akhir malam, Salman berkata, Mari kita bangun 
untuk salat malam.” Lalu Salman berkata, Sesungguhnya Tuhanmu 
punya hak atasmu, dirimu punya hak atasmu, demikian juga 
keluargamu. Maka berikanlah setiap hak tersebut kepada pemiliknya. 
Mereka berdua kemudian menghadap Rasulullah, menceritakan 
peristiwa tersebut, lalu Rasulullah bersabda, Salman benar.” (Riwayat 
al-Bukhari dari Abu Juhaifah) 


Ungkapan dalam hadis ini yang patut kita garis bawahi 
untuk pertama kali adalah “dirimu punya hak atasmu”. Itu 
jelas-jelas menekankan pentingnya berbuat adil kepada diri 
sendiri. Betapa tidak, seperti dijelaskan Salman dan dibenarkan 
Rasulullah, setiap orang harus memberikan hak kepada yang 
berhak, tidak terkecuali kepada diri sendiri. Beberapa bentuk 
perbuatan adil terhadap diri sendiri, seperti dijelaskan dalam 
hadis ini, antara lain: 

Pertama, memberi asupan makan yang cukup kepada 
tubuh, tidak memaksa diri untuk berpuasa tanpa henti, kecuali 
puasa yang memang diwajibkan. 

Kedua, memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat dari 
beragam aktivitas, utamanya pada malam hari. Tubuh tidak 
boleh dipaksa untuk terus beraktivitas, atas nama ibadah sekali- 
pun. Ada kadar tertentu yang telah dicontohkan Rasulullah 
dalam menjalankan ibadah malam, di antaranya dengan tidak 
mengabaikan hak orang lain, utamanya hak keluarga. 
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Ketiga, memberi mata haknya untuk dipejamkan agar 
dapat terus berfungsi dengan baik. Memaksa mata untuk terus 
terjaga adalah satu bentuk perbuatan zalim kepada diri sendiri. 

Ungkapan kedua dalam hadis ini yang juga penting 
diperhatikan adalah “keluargamu punya hak atasmu”. Ini 
menunjukkan bahwa salah satu bentuk perbuatan zalim kepada 
diri sendiri adalah berbuat zalim kepada istri, umpamanya 
dengan melanggar hukum Allah dalam pernikahan. 


297 
PM GA ANA LAS LAWANG EA a 
AAN Siak Am a ESN KALI 
dā Tt per ü oars 


KONANG dk C. AT TAK ANGE 
a NA De PANG Shah 
2 y bali AS Sore Y PS ZP VM ON Gea 
SA SA ALA ELA a 

g ga mata eh AG Lu bi nb 2 > 
A ss JENG GAN 35 9 Ma SI 


Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) 
idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atan 
ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu 
tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. 
Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah mengalimi dirinya 
sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan 
ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah 
diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Our'an) dan Hikmah 
(Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. (al-Bagarah/2: 231) 


. A AG or 
- 


oz ” Dr y z saw gu < Pp 
ss! pas $ Eid Ca aa SUN SAI GAN EL 
Í pee EAE WAT KA >22 et Yu Ge ad || 261 

EN AS AGAN en yA Ig 


rr) Z 4 y 2 Š a 
LL arh Gg ah KEN ea T (T Ten 
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-” 
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rod PALI Ge Pe P hah 
AA ane AES VAS s Ab 


Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya 
(yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada 
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya 
dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa 
melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu 
Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (at-Talag/65:1) 


Dua ayat ini menekankan bahwa salah satu dimensi 
keadilan terhadap diri sendiri adalah bersikap adil terhadap 
keluarga, sebuah topik yang akan kita bicarakan sedikit lebih 
rinci pada pembahasan berikutnya. 


B. Adil dalam Kehidupan Berkeluarga 

Keluarga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisi- 
kan sebagai ikatan antara bapak, ibu, dan anak-anaknya." Inilah 
yang disebut sebagai keluarga dalam bentuk paling fundamen- 
tal. Tulisan berikut akan membahas tentang keadilan dalam 
kehidupan berkeluarga dalam dimensinya yang fundamental ini. 

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa salah 
satu definisi adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya. 
Definisi yang sama akan juga kita pakai dalam pembahasan 
berikut ini. Dengan demikian, hak yang dimiliki oleh salah satu 
anggota keluarga pada dasarnya adalah kewajiban anggota 
keluarga lainnya. Namun, topik ini sengaja kami sajikan tidak 
terlalu rinci mengingat pembahasan seputar masalah keluarga 
telah dijelaskan pada tafsir tematik edisi sebelumnya dengan 
judul “Membangun Keluarga Harmonis”. Karenanya, bagi yang 
ingin tahu rincian tentang kehidupan keluarga, ada baiknya 
merujuk pada buku tersebut. 
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1. Suami yang Adil 

Seorang suami dikatakan adil bila ia mampu menunaikan 
hak istrinya dengan baik. Kewajiban-kewajiban suami disebut- 
kan dalam Naa ayat Al-Our'an, di antaranya: 


„oo 27 Gg g 5 _> X7 4» Pp 
ea Ka AM Kn: Sera 


Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 
cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 
ban 2: 233) 


LA A YA 2876A? rr A srr 3 IZAKS A 2 24 
avis ag kas Aan (ya UK) A 
223 


La pa? ea Nas PELAT SN de ABIS 


Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi 
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
setelah kesempitan. (at-Talāg/65: 7) 


Dari sini, adalah wajar dan logis bila kemudian suami 
mendapat predikat kepala rumah tangga. Namun, hak kepe- 
mimpinan ini tidak boleh diartikulasikan dalam formasi yang 
cenderung menempatkan anggota keluarga lainnya dalam posisi 
subordinat. Sebaliknya, kepemimpinan suami dalam kehidupan 
berumah tangga adalah satu bentuk pembagian peran bagi 
tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan suami yang sema- 
cam ini dikukuhkan dalam ayat berikut. 


a Adu 
219 IT 


ci 


ve gas 
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Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah 
dari hartanya. (an-Nisa'/4: 34) 


Nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anaknya 
tentu tidak semata urusan materi, tetapi meliputi semua kebu- 
tuhan keluarga, dari yang bersifat materi hingga yang non- 
materi. Betapa pun, kadarnya haruslah disesuaikan dengan 
kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat setempat. 


2. Istri yang adil 

Sama seperti suami, istri yang adil adalah dia yang 
mampu menunaikan kewajibannya dengan baik. Di sinilah 
prinsip keseimbangan berlaku. Artinya, kewajiban yang dilaksa- 
nakan suami atau istri adalah sesuai dengan hak yang mereka 
dapatkan. Suami wajib memberi nafkah, dan itu membuatnya 
pantas diposisikan sebagai kepala keluarga. Sebaliknya, istri 
yang telah melaksanakan kewajibannya tidak boleh tidak men- 
dapatkan nafkah dari suaminya. Kewajiban-kewajiban istri ter- 
maktub dalam banyak ayat, di antaranya: 


Lag mu GA et TP PK La GP g A TA 

ielai BL A Sae) NAH 
Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. (al-Bagatah/2: 233) 


Kewajiban istri, sesuai penjelasan ayat ini, diantaranya 
tercermin dalam beberapa hal yang terkait dengan reproduksi, 
seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, meski dalam 
pelaksanaannya, ketiga hal ini tidak boleh lepas dari peran aktif 
suami. Hal ini diisyaratkan dalam lanjutan ayat tersebut: 


z - 
AG mor rr īo,t 


CE K EN SSS 
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Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 
permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 
keduanya”. (al-Baqarah/2: 233) 


Selain masalah reproduksi, kewajiban lain yang menjadi 
tanggungan istri adalah taat kepada suami, tentunya selama itu 
masih dalam koridor ketaatan kepada Allah. Suami yang taat 
kepada Allah dan selalu berbuat adil dengan melaksanakan 
kewajibannya, dia berhak mendapatkan ketaatan dari istrinya. 


vid AE or $ NN AN.) A ` ` 4 


Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat 
(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena 
Allah telah menjaga (mereka). (an-Nisa'/4: 34) 


Dalam ayat ini disebutkan, istri salihah adalah mereka 
yang taat kepada Allah dan mampu menjaga diri saat suaminya 
sedang tidak ada. Ini berarti seorang istri harus selalu berusaha 
menaati Allah dan menjaga kehormatan suaminya, antara lain 
dengan menaatinya selama sang suami juga taat kepada Allah. 
Inilah secuil gambaran tentang keadilan seorang istri. 


3. Orang tua yang adil 

Sejauh dipahami, tidak ada ayat yang memerintahkan 
orang tua untuk menyayangi anaknya. Alasannya bisa jadi kare- 
na setiap orang tua secara naluriah memang telah dibekali de- 
ngan rasa sayang kepada anaknya. Kendati demikian, Al-Qur'an 
berpesan agar setiap orang tua tidak meninggalkan keturunan 
yang lemah. 


227 A Ea » 2? 
reisi AE ATI SN IE, 
AA AG es 


KE Y3 PA YA an AA JS 
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Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisa'/4: 9) 


Di antara kewajiban orang tua, meski tidak secara tegas 
disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah memberikan perhatian dan 
kasih sayang. Perhatian ini bersifat menyeluruh dan mencakup 
semua aspek, baik fisik, mental, maupun sosial. Aspek pendi- 
dikan dan perkembangan kecerdasan anak juga tidak boleh 
diabaikan. Uraian lebih rinci tentang kewajiban orang tua dapat 
kita temukan dalam beberapa hadis, di antaranya: 

a). Memberi makan dan pakaian sesuai kemampuan 
Sebagaimana sabda Rasulullah salalahu ‘alaihi wa sallam: 


o sw oE’? Di aa loa z 6 osoa Ti PA 0302 £ 
Gya ahel 0] OS (0 ga Las poras | GO ASU Las pa aa! 
dan) TAN Cp ES iga Jk Oh Ia IE gh Gi g 

MS ag Sabe ue Ola 
Berilah anak-anakmu makanan dari jenis yang kalian makan, dan 
berilah mereka pakaian dari jenis yang kalian kenakan.' Sungguh, akan 
lebih ringan bagiku untuk memberinya perhiasan duniawi ketimbang ia 


harus mengambil amal kebajikanku pada hari kiamat. (Riwayat al- 
Bukhari dari Ubadah bin al-Walid) 


b) Memperhatikan aspek pendidikan anak 
Sebagaimana sabda Rasulullah salalahu ‘alaihi wa sallam: 


w w 


2. 2 7 P 2 Pa nn - 
Sg pang Sayan NG Gi JE Wa VI La Le 
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Tidak bayi kecuali ia dilahirkan dengan keadaan suci (fitrah), kedua 
orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau 
Majusi. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) 


Meski hadis yang terkait konteks ini cukup banyak, tapi 
untuk meringkas pembahasan, penulis sengaja memberikan 
ilustrasi sekilas saja. Yang terpenting, setiap orang tua wajib 
memberi akses pendidikan kepada anak agar mereka menjadi 
manusia saleh. Dengan menunaikan kewajiban ini, barulah 
seseorang bisa dikatakan sebagai orang tua yang yang adil. 


4. Anak yang adil 

Seorang anak dinilai adil bila ia benar-benar berbakti 
kepada orang tuanya. Terdapat sejumlah ayat yang mewajibkan 
anak untuk berbakti kepada orang tuanya, misalnya: 


Ja CA NN 
Sera ao? 


o E alaei 


i 


eh. kk pa 


5 aa Ka ane 


2 g 


O bya naba AA God 


Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah 
seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan 
kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak 
keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 
Dan rendahkanlah dirimu terbadap keduanya dengan penuh kasih 
sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu 
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kecil. "Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu, jika 
kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada 
orang yang bertobat. (al-Isra'/17: 23-25) 


Dalam Al-Qur'an, perintah berbakti kepada orang tua 
acapkali dikaitkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan 
oleh orang tua, utamanya ibu. Lagi pula, dibanding makhluk 
lain, bayi manusia adalah makhluk yang paling lambat untuk 
dapat mandiri. Karenanya, wajar jika anak manusia mendapat 
perintah untuk berbakti kepada orang tuanya. Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua pada 
dasarnya adalah timbal balik dari pihak anak atas kewajiban 
memberi pengasuhan yang dibebankan Allah kepada orang tua. 


ko A £ WENG A PES m, PAN visi iy ro gs 
Asus aaa AN LE SA Ap BN S3, 
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Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 
kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, 
dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung 
sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia 
(anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia 
berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat 
mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan 
kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang 
Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai 


kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan 
sungguh, aku termasuk orang muslim.” (al-Ahgaf/46: 15) 


Ayat senada disebutkan dalam Surah Lugman/31: 14. 
Anak yang adil, dengan demikian, adalah yang berbakti kepada 
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orang tuanya. Meski berlainan akidah, anak tetap dituntut 
untuk berbakti kepada orang tuanya. Sebagaiman firman Allah: 


ANANG NAN NK NE SN A 2> a 

kagak M aa d Ia DS ls 

AB LIMA LIU KP S 

FEREN gl 

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan 

sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah 

engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 
baik. (Lugmān/31: 15) 


Setiap orang memiliki banyak peran dalam kehidupannya. 
Selain memainkan peran sebagai anak dalam sebuah lingkup 
keluarga, setiap orang tentu merupakan bagian dari masyarakat 
tempat dia tinggal. Karenanya, pada bahasan berikut ini akan 
membicarakan petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan dengan 
keadilan dalam kehidupan sosial. 


C. Adil dalam Kehidupan Sosial 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial diartikan 
sebagai “yang berkenaan dengan masyarakat”.'* Dengan demi- 
kian, kehidupan sosial berarti kehidupan yang berkaitan dengan 
masyarakat. Berangkat dari definisi ini maka masalah pokok 
dalam sub bab ini adalah bagaimana petunjuk Al-Qur'an ten- 
tang sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sebagian ulama berasumsi bahwa adil dalam kehidupan 
sosial hanyalah cabang dari prinsip besar dalam Islam. Jadi, 
seseorang tidak mungkin memahami dan menghayati ajaran Al- 
Qur'an tentang makna keadilan dalam kehidupan sosial, sebe- 
lum dia memahami prinsip utama tersebut. Prinsip utama ini 
tidak lain mencakup alam semesta, kehidupan, dan manusia." 
Namun sudah tentu tulisan ini tidak akan membahas prinsip 
pokok tersebut, melainkan akan langsung masuk pada persoal- 
an adil dalam kehidupan sosial. 
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1. Asas keadilan dalam kehidupan sosial 

Kata “asas” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 
landasan dasar bentuk keadilan sosial yang diajarkan Al-Qur'an. 
Menurut Sayyid Qutub, sedikitnya ada tiga asas yang menjadi 
landasan dalam membangun kedilan dalam sebuah tatanan 
kehidupan sosial: 
a). Kemerdekaan jiwa yang mutlak 

Sebuah tatanan sosial dapat dinilai berkeadilan bila 
landasannya adalah kemerdekaan jiwa yang mutlak. Artinya, Al- 
Qur'an hadir untuk memerdekakan manusia dari segala bentuk 
penghambaan selain kepada Allah. Prinsip tauhid inilah yang 
menjadi basis utama dalam membangun keadilan dalam tatanan 
sosial.” Prinsip ini dijelaskan Al-Qur'an dalam salah satu 
surahnya, yakni Surah al-Ikhlas. 
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Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah 
tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula 


diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (al- 
Ikhlas/112: 1-4) 


Dalam menerapkan prinsip tauhid ini, Al-Qur'an 
menempuh jalan dakwah yang elegan, yaitu dengan memberi 
manusia kebebasan untuk memilih antara menjadi mukmin 
atau tetap kafir. Tugas para rasul dan para penerusnya, dengan 
demikian, tidak lebih dari sekadar menyampaikan dakwah 
semaksimal mungkin. Kebebasan macam ini kembali Al-Qur'an 
tegaskan dengan tidak memaksa orang di luar Islam untuk 
memeluk Islam. 
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Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya 
telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dari jalan yang sesat. 
Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, 
maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang 
tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al- 
Bagarah/2: 256) 


Secara gamblang ayat ini menegaskan adanya paksaan 
dalam menganut agama tertentu, karena Allah menghendaki 
agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak 
dapat diraih bila jiwa tidak damai. Paksaan membuat jiwa tidak 
damai. Karenanya, Islam tidak membenarkan adanya paksaan 
terhadap orang non-Islam untuk menganut akidah Islam. 
Konsideran atas penegasian ini dapat kita temukan dalam 
kalimat selanjutnya, yaitu karena jalan yang lurus dapat dengan 
mudah dibedakan dari jalan kesesatan. 

Ayat ini turun, seperti dikutip Ibnu Kasir dari Ibnu 
“Abbas, menyikapi kisah seorang sahabat Ansar dari Bani Salim 
bin “Auf, bernama Husain. Husain yang muslim, memiliki dua 
putra beragama Nasrani. Dia meminta pendapat Rasulullah, 
haruskah ia memaksa mereka untuk memeluk Islam bersama- 
nya. Kemudian turunlah ayat ini untuk menanggapi pertanyaan 
itu." 

Ayat yang hampir senada dapat pula kita temukan dalam 
Surah Yunus. 


st, Sets sus; 
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Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di 
bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (bendak) memaksa manusia 
agar mereka menjadi orang-orang yang beriman. Dan tidak seorang pun 
akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab 
kepada orang yang tidak mengerti. (Yanus/10: 99-100) 


Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberi kebebasan 
untuk beriman atau tidak beriman. Itu tidak berarti bahwa 
kebebasan tersebut bersumber dari kekuatan manusia, tetapi 
dari anugerah Allah. Betapa tidak, bila Allah—dalam ayat ini 
diungkapkan dengan kata rabb—menghendaki semua manusia 
untuk beriman, tentu mereka semua akan menjadi mukmin. Itu 
dapat Dia lakukan, misalnya, dengan mencabut kemampuan 
manusia untuk memilih, atau membekali manusia dengan po- 
tensi positif belaka, tanpa nafsu dan dorongan negatif, sama 
seperti malaikat. Nyatanya, Allah tidak menghendaki hal itu 
terjadi karena Dia membekali manusia dengan kebebasan 
dengan tujuan untuk menguji. Allah menganugerahkan potensi 
akal kepada manusia agar mereka menggunakannya untuk 
memilih. 

Atas alasan ini, segala bentuk pemaksaan yang ditujukan 
kepada seseorang untuk memilih agama tertentu tidak 
dibenarkan oleh Al-Qur'an. Yang Allah kehendaki dari hamba- 
Nya hanyalah iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. 
Andaikata paksaan itu diperbolehkan, tentulah Allah sendiri 
yang akan turun tangan. Namun, seperti dijelaskan dalam ayat 
di atas, Allah tidak melakukannya. Karenanya, tugas rasul 
hanyalah mengajak dan memberikan peringatan, bukan 
memaksa. Kemudian, setiap orang akan dinilai sesuai respon 
mereka terhadap seruan para rasul tersebut. 

Dalam ayat di atas terdapat klausa yang awalnya dituju- 
kan kepada Rasulullah, yaitu “Apakah engkau memaksa manu- 
sia?.” Klausa ini dipaparkan Al-Qur'an terkait sikap Rasulullah 
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yang sangat bersemangat mengajak semua manusia untuk 
beriman, hingga tak jarang beliau bersikap berlebihan dalam 
artian berdakwah melampaui batas kemampuannya, dan ham- 
pir saja membuatnya celaka. Di satu sisi, ayat ini memang berisi 
teguran kepada Rasulullah dan orang yang bersikap serupa. Na- 
mun di sisi lain, ayat ini memuji kesungguhan beliau dalam 
berdakwah." 

Asas ini kemudian melahirkan asas utama lainnya dalam 
membangun sikap adil dalam kehidupan sosial, yaitu kesetaraan 
antarmanusia. 


b). Kesetaraan antarmanusia 

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan prinsip kesetaraan 
antarmanusia. Manusia satu sama lain adalah bersaudara karena 
mereka berasal dari sumber yang satu. 


Peran Ser 
Pen A 


Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, 
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
Jang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mabhateliti. 
(al-Hujurat/49: 13) 


Mengomentari ayat ini, Sayyid Qutub menulis bahwa 
tujuan penciptaan manusia dengan beragam suku dan bangsa 
bukanlah untuk saling bermusuhan, tapi untuk saling mengenal 
dan bersahabat. Di mata Allah, setiap individu manusia 
menempati posisi yang sederajat , tidak ada kelebihan yang satu 
atas yang lain, kecuali dengan berbekal takwa. Namun, takwa 
itu adalah soal lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan 
asal kejadian manusia." 


Keadilan dalam Kehidupan 239 


Prinsip kesetaraan antarmanusia juga dapat kita temukan 
dalam Surah an-Nisa'/4: 1, berikut: 
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Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan- 
nya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang- 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada 
Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (pelibaralah) 
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasimu. (an-Nisa'/4: 1) 


Pada umumnya, salah satu ciri yang membedakan ayat 
yang turun pascahijrah—ayat Madaniyyah—adalah penggunaan 
kata seru “Wahai orang-orang yang beriman” pada bagian 
awalnya. Kendatipun, dua ayat di atas yang dimulai dengan kata 
seru “wahai manusia” tidak bisa dipungkiri statusnya sebagai 
ayat Madaniyyah. Ini tentunya bukan tanpa tujuan. Motif 
persaudaraan, persatuan, dan kesatuan adalah yang melatat- 
belakangi mengapa ayat ini mengajak semua manusia, yang 
beriman dan yang tidak, melalui kalimat “wahai manusia”, 
untuk saling membantu dan menyayangi. Manusia berasal dari 
asal yang satu, tidak ada perbedaan antara lelaki-perempuan, 
besar-kecil, mukmin-kafir. Semua dituntut untuk mewujudkan 
kedamaian, stabilitas, keamanan, serta saling menghormati antar- 
anggota masyarakat. 

Ayat yang disebut terakhir ini mengajak manusia untuk 
bertakwa kepada Tuhan yang diungkapkan dengan kata rabb, 
dan bukannya Allah. Penggunaan kata rabb di sini terasa sangat 
sesuai dalam upaya mendorong semua manusia untuk berbuat 
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baik karena Tuhan yang menitahkannya adalah rabb, yang 
memelihara dan membimbing setiap manusia, serta menghin- 
dari sanksi yang dapat saja dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka 
percayai sebagai pemelihara yang selalu menginginkan kedamai- 
an dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilih- 
an kata itu membuktikan adanya relasi antara manusia dengan 
Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan yang intim ini me- 
nuntut setiap orang untuk terus memelihara hubungan baik 
dengan sesamanya. Dalam kaitan ini, Sayyid Outub menyatakan 
bahwa fitrah yang sekilas tampak sederhana ini merupakan 
fenomena yang sangat besar, mendalam, dan berat. Jika 
manusia mengefektifkan pendengaran dan hati mereka untuk 
menelaah fenomena ini, maka dapat dipastikan itu cukup untuk 
membuatnya melakukan lompatan besar dalam hidupnya dan 
mentransformasikannya dari kebodohan menuju kebetpet- 
adaban yang sejati dan layak bagi manusia.” 

Rasulullah menegaskan hal ini dalam beberapa hadis, di 


antaranya: 
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Wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan 
ingatlah pula bahwa ayah kalian adalah satu. Ingatlah, tidak ada 
keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, non-Arab atas orang 
Arab, orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, dan orang berkulit 
putih atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Sudahkah aku 
sampaikan—apa yang harus aku sampaikan?” Mereka menjawab, 
“Rasulullah telah menyampaikan—apa yang harus belian sampaikan. 


f 


Keadilan dalam Kehidupan 241 


(Riwayat Ahmad dari sahabat yang turut menghadiri khutbah 
Nabi pada pertengahan hari Tasyriq) 


SB ES DA A Maa 


Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta benda kalian, 
melainkan Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. (Riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah) 


Topik kesetaraan antarmanusia juga dibicarakan dalam 
beberapa ayat lain, seperti dalam Surah al-A'raf/7: 189 dan az- 
Zumat/39: 6. Keduanya menjelaskan bahwa manusia dijadikan 
dari diri yang satu. Sedangkan Surah Fātir/35: 11, Gafir /40: 
67; dan al-Mu'minūn/23: 12-14 menerangkan asal kejadian 
manusia, yaitu mulai dari tanah, kemudian dari setetes air mani, 
dan proses-proses selanjutnya. 

Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas menegaskan kembali 
bahwa manusia, dari segi hakikat penciptaan, tidak diciptakan 
dari materi yang berbeda-beda. Mereka semuanya berasal dari 
materi yang satu, yaitu tanah, dari diri yang satu, yakni Adam 
yang juga diciptakan dari tanah, dan darinya pula pasangan hi- 
dupnya diciptakan. Karenanya, tidak ada aspek yang membuat 
satu individu, golongan, dan ras lebih baik ketimbang yang lain. 
Kulit putih tidak lebih utama daripada kulit berwarna, tuan ti- 
dak lebih mulia daripada pembantunya, dan pemerintah tidak 
lebih baik daripada rakyatnya. Karena manusia diciptakan dari 
materi yang sama, maka tidak ada alasan yang membenarkan 
seseorang atau golongan tertentu untuk membanggakan diri 
dan menghina yang lain.” 

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa basis utama yang 
dipakai oleh al-Qur'an untuk membangun kehidupan sosial 
yang adil adalah prinsip persamaan—egahitarianisme—dan mengi- 
kis habis segala bentuk fanatisme golongan. Dengan persamaan 
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ini, setiap individu dalam masyarakat dapat melakukan kerja- 
sama meski mereka dipisahkan oleh perbedaan prinsip atau 
akidah. Perbedaan itu tidak ditujukan untuk memperlihatkan 
superioritas individu atau golongan tertentu di atas yang lain, 
tetapi agar semuanya berusaha saling mengenal dan menegak- 
kan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan, dan kebebas- 
an. Dari sini muncullah asas berikutnya, yaitu solidaritas sosial. 


c). Solidaritas sosial 

Kebebasan dan kemerdekaan setiap individu untuk 
mengekspresikannya dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan 
orang lain. Karenanya, kehidupan sosial yang adil seperti 
diajarkan oleh Al-Qur'an harus dibangun di atas bentuk-bentuk 
kerjasama dalam bingkai persaudaraan. Kerjasama antaranggota 
masyarakat merupakan suatu keniscayaan demi terpelihara dan 
tercapainya kepentingan bersama. 

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa sesama 
mukmin adalah bersaudara. 


Loh PA Gn y A AA o% Yaa < sa? od 
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Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurat/49: 10) 


Rahmat kepada suatu masyarakat, utamanya masyarakat 
muslim, akan dicurahkan oleh Allah selama persaudaraan antar 
sesama anggota masyarakat itu masih terjaga dengan baik. 
Abdullah Yusuf Ali, dalam menafsirkan ayat ini, menyatakan 
bahwa perwujudan persaudaraan antarmuslim (muslim brother- 
hood) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam. Islam 
tidak dapat direalisasikan sama sekali hingga ide besar ini 
berhasil diwujudkan.” 

Ayat-ayat dalam Surah al-Hujurat di atas umumnya berisi 
petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat 
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muslim khususnya, dan masyarakat manusia dalam lingkup 
yang lebih luas. Ayat 11 dan 12, misalnya, berisi suatu kode etik 
yang harus dipegang oleh masyarakat muslim, yaitu tidak saling 
melecehkan karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik 
daripada yang melecehkan. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 
baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan- 
perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi 
perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang 
mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan 
janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk- 
buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. 
Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang 
zalim. (a1-Hujutāt/49: 11) 


Sesama mukmin juga dilarang saling berburuk sangka 
dan membiacarakan kekurangan saudaranya. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 


sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari- 
cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
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menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Teniu kamu merasa 
Jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Hujurat/49: 12) 


Al-Qur'an juga menegaskan bahwa orang-orang yang 
berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan 
Allah (kaum Muhajirin), adalah saudara bagi orang-orang yang 
memberi mereka naungan dan pertolongan (kaum Ansar). 


, A DR AAG LA SPPA aa 
AI Bg a A 33 Aa PANAI 
AL SA 


Dig K 2 Aor AA C „ot 
RI rpm AB 3 bio, 


Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad 
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang 
memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 
Mubajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.” (al-Anfal/ 8: 
72) 


Kata yang relevan dengan bahasan ini adalah auliya', 
bentuk plural dari wa/iy. Kata ini pada mulanya berarti dekat, 
dan kemudian melahirkan aneka makna, seperti membela, 
melindungi, membantu, mencintai, dan semisalnya. Sebagian 
mufasir, seperti al-Qurtubi, menyatakan bahwa ayat ini pada 
awalnya turun dalam konteks waris. Artinya, dengan berhijrah, 
sesama muslim pada zaman Rasulullah bisa mewarisi satu sama 
lain. Kemudian, ketentuan ini dibatalkan dengan turunnya ayat 
ke-75 dari surah yang sama. Dalam ayat yang disebut terakhir 
ini dinyatakan bahwa orang-orang yang saling mempunyai 
hubungan kekerabatan lebih berhak sebagai ahli waris daripada 
yang tidak demikian. Sejak saat itu, hukum waris antarsesama 
muslim didasarkan pada dua sebab saja, yaitu kekerabatan dan 
keimanan.” 

Pandangan al-Qurtubi ini tidak disepakati oleh banyak 
mufasit lain. Menurut mereka, kata au/iya' dalam ayat tersebut 
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mengandung pengertian yang sama dengan atti literalnya, tidak 
dalam arti saling mewarisi. Lebih-lebih, pengkhususan ayat ini 
dalam bidang waris belaka akan membuatnya mansukh.” 

Ayat di atas menegaskan bahwa prinsip paling pokok dari 
ajaran Islam, yaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan 
Muhammad sebagai Rasul-Nya, harus membuat semua orang 
lepas dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai 
tauhid, baik itu dalam bentuk bangsa, suku, maupun keluarga. 
Kesetiaan harus aer sepenuhnya kepada Allah. 
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Katakanlah, “Tika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, 
istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, 
perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah 
tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan 
Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah 
memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang fasik. (at-Taubah /9: 24) 


Oleh Al-Qur'an, kaum Muhajirin dan Ansar yang 
bersaudara itu kemudian dinilai sebagai mukmin-mukmin sejati. 


GS SN, AN Sa Kaler, BS Gali, 
Âz „B_ > 


anta Haa ilad GEN 


Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan 
Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi 
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pertolongan (kepada orang Mubajirin), mereka itulah orang yang benar- 
benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang 
mulia. (al-Anfāl/8: 74) 


Salah satu alasan yang mewajibkan setiap muslim untuk 
menjaga tali persaudaraan dengan sesamanya adalah demi 
mencegah timbulnya fitnah dan kekacauan dalam masyarakat 
yang mereka bangun. Allah berfirman: 
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Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang 
lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan 


Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan 
kerusakan yang besar. (al-Anfal/8: 73) 


Fitnah, kekacauan, dan kerusakan pada ayat ini dapat 
dijelaskan dengan melihat latar belakang historis masyarakat 
Arab ketika ayat ini turun. Masyarakat Arab nonmuslim ketika 
itu adalah masyarakat barbar yang berlaku kejam terhadap 
kaum muslim. Di sisi lain, sebagian muslim masih memiliki 
sanak saudara yang masih kafir. Memang, dengan menutup 
mata dari perbedaan akidah, sebagian di antara mereka masih 
menjalin persaudaraan yang karib. Ini berpotensi membahaya- 
kan akidah kaum muslim, utamanya mereka yang kadar ke- 
imanannya masih cukup labil. Pergaulan dapat mempengaruhi 
mereka, perilaku buruk kaum musyrik pun tidak mustahil dapat 
memengaruhi perilaku kaum muslim. Belum lagi jika rasa 
sayang dan persaudaraan itu kemudian mengantar mereka kem- 
bali kepada kekufuran, atau membuat rahasia kaum muslim 
terbongkar. Sedangkan mereka yang tidak lagi menjalin persa- 
habatan dan persaudaraan dengan kaum musyrik tidak mesti 
terlepas dari bahaya. Mereka malah berpotensi menghadapi 
intimidasi dan siksaan dari kaum musyrik. Ini akan menjadi 
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salah satu metode kaum musyrik dalam menyeret muslim yang 
tidak kuat mental untuk murtad. Karena itu, ayat ini mengecam 
keras mereka yang tidak berhijrah, lebih-lebih kaum muslim 
yang berhijrah sangat mendambakan dukungan saudara-saudara 
seiman dalam menghadapi tentangan kaum musyrik, Yahudi, 
dan munafik. 

Untuk itu, Allah menghimbau kaum muslim untuk 
meneguhkan persatuan dan menghindari perpecahan. 


San ; Laa NGA GA NANA 
z2 yr Job K Ati „J or Šī 01,3 A 
en an Bai AAN 5 


s 


„gs viš gu Bus Li a wa ABA 
Dar KS Aik Da Kab ÉN AS 


Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 
Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 
menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang 
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 
(Ali Imrān/3: 103) 


Pesan dalam ayat ini ditujukan kepada kaum muslim 
secara kolektif atau dalam konteks bermasyarakat. Ini dapat 
dilihat dari penggunaan kata plural—jawa“ yang mengandung 
arti semua, dan firman-Nya wala tafarragiu—janganlah bercerai- 
berai. Secara umum, ayat ini berusaha mengikat kaum muslimin 
dalam ikatan persaudaraan yang kuat dengan disertai penegakan 
disiplin di antara mereka tanpa terkecuali. Bila satu individu 
dari kelompok ini lengah atau menyimpang, hal itu tentu 
memengaruhi keseimbangan di dalamnya. 

Untuk itu, dibutuhkan kemauan untuk bahu-membahu 
dan saling bantu antarindividu yang terikat dalam komunitas 


248 Keadilan dalam Kehidupan 


muslim. Inilah corak masyarakat ideal yang digambarkan oleh 
Al-Qur'an. 


SASARAN BN GC 


KADGA ge NA KA jah ga BSN, |; 


Am AA AP HOST Lab 
„J! f BS; SALA BA ESA 


PRETA 


EREET ss 


Wabat orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan galā'id (bewan- 
hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang- 
orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan 
keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, 
maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada 
suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilbaram, 
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong- 
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. 
(al-Ma'idah/5: 2) 


Tolong-menolong dalam persaudaraan harus menjadi 
sifat seorang mukmin dalam kehidupan bermasyarakat. Allah 
berfirman: 


SERA SRL 
ANGGA MI „rit? A ng A 
an Moss sl Di A o 
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Tang AA oA WA 
Ka ANA na SAH ayun 


Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan 
salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)” 


Isyarat bahwa setiap mukmin harus selalu tolong- 
menolong satu sama lain dapat kita temukan dalam frase 
"ba'duhum auliyā'u ba'd”, berbeda dengan redaksi yang dipakai 
dalam ayat ke-67 pada surat yang sama, dalam mensifati orang 
munafik: “ba duhum mim ba'd”. Perbedaan ini, menurut al-Biga'i, 
menunjukkan bahwa kaum mukmin tidak perlu saling 
menyempurnakan keimanan satu dengan lainnya, karena setiap 
individu sudah memiliki iman yang kuat dan berlandaskan 
dalil-dalil ga#7, bukan sekadar taklid.” 

Sayyid Qutb menambahkan, meski tabiat orang munafik 
satu dengan lainnya adalah sama, demikian pula sumber ucapan 
yang berasal dari ketiadaan iman, kebejatan moral, dan 
semisalnya, namun persamaan ini tidak membuat mereka 
sampai pada taraf auliya —saling bantu. Tingkatan auliya hanya 
bisa dicapai dengan keberanian, saling bantu, dan tanggung 
jawab yang kesemuanya bertentangan sama sekali dengan tabiat 
kemunafikan. Mereka adalah individu-individu yang saling 
pendar, dan bukannya satu kelompok yang solid meski mereka 
secara kasat mata tampak mempunyai persamaan sifat dan 
perilaku.” 


Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda: 
pa jan Ny ai Ka Bg pd sar bag 


(S 5! aya ul 
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Orang mukmin satu dengan lainnya adalah bagai sebuah bangunan yang 
bagian-bagiannya saling memperkuat satu sama lain. (Riwayat al- 
Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asyʻarī) 


Untuk itu, bila di antara sesama mukmin terjadi 
perselisihan maka anggota masyarakat lainnya bertanggung 
jawab untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka. 
Allah berfirman”: 


A 2, 2742 en 24l or 2 ra MT 
WI OB AP ES ea jal a Aa b OL) 
KP a 217 zu > ey Fra: — > > 2224 A is 227 mr 
Yaa pa WAR Sela ob MA dleca Kana SANI de 

pa zatf 4 Ah zË mr 2r? 

Geh LAN Pane JA, 
Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 
galim terbadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang 
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. 
Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, 


Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (al- 
Hujurat/49: 9) 


Melalui ayat ini, Allah menuntut komunitas mukmin 
untuk menciptakan perdamaian di lingkungan intern mereka 
sendiri. Jika dalam komunitas ini terjadi perselisihan maka 
anggota komunitas yang lain dituntut untuk menghentikannya 
dengan berbagai upaya, seperti menasehati, mengultimatum, 
atau bahkan dengan menjatuhkan sanksi hukum bila memang 
diperlukan.” Dengan kata lain, anggota komunitas yang lain 
bertanggung jawab untuk mendamaikan pihak-pihak yang 
bertikai dengan memakai hukum Allah dan menjadikannya 
sebagai patokan, baik yang berkaitan dengan hak maupun 
kewajiban masing-masing pihak secara adil. Jika salah satu 
pihak enggan menerima klausul perdamaian menurut hukum 
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Islam dan melanggar ketetapan Allah tentang prinsip keadilan, 
maka pihak itu boleh diperangi untuk mengembalikan mereka 
kepada hukum dan perintah Allah, yakni perdamaian. Jika 
pihak yang disebut terakhir ini mau kembali kepada hukum dan 
perintah Allah, maka komunitas mukmin harus mendamaikan 
kedua pihak itu dengan jujur dan adil. Juga, mereka dituntut 
untuk menghilangkan trauma pascapertikaian untuk mengubur 
sisa-sisa permusuhan yang berpotensi menimbulkan gejolak 
kembali di lain waktu." Oleh karena itu, pihak mediator perlu 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam 
melaksanakan tugasnya itu. 


D. Kesimpulan 
Beberapa butir kesimpulan yang dapat disarikan dari 
uraian di atas di antaranya: 

1. Setiap orang memiliki peran yang beragam dalam kehidup- 
annya, dan pelaksanaan peran itu harus selalu didasari prin- 
sip keadilan. 

2. Bersikap adil dalam melaksanakan peran itu pada dasarnya 
sama dengan berbuat baik terhadap diri sendiri. Wallahu 
a lam bis sawab. |] 
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5 Sayyid Qutub, Fi Zilali-Our'an, juz 5, h. 159. 
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menyebut nama terang sahabat yang meriwayatkan kepadanya. Dalam 
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a G 


KEADILAN DALAM 
REKRUTMEN APARAT 


ay 


slam adalah agama yang berkomitmen kuat terhadap ke- 
IE Keadilan sering diartikan sebagai “pemberian hak 

kepada pemiliknya melalui cara yang paling dekat (isalul- 
bagg ilā sahibih min agrabikturug ilaib).” Implementasi keadilan 
antara lain tampak pada dua hal: penegakan hukum dan 
rekrutmen aparat. Keadilan dalam penegakan hukum berarti 
bahwa pihak yang benar, berhak dimenangkan dalam berperka- 
ra. Sebaliknya, pihak yang salah tidak berhak dimenangkan. Se- 
dangkan keadilan dalam rekrutmen aparat berarti bahwa 
jabatan-jabatan publik menjadi hak dari orang-orang yang me- 
mang memiliki kompetensi yang memenuhi syarat yang diper- 
lukan bagi jabatan itu. 

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengupas masalah ke- 
adilan dalam rekrutmen aparat menurut perspektif Al-Qur'an. 
Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan jabatan 
akan dibahas sedemikian rupa, di antaranya dengan menampil- 
kan beberapa pendapat dan komentar dari para mufasir. Sudah 
barang tentu, pelibatan hadis-hadis Nabi dalam hal ini adalah 
sebuah keniscayaan. Sebagaimana telah diketahui, salah satu 
fungsi hadis adalah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an.” 
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A. Jabatan sebagai Amanah 

Al-Qur'an tidak berbicara secara khusus tentang jabatan, 
demikian pula kaitan antara jabatan dan amanah. Pernyataan 
secara khusus dan eksplisit menyebut jabatan sebagai amanah 
pertama kali dilontarkan oleh Rasulullah kepada Abu Zarr al- 
Gifari seperti diriwayatkan oleh Muslim dalam ahih-nya: 


a a 
LB varš ie 2 


LA ULAR Gp AA ps GAG UG, is UN 3 ui 


Hai Abu Zarr sesungguhnya engkau itu lemah dan sesungguhnya 
Jabatan itu amanah, dan jabatan itu kelak di hari kiamat menjadi 
(sebab) kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil 
Jabatan itu dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi 
kewajibannya dalam jabatan itu. (Riwayat Muslim dari Abu Zarr) 


Dalam hadis ini, Rasulullah menegaskan bahwa jabatan 
merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepada seseorang. 
Ia wajib selalu waspada dalam menjaga amanah itu, karena jika 
tidak waspada, jabatan itu justru menjadi sebab kehinaan dan 
penyesalan di hari kiamat. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa 
penyelewengan sang pejabat terhadap jabatannya itu belum 
sempat terungkap di dunia. Maka di akhirat, ia pasti akan 
menghadapi kehinaan dan penyesalan. Bila penyimpangan sang 
pejabat telah terungkap di dunia maka kehinaan dan penyesalan 
tidak perlu ditunggu sampai datangnya hari kiamat, melainkan 
sudah langsung dialami pada saat hidup di dunia, seperti yang 
dapat disaksikan, antara lain, pada para pejabat korup yang 
diseret ke meja hijau dan kemudian divonis sebagai terpidana 
yang harus meringkuk di balik terali besi penjara. 

Agar umatnya tidak enggan menerima dan bahkan cende- 
rung menghindari jabatan, Nabi memberikan pengecualian, 
yakni bagi orang yang memeroleh jabatan dengan jalan yang 
hak, bukan melalui rekayasa, suap, dan cara-cara lain yang tidak 
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terpuji. Tidak hanya sampai di situ, kekuasaan harus dibarengi 
kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai pejabat. 

Berdasarkan sabda Nabi itu, penelusuran tentang pan- 
dangan Al-Qur'an tentang jabatan dan rekrutmen pejabat dalam 
tulisan ini bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait 
dengan amanah. Kata amanah disebut sebanyak 6 kali dalam 
Al-Qur'an:* 2 kali dalam bentuk tunggal (singular), dan 4 kali 
dalam bentuk jamak (plural). 

Kata “amanah” dalam bentuk mufrad terdapat dalam 
firman Allah: 


GLÉ LAKI Yan PAN Je UNG sa | 


5 X4 Lt og a” 


NA AVS SIJAS UM AE PAA 


Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah 
amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat 


bodoh. (al-Ahzāb/33: 72) 


2... 


Sa EA Ss ak KERAS 


Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
Jang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang-nya) dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (al-Bagarah/2: 283) 


Kata “amanah” dalam bentuk jamak terdapat dalam 
firman Allah: 


Aa 3 


Sesks AG 


Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan 
Janjinya. (a1-Mu'minūn/23: 8 dan al-Ma'ārij/70: 32) 
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s 5/7 A9 Pd aa 27 m ce 47457 A Z) Kd 
GAN AKAL ea ERA Sea 
P, 7f» LG 5 8 ģ Inn g Ë, 27, A KEH 
Pa SNG AN baan JA SSI 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 


sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa'/4: 58) 


Z,A? ot y 17 A Pal KAG ZA IKT 2 A = KA Bam 
Gal AKN An Gya GAN ga Waa MGG 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 


dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Al-Anfal/ 8: 27) 


Ayat pertama (al-Ahzab/33: 72) tidak berkaitan dengan 
jabatan sebagai amanah, karena kata amanah dalam ayat ini 
mengacu kepada apa yang dipercayakan kepada manusia 
sebagai makhluk ciptaan Allah secara komunal, bukan kepada 
manusia sebagai pejabat secara personal. Ar-Ragib al-Asfahani 
menyebutkan beberapa pendapat mengenai arti kata amanah 
dalam ayat ini, yakni: kalimat tauhid, keadilan, huruf hijaiyah, 
dan akal. Dari keempatnya, ar-Ragib cenderung memilih 
pendapat yang terakhir, yakni akal. Ia memperkuat pilihannya 
itu dengan menyatakan bahwa dengan akal ke-Esa-an Allah 
(tauhid) dapat diketahui, dan dengan akal pula keadilan bisa 
berlaku. Dengan akal, huruf-huruf hijaiyyah bisa diketahui, 
dengan akal pula segala sesuatu yang berada dalam jangkauan 
manusia dapat dipelajari, dan dengan akal pula manusia dapat 
melakukan berbagai kebaikan. Dengan akal manusia dilebihkan 
Allah atas kebanyakan makhluk ciptaan-Nya.” 

Adapun ayat kedua (al-Bagarah/2: 283), sesuai dengan 
konteksnya yakni pembicaraan tentang utang-piutang, maka 
yang dimaksud dengan amanah yang harus ditunaikan adalah 


258 Keadilan dalam Rekrutmen Aparat 


utang debitur kepada kreditur. Dengan demikian, ayat tersebut 
tidak relevan untuk dihubungkan dengan jabatan. 

Berbeda halnya dengan ayat ketiga dan keempat yang 
datang dengan redaksi yang sama (al-Mu'minūn/23: 8, dan al- 
Ma'ārij/70: 32. Kedua ayat ini menyebut kata amanah dalam 
bentuk jamak dengan pengertiannya yang luas, yakni segala 
sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Dengan demiki- 
an, jabatan bisa saja dimasukkan ke dalam cakupan arti amanah 
andaikata kedua ayat ini bukan termasuk dalam golongan Surah 
Makkiyah. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa surah 
al-Mu'minūn dan al-Mafrij turun pada periode Mekah, ketika 
tatanan sosial dan pemerintahan Islam belum terbangun, maka 
pemaknaan amanah untuk dikaitkan dengan jabatan menjadi 
kehilangan relevansinya. 

Sedangkan ayat kelima dan keenam yang berada dalam 
kelompok surah Madaniyyab, memuat kata amanah dalam 
bentuk jamak yang memungkinkannya untuk memiliki cakupan 
yang sangat luas." Meminjam ungkapan M. “Ali as-Sayis, kata 
amanah di sini berarti segala sesuatu yang dipercayakan kepada 
seseorang. Dengan demikian, pemaknaan amanah dengan arti 
yang mencakup jabatan merupakan pemaknaan yang sudah 
pada tempatnya. Lebih lagi jika dicermati bahwa riwayat sabab 
nuzūl ayat kelima (an-Nisā'/4: 58) tenyata menyangkut jabatan 
sidinah—juru kunci Kabah. Diriwayatkan, ketika Rasulullah 
masuk ke kota Mekah pada hari pembebasan Mekah (yaum fath 
Makkah), “Usman bin Talhah bin “Abdud-Dar (juru kunci 
Kabah yang non-muslim) segera mengunci pintu Kabah. Ia 
naik ke atap Kabah dan menolak untuk menyerahkan kunci 
Kabah kepada Nabi. “Ali bin Abi Talib lalu merampas kunci itu 
dari tangan Usman, dan pintu Kabah pun dibuka. Rasul masuk 
dan salat dua rakaat. Ketika Rasul keluar, al “Abbas meminta 
kunci itu agar ia nantinya bisa merangkap jabatan sebagai 
sidinah sekaligus sebagai sigayah (penyedia air untuk jemaah 
haji) yang sudah ia pegang sebelumnya. Maka turunlah Surah 
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an-Nisa'/4: 58 kepada Nabi. Nabi kemudian meminta “Ali bin 
Abi Talib untuk mengembalikan kunci Kabah kepada “Usman 
sambil minta maaf. “Ali memberitahu “Usman perihal turunnya 
ayat ini, dan itu membuatnya terharu hingga akhirnya ia 
menyatakan masuk Islam. Selanjutnya diceritakan bahwa Jibril 
turun dan berwasiat kepada Nabi agar mempercayakan jabatan 
sidanah kepada “Usman bin Talhah dan keturunannya hingga 
akhir masa." 

Selain riwayat sabab nuzul di atas, pernyataan Nabi kepada 
Abū Žart bahwa jabatan adalah amanah semakin mempertegas 
indikasi masuknya jabatan dalam pengertian umum amanah 
yang termaktub dalam Surah an-Nisa'/4: 58. Hadis tersebut 
dapat menjadi penafsir terhadap ayat dimaksud. Dalam ranah 
tafsir, itu disebut sebagai tafsir bi-ma'sir atau bil-mangul. 
Walaupun penafsiran bi-ma'sir ini tidak dimaksudkan untuk 
membatasi keumuman arti lafal amanah seperti juga riwayat 
sabab nuzūl-nya, namun sekali lagi, keberadaan hadis Abū Žart 
dan riwayat sabab nuzūl memperkuat masuknya jabatan dalam 
cakupan pengertian amanah. 

Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak banyak mufasir 
yang tertarik untuk mengaitkan pengertian amanah dengan 
jabatan. Sebagai contoh, M. Rasyid Rida yang juga meyakini 
keumuman arti amanah, mengutip dari gurunya Syaikh 
Muhammad “Abduh dua bentuk amanah, yakni amanah ilmu 
dan amanah harta. Di samping itu, ia mengutip pula dari 
sebagian ulama pendapat yang membagi amanah menjadi tiga: 
amanah hamba terhadap Tuhannya, amanah hamba terhadap 
sesama manusia, dan amanah manusia terhadap dirinya." 

Kutipan Rasyid Rida dari sebagian ulama ini senada 
dengan apa yang disebut oleh M. “Alt as-Sayis sebagai amanah 
dalam hal-hal yang termasuk hak Allah, amanah mengenai hak 
diri sendiri, dan amanah yang berkaitan dengan hak orang lain. 
Ketiga macam amanah ini wajib dijaga dan dipertahankan 
kelangsungannya." 
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Bila uraian tentang kaitan antara amanah dan jabatan 
sangat langka di kalangan mufasir ketika menafsirkan Surah an- 
Nisa'/4: 58, maka sikap sebaliknya—yakni mengaitkan jabatan 
dan amanah—dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah. Menariknya, 
uraian itu tidak dituangkannya dalam kitab tafsir, melainkan 
dalam kitab tentang seluk-beluk pemerintahan, as-Siyasah asy- 
Syari'iyyah. Ibnu Taimiyyah, sejak bagian awal kitabnya ini, telah 
menegaskan bahwa jabatan (al-wilayah) merupakan amanah 
yang wajib ditunaikan, sesuai dengan sabab nuzul ayat tersebut. 
Karenanya, penguasa wajib merekrut orang yang paling kompe- 
ten untuk mengisi jabatan-jabatan publik umat Islam.” Ibnu 
Taimiyyah menguraikan seluk-beluk jabatan dengan panjang 
lebar, berangkat dari pemahamannya terhadap ayat 58 Surah 
an-Nisa' di atas. Sekitar 23 halaman dari bukunya ini dihabis- 
kannya untuk membicarakan masalah jabatan sebagai amanah." 

Uraian Ibnu Taimiyyah tentang jabatan sebagai amanah 
ini sebetulnya sempat terbaca oleh Muhammad “Abduh, seperti 
diungkapkan oleh muridnya, M. Rasyid Rida, namun tidak 
banyak komentar yang diberikan “Abduh terhadap uraian Ibnu 
Taimiyyah ini." Sikap berbeda ditunjukkan oleh al-Oāsimī. 
Ketika menafsirkan ayat 58 Surah an-Nisa'/4 di atas, ia mengu- 
tip utuh beberapa bagian penting dari uraian Ibnu Taimiyyah 
tentang jabatan sebagai amanah." Hal ini menunjukkan bahwa 
al-Oāsimī sangat mendukung penafsiran itu. 


B. Rekrutmen Aparat dalam Rangka Penunaian Amanah 
Bila status jabatan sebagai amanah sudah tidak diragukan 
lagi, maka perintah untuk menunaikan amanah kepada pemilik- 
nya berarti perintah untuk menyerahkan jabatan kepada orang 
yang memang berhak dan layak untuk itu. Ibnu Taimiyyah 
menyebutnya dengan istilah isi malul-aslah—tekrutmen orang 
yang paling layak." Dengan prinsip ini, adalah wajib hukumnya 
bagi penguasa untuk mengisi setiap pos jabatan publik dengan 
orang yang paling layak. Hal ini berlaku umum dan merata, dari 
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jabatan tinggi seperti para pejabat tinggi pemerintahan, militer 
dan lain-lain, sampai jabatan imam salat, muaggin, dan 
semisalnya. Semua bentuk pelanggaran atas prinsip ini sama 
saja dengan penyia-nyiaan amanah yang akan berakibat fatal 
bagi komunitas masyarakat atau bangsa. Ini sesuai dengan 
penegasan Rasulullah dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari dari 
Abu Hurairah: 
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"Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran.” 
Rasulullah ditanya, “Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan 
amanah itu?” Rasulullah menjawab, “Apabila suatu urusan telah 
diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat 
kehancuran itu.” (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah) 


Dampak buruk dari rekrutmen aparat yang tidak layak 
dan ahli di bidangnya (tawsidul-amr ila gair ahlih) seperti ditegas- 
kan Nabi dalam hadis di atas, dapat sepenuhnya dipahami. 
Pejabat yang tidak memiliki keahlian di bidangnya mustahil 
diharapkan untuk dapat berhasil mengelola bidang tugasnya se- 
cara baik dan benar. Selain itu, tersingkirnya orang-orang yang 
layak dan ahli dalam bidang itu akibat rekrutmen yang tidak adil 
akan mengakibatkan problem dan kerawanan tersendiri. 

Selain dipandang sebagai bentuk penyia-nyiaan amanah 
(tadi'ui-amānah), rekrutmen yang tidak benar dianggap pula 
sebagai bentuk pengkhianatan kepada Allah, rasul-Nya, dan 
kaum mukmin secara umum. Hal ini ditegaskan oleh Nabi 
dalam hadis riwayat al-Hakim dalam Sahih-nya: 
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Barang siapa mengangkat seseorang dari sekelompok orang padahal 
dalam kelompok itu ada orang yang lebih Allah ridai maka ia telah 
mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. 
(Riwayat al-Hakim dari Husain bin Qais at-Rahbī, ‘Ikrimah, 
dan Ibnu “Abbas) 


Dalam hubungan ini, diriwayatkan pula dari 'Umar bin 
Khattab bahwa ia berkata: 
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Barang siapa mengelola dan memimpin suatu urusan kaum muslimin, 
lalu ia mengangkat seseorang karena hubungan kasih sayang atau 


kekerabatan antara keduanya, maka sungguh ia telah mengkhianati 
Allah, rasul-Nya, dan kaum muslimin. 


Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa berpa- 
lingnya seseorang dari merekrut orang yang paling berkompe- 
ten kepada orang yang lain yang kurang kompeten bisa jadi 
diakibatkan oleh adanya hubungan kekerabatan, primordial 
(kedaerahan), mazhab, etnis, dan semacamnya. Suap (risywah) 
yang diberikan oleh pihak yang tidak berkompeten itu juga 
memainkan peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Faktor kebencian dan permusuhan kepada orang yang paling 
berkompeten juga tidak jarang memotivasi seseorang untuk 
tidak merekrutnya sebagai pejabat. Sikap seperti ini, menurut 
Ibnu Taimiyyah, termasuk dalam keumuman pengertian 
khianat yang dilarang Allah dalam firman-Nya: 
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 


dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfal/ 8: 27) 


Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah ini memang 
dapat diterima. Dalam tradisi penafsiran Al-Qur an, itu disebut 
dengan tafsir bi-ma'sur, karena penafsiran itu didasarkannya 
pada hadis Nabi dan riwayat dari sahabat, yakni “Umar bin al- 
Khattab, seperti telah dikutip sebelumnya. 

Faktor lain yang kerap mengintervensi seseorang dalam 
bertindak adil dalam rekrutmen aparat dalam jabatan publik 
ialah adanya pihak-pihak yang meminta-minta jabatan. Hal ini 
seringkali menyebabkan kerikuhan pada pihak yang diminta, 
sehingga objektivitasnya menjadi terganggu. Untuk itu, Islam 
melarang orang meminta-minta jabatan, sesuai dengan prinsip 
Islam bahwa jabatan adalah sebuah amanah yang harus disikapi 
dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Sedikit saja 
pemangku jabatan itu lengah, dampak buruk dalam bentuk 
kehinaan dan penyesalan sudah siap menunggu di akhirat. 
Dengan demikian, tidak sepatutnya jabatan itu diminta dan 
diperebutkan. Terkait hal ini, Rasulullah bersabda dalam 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim: 


cor 


JA Ae o Nb gai JŪS UAS GP KEN 
JENG Ge a ngah a, 
TE A GN lg Utan LE SS Gh US U LĪ oral 

GAN GAN AS E Ol] 63) 


Wahai “Abdurrahman bin Samurah, janganlah kau minta jabatan 
karena jika kau diberi jabatan dengan cara meminta, niscaya kamu 
akan dibiarkan bersama jabatan itu—tanpa bantuan Allah. Tapi jika 
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kau diberi jabatan itu tanpa memintanya, niscaya kamu akan dibantu 
untuk dapat menunaikannya. Jika kau bersumpah (untuk melakukan 
sesuatu) lalu engkau melihat hal lain yang lebih baik darinya maka 
langgarlah sumpahmu itu dan lakukanlah (apa yang kau yakini) lebih 
baik. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari “Abdurrahman bin 
Samurah) 


Masih terkait dengan larangan meminta jabatan ini, al- 
Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Musa al-Asytārī: 
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Aku bersama dua orang dari kaumku menghadap Nabi sallallahu 
alaihi wa sallam, salah seorangnya berkata, “Ya Rasulullah, angkat 
kami (untuk menjadi pejabat)!” Yang satunya lagi mengatakan hal yang 
sama. Maka Rasulullah bersabda, “Sungguh, kami tidak memberikan 
Jabatan kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang 
sangat mengharapkannya,” (Riwayat al-Bukhari dari Abu Musa) 


Larangan meminta jabatan seperti tersebut dalam dua 
hadis di atas sepenuhnya dapat dimaklumi. Selain karena itu 
tidak sejalan dengan status jabatan sebagai amanah yang harus 
dijalankan dengan hati-hati—seperti disinggung sebelumnya, hal 
itu juga dapat menimbulkan kecurigaan adanya niat-niat buruk 
dari orang yang meminta jabatan itu. Mungkin saja yang 
bersangkutan memposisikan jabatan sebagai sarana untuk 
memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan golongannya. Kalau 
itu benar-benar terjadi maka masyarakat dan negara juga yang 
akan menanggung risikonya. 

Dalam hubungan ini perlu digarisbawahi bahwa larangan 
bagi seseorang untuk mengajukan diri sebagai pejabat berkedu- 
dukan sebagai kaidah umum. Pengecualian dari kaidah itu dapat 
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dilakukan bila dalam kondisi darurat atau bila kemaslahatan 
meniscayakan hal itu. Seperti dimaklumi, ketika Nabi menyam- 
paikan larangannya itu, jumlah kaum muslim, khususnya mere- 
ka yang layak memegang jabatan masih sangat terbatas. Dalam 
situasi dan kondisi seperti itu, tidak sulit bagi Nabi untuk 
mengenal dengan baik keahlian dan track record sebagian saha- 
batnya yang layak untuk dinominasikan sebagai pejabat publik. 
Untuk itu tidak diperlukan adanya penawaran diri oleh orang- 
orang yang merasa mampu. Bahkan, penawaran diri dalam 
keadaan seperti itu dapat dianggap sebagai ambisi yang patut 
dicurigai. Jadi Wat (kausa hukum) dari larangan Nabi itu sepe- 
nuhnya dapat dipahami. 

Namun, situasi dan kondisi masyarakat dan negara pada 
masa kini sudah jauh berbeda. Persoalan menjadi sedemikian 
kompleks sehingga tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk 
tahu benar siapa-siapa saja yang layak direkrut menjadi pejabat 
dan aparat di berbagai bidang, seperti juga tidak mudah bagi 
masyarakat untuk tahu benar orang-orang yang layak mewakili 
mereka di lembaga-lembaga perwakilan. Untuk itulah, penga- 
juan lamaran kerja dan pencalonan diri dalam jabatan-jabatan 
publik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang biasa 
terjadi di masa sekarang ini bisa dibenarkan selama para calon 
itu memenuhi kualifikasi pekerjaan dan jabatan yang telah 
ditentukan. Di samping itu, prosedur yang dilalui dalam pen- 
daftaran dan pencalonan harus benar-benar bersih dari kolusi, 
nepotisme, suap, dan semacamnya. Semua prosedur itu harus 
dilalui dengan kompetisi yang fair, bebas dari kampanye hitam 
dan pembunuhan karakter. “Abdul Karim Zaidan memba- 
hasakan kebolehan orang pada masa kini untuk mencalonkan 
diri sebagai pejabat legislatif, dengan ungkapan: 
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Berhubung tampilnya orang-orang yang berkemampuan untuk memegang 
Jabatan-jabatan negara sangailah penting, agar mereka dapat berpar- 
tisipasi dalam mengelola urusan negara sesuai dengan ketentuan syariat 
Islam, maka pencalonan diri seseorang yang kapabel dianggap termasuk 
dalam kategori memandu dan membantu umat untuk dapat memilih 
orang yang paling layak dalam merealisasikan tujuan yang penting. 
Dengan demikian, hukumnya boleh. 


Zaidan berusaha menguatkan pendapatnya itu dengan 
mengutip ucapan Nabi Yusuf yang meminta jabatan bendahara 
kepada raja Mesir, seperti diceriterakan dalam Al-Qur'an: 
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Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir), 


karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan 
berpengetahuan.” (Yusuf/12: 55) 


Permintaan Nabi Yusuf ini, kata Zaidan, tidak mungkin 
diartikan sebagai ambisi Yusuf untuk mendapat jabatan. Per- 
mintaan itu beliau ajukan karena keinginannya untuk mengab- 
dikan diri sebagai subyek perwujudan tujuan-tujuan yang diridai 
Allah.” 

Apa yang dikemukakan Zaidan tentang Nabi Yusuf, jauh 
sebelumnya telah diulas oleh para mufasir. Az-Zamakhsyari 
misalnya, mengomentati ucapan Yusuf yang menyebut dirinya 
sebagai orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan (hafiz 
alim) yang itu merupakan syarat yang diinginkan para raja dati 
orang yang akan mereka angkat sebagai pejabat. Az-Zamakh- 
syari menulis: 
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Sesungguhnya Yusuf mengucapkan kata-kata itu hanyalah dengan 
tujuan untuk dapat melaksanakan hukum Allah, menegakkan 
kebenaran dan keadilan, serta memungkinkan terlaksananya apa yang 
menjadi tujuan pengutusan para nabi untuk manusia; di samping juga 
karena pengetahuan Yusuf bahwa tidak ada orang lain yang mampu 
menggantikan posisinya dalam jabatan itu. Maka Yusuf meminta 
diangkat sebagai pejabat dengan tujuan untuk mengharap keridaan 
Allah, bukan karena ambisinya pada kekuasaan dan dunia. 


Al-Qurtubī juga memberi argumen yang hampir sama. 
Yusuf, menurutnya, meminta jabatan itu hanya karena ia tahu 
bahwa tidak ada orang lain yang mampu menyamai dirinya 
dalam upaya penegakan keadilan, reformasi, dan pemenuhan 
hak kaum fakir miskin. Karenanya, ia yakin bahwa jabatan 
bendahara itu adalah tugas wajib yang sudah ditentukan bagi 
dirinya (fard muta'ayyan 'alaih), sebab tidak ada orang lain yang 
layak untuk itu,” 

Masih menurut al-Qurtubi, ketentuan hukum macam 
ini—bolehnya mencalonkan diri sendiri—tetap berlaku sampai 
sekarang. Artinya, bila seseorang yakin bahwa dirinya mampu 
menegakkan kebenaran di bidang peradilan dan pengawasan, 
dan ketika itu tidak ada orang lain yang layak dan mampu 
menyamai kapabilitasnya, maka wajib baginya untuk memegang 
jabatan itu, salah satunya dengan cara mencalonkan diri. Ia 
wajib menjelaskan secara detail pengetahuan dan kapabilitasnya 
dalam memimpin, seperti dilakukan Yusuf.” 


268 Keadilan dalam Rekrutmen Aparat 


C. Kualifikasi Dasar Rekrutmen Aparat 

Ada dua kriteria yang wajib dipenuhi oleh orang yang 
akan direkrut sebagai pejabat atau aparat, yaitu kemampuan (al- 
quwwah) dan keterpercayaan (al-amanah). Dua kriteria ini disim- 
pulkan oleh Ibnu Taimiyyah dari tiga firman Allah.” 

Pertama, firman Allah ketika mengisahkan ucapan salah 
satu putri Syu'aib: 
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Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 
ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang 

Jang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (al-Qasas/28: 26) 


Kedua, firman Allah ketika mengisahkan ucapan raja 
Mesir kepada Yusuf: 
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Dan raja berkata, “Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih 
dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku.” Ketika dia (raja) telah ber- 
cakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, “Sesungguhnya kamu (mu- 


lai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan 
kami dan dipercaya.” (Yusuf/12: 54) 


Ketiga, firman Allah tentang sifat Jibril: 
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Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa 
oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang memiliki kekuatan, memiliki 
kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki “Arsy, yang di sana (di 
alam malaikat) ditaati dan dipercaya. (at-Yakwit/81: 19-21) 
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Az-Zamakhsyari memberi komentar atas ucapan putri 
Syu'aib pada ayat pertama. Menurutnya, bila kedua sifat ini— 
kemampuan dan keterpercayaan—telah berpadu dalam pribadi 
seseorang yang akan menjalankan perintahmu, pastilah hatimu 
tenang dan tujuanmu akan tercapai. Pentingnya kedua sifat ini 
sangat disadari oleh “Umar bin Khattab. Meski begitu, ia juga 
sangat sadar bahwa dua-duanya sangat sulit berpadu pada diri 
seorang manusia. Itu tergambar dalam curahan hatinya kepada 
Allah: 


ea Gn Laka IN JS 
Aku mengadukan kepada Allah kelemahan orang yang terpercaya dan 
pengkhianatan orang kuat. 


Ketika realitas bahwa kedua sifat itu sulit berpadu pada 
diri seseorang, berhadapan vis a vis dengan kewajiban mendahu- 
lukan orang yang paling kompeten dalam proses rekrutmen 
aparat, maka menurut Ibnu Taimiyyah, kriteria paling kompe- 
ten itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bi- 
dang. Jika dua orang nominee, satunya menonjol dalam segi 
integritas dan keterpercayaan, dan satunya lagi menonjol dalam 
segi kapabilitas, kemampuan, dan kekuatan, maka yang harus 
dipilih adalah dia yang paling berguna dan sedikit mudaratnya 
bagi jabatan itu. Untuk jabatan panglima perang misalnya, yang 
harus diprioritaskan adalah orang yang kuat, berwibawa, dan 
pemberani meski kredit integritasnya agak kurang, ketimbang 
orang yang lemah namun terpercaya dan terjamin integritasnya. 
Karena itu, ketika Imam Ahmad bin Hanbal dimintai pendapat 
tentang dua orang yang dinominasikan menjadi panglima pe- 
rang, yang satu kuat tapi berperilaku buruk, sedang yang 
satunya lagi adalah orang saleh tapi lemah, beliau menjawab: 


270 Keadilan dalam Rekrutmen Aparat 


TA 
ll 


mai f, tā dē ši Ge | FE al Gi 
sāli g PAR IR AA EE 


- 
-o 


30 pall 
Adapun orang yang berperilaku buruk yang kuat, maka kekuatannya 
bermanfaat bagi umat Islam, dan keburukannya akan berdampak pada 
dirinya sendiri. Adapun orang saleh yang lemah, maka kesalebannya 
akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, sedang kelamahannya akan ber- 
dampak buruk pada umat Islam. Karenanya, aku lebih suka berperang 
bersama panglima yang kuat, kendatipun perangainya kurang baik. 


Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis: 


šajā o Ulee ly) LA YEL BASA Pp AM Ol 
Sesungguhnya Allah memperkuat agama ini dengan seseorang yang 
berperilaku buruk. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah) 


Dengan pertimbangan macam ini, dapat dimaklumi 
bagaimana Rasulullah mengangkat Khalid bin al-Walid sebagai 
panglima perang semenjak ia masuk Islam, karena memang 
dialah yang paling layak untuk jabatan itu, kendati integritas 
pribadinya sering dipertanyakan. Kebijakan Nabi ini dilanjutkan 
kemudian oleh Abu Bakar, namun tidak oleh “Umat bin al- 
Khattab yang memecat Khalid dari jabatan panglima. 

Mengomentari hal ini Ibnu Taimiyyah menyatakan: 


ab SG o ih A) Jai ak 0s SS JA D) 
Ba aa SEN HAA 3 ea DS BE PAA aA Eu au 
PI 
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Jika seorang penguasa besar mempunyai perangai yang cenderung lembut, 
maka sang wakil seyogyanya cenderung berperangai keras. Sebaliknya, 
Jika sang penguasa besar cenderung keras, maka sang wakil seyogyanya 
cenderung berperangai lembut. Yang demikian itu agar tercipta 
keseimbangan. 


Seperti diketahui, Abu Bakar adalah pribadi yang cende- 
rung lembut. Maka sangat tepat kalau ia didampingi oleh 
Khalid yang berwatak keras. Sebaliknya, “Umar adalah pribadi 
yang berwatak keras, karenanya tidak tepat bila ia didampingi 
oleh panglima yang juga berwatak keras semisal Khalid. Sebab 
itu, “Umar lebih suka didampingi oleh pribadi yang lembut. 
Orang itu adalah Abu “Ubaidah bin al-Jarrah, yang ia angkat 
sebagai pengganti Khalid. 

Bila dalam hal yang berkaitan dengan militer dan yang 
serupa dengannya faktor kekuatan, wibawa, kecakapan, dan 
kapabilitas harus diprioritaskan, maka ada bidang tertentu yang 
lebih memerlukan kejujuran dan integritas pejabat yang mendu- 
dukinya. Ini berlaku, misalnya, pada bidang keuangan dan 
kekayaan negara. Selain itu, ada bidang yang memerlukan kedua 
sifat itu—kecapakan dan integritas—secara berbarengan. Jika 
kedua sifat itu tidak bisa berpadu dalam diri seorang calon 
pemangku jabatan tertentu, tidak ada salahnya untuk berinisiatif 
mengangkat lebih dari satu orang untuk menempati pos yang 
sama.” 

Sebagai penutup uraian ini, perlu digarisbawahi bahwa 
pengertian guwwah sebagai satu dari dua syarat utama dalam 
proses rekrutmen aparat memiliki tafsiran yang berbeda, sesuai 
dengan bidang yang akan ditangani oleh sang calon. Ouwwah 
dalam bidang militer berarti keberanian, keahlian menyusun 
strategi, dan semacamnya. Sedangkan guwwah dalam bidang 
hukum berarti pengetahuan yang komplit tentang keadilan dan 
penegakan hukum.” 

Sedangkan amanah, sebagai kriteria kedua dalam proses 
rekrutmen aparat, pengertiannya adalah bertakwa kepada Allah, 
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tidak menjual ayat Allah demi dunia, dan tidak takut kepada 
sesama manusia dalam menegakkan kebenaran. Dalam bahasa 
masa kini, amanah dapat diartikan sebagai integritas moral, 
sesuatu yang sangat dibutuhkan setiap waktu dan tempat. 


D. Kesimpulan 

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
penegakan keadilan dalam proses rekrutmen aparat dilakukan 
dengan mengangkat orang yang paling layak (asah) untuk 
menempati jabatan yang ditentukan. Kelayakan itu dapat dilihat 
dari dua hal yang itu adalah syarat pokok, yakni integritas moral 
(amanah), dan kapabilitas atau kemampaun bekerja (guwwah). 

Pelanggaran atas prinsip keadilan dalam rekrutmen aparat 
akan berdampak buruk bagi kelangsungan dan stabilitas hidup 
suatu masyarakat. Sebaliknya, sikap konsisten dalam hal ini 
akan berdampak positif bagi stabilitas dan kelangsungan hidup 
suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sebuah kata 
mutiara disebutkan: 


SERAHAN AT, SAS LAS ag JA AN ad 


# 
-o À 


36, Aada 


- 


Negara yang adil akan lestari, meski itu negara kafir. Sebaliknya, 
negara yang zalim (tidak berkeadilan) akan hancur, walaupun itu 
adalah negara Islam. 


Memang, pada dasarnya Islam mengacu kepada sub- 
stansi, bukan kepada simbol dan penampakan lahiriyah. Ke- 
adilan adalah substansi, sedangkan nama dan label hanyalah 
simbol. Semoga tulisan ini bermanfaat. 

Wallahu a'lam bis-sawab. || 
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— A VI 


HAK ASASI MANUSIA 
DAN RUANG LINGKUPNYA 


g 


anusia diciptakan oleh Allah dengan semputna, jauh 

| N / | melebihi makhluk lainnya. Allah menciptakan manu- 

sia atas dasar fitrah, yaitu potensi dasar untuk bertau- 

hid. Dalam perjalanan hidupnya, sebagian manusia masih mam- 

pu mempertahankan potensi itu, namun tidak sedikit yang 

akhirnya menjadi sesat dan menyalahi hukum Tuhannya. Manu- 

sia, dalam koridor hukum Tuhan, memiliki hak dan kewajiban 

asasi yang seimbang, baik terhadap Tuhannya maupun terha- 
dap sesama. 

Ide tentang ratifikasi hak asasi manusia, misalnya, timbul 
sebagai reaksi atas ketidakadilan, penindasan, perbudakan, dan 
kesewenangan yang terjadi di masyarakat. Hak asasi manusia 
atau biasa disebut Human Rights, memiliki sifat yang universal. 
Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup 
dan hak mendapat perlindungan.' 


A. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Mahakuasa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 
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pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlin- 
dungan harkat dan martabat manusia.” Dalam diri setiap indivi- 
du manusia ada hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihi- 
langkan.” Hak asasi manusia, karena sifat pelaksanaannya yang 
universal, mewajibkan semua individu dan lembaga masyarakat 
untuk menghormati hak-hak orang lain. 

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia 
menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari haki- 
katnya, dan karena itu bersifat suci.” Secara historis, gagasan 
tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah 
(natural rights). Hak-hak alamiah ini sering dihubungkan dengan 
konsep hukum alam (natural law), sebagaimana dikemukakan 
oleh John Locke (1632-1705). HAM ini mula-mula dicantum- 
kan dalam Declaration of Independence Amerika pada tahun 1776." 
Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia 
dan Warga Negara (Declaration des Droits de Homme et du Citoyen) 
Perancis pada 1789.” 

HAM yang mulanya bersifat moral dan bukan politis ini 
menjadi hal yang penting, terlebih setelah Perang Dunia II, 
ditandai dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rights 
pada tanggal 10 Desember 1948 yang didukung oleh sebagian 
besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB me- 
nyetujui pengembangan konsep HAM ini dengan meratifikasi 
tiga persetujuan, yakni International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights; International Covenant in Civil and Political 
Rights; dan Optional Protocol to the International Covenant on Civil and 
Political Rights, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. 


B. Hak Asasi Manusia dan Ruang Lingkupnya 

Di dunia internasional, bidang Hak Asasi Manusia men- 
cakup hak-hak bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, 
serta hak-hak atas pembangunan. Hak-hak tersebut bersifat in- 
dividual dan kolektif.” 


218 Hak Asasi Manusia dan Ruang Lingkupnya 


Hak-hak bidang sipil mencakup aspek-aspek: (1) hak un- 
tuk menentukan nasib sendiri; (2) hak untuk hidup; (3) hak un- 
tuk tidak dihukum mati; (4) hak untuk tidak disiksa; (5) hak un- 
tuk tidak ditahan sewenang-wenang; dan (6) hak atas peradilan 
yang adil. 

Hak-hak bidang politik meliputi: (1) hak untuk menyam- 
paikan pendapat; (2) hak untuk berkumpul dan berserikat; (3) 
hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum; 
dan (4) hak untuk memilih dan dipilih. 

Hak-hak bidang sosial dan ekonomi meliputi: (1) hak 
untuk bekerja; (2) hak untuk mendapat upah yang sama; (3) hak 
untuk tidak dipaksa bekerja; (4) hak untuk cuti; (5) hak atas 
makanan; (6) hak atas perumahan; (7) hak atas kesehatan; dan 
(8) hak atas pendidikan. 

Hak-hak bidang budaya meliputi: (1) hak untuk berparti- 
sipasi dalam kegiatan kebudayaan; (2) hak untuk menikmati ke- 
majuan ilmu pengetahuan; dan (3) hak untuk memeroleh per- 
lindungan atas hasil karya cipta (hak cipta). 

Adapun hak bidang pembangunan yaitu: (1) hak untuk 
memeroleh lingkungan hidup yang sehat; (2) hak untuk meme- 
roleh perumahan yang layak; dan (3) hak untuk memeroleh pe- 
layanan kesehatan yang memadai. 

Dari sekian hak-hak yang sudah disebut di atas, sepuluh 
di antaranya termaktub dalam Undang Undang Nomor 39 Ta- 
hun 1999 tentang HAM, yaitu: 

1. Hak hidup; setiap orang berhak untuk hidup, memper- 
tahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup ten- 
teram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta 
memeroleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, setiap orang 
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. 

3. Hak mengembangkan diri, setiap orang berhak untuk 
memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara 
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pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, 
bangsa, dan negaranya. 

Hak memeroleh keadilan; setiap orang tanpa diskriminasi 
berhak memeroleh keadilan dengan mengajukan permoho- 
nan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, 
perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses 
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hu 
kum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif 
oleh hakim yang jujur dan adil untuk memeroleh putusan 
adil dan benar. 

Hak memetoleh kebebasan pribadi, setiap orang bebas 
memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan 
pendapat di muka umum, memeluk agama, tidak diperbu- 
dak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas 
bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Re- 
publik Indonesia. 

Hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan 
diri, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman 
dan tenteram, serta perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

Hak atas kesejahteraan, setiap orang berhak mempunyai 
milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 
lain demi pengembangan dirinya, bangsa, dan masyarakat 
dengan tidak melanggar hukum, serta mendapatkan jamin- 
an sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidu- 
pan yang layak, dan mendirikan serikat pekerja demi melin- 
dungi dan memperjuangkan kehidupannya. 

Hak turut serta dalam pemerintahan, setiap warga negara 
berhak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau 
melalui perantaraan wakil yang dipilih secara bebas, dan 
dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan. 
Hak wanita, seorang wanita berhak memilih, dipilih, diang- 
kat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan 
persyaratan dan peraturan perundangan. Di samping itu, 


Hak Asasi Manusia dan Ruang Lingkupnya 


wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya dari hal-hal yang da- 
pat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya. 

10. Hak anak; setiap anak berhak atas perlindungan dari orang 
tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta memeroleh pen- 
didikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri, 
dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 


Beberapa poin penting dari hak-hak tersebut akan kami 
bahas berikut ini, utamanya yang menjadi acuan pemikiran 
dalam diskursus Islam dan hak-hak asasi manusia. 


1. Hak hidup 

Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, 
dan melarang siapa pun untuk merendahkan harkat dan marta- 
bat itu. Karenanya, manusia dibekali dengan akal untuk meng- 
imbangi nafsunya. Dalam penerapan hukum Islam, ada kepen- 
tingan terkait kehidupan orang banyak yang harus dijamin ke- 
langsungannya. Dalam hal ini Allah berfirman: 


Ja Ss 


AAS LŪŠI J Šš, PAP AAR 


Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang- 
orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (al-Baqarah /2: 179) 


Hukum gisas, menurut ayat ini, mencerminkan upaya 
untuk memberikan efek jera pada masyarakat, menghukum satu 
orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Meski- 
pun hukum Islam (fikih) menekankan pentingnya kepastian 
hukum, namun tetap ada peluang negosiasi dan pemaafan. 
Pembunuhan sengaja yang diancam hukuman mati dapat diba- 
talkan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban. 
Sebagai gantinya, terpidana mati itu harus membayar diyah(ganti 
rugi) kepada keluarga korban. 

Ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum 
qisas, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Be- 
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gitu orang yang punya niat membunuh mengetahui hukuman 
macam apa yang akan dihadapinya—yakni hukuman mati, tentu 
ia pasti tidak akan melaksanakan niatnya itu. Boleh jadi hikmah 
ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang punya 
akal sehat dan mau menggunakannya tentu bisa memahaminya 
dengan baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai 
ulul albab, orang-orang yang berakal.” Memang tidak dapat 
dipungkiri, bagaimana sebagian kalangan menilai hukuman mati 
sangat tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung ber- 
nuansa balas dendam. Namun hal itu sesungguhnya sudah dija- 
wab Allah dalam firmannya: 


= e77 > Sl ra AS ed A Sg ` >Ap 
a E 26 Ba A D 
NAA beta ya Wi Jean a 
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Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 
memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah 
datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
Jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui 
batas di bumi. (al-Ma'idah/ 5: 32) 


Seperti telah disinggung sebelumnya, dari perspektif hak 
asasi manusia, setiap manusia memang memiliki hak paling 
dasar yaitu hak untuk hidup. Pasal 6 kovenan hak sipil dan poli- 
tik berbunyi, “Pada setiap insan manusia melekat hak untuk 
hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun 


282 Hak Asasi Manusia dan Ruang Lingkupnya 


yang secara gegabah (melawan hukum, ilegal) boleh dirampas 
hak hidupnya.” 

Secara teoritis, hak hidup merupakan kelompok hak asasi 
manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apa pun. Artinya, 
dalam keadaan apa pun dan dengan alasan apa pun seseorang 
tidak boleh dirampas hak hidupnya. Deklarasi Universal HAM 
pasal 3 menyatakan, “Setiap orang mempunyai hak hidup, 
bebas merdeka, dan keamanan pribadi.” Pada titik ini, negara- 
negara menyikapi pidana mati secara berbeda; ada negara yang 
menghapus hukuman mati, dan ada juga yang masih memper- 
tahankannya. Indonesia dan Malaysia adalah dua dari banyak 
negara yang masih tetap melegalkan hukuman mati. 


2. Hak berkeluarga 

Fikih Islam mengatur secara rinci seluk beluk pernikahan 
dan pembentukan keluarga dalam bab munakahat. Membina 
keluarga merupakan sifat naluriah manusia. Dengan demikian, 
meneruskan keturunan adalah satu dari banyak hak asasi yang 
disandang oleh manusia. Aturan nikah dalam Islam tidak hanya 
membahas hal-hal yang terkait dengan urusan pascanikah, te- 
tapi urusan pranikah juga tidak luput dari concern-nya. Ini dapat 
kita lihat dalam firman Allah: 


da anal Daan OR AN, 
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Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia mencibtakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (at- 
Rum/30: 21) 
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Rasulullah menyebut nikah sebagai sunahnya yang tidak 
layak dibenci oleh siapa pun dari umatnya. Menikah adalah 
sunah Rasul; dan siapa saja yang tidak mengikuti sunah itu, dia 
tidak akan masuk dalam golongan umatnya. Menikah dan 
berkeluarga merupakan hak setiap individu yang dilindungi 
oleh hukum. Pasal 16 Deklarasi Universal HAM menyatakan: 

1. Laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa pembatas- 
an atas perbedaan ras, bangsa, dan agama berhak untuk 
menikah dan membina rumah tangga. Mereka mempunyai 
hak yang sama selama keduanya masih terikat dalam 
pernikahan, dan juga selama waktu perceraian. 

2. Pernikahan hanya dianggap sah jika dibarengi dengan per- 
setujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua calon 
mempelai. 

3. Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan 
asasi, serta berhak mendapat perlindungan dari masyarakat 
dan negara. 


3. Hak memelihara agama 

Selain sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk 
beragama. Status ini meniscayakan manusia untuk percaya ke- 
pada Tuhan. Beribadah merupakan aspek penting dalam keber- 
agamaan seseorang, karenanya penghormatan atas keberadaan 
dan tata cara ibadah agama lain adalah penting. Inilah hak asasi 
dari masing-masing pemeluk agama yang harus dijunjung tinggi 
dan dihormati. Atas dasar inilah Islam menanamkan prinsip 
umum terkait sikap keberagamaan seseorang, yaitu “tidak ada 
paksaan dalam agama,” seperti tercantum dalam firman Allah: 


HAUL SL 5 ANGGENG SN 


ekan TAN MBA NGGI 


Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya 
telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. 
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Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka 
sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak 
akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Bagatah/2: 
256) 


Dalam ayat ini, arti petunjuk diungkapkan dengan redaksi 
ar-rusyd yang mulanya berarti kecerdasan dan kedewasaan, dan 
bukannya memakai redaksi a-huda atau al-hagg. Namun, ini 
dapat sepenuhnya dipahami. Betapa tidak, meskipun paksaan 
dalam memeluk agama tertentu telah dinafikan, namun orang 
akan cenderung memilih agama yang benar jika ia memiliki 
kecerdasan murni dan kedewasaan berpikir. Dengan demikian, 
kebebasan beragama sejatinya adalah bentuk penghormatan 
Allah terhadap manusia sebagai hasil kreasi-Nya yang paling 
baik dan sempurna, sekaligus sebagai realisasi atas karakteristik 
manusia sebagi makhluk yang bertanggung jawab. Kebebasan 
beragama tentu saja mengandung konsekuensi, yaitu kebebasan 
untuk melaksanakan tata cara peribadahan yang sesuai dengan 
keyakinannya itu. Karenanya, pergaulan sosial, terutama sekali 
antarpemeluk agama, tidak boleh dilakukan dengan menitik- 
beratkan pada perbedaan keyakinan tersebut. Selain berpotensi 
merobohkan bangunan sosial yang sudah sedemikian kokoh, 
membesar-besarkan distingsi antaragama ini juga akan meng- 
akibatkan pelanggaran terhadap hak asasi orang tertentu, yakni 
hak memeluk agama yang diyakininya benar. 

Tidak ada paksaan dalam menganut agama karena jika 
Allah menghendaki, pastilah kita manusia dijadikan-Nya satu 
umat saja, satu keyakinan (al-Ma'idah/5: 48). Kebebasan meng- 
anut agama artinya kebebasan menganut akidahnya. Jika 
seseorang telah memilih satu akidah tertentu, misalnya Islam, 
maka ia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, berkewajiban 
melaksanakan ajarannya, dan terancam sanksi jika melanggar 
ketetapannya. 

Kata ar-rusyd juga berarti jalan lurus, yaitu kemantapan 
hati untuk mengelola sesuatu serta kesinambungan dalam kete- 
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tapan itu. Ini bertolak belakang dengan kata a/gay yang berarti 
jalan sesat, dan zg yang berarti melampaui batas, yang menga- 
cu kepada keburukan, seperti Dajjal, setan, penyihir, dan seba- 
gainya.'! 

Kebebasan memilih agama merupakan hak asasi manusia 
yang dilindungi hukum. Pasal 18 Deklarasi Universal HAM me- 
nyatakan, “Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat, 
dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk berganti aga- 
ma atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama 
atau kepercayaan dalam bentuk beribadah dan menepatinya, 
baik secara sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang 
lain, di tempat umum maupun tempat privat.” 


4. Hak kepemilikan harta 

Hak kepemilikan harta sangat dihargai dalam Islam. Allah 
terang-terangan menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya di- 
ciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Untuk itu, manusia 
dibekali-Nya dengan ilmu dan akal agar mereka mampu meman- 
faatkan bumi untuk kepentingan pembangunan dan pelestarian. 


LN SAN AAU SI Ega 
KILAS go Ga NS 
ats PI mi pan YAI gar 
Dia-lah (Allah) yang an, segala apa yang ada di bumi 
untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyem- 


purnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala 
sesuatu. (al-Bagarah/2: 29) 


Manusia diberi hak untuk mengumpulkan harta dengan 
cara yang benar, menikmati harta itu, dan mengembangkan 
harta itu dalam kebaikan. Karenanya, dia berhak memertahan- 
kan harta itu dari rampasan pihak lain. Bahkan, Rasulullah 
mengategorikan orang yang mati akibat mempertahankan 
hartanya sebagai syahid. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim 
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menyebutkan, “Dan siapa yang terbunuh karena mempertahan- 
kan hartanya, maka ia mati dalam keadaan syahid.” 

Dari perspektif HAM, hak milik adalah hak asasi setiap 
manusia. Setiap manusia punya hak yang sama untuk memiliki 
dan memanfaatkan alam ciptaan Allah ini. Tidak ada yang ber- 
hak melarang orang lain untuk meraih dan memanfaatkan harta 
yang telah dicurahkan Allah di muka bumi. Dalam hukum HAM 
internasional, hak milik ini dilindungi dengan tegas. Deklarasi 
Universal HAM pada pasal 17 menyatakan, “Setiap orang berhak 
mempunyai hak milik, secara privat maupun berjamaah. Tak se- 
orang pun boleh dicabut hak miliknya secara sewenang-wenang.” 

Deklarasi Universal HAM mewajibkan setiap negara yang 
meratifikasinya untuk melindungi seluruh warga negaranya dan 
memberi peluang kepada mereka untuk memiliki. Negara wajib 
melindungi warganya dari upaya-upaya pencabutan hak milik, 
baik oleh sesama manusia maupun oleh negara, secara sewe- 
nang-wenang. 

Dengan begitu, pada dasarnya, setiap orang dilarang untuk 
merampas harta orang lain. Harta harus diperoleh dengan jalan 
yang benar, dan didistribusikan di jalan yang benar pula sehing- 
ga tidak terjadi tabrakan kepentingan dan pertikaian antarsesa- 
ma manusia. Allah berfirman: 


ro AL Kh Ro z WA „4 LA 
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu. (an-Nisa'/4: 29) 
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Pasal 15 Deklarasi Kairo menjamin hak milik seseorang 


yang didapatkan secara sah dan benar, dengan kalimat: 


1. 


Setiap orang berhak memiliki kekayaan dengan jalan yang 
sah, dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa 
prasangka bagi diri sendiri, orang lain, atau masyarakat 
umum. Upaya pengambilalihan secara paksa adalah tidak 
sah kecuali itu dilakukan untuk kepentingan umum dan 
dibarengi dengan pembayaran secara kontan, dan ganti 
rugi yang wajar. 


. Penyitaan dan perampasan hak milik adalah dilarang 


kecuali untuk suatu kepentingan yang sah berdasarkan 
hukum. 
Termasuk dalam kategori hak milik adalah hak kekayaan 


intelektual. Hasil karya manusia dalam bidang keilmuan, keseni- 
an, atau kesusasteraan menjadi hak ciptanya yang harus dilin- 
dungi. Hak cipta yaitu hak milik yang sah, yang dilindungi aga- 
ma maupun hukum HAM. Setiap orang dilarang merampas hak 
itu tanpa izin dari pemiliknya. Perampasan melalui pembajakan, 
peng-mpy-an, dan semisalnya adalah dilarang, dan pemiliknya 
berhak mempertahankan hak ciptanya itu serta membawanya 
ke ranah hukum. Pelaku pembajakan, atas alasan apa pun, jelas 
melanggar larangan agama dan HAM. 


1. 


Dalam Deklarasi Universal HAM pasal 27 ditegaskan: 
Setiap orang berhak berpartisipasi dalam kehidupan 
kebudayaan masyarakat, menikmati kesenian, dan berpe- 
ran serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan 
menikmati manfaatnya. 


. Setiap orang berhak mendapat perlindungan baik moral 


maupun material yang ia peroleh dari setiap usahanya di 
bidang kelimuan, kesusasteraan, kesenian, bilamana ia 
menjadi penciptanya. 

Hak cipta yang dilindungi itu tentu hak cipta yang tidak 


merugikan masyarakat umum dan bertentangan dengan agama. 
Ditegaskan dalam pasal 16 Deklarasi Kairo, “Setiap orang ber- 
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hak menikmati hasil karya ilmiah, sastra, seni, atau teknik, dan 
berhak melindungi hasil karyanya baik yang berkaitan dengan 
kepentingan moral maupun material, selama hasil karyanya itu 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.” 

Dalam Islam, persoalan ekonomi harus ditegakkan di 
atas satu prinsip ajaran bahwa harta yang dimiliki pada 
hakikatnya adalah milik Allah; manusia hanyalah pihak yang 
diserahi untuk mengurusnya. Maka, wajar jika manusia dituntut 
untuk menjalankan perputaran hartanya itu sesuai dengan 
petunjuk Allah. Prinsip ini sangat berbeda dengan teori eko- 
nomi kapitalis yang hanya berpihak pada kepentingan pemilik 
modal, sehingga acapkali mengabaikan kemaslahatan orang 
banyak. Prinsip ekonomi dalam Islam berpihak kepada kemas- 
lahatan umum. Artinya, upaya mewujudkan kesejahteraan indi- 
vidu harus tidak boleh mengalahkan apalagi melanggar kemas- 
lahatan umum. 

Prinsip ekonomi dalam Islam juga berbeda dengan prin- 
sip ekonomi sosialis, yang tidak memberikan ruang yang cukup 
bagi individu untuk berkuasa penuh atas hartanya sendiri seba- 
gai pemodal atau pemilik. Islam mengakui kepemilikan individu 
yang didasarkan atas amanah dan tanggung jawab, dan bukan 
kesewenang-wenangan. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menetap- 
kan prinsip-prinsip ajaran yang harus dijadikan pedoman oleh 
setiap individu. Prinsip ini bersifat universal, ia bersentuhan 
dengan manusia pada setiap level, baik strata sosial, suku, ras, 
golongan, mazhab, dan tidak terkecuali agama." 

Surah an-Nisā' ayat 29 tersebut merupakan seruan bagi 
orang-orang yang beriman. Artinya, praktik ekonomi ilegal 
dalam bentuk apa pun akan mencederai keimanan seseorang. 
Dengan demikian, seorang mukmin harus menjadi pionir da- 
lam menjalankan roda perekonomian secara benar, baik kepada 
sesama muslim maupun kepada penganut agama lain. Sebab, 
hak untuk diperlakukan adil sesungguhnya bukan saja meru- 
pakan ajaran dasar seluruh agama, tetapi juga menjadi hak asasi 
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setiap orang, apa pun latar belakangnya. Karenanya, agar hak 
asasi ini dapat terpenuhi dengan baik, masing-masing pihak 
harus memiliki itikad baik, dan negara harus memberi jaminan 
atas terpenuhinya hak-hak tersebut dengan membuat undang- 
undang yang tidak diskriminatif atau tidak pula berpihak pada 
pemilik modal tersebut. Sebab, dampak yang ditimbulkan keti- 
dakadilan ekonomi sangatlah luas, bahkan bukan tidak mung- 
kin lebih berbahaya ketimbang kejahatan fisik. Ia seakan mem- 
bunuh manusia secara perlahan namun pasti, baik secara indivi- 
du maupun kolektif. Allah berfirman: 
» 5 PAA KOPĀ s A77 Y 2w 27 PIALA EA 
AKA ds AN ENYA KA AKE Jo 
5547 PALL Aa 27 765 PA 
AAN NGA Ne IA 
Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari 
Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu 
berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) 
dan tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah/2: 279) 


5. Hak memelihara akal untuk berpikir dan berekspresi 

Dalam Islam, berpikir adalah sebuah kewajiban. Mereka 
yang mau menelaah Al-Qur'an akan menemukan puluhan ayat 
yang memotivasi manusia untuk berpikir tentang dirinya dan 
alam semesta. Islam tidak pernah membelenggu gerak pikiran 
sehat yang berusaha menggapai hakikat dan yang menggelitik 
keraguan sebagai jembatan untuk sampai pada keyakinan. Nabi 
Muhammad telah membebaskan pikiran dari belenggu jahiliyyah 
dan membawanya melampaui alam kasat mata, berjalan menuju 
alam gaib sampai ke alam yang tak tampak oleh mata telanjang 
dan tidak pula terlintas dalam benak manusia. 

Islam menganugerahi manusia hak kebebasan berpikir dan 
berekspresi. Dalam materi pelajaran Al-Qur'an Hadis, orang- 
orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan 
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Allah karena dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. 
Karena itulah, kebebasan berpikir adalah bagian dari usaha me- 
meroleh ilmu tingkat tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk tu- 
juan menyiarkan kebajikan serta tidak untuk menyebarkan keja- 
hatan dan kezaliman. Rasulullah selama hidupnya mengapre- 
siasi kebebasan sahabatnya dalam menyampaikan pendapat 
yang beragam. Rasulullah menempa kepribadian sahabatnya se- 
demikian rupa hingga mereka dapat mengekspresikan perbeda- 
an itu tanpa ragu. 

Dalam Perang Uhud, Rasulullah mulanya meminta para 
sahabat untuk melawan musuh di dalam Madinah. Terang saja, 
strategi ini dipertanyakan efektifitasnya oleh para sahabat. Keti- 
ka Rasulullah menegaskan strategi ini sebagai pendapat pribadi 
dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, bukan atas wahyu 
Ilahi, maka para sahabat tetap saja mempertahankan pendapat 
mereka. Itu membuat Rasulullah setuju untuk berperang di 
Uhud sesuai keinginan mereka. Pertanyaan sahabat mengenai 
efektifitas strategi Rasulullah itu, dan keteguhan mereka dalam 
memegang pendapatnya menunjukkan mentalitas yang telah 
berhasil ditanamkan Rasulullah kepada sahabatnya. 

Abu Bakar, sebagai khalifah, tidak malu mengundang 
kaum muslim untuk meminta saran dan kritik dalam persoalan 
tertentu. Inisiatif ini mendapat tanggapan positif dari kaum 
muslim dengan memberikan banyak koreksi terhadap kebijakan 
Abu Bakar. Kebebasan berpikir dan mengkritik yang berlaku 
pada masa Khulafa'ur Rasyidin terefleksikan dari insiden peme- 
catan Khalid bin Walid oleh “Umar. Dalam perjalanannya ke 
Syiria, “Umar mengumumkan di depan khalayak ramai alasan- 
nya memecat Khalid. Seorang lelaki berdiri dan menyampaikan 
tanggapannya, “Wahai “Umar, demi Allah, engkau telah berlaku 
tidak adil. Engkau telah menyarungkan kembali pedang yang 
telah dihunus oleh Rasulullah. Engkau telah melepaskan tali 
persaudaraan. Engkau telah menampakkan kecemburuanmu 
pada keponakanmu sendiri.” Mendengar tanggapan itu, “Umar 
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menjawab, “Engkau telah merasa marah karena kesetiaanmu 
kepada saudaramu.” 

Beberapa saat kemudian, lelaki lain berdiri dan berpesan, 
“Wahai “Umar, takutlah kepada Allah.” Itu saja yang sempat ia 
sampaikan karena lelaki yang berdiri di sampingnya segera 
menahannya untuk tidak berbicara lebih banyak. Melihat 
kejadian itu, Umar berkata, “Biarkan ia mengatakan apa yang ia 
mau. Tidak ada gunanya kalian berdiri di sini bila kalian tidak 
berbicara. Dan tidak ada gunanya aku ada di sini bila tidak mau 
mendengarkan kalian.” 

Berpijak pada apa yang dicontohkan Rasulullah, kita se- 
bagai umat Islam sudah semestinya memberikan kebebasan 
berpikir seluas-luasnya demi menumbuhkan upaya eksplorasi 
pemikiran. Pemikiran tidak boleh terbelenggu oleh hal sepele 
seperti perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah suatu 
rahmat yang patut disyukuri, bukan malah dipungkiri. Biarkan 
perbedaan pendapat terjadi sebagai bukti bahwa Islam meng- 
apresiasi itu. Dalam kitab-kitab fikih, tidak sulit bagi kita untuk 
menemukan pendapat para imam mazhab yang amat beragam. 
Kendatipun, itu tidak mematikan tenggang rasa di antara 
mereka. Maka, bisa kita simpulkan bahwa Islam tidak meng- 
haruskan umatnya untuk satu suara dalam masalah apa pun, 
melainkan lebih memberi apresiasi yang besar bagi perbedaan 
pendapat dan kebebasan berpikir. 

Menurut KH. Sahal Mahfuz, diskursus tentang hukum 
dalam Islam selalu merujuk pada tujuan syariah (magasidusy- 
syari'ah), yang merupakan nilai-nilai universal yang kemudian di- 
kenal sebagai lima prinsip HAM atau disebut juga addarūriyyāt 
al-khams yang diterapkan secara setara bagi laki-laki dan perem- 
puan. Kelimanya adalah hak beragama (/ifzud-din), hak mem- 
pertahankan hidup (bifzun-nafs), hak berkeluarga dan menyela- 
matkan keturunan (/ifzun-nas/), hak kepemilikan (bifzul-mal), dan 
hak memelihara daya pikir (bifzul-'agl). 
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Prinsip-prinsip ini menjamin orang-orang yang beriman 
untuk memelihara hak beragama mereka, dan pada saat yang 
sama melindungi para penganut agama lain. Islam menjaga dan 
melindungi kebebasan beragama, tidak terkecuali bagi minori- 
tas nonmuslim yang tinggal di negara Islam. Toleransi macam 
ini telah dipraktikkan pada masa hidup Rasulullah, ditandai de- 
ngan diterimanya Piagam Madinah oleh seluruh penduduknya. 

Islam juga melindungi hak hidup dan tumbuh kembang 
setiap orang. Mereka mendambakan terpenuhinya keadilan, 
kebutuhan pokok, pekerjaan, kebebasan, dan keamanan; jauh 
dari ketidakadilan dan tirani. 

Dalam upayanya melindungi keturunan, Islam memas- 
tikan bahwa manusia berhak mendapatkan kehidupan menda- 
tang yang lebih baik. Karenanya, kelangsungan kesucian manu- 
sia harus dipelihara melalui ikatan pernikahan yang sah. Maka, 
hak-hak reproduktif perempuan sangat dilindungi dan diapre- 
siasi oleh Islam. 

Untuk melindungi kekayaan, Islam memberi setiap 
individu hak untuk memiliki. Ini secara tidak langsung menolak 
ide untuk mengambil harta orang lain secara ilegal, misalnya 
melalui pencurian, perampokan, dan semisalnya. Pada saat yang 
sama, Islam juga memberi rambu-rambu yang jelas bahwa 
dalam upayanya mendapatkan dan membelanjakan, setiap indi- 
vidu tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum Islam. 

Islam, begitupun, sangat mengapresiasi kebebasan ber- 
pendapat. Karenanya, Islam menghimbau umatnya untuk meng- 
hormati pendapat orang lain. 

Kelima prinsip dasar ini dijelaskan dengan detail oleh al- 
Gazali dalam al-Mustasfa min Umil-Usil, dan asy-Syātibi dalam 
al-Muwafagat fi Usiilisy-Syari'ah. Prinsip-prinsip ini diterjemahkan 
dan difungsikan sebagai upaya menjelaskan hak hak seorang 
muslim. Meski begitu, kelimanya tetap membutuhkan penjelas- 
an lebih jauh dengan cara yang lebih kreatif, kritis, inovatif, dan 
produktif supaya hak-hak tersebut dapat terpenuhi dan kese- 
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jahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat dapat terca- 
113 


pai. 
Dari perspektif ini, dapat dipahami bahwa Islam tidak 


membatasi ajarannya pada urusan teologi, peribadatan, dan 
amar makruf nahi mungkar belaka, tetapi juga mencakup pro- 
duksi manfaat sebanyak mungkin bagi semua orang. Hanya 
dengan inisiatif ini, tugas wajib manusia untuk menunaikan 
ibadah dapat dilakukan dengan sempurna." Wallahu a'lam bis- 


sawab. (| 
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4 C 


PENEGAKAN DAN 
PERLINDUNGAN HAM 


ay I 


bu wa ta'ala pada umat manusia memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan agama-agama lain, baik keunggulan- 
agama samawi (langit) lain yang masih tersisa, maupun agama 
ardi (bumi) yang menjadi kepercayaan atau kebudayaan pening- 
galan masa silam. Keunggulan-keunggulan tersebut akan terli- 
hat pada hubungan manusia dengan Khaliq, manusia dengan 
alam, dan manusia dengan manusia. Hubungan tersebut tercer- 
min dalam tugas Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dengan 
ungkapan Al-Quran dalam Surah pa /21: 107: 


[e sebagai din (agama) yang diajarkan oleh Allah subhana- 


[ed ZS 


Dan Kami tidak mengutus engkau as melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiyā /21: 107) 

Rahmat yang dimaknai “sayang atau kasih” dalam kosa- 
kata bahasa Indonesia atau dengan ungkapan lain ramah bagi 
seluruh alam, sejatinya terkait dengan perlakuan terhadap yang 
lain dengan cara yang adil atau seimbang. Kosakata “ramah”, 
misalnya yang berasal dari “rahmah” (Arab) dengan membuang 
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huruf “ha” awal pada kata itu, merupakan ungkapan bahasa 
Indonesia yang baku. Namun, makna hakiki antara ramah dan 
rahmah tetap sama karena berkaitan dengan perlakuan atau 
hubungan manusia dengan alam, baik “alam manusia” maupun 
alam selain manusia, seperti alam semesta ini, langit, bumi, 
tumbuhan, binatang, dan lainnya. Bila tidak diperlakukan de- 
ngan ramah dapat dinilai tidak sesuai dengan seharusnya, 
sehingga dinilai tidak adil. Adil adalah wad'usy syai i fi mahallihi, 
meletakkan sesuatu pada tempatnya yang kebalikannya adalah 
zalim atau lalim. 

Banyak definisi adil yang dikemukakan oleh para pakar 
bahasa, antara lain ialah definisi yang dikemukakan oleh an- 
Nahas' dalam Mufradatul-Our an, yaitu bahwa adil adalah dan 
mu'idalah ialah lafal yang bermakna musawah (sama) dan 
digunakan dengan mempertimbangkan kedekatan-kedekatan 
(tertentu)”. A/- “Adi dan al- Id] memiliki makna yang berdekatan, 
tetapi ‘ad! digunakan pada perkara yang bersifat abstrak, seperti 


hukum-hukum dan al-Ydl atau “adil, Tadi 3 Juli (mad huruf dal) 


pada sesuatu yang bersifat konkrit, seperti timbangan, bilangan, 
takaran. Maka “ad/ di sini bermakna tagsit: maka adil dimaknai 
sama atau seimbang. Adil bila diganti atau dibayar harus 
dengan sesuatu yang sama, kebaikan dengan kebaikan, 
keburukan dengan keburukan.” Secara etimologis, “ad/ berarti 
tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu 
dengan yang lain (a-musawah). Maka terminologis adil berarti 
mempersamakan yang satu dengan yang lain, baik dari segi nilai 
maupun ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat 
sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihak 
atau berpegang kepada kebenaran.” 

Dalam konteks hubungan manusia dengan alam lain 
sudah dibahas dalam topik etika lingkungan pada tulisan-tulisan 
lalu. Alam ini makin rusak dengan rusaknya ekosistem, sehing- 
ga mengakibatkan global warming yang berlanjut dan berimplikasi 
pada hancurnya kehidupan. Indonesia, minta keadilan dunia 


298 Penegakan dan Perlindungan Ham 


dan negara-negara kaya, agar mereka menurunkan emisi gas 
buangnya, bukan hanya menuntut Indonesia untuk menjaga 
dan melestarikan hutan. Sudah saatnya tugas manusia diper- 
tegas kembali, yakni untuk memelihara alam dengan segala 
dimensinya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di 
dalamnya menjaga hubungan manusia dengan sesamanya. Agar 
kezaliman dan diskriminasi tidak semakin marak. 

Dilihat dari sejarah dunia perlakuan praktek kezaliman 
dan diskriminatif terhadap umat manusia sudah berlangsung 
lama, yaitu sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri, sejak 
Qabil membunuh Habil hanya karena kurban salah satu dari 
mereka tidak diterima oleh Allah, sebagaimana dikisahkan 
dalam aa ai an: 

ti. > Ch KAG AA 


SGB ARA tau Dress 


E E ECTE SLR 


Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang 
kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, 
maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan 
dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, 
aku pasti membunuhmu!” Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah 
banya menerima (amal) dari orang yang bertakwa.” (al-Ma idah/ 5: 
27). 


Konflik Qabil dan Habil berakhir dengan pembunuhan; 
inilah pertama kalinya pembunuhan terjadi. Sejak peristiwa itu, 
pembunuhan terus terjadi hingga akhir zaman nanti. Perang, 
penjajahan, diskriminasi dan berbagai macam konflik terjadi, 
yang sering kali melahirkan tindakan kekerasan. Sehingga pada 
pertengahan abad XX PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) men- 
deklarasikan The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia) yang bernomor UN Doc.A/811, 
10 Desember 1948 yang memuat sebanyak 30 pasal. Deklarasi 
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ini pada dasarnya sudah dimulai dengan adanya konvensi ten- 
tang perbudakan 1926 yang memuat 12 pasal dan selanjutnya 
disempurnakan oleh protokol 1953 memuat tambahan khusus 
sebanyak 6 pasal. 

Deklarasi HAM tahun 1948, belum cukup ampuh untuk 
menghilangkan kekerasan terhadap bangsa-bangsa lain. Maka 
selanjutnya, disusul dengan Konvensi Tentang Pencegahan dan 
Penghukuman atas Kejahatan Genocide, 1948 yang memuat 19 
pasal. Setahun Kemudian, yaitu tanggal 12 Agustus 1949 disu- 
sul oleh munculnya Konvensi Genewa berkenaan dengan per- 
lindungan orang-orang sipil pada masa perang yang memuat 
132 pasal ditambah 110 pasal mengenai perlakuan tawanan 
perang. Dan pada 18 Desember 1979 konvensi tentang peng- 
hapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita yang 
berisi 30 pasal disahkan, serta pada tahun 1956 konvensi ten- 
tang penghapusan perbudakan, perdagangan budak, dan lemba- 
ga-lembaga serta praktek-praktek yang sama dengan perbudak- 
an disahkan yang berisi 15 pasal.” 

Tujuan utama dari segala bentuk deklarasi dan konvensi 
ini tidak lain adalah untuk menegakkan keadilan, sebagai bagian 
dari penegakkan HAM dan pembelaannya, sehingga manusia 
dapat hidup berdampingan, saling menghormati, dan memeli- 
hara peradaban serta kebudayaan dunia dalam segala bentuk- 
nya. Hal ini ada yang berkaitan dengan agama, keyakinan, bang- 
sa, etnis, watna kulit, bahasa, bahkan adat kebiasaan. 

Bila merujuk jauh ke belakang, sejak peradaban Hammu- 
rabi, raja Babilonia (abad ke 18 SM) sampai kedatangan Islam, 
tidak ada keyakinan dan agama apapun di dunia yang lebih 
memperhatikan kehidupan secara prima untuk menegakkan ke- 
adilan kecuali ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad 
sallallahu ‘alaihi wa sallam. Pada awal kedatangannya ke Madinah, 
beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, pia- 
gam ini disebut Piagam Madinah (Sahifah Madinah) yang memu- 
at segala aspek nilai kehidupan dan dalam banyak hal antara 
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lain berkaitan dengan hak asasi. Bila ditelusuri secara jeli dan 
mendalam, maka nilai-nilai HAM yang ada dalam segala kon- 
vensi dan deklarasi, baik pada awal abad XX maupun awal abad 
XXI ini, pada dasarnya dapat dirujuk pada Al-Qur'an dan 
Sunah Rasul, seperti yang terdapat pada Piagam Madinah itu. 
Di sisi lain, para pemikir Islam, baik ulama wutagaddimin mau- 
pun ulama muta'akhkhirin sudah sejak awal mengelaborasi 
keadilan dalam karya-karyanya. 

Penegakkan keadilan dan pembelaannya menjadi penting 
dielaborasi berdasarkan pendekatan Our ani, agar semakin dipa- 
hami bahwa Islam ajaran yang menegakkan HAM secara kom- 
prehensif dan benar. Persoalannya ialah bagaimana Al-Quran 
membangun prinsip HAM dan bagaimana pula Prinsip-Prinsip 
Perlindungan HAM ditegakkan. Dengan dua pertanyaan ini, 
akan dibuktikan Islam sebagai ra/matan lil “alamin, yang selalu 
menegakkan keadilan dan melidungi HAM itu sejak awal kela- 
hirannya sampai kehidupan ini ada di dunia. 


A. Prinsip-Prinsip Penegakan HAM (Keadilan) 

Penegakan HAM dalam menegakkan keadilan merupa- 
kan keniscayaan. Keadilan itu sendiri merupakan pokok jatuh 
bangunnya kehidupan manusia, baik dalam aspek individual, 
sosial, dan konstitusional atau politik. Ungkapan keadilan de- 
ngan kata adil cukup banyak dalam Al-Qur an yang paling tidak 
ada sekitar 28 ayat dengan menggunakan berbagai derivasi 
dengan makna yang tidak selamanya bermakna adil, tetapi ada 
makna lain dan juga bermacam derivasi. Walaupun tidak sela- 
manya kosakata yang menunjukkan keadilan atau adil menggu- 
nakan kata adil. 

Makna adil dengan segala derivasinya dalam Al-Quran 
adakalanya bermakna adil atau malah sebaliknya, penyimpang- 
an dan menyekutukan Allah, seperti pada ayat-ayat berikut: 

a. Makna berimbang, seperti pada perkataan “adala, satu kata 
pada al-Infitar/82: 7. 
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b. Berlaku adil, seperti perkataan ‘adila, satu kata pada pada 
asy-Syura/42:15. 

c. Tebusan, seperti perkataan adil pada al-An'am/6: 70. 

d. Berlaku adil, seperti perkataan #a'dilu sebanyak empat ayat, 
yaitu pada an-Nisa /4: 3, 129, al-Māidah/5: 8. 

e. Perkataan ya'dilan sebanyak lima ayat, yaitu pada al-Anam 
/6: 1 dan 150 maknanya mempersekutukan Allah, al-A“raf/T: 
159 dan 181 maknanya menjalankan keadilan, an-Naml/27: 60 
berarti menyimpang dari kebenaran. 

f. Perkataan I dil, maknanya nenegakkan keadilan ada lima ayat, 
yaitu al-Mā'idah/5: 8, al- Anam /6:152. 

g. Perkataan ‘adlun, bi al-'adli, sebanyak empat belas kata yang 
maknanya sama yaitu dengan cara yang adil, yaitu pada al- 
Bagarah/2: 48, 123, 282, 282, an-Nisa /4: 58, al-Maidah/5: 
95,95, 106, al-An'am/6: 70, an-Nahl/16: 76, 90, al- 
Hujurat/49: 9, at-Talag/65: 2, dan al-An'ām/6: 115. 

Sementara itu, kosakata lain yang berkonotasi adil ialah 

gisi, disebut sebanyak 15 kali, sawa’ sebanyak 27 kali; mis/ dan 
amsal (jamak) dengan berbagai derivasinya (mufrad, musanna, dan 
jamak) sebanyak 170 kali dan kata mus/a sekali: lafal gamwam 3 
kali, dan wasat dengan derivasinya ada sebanyak 5 kali dan kata 
wasat hanya satu kali. Adapun kata gist yang diulang sebanyak 
15 kali, misalnya jelas bermakna adil, lebih-lebih bila diterapkan 
aspek hukum dan sosial. Kata adil yang yang menjadi kata 
serapan dalam bahasa Indonesia itu, nyaris tidak dikenal dalam 
bahasa Indonsia asli karena masyarakat yang bersistem kasta 
saat itu selalu membedakan adanya jarak antara kasta yang satu 
dan yang lainnya, sementara keadilan harus diberlakukan secara 
merata pada setiap individu tanpa mengenal kelas tertentu. Per- 
soalannya ialah apa yang menjadi landasan keadilan itu, sehing- 
ga harus ditegakkan. Untuk itu, maka dalam menegakkan ke- 
adilan harus menuhi prinsip-prinsip antara lain: 
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1. Prinsip kesetaraan 

Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam ke- 
adaan setara dan atau sama, sehingga tidak ada yang lebih anta- 
ra yang satu dengan yang lain dilihat dari aspek penciptaannya. 
Menurut telaah Salim “Ali al-Bahnasawi', paling tidak ada 150 
ayat yang menceritakan tentang persamaan dalam penciptaan. 
Namun demikian, Al-Quran juga memuliakan Bani Adam ini 
secara keseluruhan, tanpa membedakan manusia, sebagaimana 
firman Allah pada Surah al-Isra /17: 70 berikut: 

w2 2z PRETE A it (An 

SNG pes gd NA SA 


AAN AN 


Mas bala pe 


Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami 
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari 
Jang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk 
yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isra'/17: 70) 


Maksud ayat ini sangat jelas, sebagaimana diterangkan da- 
lam Al-Quran dan terjemahnya, Allah memudahkan bagi anak- 
anak Adam untuk mengangkut barang kebutuhan di daratan 
dan di lautan.” Sarana dan prasarana yang Allah sediakan me- 
nunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan 
dan diunggulkan dibandingkan dengan makhluk lain. Keung- 
gulan ini tercermin pada bentuk fisik, makanan yang disedia- 
kan, memiliki hati dan akal untuk berzikir dan berpikir. 

Dalam tafsir al-Muntakhab ayat tersebut ditafsirkan seba- 
gai berikut: 


palsi, < Ni = SN, mā sia m MY S dl 
ei + g „suds, EA O y 
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iya 5 pe ais, NENGA a MSG AI de 

6 ijas Mis KAN Ja eye 
Sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam dengan sebaik- 
baiknya bentuk fisik, ucapan (bahasa) dan dapat memilih berbagai 
macam hal. Kami berikan pula kemuliaan jika mereka taat. Kami 
angkut mereka di darat di atas binatang-binatang dan di laut di atas 
kapal-kapal. Kami beri rezeki mereka makanan yang lezat-lezat. Kami 


benar-benar lebihkan mereka dari makhluk-makhluk lain dengan akal 
dan pemikiran. 


Sudah seharusnya manusia bersyukur atas karunia dan 
kemuliaan yang Allah berikan, dengan menjaga semua anugerah 
dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kehidupan 
harus dipelihara karena sekali merusak kehidupan dinilai akan 
merusak kehidupan manusia semuanya, sebagaimana diterang- 
kan pada Surah al-Mā idah/5: 32 berikut: 


mr ai D 


ala (aus TELE KC ES Ab Jali 
CTEK CIR 


Pear 


Gis acis, PAN KA, ig KA A at 
a PE E S al jā 


Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memeli- 
bara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memel- 
ihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah da- 
tang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
Jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui 
batas di bumi. (al-Maidah/5: 32) 
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Menurut catatan kaki Al-Quran dan terjemahnya, “Hu- 
kum ini berlaku bukan untuk Bani Israil saja, tetapi juga untuk 
semuanya. Allah memandang bahwa membunuh seorang ma- 
nusia itu sama saja membunuh manusia seluruhnya, karena dia 
adalah anggota masyarakat, membunuhnya berarti membunuh 
keturunannya. Dan yang dimaksud al-bayyinat di atas ialah sesu- 
dah kedatangan Rasulullah membawa keterangan yang nyata.” 
Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang merusak kehidupan 
sungguh dinilai seperti merusak semuanya. 

Sementara az-Zuhailī" menafsirkan ayat tersebut sebagai 
berikut: “Allah menghadapkan celaan pembunuhan itu kepada 
Bani Israil karena melanggar yang diharamkan, padahal mereka 
mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Mereka berlebihan 
dalam membunuh bahkan para nabi juga dibunuh. Kasus lain, 
umpamanya perbuatan Bani Ouraizah, Bani Nadir, dan Bani 
Gainuga dari kalangan Yahudi di sekitar Madinah yang saling 
bantu dalam memperparah permusuhan. Mereka berperang 
beserta orang Aus dan Khazraj pada masa Jahiliyah. Dan mere- 
ka pun masih berperang bersama kaum musyrikin melawan 
umat Islam. 

Sampai sekarang tidak henti mereka membunuh, seperti 
terjadi di Sabra dan Syatila Palestina tahun 1980 yang menelan 
korban 3000 orang kaum muslim. Hanya orang Yahudi yang 
berhak hidup, sementara bangsa dan etnis lain adalah sampah 
tidak perlu dihormati. Sejarah membuktikan hal itu, seperti 
diulas oleh Hasan Mustafa al-Basi”, yaitu penjagalan kaum 
Muslimin di Der Yasin 9 nisan tahun 1948 sebanyak 300 orang, 
penjagalan di Sa'sa sebanyak 60 orang perempuan dan anak- 
anak tahun 14-15 Sabath 1948, penjagalan di al-Lad sebanyak 
250 muslim tahun 1948, dan juga penjagalan orang-orang yang 
sedang salat di al-Khalil dan seterusnya tidak terhitung sampai 
sekarang. Pelanggaran HAM di Albania, Bosnia, dan Negara 
Eropa Timur yang banyak dihuni oleh umat Islam. Terakhir, 
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walau bukan yang paling akhir peristiwa pelanggaran HAM di 
Irak, Afghanistan, Pakistan, Palestina dan lain-lain. 

Al-Quran secara eksplisit menjelaskan tujuan diciptakan- 
nya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling 
mengenal, untuk saling menghargai satu sama lain, sebagaimana 
diterangkan dalam Surah al-Hujurat/49:13: 


Cohr A A si Ls A TAA wiz ra -2 vecs sa Z, Am 
PE aa KU SA 

Jae AN Ke SAN 

Wahai manusia! ipaši; Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu ber- 
bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesung- 
gubnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 


paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al- 
Hujurat/49: 13) 


Ungkapan /ita'arafi merupakan ungkapan apresiasi ter- 
hadap yang lain, bukan hanya aspek fisik, tetapi juga aspek per- 
adaban dan kebudayaan. Karena itu, dalam Islam tidak menge- 
nal konflik keyakinan, kebudayaan, bangsa, etnis, bahasa, dan 
lain sebagainya, tetapi yang ada dialog peradaban bukan konflik 
atau perang peradaban, selama mereka yang berbeda itu juga 
berdialog dan ingin bet-fa'druf. Karena itu, pula seruan ayat di 
atas bukan “wahai orang-orang beriman”, tetapi “wahai manu- 
sia”. Dalam tafsir a/-Muntakhab, dinyatakan sebagai berikut: 


el T pe Jal ia BS ai ú : pā gl y 


w 
z 
a 


os BA pa āsi JA, Taat A ie Būs) 
a - P 


a o ál saig EE ae ads ta J) 
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Wahai manusia! “Sesungguhnya Kami menciptakan kalian sama semua, 
sama-sama dari Adam dan Hawa. Dan Kami menjadikan kalian 
banyak, kelompok dan kabilah yang bermacam-macam untuk menyem- 
purnakan perkenalan dan tolong menolong antara kalian. Sesungguhnya 
Jang paling tinggi kedudukannya menurut Allah di dunia dan akbirat 
ialah yang paling takwa kepada-Nya. Sesungguhnya Allah ilmu-Nya 
meliputi segala sesuatu, melihat, tidak tersembunyi atas-Nya segala per- 
kara yang sekecil apapun.” 


Dengan demikian, tidak ada alasan suatu bangsa meng- 
hina dan menguasai bangsa lain, karena ini suatu penistaan, 
permusuhan, dan kezaliman. Oleh karena itu, ketika Barat men- 
jajah dunia, dunia saat itu, khususnya dunia Islam berusaha 
melawan, demi menegakkan keadilan, keseimbangan, dan tidak 
merugikan orang lain. Penjajahan adalah bentuk kezaliman 
yang luar biasa yang sudah merusak dan menyakiti umat manu- 
sia di dunia. 

Seiring prinsip persamaan ini dikumandangkan, semua 
perlu menyadari hak dan kewajibannya, sehingga tidak ada ke- 
wajiban yang ditinggalkan dan tidak ada hak yang dilanggar. 
Inilah salah satu prinsip ajaran Islam yang sekarang banyak 
diabaikan, baik oleh kaum muslim sendiri maupun non-Mus- 
lim. Prinsip persamaan merupakan bagian keadilan karena 
semua manusia sama di depan Allah, hukum, dan manusia lain. 
Bahkan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan pun 
memiliki hak masing-masing, sehingga harus bertindak adil 
terhadap mereka. Mereka memiliki hak hidup berkelompok, 
tumbuh besar, dan berkembang. 

Prinsip persamaan meliputi kesamaan hak, laki-laki mau- 
pun perempuan, sebagaimana diterangkan pada ayat berikut: 


SA a spīti, Z 12> A2 gr 
AANG bass 66 JENG PANAI NAGA 


Dan mereka (para perempuan) mempunyai bak seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai 
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kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mababijaksana (al- 
Baqarah/2: 228) 


Menurut uraian Wahbah az-Zuhailī dalam al-Munir"', ada- 
lah sebagai berikut: “Dan para wanita mempunyai hak-hak atas 
suaminya yang seimbang dengan hak-hak suami-suami atas 
istrinya, menurut cara yang makruf secara Syarak, yaitu dengan 
baiknya pergaulan dan tidak menyulitkan mereka. Tetapi suami 
mempunyai satu derajat lebih tinggi dari istrinya, yakni terletak 
pada hak suami mendapatkan ketaatan istrinya, karena mereka 
telah memberi mahar dan injag (nafkah)”. 

Keseimbangan antara menunaikan hak dan kewajiban 
harus ada. Keadilan dapat ditegakkan di mulai dari lingkungan 
yang paling kecil, yaitu keluarga. Selanjutnya M. Quraish 
Shihab”, menjelaskan: “Dalam konteks hubungan suami istri, 
ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan 
kewajiban kepada suami, begitu juga suami mempunyai hak dan 
kewajiban kepada istri. Keduanya harus seimbang, bukan sama. 
Keseimbangan inilah yang menjadi bagian dari prinsip keadilan. 
Hal ini membutuhkan kerja sama yang baik, pembagian tugas 
antara suami istri sehingga terjalin kerjasama yang harmonis 
antara keduanya, bahkan seluruh keluarga.” 


a. Kesamaan dan kesetaraan untuk berkeyakinan 

Semua manusia diperintahkan untuk menyembah Allah 
yang telah menciptakan dan memberi rezeki, sebagaimana 
firman Allah dalam al-Baqarah/2: 21: 


KANG aga šās ANGGA PKN NT 


Lan AS Z Va 451 
NA KANG EN ITN Gs 
MTA ES Te AN pan BE KAN 

YA: ran 
OS [ENG 
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Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. (Dialah) 
Jang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 
atap, dan Dialah yang menurunkan air (bujan) dari langit, lalu Dia 
hasilkan dengan (bujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. 
Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi 
Allah, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah /2: 21-22). 


Allah berfirman pada ayat lainnya, an-Nisa /4: 1 sebagai 
berikut: 


Gee LL Lo ALLL 2G 2» C1 KA g AT 
ye ena KG Sal KG K si EU 


senā Na cai KEN ANA LIGA 


Lou PK 

Wa 
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mencibia- 
kan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) mencibtakan pa- 
sangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memper- 
kembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah 
kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peli- 
haralah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasimu. (an-Nisa /4: 1) 


Dalam catatan kaki Al-Quran dan Terjemahnya", dite- 
rangkan bahwa “Maksud perkataan “dari dirinya” menurut jum- 
hur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam, ini 
berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu 
ada pula yang menafsirkan istilah “dari dirinya” ialah dari unsur 
yang serupa yakni berasal dari tanah yang sama dengan Adam. 

Walaupun yang berhak disembah hanya Allah, tetapi 
Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih 
beriman atau kufur, sebagaimana diterangkan dalam Surah al- 
Bagarah/2: 256: 
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mē 


sii KS is AN 1G 
AAA Ga _žš AYAN Aan AS g +93 


Ini » 7 

gets 
Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya 
telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. 
Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka 
sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang 
tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al- 
Bagatah/2: 256 ) 


Ayat ini menerangkan bahwa keyakinan itu sulit berubah, 
sehingga paksaan dalam bentuk apapun tidak diajarkan oleh 
Islam. M. Qurash Shihab" menyatakan, “Kembali kepada pe- 
negasan ayat ini, “tidak ada paksaan dalam menganut agama”, 
Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. 
Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak 
dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa 
tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut 
keyakinan agama Islam. Mengapa ada paksaan, padahal sudah 
jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Jika demikian sa- 
ngatlah wajar bahwa setiap pejalan memilih jalan yang benar, 
dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua 
masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa 
seseorang yang enggan melusuri jalan yang lurus setelah jelas 
jalan ini terbentang di hadapannya.” Itu sebabnya, orang gila 
dan yang belum dewasa, atau yang tidak mengetahui tuntunan 
agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak menganutnya, 
karena bagi dia jalan jelas itu belum diketahuinya. Tetapi anda 
jangan berkata bahwa anda tidak tahu jika anda mempunyai 
potensi untuk mengetahui, tetapi potensi itu tidak anda guna- 
kan. Di sini anda pun dituntut karena menyia-nyiakan potensi 
yang anda miliki. 
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Pada Surah lain, yaitu al-Kāfirūn/109: 1-6, disebutkan 
pula tidak ada paksaan dalam berkeyakinan, tetapi tidak boleh 
pula mengkompromikan antara hak dan batil atau bahkan se- 
ngaja mencampuradukkannya, sehingga ajaran menjadi tidak 
jelas. Maka harus pula dibedakan mana adat kebiasaan yang di- 
benarkan, dan mana pula yang berkaitan dengan ajaran, sehing- 
ga tetap terpisah. Dalam Surah al- Kafirun tersebut Allah me- 
nyatakan sebagai berikut ini: 


AO KULIT GO jatah RU 
EIEKO AA, ij 
Pits is 


Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa 
yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang 
kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa 
Jang aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. ( al- 
Kāfirūn/109: 1-6) 


Kaum Quraisy dahulu yang ingin menyatukan bangsa 
Arab dengan cara mencampur adukan agama sehingga tidak 
jelas agama yang dianut. Ajakan tersebut ditolak namun tetap 
saling menghargai dan dilarang mencampuradukkan hal-hal 
yang bersifat sin&retis, karena secara teologis dan logis tidak 
mungkin menggabungkan agama-agama, sehingga menjadi 
kompromistis. 

M. Quraish Shihab" menjelaskan: “Masing-masing peng- 
anut agama harus yakin sepenuhnya terhadap ajaran agama dan 
kepercayaannya. Dan selama mereka telah yakin, mustahil 
mereka akan menyalahkan ajaran agama dan kepercayaannya”. 
Oleh karena itu, adanya kesamaan keyakinan tertentu, bukan 
berarti membenarkan, tetapi sebatas mengakui bahwa secara 
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sosiologis masyarakat yang mengaku ajaran selain Islam itu ada, 
bahkan banyak. 
Pada Surah Yūnus/10: 99, disebutkan sebagai berikut: 


Galis SET Pena JAN a 
5 = D 
aa GIS 


Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di 
bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (bendak) memaksa manusia 
agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99) 


Keinginan Rasulullah salallahu “alaihi wa sallam agar mere- 
ka beriman ternyata tidak berhasil, walau sudah berusaha seku- 
at tenaga, karena taufik dan hidayah-Nya adalah murni wewe- 
nang Allah itu. Dan tatkala mereka sudah jelas menentangnya, 
maka itu akan kembali kepada mereka. Bila Allah menghendaki 
pasti berimanlah semua manusia di muka bumi. Menurut telaah 
al-Biga 1 dinyatakan sebagai berikut: “karena Engkau (Muham- 
mad) sangat berkeinginan untuk melaksanakan perintah-Ku 
dan Wasiat-Ku dengan kelembutan dengan akhlak-Ku, sesuai 
dengan kecendrunganmu pada kebaikan sehingga engkau ingin 
mereka semuanya beriman, “apakah engkau memaksa manusia se- 
hingga mereka beriman”, padahal Allah tidak menghendaki mereka 
beriman, seiring tabiat mereka yang selalu terguncang.” Arti- 
nya selama mereka sendiri tidak berniat untuk beriman dan 
berada dalam hidayah Allah tidak perlu dipaksakan. Inilah ke- 
bebasan manusia dalam berkeyakinan. Allah berfirman: 


Ata > = og» st 57743 s, Ko? 
AC pART ER ASA 
ALA Sera Pa DAH 


A 4 A + 8, Ape 
Gas ya Š% SEN, aa ils IN 
Dan katakanlah (Muhammad), 1 nak itu TAN dūri 
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Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) bendaklah dia beriman, 
dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya 
Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya 
mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka 
akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. 
(Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling 
jelek (al-Kahfi/18: 29) 


Ayat ini menegaskan kembali tentang eksistensi manusia 
dengan kebebasan keyakinan masing-masing, sebagaimana ditu- 
turkan al-Bigai, “Katakanlah Muhammad pada mereka itu, 
Aku datang dari Tuhan membawa kebenaran yang wajib di- 
ikutinya. Barangsiapa ingin beriman, berimanlah karena akibat- 
nya adalah kebaikan dan pahala, dan barangsiapa ingin kufur, 
maka kufurlah karena akibatnya akan dirasakan sebagai kerugi- 
an dan siksa, sebagaimana diterangkan potongan akhir dari ba- 
gian ayat tersebut.” ” 

Sungguh benar ajaran Islam, baik dilihat dari tataran teo- 
logis maupun sosiologis amat memperhatikan hak dari non- 
Muslim yang ingin tetap dalam kekafirannya. Inilah ajaran 
Islam, tidak memaksa penganut agama lain, ketika umat Islam 
berkuasa atau mayoritas di suatu daerah. Lain halnya jika non- 
Muslim yang berkuasa, kaum muslim mendapat intimidasi 
secara politik, ekonomi, dan sosial, bahkan diusir dari daerah 
tersebut. Seperti Kasus yang terjadi Amerika Serikat, baru-baru 
ini pemerintahnya menyita empat masjid dan sekolah di New 
York, Maryland, California, dan Houston, lahan seluas 40.4 hk 
dan bangunan di Manhattan 36 tingkat. Semuanya ada di 
bawah Alavi Foundation atas tuduhan membangkitkan “teror- 
isme dan mendukung pembangunan reaktor nuklir Iran.” 
Kasus lain terjadi di Indonesia, menurut informasi, salah satu 
kabupaten di Kalimantan Tengah dengan penduduk Muslim 
mayoritas sebanyak 72%, mereka selalu mendapat perlakuan 
diskriminatif oleh pemerintah daerahnya dengan cara selalu 
dilaporkan oleh kepala daerah yang non-Muslim sebagai mi- 
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noritas ke pemerintah pusat, yang berimplikasi terhadap pem- 
bangunan infrastruktur yang tidak adil bagi umat. Ini artinya 
bila umat Islam mayoritas keadilan lebih mudah tercipta, se- 
mentara jika non-Muslim yang berkuasa dan menjadi mayoritas 
rawan pemurtadan dan diskriminasi. Hal ini amat sejalan de- 
ngan Al-Quran yang menyatakan: 


A A Pa A 2” 5 y s - 
Ēd sv Kid A» EAI to. £ pn 127 

is DING SR A GD A KES 

te A A AEE AN DA 

Nenial Cb POA sai 5 PAG ON 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terbadap 

orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 


mengusir kamu dari kampung balamanmu. Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtahanah/60: 8 ). 


Menurut M. Quraish Shihab" sebagai berikut: “Ayat ini 
untuk menampik kesan keliru (oleh orang yang anti Islam-Pex.) 
bahwa Islam memusuhi kaum kafir yang diterangkan dalam 
ayat-ayat sebelumnya dalam kaitannya dengan interaksi Muslim 
dan non-Muslim.” Selanjutnya M. Quraish Shihab menafsirkan 
ayat di atas, sebagaimana ia kutip dari Sayyid Outub, Islam 
adalah agama damai, serta agidah cinta. Ia satu sistem yang 
menaungi alam dengan kedamaian dan cinta. Semua manusia di 
himpun di bawah panji Ilahi sebagai saudara yang saling 
mengenal dan saling mencintai. Tidak ada yang menghalangi 
hal tersebut kecuali tindakan memusuhi Islam dan penga- 
nutnya. jika mereka bersikap damai, maka Islam sama sekali 
tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga 
berusaha melakukannya. Bahkan dalam keadaan bermusuhan, 
Islam tetap memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan 
hubungan yakni kejujuran tingkah laku dan perlakuan yang adil, 
menanti datangnya waktu di mana lawan-lawannya mendapat 
kebajikan yang ditawarkannya sehingga mereka bergabung di 
bawah panji-panji-Nya. Islam sama sekali tidak berputus asa 
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menanti hari dimana hati manusia akan menjadi jernih dan 
mengarah ke arah yang lurus itu. 

Sementara itu, Wahbah az-Zuhailī" (24-35), mengistim- 
bat ayat ini sebagai berikut: “Boleh berbuat baik dan berbuat 
kebaikan kepada mereka dan menegakkan hukum di antara me- 
reka dengan cara yang adil, kalau mereka itu tidak memerangi 
kamu baik dalam urusan agama ataupun dunia, dan mereka 
tidak mengusir orang beriman dari kampung halamannya atau 
pun membantu tindakan pengusiran. Allah mencintai orang- 
orang yang adil dan memerintahkan berbuat adil terhadap 
seluruh manusia, keadilan itu wajib di tegakkan pada orang 
yang memerangi atau yang tidak memerangi, seperti orang- 
orang pada zaman nabi yaitu kaum Khuza yang mengadakan 
perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak memeranginya dan 
tolong-menolong dalam permusuhan, maka Rasulullah sallallahu 
alaihi wa sallam memerintahkan agar berbuat kebaikan dan 
menunaikan janji pada waktu yang ditentukan.” 


b. Kesetaraan secara yuridis (di depan hukum) 

Kesetaraan secara yuridis, seperti di depan hakim meru- 
pakan problem tersendiri, sehingga memerlukan telaah secara 
khusus. Al-Guran memerintahkan agar hukum harus diberla- 
kukan secara adil. Keadilan ini dapat terwujud seandainya ha- 
kim atau penguasa meletakkan orang yang berperkara secara 
adil. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: 


sii ss aa AM) 
Tenan KN Ia KES Ga AN DISET AN 


Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisa /4: 58) 
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Wahbah az-Zuhailr' menafsirkan ayat ini sebagai beri- 
kut: “Menunaikan amanah itu hukumnya wajib terutama ketika 
orang yang berhak menuntutnya dan kalau di dunia tidak 
ditunaikan, maka akan dituntut pertanggungjawabannya pada 
hari kiamat. Dalam hadis nabi dinyatakan melanggar amanah 
adalah kehancuran dan sifat nifaq melekat padanya. Setelah 
amanah dilaksanakan, maka tinggal peran hukum harus dilaksa- 
nakan dengan keadilan. Jika amanah dinyatakan sebagai asas 
hukum yang pertama, maka keadilan adalah asas hukum kedua. 
Keadilan menjadi asas kekuasaan dan diperlukan dalam mem- 
bangun peradaban, serta menjadi pokok hukum Islam. Seluruh 
agama samawi sepakat bahwa keadilan atas manusia harus 
ditegakkan. Maka oleh karena itu, kepada para hakim, para 
penguasa, para pekerja harus berpegang teguh pada prinsip 
keadilan, sehingga segala hak sampai kepada yang berhak. 
Kemudian, beliau menggabungkannya dengan Surah al-Ma'i- 
dah/5: 8, al-Anam/6: 52, an-Nahl/16: 90, dan Sad/38: 26. 
Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


an p krr a Pa Cta o Carā o it 07 da3 sūds Aeg? 
Isa JIE LSS NG IK dG |) e jawa AYI ods AN 
Ka . $ Loka + Lm 9 2 

Alu + sl ge gl! sr ola) MA) jan 


Umat ini senantiasa berada dalam kebaikan, jika mereka berkata 
mereka berkata benar, jika memutuskan suatu perkara mereka adil dan 
Jika diberi kasih sayang mereka menyayangi. (riwayat Abu Ya'la dan 
Tabrani dari Anas bin Malik) 


Para rasul juga Nabi Muhammad, para sahabatnya, bah- 
kan para ulama sesudahnya, sudah banyak melakukan uswah 
dalam memecahkan perselisihan rakyatnya saat itu, bahkan 
mereka datang sendiri menghadap Rasulullah bila ada sesuatu 
yang tidak puas. Demikian pula para khalifah, masyarakat 
mengajukan kritik, komplain, dan kesulitan-kesulitannya pada 
khalifah atau wakil-wakilnya di daerah. Semuanya dalam rangka 
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menegakkan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam ka- 
sus rasul terdahulu, misalnya ada dikisahkan dalam Surah Sad- 
/38:21-22: 


RUN $ 


g - lÂ 2 zro ? ak MERTA A A ESA 
tres ES NO SEN 3 daaa 
KAN EAEE E 

OLS Ia Li 


Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih 
ketika mereka memanjat dinding mihrab? ketika mereka masuk mene- 
mui Dawud lalu dia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka 
berkata, “Janganlah takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian 
dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan di 
antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta 
tunjukilah kami ke jalan yang lurus (Sad /38 :21-22) 


Ungkapan hagg biasa dimaknai kebenaran, namun pada 
ayat ini dimaknai adil karena adil ikut pada kebenaran, semen- 
tara mengikuti hawa nafsu adalah menyimpang dari kebenaran. 
Ayat ini lebih menekankan pada pemutusan perkara di antara 
yang konflik, dan memang keadilan banyak berkaitan dengan 
penyelesaian konflik, baik melalui jalur pengadilan maupun 
tidak. Pada ayat di atas nabi Daud yang menjadi penguasa saat 
itu diminta agar berbuat adil untuk memutuskan perkara antara 
keduanya. Menurut az-Zuhaili” dalam riwayat yang sahih, dise- 
butkan, Sesungguhnya Nabi Daud biasa membagi waktu dalam 
satu pekan itu tiga bagian. Sepertiga untuk mengurus peme- 
rintahan, sepertiga untuk memutuskan perkara di antara orang- 
orang, dan sepertiganya terakhir untuk ibadah. Ketika sedang 
menyendiri untuk beribadah, dan membaca kitab suci Zabur di 
mihrabnya, tiba-tiba datang dua orang lelaki yang minta dipu- 
tuskan perkara mereka, padahal bukan waktu untuk memutus- 
kan perkara, yaitu perebutan binatang ternak (kambing). Nabi 
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Daud segera memutuskan perkara tanpa mendengar saksi ter- 
lebih dahulu. Inilah yang dicela oleh Allah, padahal mencari 
saksi adalah keniscayaan sebelum menetapkan hukuman, wa- 
laupun setingkat Nabi Daud tidak mungkin bila sengaja berbu- 
at demikian. Hanya saja riwayat ini menjadi prinsip perlunya 
saksi di pengadilan atau dalam memutuskan perkara. Ini ada 
kaitan dengan keadilan dan persamaan hak di depan hukum 
karena mendengarkan dari masing-masing pihak menunjukkan 
atas prinsip persamaan tersebut. 

Kemudian, pada ayat selanjutnya, Sad/38: 23-26 kisah ini 
lebih dipertegas lagi sebagai berikut: 


oz 


o2, Go ada Tas ag GA. GE eos Bo DaN ATG 
ana Ao API 


sak maka PRA AG 


ui K ja 


Mal EMEA AUG AG É 
Mati. A AIKAA main gi IA LK 


ara IT 


o TAB Ss 
PAPA PAM vāki ILO VE ATA 
Menga Le 


AA 


ganguan PAR Wara GEA pe OA 


Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan we sembilan ekor 
kambing betina dan aku mempunyai seekor saja, lalu dia berkata, “Se- 
rahkanlah (kambingmu) itu kepadaku! Dan dia mengalahkan aku da- 
lam perdebatan.” Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat 
galim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) 
kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang berse- 
kutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang 
begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia me- 
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mohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. 
Lalu Kami mengampuni (kesalahannya) itu. Dan sungguh, dia mempu- 
nyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi Kami dan tempat kem- 
bali yang baik. (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya eng- 
kau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputus- 
an (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau meng- 
ikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 
Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab 
Jang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Sad/38: 23- 
26) 

Ayat-ayat di atas menerangkan tugas nabi Daud, sebagai- 
mana dinyatakan az-Zuhailī", yaitu: Membagi-bagi kemam- 
puannya untuk kepentingan dunia dan akhirat, Mengeluarkan 
keputusan hukum (menjatuhkan vonis) antara “dua orang” 
yang berperkara, Kekhalifahan yang harus dipegangnya setelah 
peristiwa pengadilan itu. Selain itu dapat ditambahkan pula 
bahwa berkaitan dengan hukum acara, maka jalur saksi menjadi 
penting, yaitu “Dapat saja dalam suatu kasus tertentu Nabi 
Daud tidak memperhatikan aspek lain dalam memutuskan 
karena sudah yakin benarnya. Namun, sebagai proses peradilan, 
kesaksian amat penting dan karena itu dalam acaranya (hukum 
acara) harus dilalui.” 

Kesamaan di depan hukum juga berlaku antara laki-laki 
dan perempuan, terutama ketika terjadi konflik antar suami 
istti, Pai diterangkan dalam Surah an-Nisa /4: 32-34: 


vērts Sedes B3 vad TUNAI 

2. Prost Zv 2 7 iii NGE 
PU E E Co Ksi 
VARTA KARA JA) 


Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan 
Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi 
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perem- 
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puan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah 
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisa /4: 32) 


Kemudian, ayat selanjutnya menunjukkan bahwa perem- 
puan ada beberapa kesamaan dengan kaum lelaki dalam Surah 
an-Nisa /4: 34 berikut ini: 


Guga Han PGN PLA 
š PR 4 
EA dj A T 


g 28 22 l nots > Ga > 


PKS 


Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah 
dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka 
Jang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, 
karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang 
kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada 
mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan 
(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka 
janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, 
Allah Mahatinggi, Mahabesar (an-Nisa /4: 34). 


c. Kesamaan secara ekonomi 

Setiap orang di dunia ini harus mencari rezeki yang halal 
dan tayyib dalam upaya mempertahankan hidupnya. Karena itu 
bekerja adalah hukumnya wajib. Diriwayatkan Rasulullah dida- 
tangi oleh seorang peminta-minta, kemudian beliau memberi 
kapak agar dapat mencari kayu bakar dan dijualnya. Istilah yang 
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berkaitan dengan kerja di dalam Al-Quran adakalanya diung- 
kap dengan istilah #jarah, bai, bars, yahrusiin, ibtiga'a min jadiillah, 
- pada Surah al-Jumu'ah/62: 10 yang menyatakan: 


ai Jadi La rip NI Ii SA 
A w w 
E DA Naa APK z 
Sa KS ANAKAN 
Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, 


carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 
beruntung. (al-Jumu'ah/62:10) 


Menurut a-Muntakhab, makna ayat ini sebagai berikut: 
A Kas La til, akal Ca pilis PES VE pe 
GI su op I NS SE, Sula MAS, 
Era 
Maka apabila salat sudah ditunaikan, maka menyebarlah di muka 
bumi untuk mencari kemasiahatan kalian, carilah karunia Allah dan 


banyak-banyaklah mengingat Allah dengan hati dan lidah kalian agar 
kamu beruntung mendapatkan dua kebaikan dunia dan akhirat. 


Dalam ayat yang lain Allah berfirman: 


TT 7 rare, do 8. Loser? 220A 
Ga Viela pr 23,7 Gan PG SE 
Še or D ve De IL KLT SN 
a Aa ws LA 

Eh ang 


Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang 
menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 
telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 
derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. 
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Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan 
(az-Zukhruf/43: 32) 


Menurut az-Zuhailī" maksud ayat ini: “Pertama, sesung- 
guhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki sesuai 
dengan hikmah dan kehendak-Nya. Ada yang fakir, ada yang 
kaya dan begitulah manusia berbeda dalam hal dunia apalagi 
dalam hal kenabian. Kedua, sesungguhnya Allah yang mengung- 
gulkan dan membedakan kehidupan dunia ini, ada yang lemah 
dan kuat, ada yang berilmu dan bodoh, ada yang cerdas dan 
tidak, dan ada yang giat dan malas. Persamaan dalam urusan ini 
adakalanya menjadikan ketidaksesuaian dengan aturan alam 
(menyalahi hukum alam) dan merusak kepentingannya. Maka 
yang satu lemah mengerjakan, yang lain membantunya, dan 
begitu seterusnya, sehingga ada keadilan dalam memberi upah 
(sebagai sumber rezeki-pen.). Ketiga, perbedaan kepemilikan har- 
ta ada yang banyak dan sedikit, bukanlah menunjukkan baiknya 
si pemilik harta itu, karena dunia tidak ada harganya (secara 
hakiki), sementara kekayaan itu ada dalam timbangan Allah”. 
Akan tetapi setiap orang berhak dan diberi kesempatan mencari 
dunia itu, seperti pada ayat berikut: 


A3 BAA AESAAT MES SIK IS 
wia 


Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, 
maka Jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari reze- 
ki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkit- 
kan. (al-Mulk/67: 15) 


Walaupun demikian, tugas yang dibebankan kepada siapa 
pun tidak boleh melebihi batas kemampuan, bahkan dalam 
ibadah pun selalu disesuaikan dengan kemampuan yang ber- 
sangkutan. Umpamanya Allah ketika memerintahkan suatu ke- 
wajiban, bila hamba tidak dapat melakukannya, maka diringan- 
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kan beban itu diganti dengan tugas atau hukum, bahkan denda 
alternatif. Pelaksanaan wud’ diganti dengan tayammum, tidak 
mampu salat sambil berdiri diganti dengan duduk atau berba- 
ring. Puasa juga memiliki hukum alternatif bila tidak dapat 
melakukannya bahkan hukum pidana sekalipun, seperti pembu- 
nuhan yang harus dikenakan gisas, dapat diganti dengan diyat. 
Di sinilah Allah Maha Adil, walaupun Allah tidak menyebut se- 
cara eksplisit tentang sifatnya yang adil seperti pada Asma'ul 
Husna, misalnya, tetapi Allah dengan ungkapan lain, seperti 
menyebut Aphkamul-Hakimin yang tercantum dalam Surah Hud- 
/11: 45 dan at-Tin/95: 8, belum termasuk sifat-sifat Allah sub- 
bānahū wa ta'ala yang lain, yaitu al-Hakim. 


d. Kesetaran dalam politik atau kekuasaan 

Kesamaan politis diartikan sebagai hak masyarakat mem- 
berikan kritik dan masukan kepada penguasa, bahkan memben- 
tuk dan mengangkat penguasa, seperti kepala negara atau kepa- 
la pemerintahan. Konsep al-amr bil-ma rif wan-nahyu 'anil-munkar, 
merupakan bagian penting dalam kesamaan menghadapi situasi 
politik dan kekuasaan. Dalam pada itu penguasa harus menja- 
min keamanan masyarakat, seperti pada ayat-ayat berikut yang 
berkaitan dengan urusan negara, yaitu pada an-Nūr/24: 55; dan 
pada asy-Syura/42: 38: 


SN Tea DE KA Ge, 
PN RE ln LI 
PN SETAN PANTI sar pa A Tan Kap! 

si BADAN An AÉ 


Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan 
menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah 
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menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia 
akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan 
Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam 
ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan 
tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa 
(tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang 
Jasik. (an-Nut/24: 55) 


Menurut M. Quraish Shihab”, “Rasulullah salallahu ‘alaihi 
wa sallam telah menjelaskan pula kebijaksanaan yang harus 
ditempuh oleh para penguasa terhadap rakyat dan anggota 
masyarakat secara umum. Petunjuk dan ketentuan-ketentuan di 
atas berkaitan dengan janji Allah memberikan kekuasaan dan 
rasa aman, sehingga petunjuk tersebut menjadi sebab bagi janji 
ini, dan janji itu sebagai akibat dari petunjuk tersebut. Ia telah 
menjadi sunnatullah, sehingga siapapun yang melaksanakannya 
akan meraih janji ini. Dengan syarat iman, Allah mempermu- 
dah satu masyarakat melaksanakan sebab-sebab keberhasilan 
itu, dan menghindarkan dari mereka hambatan dan halangan 
yang merintangi pencapaiannya. Boleh jadi juga berkat keiman- 
an itu Allah mencurahkan kemudahan dan bimbingan, walau— 
mereka yang beriman itu—tidak sepenuhnya melaksanakan 
tuntunan itu, atau kalau tercampur antara kebaikan dan 
keburukan dalam kegiatan mereka, Allah tidak segera menja- 
tuhkan sanksi atas mereka. 

Sungguh prinsip kesamaan dalam politik ini sudah sudah 
dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ketika akan 
melakukan langkah-langkah menghadapi kaum kafir saat itu, 
sebagimana pada ayat bahwa musyawarah adalah penting. Su- 
rah asy-Syura mengilustrasikan pentingnya dilibatkan banyak 
pihak dalam menentukan ik politik. 


rok 255, see PER ASK Ker gros 
EMSAN Ce SARAAN mols AGE NGANG 


Dan (bagi) orang-orang yang menerima inanki. seruan Tuban dan 
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melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menginjakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūtā/ 42: 38) 


Dalam menjelaskan ayat ini al-Maududi” bahwa syara 
atau legislatif harus mencakup poin berikut ini: 

1). Kepala eksekutif pemerintah dan anggota-anggota majelis 
harus dipilih melalui pemilihan bebas. 

2). Rakyat dan wakil-wakilnya harus memiliki hak untuk meng- 
kritik dan mengemukakan pendapat mereka secara bebas. 

3). Keadaan riil dari negara harus dikemukakan kepada rakyat 
tanpa ada fakta yang disembunyikan, sehingga rakyat dapat 
memutuskan apakah pemerintahnya telah bekerja baik atau 
tidak. 

4). Harus ada jaminan yang kuat bahwa hanya orang-orang 
yang memeroleh dukungan rakyat yang akan mengatur 
negara dan mereka yang tidak memeroleh dukungan ini 
harus meletakkan kekuasaannya”. 


2. Prinsip Amanah 

Amanah adalah bagian penting dalam memelihara prin- 
sip keadilan karena amanah ada kaitannya dengan pertanggung- 
jawaban terhadap siapa saja yang memberikan beban kepada 
yang bersangkutan, bahkan terhadap masyarakat dunia dan 

Tuhan sekaligus. Memang melaksanakan prinsip ini amat berat, 

sebagaimana disebutkan Al-Guran dalam Surah al-Ahzab/33: 

72 sebagai berikut: 

BI SN ye Sen 
Z947 ŽAL rs 2 5 PE AL ey PI 
NP PN KANAN AAA ME ds COLA TIA 

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan 

gunung-gunung tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah 


AP oF ye 


ULA dl Ce 
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amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat 
bodoh. (al-Ahzab/33: 72) 


Walaupun makna amanah di sini seringkali dimaknai 
sebagai tugas-tugas keagamaan, seperti disebut oleh tafsir 
Departemen Agama, tetapi lebih dari itu adalah segala amanah 
yang sudah menjadi tugasnya dalam mengarungi kehidupan ini, 
yaitu bukan hanya amanah secara spiritual, tetapi juga amanah 
secara individual, sosial, material, dan konstitusional, umpama- 
nya sebagai penguasa. Menurut Wahbah az-Zuhailī” dikatakan, 
“Ketaatan, kewajiban-kewajiban yang menyangkut adanya 
pahala-pahala bagi yang menunaikannya, sementara dengan 
menyia-nyiakannya ada siksa. Amanah juga meliputi amanah 
harta seperti titipan yang tidak ada bukti (dan ada bukti). 
Memandikan mayat amanah, farji amanah, telinga amanah, 
mata amanah, lisan amanah, perut amanah, dan kaki amanah.” 

Menjalankan dan menegakkan keadilan adalah mene- 
gakkan amanah manusia itu sendiri, sebagai makhluk yang di- 
beri wewenang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar bila Ra- 
sulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam ketika membicarakan amanah, 
amat luas sekali, mulai dari urusan individual, keluarga, sampai 
urusan kenegaraan. Dalam suatu hadis dikatakan tentang tugas 
kenegaraan sebagai berikut: “Seorang sahabat Nabi sallallahu 
alaihi wa sallam meminta kekuasaan, tetapi waktu itu Nabi 
sallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, Anda itu lemah, ini adalah 
amanah, dan sungguh akan menjadikan anda menyesal di hari 
kiamat”. Menurut M. Ouraish Shihab dalam Tafsir Al-Mish- 
bah", “Tujuan informasi ayat ini tentang penolakan langit, 
bumi dan gunung adalah untuk menggambarkan betapa besar 
amanah itu, bukannya untuk menggambarkan betapa kecil dan 
remeh ciptaan-ciptaan Allah itu. Ulama berbeda pendapat mak- 
sud al-Amanah pada ayat ini. Ada yang mempersempit sehingga 
menentukan kewajiban keagamaan tertentu, seperti rukun 
Islam, atau puasa dan mandi janabah saja, ada juga yang 
memperluasnya sehingga mencakup semua beban keagamaan. 
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Ada lagi yang memahaminya dalam arti akal karena dengannya 
makhluk/manusia memikul tanggung jawab. Menurut M. 
Quraish Shihab, Ibn “Asyur cenderung memahami kata amanah 
pada ayat ini dalam arti hakiki, yaitu apa yang diserahkan 
kepada seseorang untuk dipelihara dan di tunaikan sebaik 
mungkin, serta menghindari segala bentuk penyia-nyiannya. 
Demikian itulah yang ditunjuk oleh ayat ini dengan kata 
salūman, sedang yang lengah dan alpa itulah yang di maksud 
dengan kata jahilan”. 


B. Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM 

Ketika Rasulullah salallahu “alaihi wa sallam melaksanakan 
haji Wada', beliau dengan secara tegas mendeklarasikan kem- 
bali tentang penegakkan dan pemeliharaan HAM, yang terekam 
dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: 


SAN WAS NS Kah, Sial San by 
"(5 S4 ul gs Oles og) NA Ka K 


Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram sesama 
kalian, seperti haramnya hari, bulan, dan negeri kalian ini. (Riwayat 
al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah). 


Dalam perlindungan HAM akan didahulukan nama baik, 
kemudian perlindungan jiwa, serta harta. 


1. Perlindungan terhadap Kehormatan 

Kehormatan diri adalah sesuatu yang sangat berharga 
dalam kehidupan seseorang, makanya kehormatan diri harus 
dilindungi dengan sebaik-baiknya, Allah melarang kita mele- 
cehkan ataupun merusak nama baik seseorang, dalam Surah al- 
Hujurat/49: 11-12 dinyatakan sebagai berikut: 
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A PAPA A NN SGI AN DAN 
ATN EGAR aan KA AN AY 
Ona Bea agi 
PLAN Si | Ga NGA 


Ra MP LAM 


aS e ol (Ye GA pa A) T 
(9) 2 la ATI PARS 


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) 
lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempu- 
an-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi 
perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang 
mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan 
janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk- 
buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. 
Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang 
galim. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari pra- 
sangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganiah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu 
yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu 
merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Hujurat/49: 11-12) 


DAS 


A Ag” Kg Gd 


ARI, 


Dalam Tafsir Departemen Agama” diterangkan tentang 
mencela dirimu sebagai berikut: “Jangan mencela dirimu sendiri 
maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang- 
orang mukmin seperti satu tubuh, sementara panggilan buruk 
ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti 
panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan 
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seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.” Ungkapan kasar 
dan nada menghina seperti itu dilarang oleh agama. Dengan de- 
mikian perlindungan nama baik seseorang bagian yang amat 
penting. 

Menurut M. Ouraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”, 
Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan 
mesra: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum yakni 
kelompok pria mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain, 
karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, karena boleh 
Jadi mereka yang di olok-olok itu lebih baik dari mereka yang 
mengolok-olok.; dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok 
wanita-wanita lain karena ini menimbulkan perpecahan antar 
mereka, apalagi boleh jadi mereka yakni wanita-wanita yang di 
olok-olok itu lebih baik dari mereka yakni wanita yang mengolok- 
olok itu dan janganlah kamu mengejek siapa pun, dengan ucapan, 
perbuatan atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri 
kamu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar 
yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil, walau kamu 
menilainya benar dan indah. Seburuk-buruknya panggilan ialah 
panggilan Kefasikan yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa 
yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka 
mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan yang lurus 
dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang 
Jang zalim dan mantap kezalimannya dengan menzalimi orang 
lain serta dirinya sendiri. 

Sementara itu pada ayat 12 sebagaimana di uraikan juga 
dalam Al-Mishbah adalah sebagai berikut: “Panggilan mesra 
kepada orang-orang yang beriman diulangi untuk kelima kali- 
nya. Di sisi lain memanggil dengan panggilan buruk- yang telah 
dilarang oleh ayat yang lalu-boleh jadi panggilan/gelat itu dila- 
kukan atas dasar dugaan yang tidak berdasar, karena itu ayat ini 
menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan upaya 
sungguh-sungguh banyak dari dugaan yakni prasangka buruk 
terhadap manusia yang tidak memiliki indikator itu adalah dosa.” 
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Selanjutnya, Quraish Shihab”, menerangkan: “Karena ti- 
dak jarang prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu, 
oleh karena itu dilanjutkan dengan: Dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh 
pelakunya serta jangan juga melangkah lebih luas yakni sebagi- 
an kamu menggunjing yakni membicarakan aib sebagian yang 
lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah jika itu disodorkan 
kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan 
menghindari memakan daging saudara sendiri itu, karena itu 
hindarilah pergunjingan karena ia sama dengan memakan da- 
ging saudara yang telah meninggal dunia dan bertawakal kepada 
Allah yakni hindari siksa-Nya di dunia dan di akhirat dengan 
melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta 
bertaubatlah atas aneka kesalahan, Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” 


2. Perlindungan Jiwa 

Islam amat mempertahankan dan melakukan perlindung- 
an jiwa, segala hal yang menghilangkan jiwa akan mendapat hu- 
kuman yang setimpal yang disebut kisas. Pada Surah al-Baga- 
rah/2: 178-179 disebutkan: 


KI AN NENG ANE SANG 
PANEN NA ENI CA PAN JAG 
ye seng 8, > 4 yä 


KĀ Ss TN Kia IE USIA 
LAS II VII SE fp WAN A uya kaya 


„ri #z 
os 
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksana- 
kan) qisas, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan 
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dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memeroleh maaf dari saudaranya, 
hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) 
kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan 
dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, 
maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam gisas itu 
ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar 
kamu bertakwa. (al-Bagarah/2: 178-179) 


Menurut Al-Quran dan Terjemahnya”, “Maksud kisas 
adalah mengambil pembalasan yang sama. kisas itu tidak 
dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli 
waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) 
yang wajar. pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya 
dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh 
hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak me- 
nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan men- 
jelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembu- 
nuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, 
maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia 
mendapat siksa yang pedih.” 

Hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan ini, pada 
ayat lain, terdapat dalam Surah an-Nisa /4: 92-93: 

og 27 Tg sar A > Ja 
GLE EA 3 SE NAN G3 
2 A EEE EAA 
Bi Ian : SI aa Sāls Sea 
PN a lrer AA re nara w Br „ts 
La KPS LA R9 4; Aca ya AFE 
2A 


oa g 32 Zv» Ar» Pad ae p2 S 
PAAA CA 3 to A Kas 
sy 7 >i ” 23 a , 
UT Raja SAN 
Z > Pi y PAN PAKA aa 4 Lati or», 
ma > U! Ga aa 


o2 2 ga > 
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aa 


Zy., AG LE AG as KA AA 
OCH KA 67 P2 ne PA) Ai 


Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang 
beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang- 
siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (bendaklah) dia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) 
tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali 
Jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia 
(si terbunuh) dari kaum yang memusubimu, padahal dia orang beriman, 
maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si 
pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang- 
siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si 
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada 
Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan barang- 
siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya 
ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada- 
nya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya (an- 
Nisa /4: 92-93) 


Dalam Al-Quran dan Terjemahnya”, diterangkan seba- 
gai berikut: Pada pengertian tidak disengaja upamanya, “Me- 
nembak burung terkena seorang mukmin. Kemudian kata diyat 
diartikan sebagai pembayaran sejumlah harta karena sesuatu 
tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Ke- 
mudian istilah sadagah maksudnya membebaskan si pembu- 
nuh dari pembayaran, sementara tidak memerolehnya, mak- 
sudnya: tidak mempunyai hamba: tidak memeroleh hamba 
sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk di- 
merdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan bet- 
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turut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diyat dan 
memerdekakan hamba sahaya”. 

Pada prinsipnya tidak boleh ada pembunuhan pada umat 
Islam, dan kalau terjadi hanya kesalahan belaka, maka hukum- 
annya sebagaimana diterangkan pada Surah di atas. 


3. Perlindungan harta benda 

Dalam Islam bukan hanya pencuri yang diberi hukuman 
dengan keras, yaitu potong tangan, tetapi juga perampok yang 
merampok apapun alasannya, atau orang yang lari dari medan 
perang, atau orang yang meminum susu dari sapi perah tanpa 
izin pemiliknya. Bahkan dalam Islam diajarkan jual beli pun ha- 
rus saling merelakan, tidak boleh ada pemaksaan. Berkaitan de- 
ngan perlindungan dan pemeliharan harta benda Allah ber- 
firman: 


Ga SA UA KA MAYA, 
2 F A BAE ” A ay 

D Cēsis Ragana 

Â PE afe 

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijak- 
sana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sung- 


guh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-M#'idah/5: 38- 
39) 


Sungguh tegas dalam ajaran Islam untuk memelihara har- 
ta seseorang dengan tanpa membedakan antara harta Muslim 
dan non-Muslim. Namun, hukuman yang amat tegas ini me- 
nunjukkan bahwa harta siapapun harus dijaga karena perlin- 
dungan terhadap harta adalah bagian dari magasidusy-Syari'ah. 
Hukuman potong tangan seringkali dianggap melanggar HAM 
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sekarang ini dengan tidak mempertimbangkan kewajiban yang 
bersangkutan untuk melindungi hak milik orang lain. Persoal- 
annya ialah apakah korupsi yang sekarang ramai dibicarakan 
termasuk pencurian, sehingga perlu mendapat hukuman yang 
keras. Dalam undang-undang Anti Korupsi, memang dihukum 
dengan hukuman maksimal, yaitu Hukuman Mati. Dalam ke- 
rangka magasidusy-Syari'ah, maka hukuman seperti ini sebagai 
upaya untuk melindungi harta milik orang lain, agar tidak 
diganggu semaunya apalagi dicuri. 

Kemudian Allah pun melarang memakan harta yang 
batil, sebagaimana disebutkan pada Surah al-Bagarah/2: 188, 
an-Nisa'/4: 29 dan 161 sebagai berikut: 


PA g 2 KR DA 2A y “9 Ao A Cr AE Z 
San 
romas om 5097 4 T 5 21 w Lot 
BAG IA IG AS 
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 
orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al- 
Bagarah/2: 188) 


Menurut M.Ouraish Shihab” dalam Tafsir Al-Mishbah, 
maksud ayat ini ialah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu 
“Abbas, Ini adalah berkaitan dengan seseorang yang memiliki 
harta, tetapi tidak ada tanda bukti (kepemilikannya). Maka harta 
itu diselewengkan orang lain, lalu ia pergi menghadap hakim 
(pengadilan), ia tahu bahwa ini berhak, dan yang lain tahu 
bahwa ia dosa memakan yang haram. "Demikian pula diriwa- 
yatkan dari “Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, “Janganlah kau 
mengadu (ke hakim) padahal kau tahu bahwa kau menzalimi”, 
karenanya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
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Pap daan 


an Ten pi bata BU ana MS 
Obi ay) ai Pn JON Gya dadah La GSG al 


Rasulullah mendengar suara orang yang sedang berselisih di depan pintu 
kamarnya, maka Beliau menghampiri mereka lalu bersabda: sesungguh- 
nya aku ini manusia biasa, (jika) orang-orang yang berselisih datang 
padaku, bisa jadi sebagian mereka lebih pandai berbicara, sehingga aku 
menganggap ia yang benar lalu aku memenangkannya (memihak pada- 
nya). Maka barang siapa yang telah aku beri putusan (yang menyalahi) 
hak seorang muslim (padahal ia mengetahuinya) sesungguhnya itu tidak 
lain hanya sepotomg api neraka, maka hendaknya ia menerimanya atau 
meninggalkannya”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ummu 
Salmah) 


Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa keputusan 
hakim tidak akan mengubah sesuatu dalam zatnya perkara itu, 
tidak menghalalkan suatu zat yang haram, dan tidak mengha- 
ramkan bila zat barang itu halal. 

JA en 


Set SA (TEE FAN GET 


st 
LAN 
v 


GIA Aga BS 7 ŽA z APA S È Vai 
D WOL LENY 9 OTE PREE 


„_£ 
Ge) S 2 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 


harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu. (an-Nisa'/4: 29) 


Dalam Tafsir a-Muntakhab”, ayat tersebut dimaknai 
sebagai berikut: “Wahai orang-orang beriman janganlah sebagi- 
an kalian mengambil harta sebagian lagi tanpa hak. Namun, 
boleh buat kalian (mengambil harta itu) lewat perdagangan 
dengan cara saling merelakan di antara kalian. Jangan pula 
kalian mencelakakan dirimu dengan cara menyalahi perintah- 
perintah Tuhanmu kalian dan janganlah pula salah seorang 
kalian berbuat kriminal atas saudaranya karena itu adalah satu 
jiwa. Sesungguhnya Allah kekal kasih sayang-Nya terhadap 
kalian.” 

Dalam Tafsir Departemen Agama disebutkan maksud 
membunuh diri, “Sesungguhnya mereka telah dilarang daripa- 
danya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang 
yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. 


ECE LL GN JĀ PEAK 
Ca ASA 


dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah 
dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara 
tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara 
mereka azab yang pedih. (an-Nisa M: 161) 


Untuk melindungi harta benda masyarakat, maka segala 
sesuatu harus ada prosedur yang benar dan karena itu pula 
dilarang meng-gasab (mengambil milik orang lain tanpa izin 
dengan maksud mengembalikannya). Sedang yang dibolehkan 
adalah hadiah, 'atiyyah, dan hasil meminta. Kemudian, memiliki 
harta orang lain, mungkin melalui hibah atau wasiat, dan paling 
rendah adalah pinjaman. Al-Quran menerangkan tentang pin- 
jam meminjam, sehingga harus dicatat sampai waktu tertentu, 
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seperti diterangkan pada Surah al-Baqarah/2: 282-283 tentang 
utang piutang yang harus dicatat dan pembayarannya pada 
waktu yang ditentukan, juga harus adanya jaminan pada pin- 
jaman tersebut. 


4. Perlindungan Jenazah 

Dalam keadaan perang atau tidak, jenazah siapa pun 
tidak boleh ditolak, bahkan tentara musuh sekalipun sesuai de- 
ngan tempat penguburannya masing-masing. Maksudnya di 
kuburkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam pe- 
rang Ahzab yang terjadi tahun ke 5 Hijriyah/ 626 M prajurit 
musuh yang termasyhur telah terbunuh dan tubuhnya jatuh ke 
dalam jurang yang digali kaum Muslimin untuk mempertahan- 
kan Madinah. Kaum kafir menyerahkan sepuluh ribu dinar ke- 
pada Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam dan meminta bahwa 
tubuh-tubuh prajurit yang tewas diserahkan kepada mereka. 
Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam menjawab, “Aku tidak men- 
jual mayat, kalian dapat mengambil jenazah kawan-kawan kali- 
an” 

Dalam suatu hadis diriwayatkan, “Para sahabat pernah 
agak sedih karena Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam berdiri 
ketika melihat jenazah orang Yahudi. Waktu itu dikatakan oleh 
sahabat bahwa itu adalah Yahudi. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa 
sallam menjawab, “Alaisa nafsan, bukankah itu jiwa juga”? Ra- 
sulullah sallallahu 'alaihi wa sallam juga melarang para sahabat 
merusak mayat musuh-musuhnya, seperti terjadi pada masyara- 
kat Arab sebelum Islam. Dikatakan pula dalam suatu hadis 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud, “Rasulullah sallallahu “alaihi 
wa sallam telah melarang kita merusak mayat-mayat musuh”. 
Dalam perang Uhud orang-orang kafir merusak jenazah kaum 
Muslimin yang gugur di medan perang dengan cara memotong 
telinga dan hidung dan kemudian dibuat kalung di leher mere- 
ka, seakan-akan medali perang. Perut Hamzah, paman Ra- 
sulullah sallallahu “alaihi wa sallam telah dirobek oleh kaum 
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Quraisy dan hatinya diambil kemudian dikunyah oleh Hindun, 
istri Abu Sufyan, pemimpin tentara Mekkah. Kaum Muslimin 
sesungguhnya marah sekali melihat pemandangan yang sangat 
menjijikan ini, tetapi Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam me- 
minta pengikutnya agar tidak meniru perlakuan yang serupa itu 
terhadap tubuh-tubuh musuh.”"' 

Dalam Al-Guran melarang untuk melewati batas, 
sebagaimana dalam Surah al-Bagarah/2: 190:” 


AH oA Ay 


Pod sā» < bh Lan, 4 y 2 . NUN 
Leon MN KE GAN AN JAGA G3 
2 Z PAT 


Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
Jangan melampani batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
Jang melampaui batas. (al-Bagatah/2: 190) 


Latar belakang surat Al-Bagarah ayat 190 ini, sebagai- 
mana dikatakan oleh az-Zuhailī yang kutip dari al-Wāhidī," 
“Ayat tersebut turun pada perjanjian Hudaibiyah, dan pada saat 
itu Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya 
ditolak untuk mendatang Baitullah, sehingga menyembelih 
Hadyu (Qurban) di Hudaibiyah. Kemudian orang musyrik 
Mekkah waktu itu berdamai dengan Rasulullah sallallahu ‘alaihi 
wa sallam bahwa berkunjung ke Baitullah itu tahun depan dan 
itupun di batasi hanya tiga hari untuk bertawaf di Baitullah. 
Pada tahun yang dijanjikan itu Rasulullah sa/lallahu ‘alaihi wa 
sallam bersiap-siap untuk melaksanakan Qada' Umrah, tapi 
Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam dan para sahabat merasa 
khawatir mereka tidak menepati janjinya, terbukti mereka 
menghalangi Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan para 
sahabatnya masuk Masjidil Haram, sehingga terjadilah pertem- 
puran di antara mereka, sementara bertempur di bulan yang 
haram itu dilarang, maka ayat ini mengajarkan bolehnya meme- 
rangi orang kafir di bulan haram. Adapun maksud ayat di atas 
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ialah bahwa orang beriman harus berperang di jalan Allah 
untuk membela dan menguatkan kalimat-Nya. Namun, jangan 
memulai perang dan melebihi batas dan juga pula memerangi 
orang-orang yang menyerah, jangan memerangi bukan tentara 
seperti perempuan, anak-anak, orang-orang tua dan jangan me- 
rusak rumah, merusak pepohonan, membakar tanam-tanaman 
dan buah-buahan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang berlebihan apalagi dalam keadaan ihram di tanah 
haram pada bulan Muharram. 


5. Perlindungan terhadap Sentimen-sentimen Keagamaan 
V m ss 
. i 
UN So , N 
EA 


Pp PPNI WA = ge > o$o ye A3 Ta „A AL GL 
Gelas LN rs IIA ITL 
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampani 
batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat 
menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat 
kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa 
Jang telah mereka kerjakan. (al-An'am/7:108) 


Menurut M.Ouraish Shihab" dalam Tafsir a-Mishbah: 
“Adanya larangan memaki kepercayaan kaum musyrik adalah 
karena makian tidak menghasilkan sesuatu yang menyangkut 
kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebe- 
naran, sedang makian ditempuh oleh mereka yang lemah. 
Sebaliknya dengan makian boleh jadi kebatilan dapat tampak di 
hadapan orang-orang awam sebagai pemenang, karena itu suara 
keras si pemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas dilakukan 
oleh seorang Muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah 
lakunya. Di sisi lain, makian dapat menimbulkan rasa antipati 
terhadap yang memaki, sehingga jika hal itu dilakukan oleh 
seorang Muslim, maka yang dimaki akan semakin menjauh. 
Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain 
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merupakan tuntunan agama, guna memelihara kesucian, dan 
guna menciptakan rasa aman dan hubungan yang harmonis 
antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emo- 
sinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupa- 
kan tabiat manusia, apapun kedudukan sosial atau tingkat 
pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penga- 
nutnya, sedang hati adalah emosi. Berbeda dengan pengeta- 
huan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan 
mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat 
sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan 
kepercayaan telah terhidang kepadanya. Ayat ini dijadikan salah 
satu alasan untuk menguatkan pendapat tentang apa yang dina- 
mai oleh penganut mazhab Maliki sadduz-zar'ah, yakni menam- 
pik peluang atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama agar 
tidak timbul sesuatu yang dilarang agama, atau mencegah segala 
macam faktor yang dapat menimbulkan kemudaratan. Paling 
tidak ayat ini dapat dijadikan dasar bagi gugurnya kewajiban 
amar makruf dan nahi mungkar, apabila dikhawatirkan lahir 
mudarat yang lebih besar bila kewajiban itu dilaksanakan.” 
Piagam Madinah adalah dokumen utama dan pertama 
di dunia yang melindungi hak-hak kaum non-Muslim. Dalam 
Surah asy-Syura/42:15 dan Surah al-Mumtahanah/60:8, isyarat- 
isyarat perlindungan kepada non-Muslim difirmankan Allah 
subhanahu wa ta'ala sebagai berikut: 
> Pd cik LAF 
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Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan 
berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan 
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Janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman 

kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diberintahkan agar 
berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 
Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak 
(perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan 
antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali. (As-Syūtā/42: 15) 


Menurut az-Zuhailī dalam Tafsir al-Munir”, ayat ini ber- 
kaitan dengan Nabi dan orang-orang beriman sesudahnya yang 
diperintahkan untuk berdakwah kepada agama yang disyariat- 
kan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan diwasiatkan kepada mere- 
ka yaitu dengan cara berdakwah kepada Al-Quran yang di 
dalamnya mengandung syariat Allah, di samping itu pula Ra- 
sulullah sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat diperin- 
tahkan agar istiqamah dan teguh dalam menyampaikan risalah, 
dilarang mengikuti hawa nafsu, dan juga diperintahkan untuk 
berbuat adil dalam menetapkan hukum sebagaimana diperin- 
tahkan Allah, karena Allah adalah Tuhan semua umat manusia, 
bukan hanya Tuhan kaum Muslimin sedangkan seluruh manu- 
sia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan- 


22 


nya. 


6. Perlindungan bagi Orang yang Tidak Bersalah 

Suatu perbuatan dosa akan ditanggung sendiri oleh pela- 
kunya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-An'ām/6: 164, 
an-Najm/53: 39, dan Ka 60: 8 
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Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain 
Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan 


dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang 
tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada 
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Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu 
apa yang dahulu kamu perselisihkan. (al-An'ām/6: 164) 


Ayat ini menerangkan tentang Tauhid Uluhiyah dan 
Tauhid Rububiyah. Di samping itu ayat ini menerangkan bah- 
wa segala tindakan yang dilakukan manusia harus dipertang- 
gungjawabkan sendiri-sendiri dan tidak bisa ditanggung orang 
lain, pertanggungjawaban ini baik atau buruk akan diberi ba- 
lasan, kalau baik diberi balasan yang baik, sebaliknya kalau bu- 
ruk diberi balasan yang buruk pula. Hal senada juga diterang- 
kan dalam Surah al-Bagarah/2: 286: 


PSU, SALA Pah 


Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia 
mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (al-Bagarah/2: 
286) 


Ayat ini secara tegas menyatakan tentang pertanggung- 
jawaban dalam segala aspek kehidupan dan bagi manusia, jika 
melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka ia akan mendapat- 
kan pahala, sebaliknya jika melakukan perbuatan-perbuatan 
buruk akan mendapatkan siksa. Pertanggungjawaban pribadi 
yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya selama hidup 
juga diterangkan dalam ayat-ayat yang lain, seperti at-Tūr/52: 
21: 


» D PANS Tea GS “2 Lag PIA UI Kan AAA 
Sa Sa Pb AK Ga, 
Has Te d Pār las 44 ā 4 a.o 
Dan orang-orang yang Z beserta MA cucu Ta Jang 
mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan 
anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit 


pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa 
Jang dikerjakannya. (at-Tūt/52: 21) 
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Dalam a-Muntakhab, ayat tersebut ditafsirkan sebagai 
berikut: 


o a aa? o 30. Bo osf 2o 
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o7, oA ? 
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Dan orang-orang beriman dan orang-orang yang berhak memeroleh 
derajat yang tinggi, dan mereka diikuti oleh anak keturunannya dengan 
iman walaupun mereka tidak mencapai derajat ayah-ayah mereka, 
Kami ikut sertakan keturunan-keturunan mereka untuk menyenangkan 
mereka,, dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal-amal 
mereka. Dan orang-orang tua itu pun sedikit pun tidak menanggung 
kesalahan-kesalahan keturunan mereka karena setiap manusia tergadai 
dengan amalnya, tidak diambil oleh yang lainnya. 


Dalam Surah an-Nisa /4: 123 disebutkan: 
K sa ne SI 
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(Pahala dari Allah) itu bukanlah angan-anganmu dan bukan (pula) 
angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya 
akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan 
mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah (Pahala dari Allah) 
itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) 
menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan keja- 
batan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia 
tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari 
Allah. (an-Nisa /4: 123) 


Masih dalam a-Muntakhab dikatakan sebagai berikut: 
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Sesungguhnya pahala itu, bukan apa yang diangan-angankan dan 
dimimpikan manusia tanpa amal yang baik dan berbuah. Pahala 
bukanlah sesuatu yang kalian angan-angankan, wahai segenap kaum 
Muslimin, bukan pula yang diangankan dan dimimpikan Ahli Kitab 
dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya pahala dan kesela- 
matan dari siksa dengan iman dan amal salih. Dan barangsiapa yang 
melakukan kejelekan akan diberi ganjaran dan tidak akan menemukan 
baginya selain Allah yang mengurus dan menolongnya. 


Pada Surah yang lain disebutkan sebagai berikut:. 
A NAGA 57 € 272 KNA ` -5 rem, 7 
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dan bahwa manusia hanya memeroleh apa yang telah diusahakannya, 
dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihaikan (kepadanya), 
kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 
sempurna. (an-Najm/53: 39-41) 


Menurut M. Quraish Shihab" dalam dalam tafsirnya me- 
nyebutkan sebagai berikut: “Dan di samping orang tidak akan 
memikul dosa dan mudarat yang dilakukan orang lain, ia pun 
tidak akan meraih manfaat dari amalan baik orang lain. Karena 
itu, di sana juga ada keterangan bahwa seorang manusia tiada 
memiliki selain apa yang diusahakannya. Dan bahwa usahanya 
yang baik atau yang buruk tidak akan dilenyapkan Allah, tetapi 
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kelak akan dilihat dan diperlihatkan kepadanya, sehingga ia 
akan berbangga dengan amal baiknya dan ingin menjauh dari 
amal buruknya. Kemudian akan diberi balasannya yakni amal 
itu dengan balasan yang sempurna, kalau baik akan dilipat- 
gandakan Allah, dan kalau buruk tidak dimaafkan Allah, maka 
semuanya dibalas sempurna secara setimpal, dan di samping itu 
termaktub juga di sana bahwa kepada Tuhanmulah saja, tidak 
kepada selain-Nya kesudahan dan awal segala sesuatu”. 


C. Penutup 


HAM dalam perspektif Al-Quran mencakup berbagai 
macam dimensi, baik yang berkaitan dengan persoalan spiritual 
atau keyakinan, ekonomi, politik, maupun sosial. Keberhasilan 
penegakkan HAM, baik berkaitan dengan keadilan maupun 
dengan pembelaannya, bukan hanya tergantung kepada ke- 
inginan kaum Muslimin sendiri, tetapi harus didukung dengan 
adanya kemauan (political will) dari para penguasa dalam 
praktek implementasi di lapangan. Umat Islam masih sering 
menjadi sasaran dan dianggap melakukan pelanggaran-pelang- 
garan HAM, disebabkan adanya kepentingan pihak tertentu 
maupun kepentingan global. Namun, di sisi lain, jika yang 
melakukan kejahatan kemanusiaan dan jelas-jelas melanggar 
HAM dilakukan oleh non-Muslim, maka tidak ada penyelesaian 
yang adil secara hukum, seperti yang terjadi di Palestina saat ini. 
Hal ini menjadi bukti mandulnya sistem hukum yang ada 
sekarang. 

Maka reinterpretasi konsep HAM yang selama ini ada di 
masyarakat mestinya dikembalikan pada ajaran pokok Al- 
Qur'an yang menjadi keyakinan kaum Muslimin selama ini. 
Banyaknya pelanggaran HAM lebih didasarkan oleh nafsu dan 
kejahatan moral manusia-manusia atau penguasa yang rakus 
ketimbang berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang disepakati 
bersama sekalipun, apalagi dengan menggunakan acuan dan 
paradigma teologis Qur ani. Al-Qur'an dengan secara istimewa 
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menerangkan tentang keadilan, prinsip-prinsipnya dengan 
pembelaannya, sehingga tidak diragukan lagi bahwa pembelaan 
HAH yang benar adalah berdasarkan Al-Quran. 

Dalam menegakkan keadilan akan ditemukan prinsip- 
prinsip keadilan yang akan menjadi standar perilaku apakah 
manusia berbuat adil atau tidak. Prinsip keadilan akan 
mencakup kesamaan, amanah, dan berbagai aspeknya. Semen- 
tara pembelaan terhadap penegakan HAM yang terkait dengan 
keadilan akan meliputi perlindungan terhadap keyakinan, ke- 
hormatan, jiwa, harta, kerja, sentimen keagamaan, perlindungan 
terhadap orang yang tidak bersalah, dan lain-lain. Wallahu a'lam 
bis-sawab. || 
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a G 


HUKUM PIDANA 
ISLAM DAN HAM 


ay — 


anusia dalam pandangan Islam bukanlah makhluk 
| N / | yang sempurna walau secara fisik telah diciptakan 
dalam sebaik-baik bentuk. Setiap manusia pasti 
pernah melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Di dalam 
al-Qur'an manusia digambarkan memiliki sifat-sifat kekurangan 
seperti melampaui batas (al-"Alag/96: 6), tergesa-gesa (al 
Isra'/17: 11), selalu aniaya dan bodoh (al-Ahzab/33: 72) dan 
lain sebagainya. Dalam salah satu riwayat Rasulullah bersabda, 
“Seandainya kalian tidak melakukan dosa dan kesalahan maka Allah 
akan menciptakan sekelompok orang yang akan melakukan dosa dan 
kesalahan lalu Ia berikan ampunan kepada mereka.” (Riwayat 
Muslim dari Abu Hurairah). 

Dengan demikian, dalam setiap komunitas masyarakat 
pasti terjadi pelanggaran terhadap aturan, termasuk di antaranya 
masyarakat ideal yang hidup di masa Rasulullah dan para 
khalifah sesudahnya. 

Kendati diakui sebagai sebuah fenomena sosial dan se- 
buah keniscayaan, pelanggaran dalam sebuah masyarakat tidak 
dibiarkan berkembang oleh Islam. Terdapat sejumlah solusi 
dan pembinaan dalam Islam untuk mencegah agar pelanggaran 
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tidak berkembang, antara lain dengan menetapkan hukuman 
bagi setiap pelanggaran. Hukuman adalah sebuah keniscayaan 
sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran dalam kehidupan ma- 
nusia, bahkan di kalangan hewan seperti burung, serangga dan 
lainnya. Namun demikian Islam tidak menjadikan hukuman 
sebagai satu-satunya jalan untuk menciptakan kehidupan yang 
bersih dan suci, tetapi dengan melakukan pencegahan melalui 
peningkatan kesadaran beragama, menempa jiwa dengan berba- 
gai perilaku terpuji, dan menciptakan suasana kondusif bagi 
terciptanya kehidupan yang bersih. 

Tidak setiap pelanggaran dan kemaksiatan ditentukan 
sanksi dan hukumannya di dunia. Ada sejumlah penyimpangan 
dan pelanggaran yang pelakunya hanya diancam dengan murka 
dan siksa Allah di akhirat, sementara sanksi duniawinya dise- 
rahkan sepenuhnya kepada hakim dan penguasa (ta'g/r) seperti 
bohong, riba, berbuat curang, menipu, mengumpat dan 
sebagainya. Pelanggaran yang telah ditetapkan hukumannya da- 
lam Al-Qur'an dan atau hadis sangatlah terbatas sekali, yaitu: 1) 
pencurian; 2) zina; 3) tuduhan zina; 4) minum minuman keras 
(khamar); 5) murtad; 6) perampokan (al-hirabah/ gatut-tarig); T) 
pemberontakan (a/-bag)), dan 8) pembunuhan sengaja (al-'awd), 
atau menyerupai sengaja (syibhul-amd), atau karena kekeliruan 
(a-khatha). Hukuman untuk tujuh pelanggaran yang disebut 
pertama dalam hukum Islam dikenal dengan istilah add atau 
budūd, sedangkan untuk nomor kedelapan disebut qisas dan 
diyat. Dalam hukum positif, ketiga jenis pelanggaran itu (buduid, 
qisas dan ta'zir) disebut tindak pidana. 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 
Belanda “Strafbaar feit”, yang menurut Wirjono Prodjodikoto 
merupakan istilah resmi dalam "S?arf Wetboek” atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di 
Indonesia”. Di samping istilah tindak pidana, yang sekarang 
dipakai oleh undang-undang pidana di Indonesia, terdapat pula 
istilah “delik” (dalam bahasa Belanda del), yang berasal dari 
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bahasa Latin “delictum”. Pengertian tindak pidana menurut 
Simons, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan 
Ruben Ahmad adalah Een strafbaargestelde, met scbuld in verband 
staande handeling van een toerekeningsvatbaar person (Perbuatan salah 
dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh 
seseorang yang mampu bertanggungjawab). Dalam hukum 
Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan jarimah atau 
Jindyah. Untuk lebih jelasnya lagi berikut ini akan diuraikan 
beberapa term dalam Al-Qur'an dan bahasa Arab yang terkait 
dengan pidana Islam. 


A. Term-Term yang Terkait dengan Pidana Islam 

Dalam bahasa Arab dan literatur hukum Islam, tindak 
pidana disebut jarimah atau jinayah. Sedangkan ketentuan huku- 
mannya disebut hudud, qisas dan ta'zir. Berikut uraian masing- 
masing istilah tersebut: 
1. Jarimah 

Secara bahasa, kata jarimah bermakna tindakan kriminal, 
pelanggaran dan dosa". Menurut pakar bahasa Ibnu Faris, kata 
yang berasal dari akar kata jiw rā mim ini pada mulanya bet- 
makna upaya mendapatkan (kasaba). Umumnya dengan cara- 
cara yang tidak terpuji. Dosa atau pelanggaran diungkapkan 
dengan kata aljurm atau al-jarimah karena mereka yang melang- 
gar melakukan dan mendapatkan sesuatu dengan cara yang 
tidak baik dan terpuji. Kata ini dan derivasinya disebut dalam 
Al-Qur'an sebanyak 66 kali, dan hampirnya seluruhnya 
digunakan untuk menggambarkan pelanggaran dan dosa dalam 
bentuk kekufuran dan pembangkangan terhadap ajaran Al- 
Qur'an yang dilakukan oleh orang-orang kafir, musyrik dan 
munafik. Kata a-mujrimin pada firman-Nya: wakazalika najzil- 
mujrimin (al-A'raf/7: 40), dipahami oleh pakar bahasa Al- 
Qur'an, az-Zajjaj, sebagai orang-orang kafir, karena disebut 
dalam konteks menceritakan pengingkaran dan kesombongan 
mereka terhadap ayat-ayat Allah”. Karena berkonotasi pada 
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pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan musyrik 
para ulama generasi awal (as-salaf as-salih) enggan menggunakan 
kata ini untuk orang-orang Muslim yang berbuat dosa. Dalam 
hadis-hadis Rasulullah kata ini juga jarang digunakan untuk 
mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang 
Islam. Kata ini mulai popular dengan pengertian tindakan 
kriminal dan pelanggaran pada masa kodifikasi ilmu-ilmu 
keislaman (abad kedua hijriah), seperti yang terdapat dalam 
karya Sahih al-Bukhari. Ketika menyebut riwayat tentang Ka'b 
bin Malik beserta koleganya yang enggan berperang dalam 
perang Tabuk ia beri tajuk/tema “Bab hal lil imam an yamna'al- 
mujrimin wa ahlu-ma siyah minal-kalami ma'ahū waz-ziyarah wa 
nahwuhu” (bab apakah imam harus mencegah pelaku kriminal 
dan maksiat untuk berbicara dengannya atau mengunjungi dan 
lainnya), padahal riwayat tersebut tidak mengandung kata a/- 

Dalam perkembangannya, kata ini digunakan dalam 
literatur hukum Islam dengan makna tindak pidana. Para pakar 
hukum Islam, seperti al-Mawardi, mendefinisikan aljarimah 
sebagai berikut: 


o ogof 8. por. 7 sd VA kai Pe dāt ES 
Lai gl Pu ls JAN je DL gas ša Pal 
Jarimah atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang 

oleh syara” yang diancam oleh Allah dengan hukum badd atau ta'zir. 


Definisi serupa juga diberikan oleh pakar hukum Islam 
kontemporer Abdul Qadir “Audah dan Muhammad Abu 
Zahrah”. Abdul Qadir “Audah memberi penjelasan bahwa 
mabhzūrāt atau perbuatan yang dilarang adakalanya melakukan 
perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan per- 
buatan yang diperintahkan. Di samping itu dikaitkannya per- 
buatan yang dilarang (mahgirai) dengan kata syariyyah me- 
ngandung arti bahwa suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat 
baru dianggap sebagai yarimah atau tindak pidana apabila per- 


354 Hukum Pidana Islam dan HAM 


buatan itu dilarang oleh syara”. Di samping harus ada ketentuan 
syara yang melarang perbuatan, juga harus ada ancaman 
hukuman, baik berupa hukuman Žadd atau hukuman 14'zir? 


2. Jinayah 

Selain kata jarimah, tindak pidana dalam literatur hukum 
Islam juga diungkapkan dengan kata jimayah. Kata ini dan 
derivasinya berasal dari akar kata jana yang dalam bahasa Arab 
pada mulanya bermakna memetik buah dari pohon". Dalam 
Al-Qur'an kata ini disebut dua kali dengan pengertian seperti 
itu, yaitu dengan ungkapan jana pada at-Rahmān/55: 54 dan 
Janiyyan pada Maryam/19: 25. Allah berfirman: 


| GI? yr rÈ em La Ra aa 


Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutera 
tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. 
(at-Rahman/55: 54) 


Dosa atau pelanggaran disebut jinayah karena orang yang 
melakukannya seakan memetik dan menarik sesuatu sehingga 
keluar atau tercabut dari tempat yang sesungguhnya atau seha- 
rusnya. Jindyah dengan pengertian dosa digunakan dalam hadis 
Rasulullah: 


a 


virs lily Gea ol) Aani de UL a 

WEI 
Maksud hadis tersebut, jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran 
atau tindak pidana maka dia sendiri yang harus mempertanggung- 


Jawabkannya, bukan orang lain. (HR. Al-Tirmizi dan Ibnu Majah 
dari “Amr bin al-Ahwas). 
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Pakar pidana Islam, Abdul Qadir “Audah mendefinisikan 
jinayah sebagai berikut : 


o ri o - ka) iet P 6 5 en se 
oË de Jal gs sl le tp Ji pe! a 
Ban Ig 


Jinayah adalah suatu nama (istilah) untuk perbuatan yang dilarang 
syara” baik perbuatan tersebut mengenai jiwa atau harta atau lainnya. 


Pakar hukum Islam lainnya, Sayyid Sabig mendefinisikan: 

ik ja KA pah AA ja JS ai, SAN, 

Ka de gēls ie BU an BN 
PI PA 


Yang dimaksud dengan jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang. 
Perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh 
syarak dan dicegahnya karena di dalamnya terkandung bahaya yang 
menimpa kepada agama, akal, kehormatan maupun harta. 


Dari definisi di atas jelaslah bahwa pada dasarnya penger- 
tian yindyah sama dengan pengertian jarimah, yaitu perbuatan 
yang bertentangan dengan ketentuan syarak, baik perbuatan itu 
sasarannya agama, jiwa, akal, kehormatan maupun harta. 


3. Hudūd 

Secara bahasa huduid merupakan bentuk jamak dari add 
yang berarti mencegah. Dalam bahasa Arab batas disebut padd 
karena ia mencegah sesuatu agar tidak melampaui dan menjadi 
pemisah antara dua hal sehingga tidak tercampur. Ketentuan 
hukum dan syariat Allah disebut udad karena itu manjadi batas 
yang mencegah seseorang agar tidak melampaui area di 
baliknya. Hukuman atau pidana zina disebut hadd zina karena 
dapat mencegah pelakunya sehingga tidak mengulangi lagi, dan 
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dapat mencegah orang lain agar tidak mengikuti mereka yang 
sudah melakukannya dan mendapat hukuman. Kata budud 
dengan pengertian ketentuan hukum dan syariat Allah terulang 
sebanyak 14 kali. Allah berfirman : 


>24 14 AI (a 5. Sih RA ei isos sēr 
ea NO 5 Tia AE |: Dame Kh A 
ob nga jug al jes: TA AAA 


AN Up goa GE E Yi Pi (Kis 
2 ATA Fm AS e CAS 
SA AI Dae VAS 
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 
menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu 
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa 
keduanya tidak mampu menjalankan bukum-hukum Allah, maka 
keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) 
untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 


kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, 
mereka itulah orang-orang zalim. (al-Bagarah/2: 229) 


Menurut pakar bahasa Al-Qur'an, ar-Rāgib al-Asfahani, 
budud Allah ada yang tidak boleh dilampaui dengan menambah 
atau mengurangi seperti bilangan rakaat salat wajib, ada yang 
boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi, dan ada yang boleh 
dikurangi tapi tidak boleh ditambah." 

Hadd atau budud dengan pengertian demikian juga digu- 
nakan dalam literatur dan sejumlah hadis. Salah satunya, 
Rasulullah bersabda: 


077 A 2 E A A S o7 Ā, - - gé o Ho. 
LE Šo Da LS JG N VA 
JG. id tāsi ho dai A BS ae 
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ME do Laga kab NAN AK AAA ng ah, 
JA šā (5 ad akang ala do A Ag 


A 


ces JG a GS Ga pas NIA CB 
PB BAN og JB A JG ka Cake 3 
ALL ep pil iye Ge ola) BAL 


Dari Anas bin Malik ia berkata: aku sedang berada di sisi Nabi 
sallallahu alaihi wa sallam, lalu datang seorang laki-laki dan berkata: 
Wahai Rasulullah, saya terkena badd (melakukan dosa yang 
mengharuskan hukuman badd), laksanakanlah hukuman tersebut pada 
diriku. Rasulullah tidak menanyakan orang itu. Saat tiba waktu salat 
orang itu salat bersama Rasulullah. Selesai salat orang itu berdiri 
menghadap Rasulullah dan berkata sekali lagi: Wahai Rasulullah, saya 
terkena hadd, laksanakanlah hukuman tersebut pada diriku. Rasulullah 
bertanya, “bukankah anda telah salat bersama kami”. Ia menjawab, 
“benar”. Rasulullah berkata, “sesungguhnya Allah telah mengampuni 
dosamu”. Dalam riwayat lain, “mengampuni bukumanmu (badd-mu).” 
(al-Bukhari dari Anas bin Malik) 


Dalam literatur keislaman, al-Jurjani, penulis buku at 
Ta'rifat, menjelaskan definisi hudid yaitu jenis hukuman yang 
telah ditetapkan dan merupakan hak Allah.” Yang dimaksud 
hak Allah dalam hukuman tersebut adalah hukuman tersebut 
tidak bisa digugurkan atau dibatalkan oleh pihak yang teraniaya 
dan masyarakat atau penguasa. Hukuman tersebut dianggap 
sebagai hak Tuhan yang harus ditegakkan untuk kemaslahatan 
masyarakat dan menciptakan rasa aman dan damai." Bahaya 
tindak pidana udüd lebih banyak berdampak langsung pada 
masyarakat dari pada yang dirasakan individu. Berbeda dengan 
tindak pidana gisas dan diyat yang lebih bersifat personal dalam 
arti bahaya yang ditimbulkannya lebih banyak dirasakan oleh 
individu yang bersangkutan, walaupun juga dirasakan oleh 
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masyarakat. Karena itu dalam tindak pidana gisas dan diyat 
hukuman dapat digugurkan oleh maaf atau pengampunan dari 
pihak teraniaya yang diberikan atas dasar kerelaan walaupun 
hakim atau penguasa dibolehkan untuk menjatuhi hukuman 
ta`zir kepada pelaku. Tidak demikian halnya dalam tindak 
pidana budid. 


4. Qisas 

Kata gisas berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf gaf 
dan sad, dan secara kebahasaan memiliki makna yang berkisar 
pada mengikuti dan menelusuri (tatabbu'). Dari akar kata ini 
lahit kata gisas yang berarti cerita atau kisah karena cerita atau 
kisah pada hakikatnya menelusuri jejak seseorang atau rang- 
kaian peristiwa. Ketika Nabi Musa baru dilahirkan dan dibuang 
ke sungai oleh ibunya atas wahyu Allah agar terselamatkan dari 
kekejaman Fir'aun, sang ibu meminta kepada saudara perem- 
puan Musa untuk menelusuri dan mengikuti kemana bayi itu 
mengalir itu bersama air dengan menggunakan ungkapan gussih 
(al-Oasas/28: 11). Artinya, ikuti dan telusuri jejaknya. Men- 
jatuhkan hukuman kepada si pelaku yang sepadan dengan 
perbuatannya disebut gisas karena hukuman tersebut dijatuhkan 
setlah menelusuri tindak pidana yang dilakukannya sebelum- 
nya.” Atau itu disebut gisās karena dilakukan dengan mengikuti 
darah yang telah ditumpahkannya dengan hukuman yang 
sepadan (tatabbu nd-damm bil-qawad).” 

Oisas dengan pengertian hukuman atas tindak pidana 
yang sepadan dengan yang dilakukannya digunakan dalam Al- 
Qur'an sebanyak 4 kali, yaitu pada Surah al-Bagarah/2: 178, 
179, 194 dan al-Ma'idah/5: 45. Pada ayat-ayat tersebut dijelas- 
kan apabila si pelaku membunuh maka hukuman gisas-nya 
adalah dibunuh. Apabila si pelaku memotong telinga, tangan, 
kaki, atau anggota badan lainnya, maka hukuman gisas-nya 
adalah dipotong telinganya, tangannya, kakinya, atau anggota 
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badan lainnya yang dipotong atau dilukai olehnya. Allah 
berfirman: 


ES KAS N Cs mae 5 


po 3 ša » A vu 72 C ai 
Da a EG ANG SY SSL 
= Ea 18. < LAK asa 


Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nya- 
wa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, 
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada gisas- 
nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak gisas) nya, 
maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutus- 
kan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah 
orang-orang zalim. (al-Ma'idah/ 5: 45) 


5. Tagir 

Ta gir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang tidak 
ditentukan jenis hukumannya dalam Al-Qur'an. Tindak pidana- 
nya ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ada yang ti- 
dak, antara lain sihir, melakukan riba, bertindak gegabah atas 
harta anak yatim, persaksian palsu, menyebar isu, perjudian dan 
lain sebagainya. Jenis hukuman ta'gir ditetapkan oleh wli-amri 
(penguasa/ pemerintah), karena fa gir merupakan wewenang util- 
amri. 

Secara bahasa, menurut Ibnu Faris, kata ta gir memiliki 
dua makna asal, pertama: menolong dan menghormati/ menga- 
gungkan, kedua: jenis hukuman yang tingkatannya di bawah 
ludūd”" Dari makna menolong (an-nasr) lahir makna akta'dib 
(mendidik) untuk kata ta gir, yaitu berupa hukuman, sebab hu- 
kuman itu bersifat mendidik dan membina agar si pelaku ter- 
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tolong sehingga tidak mengulangi kejahatannya. Al-Qur'an ha- 
nya menggunakan kata zair dengan pengertian yang pertama, 
yaitu menolong dan menghormati/ mengagungkan. Kata ini 
disebut sebanyak 3 kali dalam bentuk kata kerja 'azzariihu (al- 
A'raf/7: 157), 'agzgartumihu (al-Ma'idah/5: 12) dan tu aggirihu 
(al-Fath/48: 9). al-A'raf/7: 157 dan Al-Fath/48: 9 berbicara 
dalam konteks dukungan, pertolongan dan penghormatan ke- 
pada Rasulullah sallallahu “alaihi wa sallam, dan al-Mā'idah/5: 12 
dalam kontek pertolongan dan penghormatan kepada para 
rasul. 

Tagir dengan pengertian hukuman ditemukan dalam 
literatur hukum islam. Pakar hukum, al-Mawardi misalnya men- 
definisikan zair dengan “hukuman yang bersifat pendidikan 
atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum diten- 
tukan oleh syara””, Sayyid Sabiq memberikan definisi ta gir 
yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa 
(maksiat) yang tidak dikenakan hukuman hadd atau kifarat”. 

Demikian beberapa istilah yang terkait dengan pidana 
Islam. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan secara panjang 
lebar bentuk-bentuk hukuman yang ada dalam Al-Qur'an. Seca- 
ra lahiriah bentuk-bentuk hukuman seperti hukum mati bagi 
pembunuh, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina yang 
telah bersuami atau beristeri, cambuk dan diasingkan selama 
satu tahun bagi pezina yang belum menikah dan lainnya terke- 
san keras dan sadis. Tetapi dengan mencermati sebab mengapa 
ketentuan itu dibuat oleh Allah dan bagaimana cara penera- 
pannya kesan tidak manusiawi yang melekat pada pidana Islam 
akan sirna. 


B. Pidana Islam Penuh Hikmah dan Rahmah 

Dalam Islam hukum pidana merupakan bagian dari 
sistem yang ditetapkan oleh Allah agar tercipta kebahagiaan, 
rasa aman dan ketenteraman dalam kehidupan manusia. Bila 
kesinambungan alam raya ini ditentukan oleh prinsip keseimba- 
ngan (at-tawagun), maka pidana Islam sesungguhnya juga meru- 
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pakan wujud keseimbangan antara hak-hak individu dan masya- 
rakat secara bersamaan. Setiap individu memiliki hak untuk di- 
pelihara kemaslahatannya dalam hidup, baik yang terkait de- 
ngan keyakinan, harta, kehormatan maupun harta. Demikian 
pula masyarakat mempunyai hak yang harus dipelihara dan di- 
penuhi agar tercipta ketenteraman dan kedamaian. Setiap ko- 
munitas manusia mempunyai kepentingan yang disepakati ber- 
sama dalam empat hal; keluarga, kepemilikan, sistem sosial dan 
pemerintahan. Secara fitrah manusia akan tergerak untuk mem- 
bela dan melawan setiap bentuk permusuhan yang mengancam 
keutuhan empat hal tersebut. Secara umum, ketentuan budid 
(pidana Islam) dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara 
keberlangsungan hak-hak di seputar empat hal tersebut. Hadd 
bagi pencuri ditetapkan untuk melindungi hak kepemilikan, 
badd zina untuk memelihara keutuhan keluarga, dan hadd pem- 
berontakan untuk menjaga keberlangsungan sistem sosial. 
Demikian pula badd tuduhan berzina dan minum khamar yang 
ditetapkan untuk melindungi hak individu yang merupakan 
jantung kehidupan keluarga dan masyarakat.” 

Di balik kesan keras dan kejam pidana Islam menyimpan 
banyak kebaikan, sebab ketentuan itu berasal dari Allah yang 
memiliki sifat-sifat baik seperti pengasih, penyayang, maha me- 
ngetahui, mahabijak dan lain sebagainya. Allah lebih tahu apa 
yang maslahat untuk manusia. Tersimpan sejumlah rahasia dan 
bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ketentuan hukum 
itu telah ditetapkan secara arif, cermat dan bijak. Hukuman 
yang ditetapkan setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, 
proporsional dan tidak berlebihan. Misalnya, mereka yang 
berusaha memperkaya diri dengan mencuri hasil keringat orang 
lain dihukum dengan sesuatu yang menghalangi keinginannya, 
yaitu dengan memotong alat untuk mencuri (tangan). Allah 
berfirman: 
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D 7,” 77 LA 4 
PA GUNA AK V 


EN AÉ “ad , 
ANGGA Ah Kdi alā Pangsa 
o RAL 2 7 Kl 
Â Sa dg ae 
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha- 
bijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu 
dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. 
Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Ma'idah/ 5: 
38-39) 


Mereka yang berusaha mempermalukan dan menghina 
orang lain dengan tuduhan berbuat zina (qazaf) akan diperlaku- 
kan sama, yaitu dipermalukan di muka orang banyak dengan di- 
dera sebanyak 80 kali, dan kesaksiannya digugurkan serta tidak 
dipercaya lagi. Allah berfirman: 


Dror r gk Fa ei 


ces 
še gua jaa Tr RA 8 se ela SAY AGE 
g c seat A |: BA 
Tes Sekaki! iepak o $ 
AN G0 7 Bros S A 51 277 
Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzi- 
na) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mere- 
ka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. 
Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), 


maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an- 
Nūr/24: 4-5) 


Demikian kesesuaian antara tindak pidana dan huku- 
mannya. Setiap hukuman telah dipertimbangkan secara cermat 
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dan bijak berdasarkan tabiat manusia. Setiap tindak pidana di- 
perlakukan secara berbeda. Misalnya, Al-Qur'an menetapkan 
hukuman mencuri adalah potong tangan, tetapi tidak menetap- 
kan hukuman tuduhan berbuat zina (qazaf dengan memotong 
lidah, atau hukuman berzina dengan memotong alat kelamin. 

Dilihat dari sisi tujuan penetapan /udsid, hukuman ini me- 
ngandung kasih sayang (rahmah), bukan hanya bagi masyarakat 
tetapi juga pelakunya. Bagi masyarakat penerapan hudud akan 
menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan bagi 
harta dan jiwa manusia. Jika si pembunuh dibiarkan hidup me- 
rajalela maka keberadaannya akan mengancam ketenteraman 
masyarakat, sebab boleh jadi dia akan mengulangi kejahatannya 
terhadap orang lain. Keluarga korban juga akan mewarisi den- 
dam kesumat berkepanjangan yang akan mengancam kehidu- 
pan kedua belah pihak: pelaku dan korban. Dengan diterapkan 
gisas akan tercipta kehidupan yang tenang, tanpa rasa khawatir 
terhadap ancaman. Itulah kehidupan yang dijanjikan oleh Allah 
jika hukuman gisas diterapkan. Allah berfirman : 


AG, ai tap San ara 
PAS AS SN IE iš LIS, 


Dan dalam gisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang- 
orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (al-Baqarah /2: 179) 


Selain itu penerapan budrid juga akan mendatangkan ke- 
berkahan bagi masyarakat luas. Rasulullah bersabda: 


ai ja Ka PN aU IS MN a a Ja Ie 
“Gea Boo tel dā) le 


Hukuman hadd yang diterapkan di muka bumi lebih baik bagi 
penghuni bumi dari pada diberi bujan selama 40 bari. (Ibnu Majah 
dari Abu Hurairah). 
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Bentuk rahmat (kasih sayang) Allah dari hukuman hudud 
bagi pelaku kejahatan adalah berupa ampunan dan rahmat 
Allah. Selain untuk memberi efek jera (zawaji hukuman budid 
juga berfungsi sebagai penghapus (kaffarah) dosa (jamābir). 
Ketika selesai melaksanakan add zina kepada Ma'iz dan pe- 
rempuan al-gamidiyah, Rasulullah mengatakan, keduanya telah 
bertobat dengan pertobatan yang sekiranya dibagikan kepada 
penduduk Madinah maka pertobatan itu akan cukup. Dalam 
hadis lain Rasulullah bersabda : 


a PR E pitt sat vēja Liat a dz den Ao Bra E y 
A Ab Vip Ur Gad Rais DV Calon NAH AKA ol Uh 
2 (sala cy aLe ye arla oyl olgj) Lal 


Barangsiapa melakukan kejahatan yang barus dihukum hadd, lalu 
hukuman tersebut disegerakan (dilaksanakan), maka hadd tersebut 
dapat menjadi kaffārat (penghapus bagi dosa-dosanya), dan kalau tidak 
maka urusannya diserahkan kepada Allah. (Riwayat Ibnu Majah 
dari Ubadah bin as-Samit) 


Mengomentari hadis-hadis di atas, Ibnu al-Qayyim, pakar 
hukum Islam mengatakan, “kebaikan dan kasih sayang Allah 
sampai pada tingkat menjadikan hukuman sebagai penebus 
dosa bagi pelaku tindak pidana dan untuk menyucikannya 
sehingga tidak lagi dimintakan pertanggungjawaban, khususnya 
setelah mereka melakukan pertobatan dengan benar (tobat 
nasuha). Dengan hukuman itu Allah memberikan banyak kasih 
sayang kepada mereka di dunia dan akhirat””. 

Islam juga mengajarkan bahwa sedapat mungkin 
hukuman buduid itu jangan sampai terlaksana. Hukuman 
bukanlah tujuan, dan juga bukanlah satu-satunya cara untuk 
mencegah orang melakukan penyimpangan dan memperbaiki 
mereka yang melanggar hukum. Sedapat mungkin pelanggaran 
itu ditutupi dengan harapan pelakunya segera bertobat dan 
memohon ampunan. Karena itu tidak diperkenankan memata- 
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matai orang untuk mencari kesalahan dalam penerapan hudud. 
Selama ada celah untuk tidak menerapkan budyd maka lakukan. 
Rasulullah bersabda : 


S sarmati Ba e l os| 0 A O E mā ALA IPA 
ma ea € 9: 2D ° £ o aor Hara y 4 0. ° £ Kara < am. 
BAN Su Oon gin) ts A Ob alam 

Bale yu Sa ola) 


Upayakan sedapat mungkin agar tidak menerapkan hudiid kepada 
orang-orang Islam, selagi ada celah jalan keluar bebaskan dia. Kesalahan 
seorang pemimpin dengan memberikan pengampunan lebih baik daripada 
kesalahan yang menyebabkan seseorang terkena hukuman (Riwayat at- 
Tirmizi dari “Aisyah) 


Dalam menerapkan hukuman pidana ada sebuah prinsip 
yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu bila ada sedikit kera- 
guan/samat (syubhat) maka tinggalkan hudrid. Umar juga pernah 
berkata, “aku lebih senang meninggalkan hudid bila ada 
keraguan, daripada melaksanakannya dengan disertai keraguan 
(syubhat).”” Karena itu, ketika terjadi musim paceklik dan 
kelaparan di mana-mana Umar tidak menerapkan hukum 
potong tangan bagi pencuri, sebab boleh jadi mereka mencuri 
karena kelaparan. Itulah syubhat. Demikian juga Umar tidak 
menerapkan hukum potong tangan ketika para pembantu 
Hatib bin Abi Balta'ah mencuri onta milik salah seorang dari 
suku Mazinah, karena tuan mereka tidak memberi makan. 
Sebaliknya Umar meminta majikan Hatib agar membayar ganti 
rugi dua kali lipat harga onta tersebut sebagai pelajaran bagi 
sang tuan”, Pengguguran hudud dengan syubhat menunjukkan 
bahwa sedapat mungkin hudid jangan sampai terlaksana. 
Anjuran untuk meminimalisir pelaksanaan hudud tidak berarti 
mengurangi nilai kewajiban menegakkannya, atau tidak sampai 
pada ajakan untuk meninggalkannya. Ini sama halnya dengan 
kewajiban salat bagi seorang Muslim dan Muslimah. Tetapi 
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dalam keadaan haid kewajiban salat bagi Muslimah menjadi 
gugur. Meninggalkan salat saat haid tidak berarti menggugurkan 
ajaran/nas yang menunjukkan kewajibannya, melainkan itu 
sejalan dengan teks-teks keagamaan lain yang memberikan 
dispensasi dari ketentutan yang bersifat umum. 

Demikian kandungan hikmah dan rahmat yang terdapat 
dalam ketetapan pidana Islam. Jika demikian halnya apakah 
tuduhan bahwa pidana Islam kejam, tidak manusiawi dan 
melanggar hak asasi manusia masih relevan? Tulisan berikut 
akan menjelaskan secara lebih rinci bahwa tuduhan tersebut 
tidak pada tempatnya. 


C. Pidana Islam dan Tuduhan Pelanggaran HAM 

Hukuman pidana Islam yang berupa rajam, dera (jilid), 
pengasingan, potong tangan dan hukuman mati (bunuh) sering 
menjadi bahan gunjingan dan tertawaan banyak kalangan, 
dengan alasan kejam, tidak manusiawi dan ketinggalan zaman. 
Naifnya lagi, ketika disebut syariat Islam yang terbayang dalam 
benak mereka adalah hukuman pidana tersebut, sehingga 
syariat Islam menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal jenis 
hukuman tersebut sangat terbatas, dan ayat-ayat al-Qur'an yang 
berbicara tentang pidana Islam sangat sedikit, hanya berkisar 
antara 8—16% dari keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an yang berbi- 
cara tentang hukum yang diperselisihkan jumlahnya oleh para 
ulama.” Menurut Ali Al-Says, keseluruhan ayat hukum hanya 
berjumlah 314 ayat dari 6234 ayat al-Qur'an (5%). 

Hukuman hudud bukan hanya ada dalam agama Islam, 
tetapi dalam ajaran agama-agama lain juga ditemukan. Dalam 
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa misalnya terdapat 
ketentuan rajam. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Umar dikisahkan Rasulullah kedatangan beberapa orang 
Yahudi. Mereka melaporkan bahwa ada seorang laki-laki dan 
permpuan di antara mereka yang berzina. Rasul menanyakan 
mereka tentang hukuman bagi pezina dalam Taurat. Mereka 
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menjawab, “dipermalukan dan didera (cambuk).” Salah seorang 
sahabat Nabi yang sangat memahami Taurat, Abdullah bin 
Salam, protes karena sesungguhnya dalam Taurat disebutkan 
hukumannya adalah rajam. Rupanya ketika membacakan 
Taurat mereka tutupi ayat yang terkait dengan rajam, sengaja 
dilewati. Mereka sembunyikan itu dengan cara menutupinya 
dengan tangan. Abdullah bin Salam meminta mereka untuk 
mengangkat tangan, dan ternyata betul di situ ada penjelasan 
tentang hukuman rajam. Atas dasar itu Rasulullah memberi 
hukuman tajam kepada kedua pelaku zina tersebut.” 

Hukuman bukanlah pembalasan atas perbuatan baik, 
tetapi balasan atas pelanggaran hukum yang harus memberi 
efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
Karena itu sangat wajar kalau hukuman itu menyakitkan dan 
keras. Ukuran keras hukuman tersebut ditentukan sesuai 
pelanggaran yang dilakukan agar setimpal dan kebutuhan untuk 
memberi efek jera. Tindakan mengamputasi/ memotong 
sebagian anggota tubuh adalah tindakan yang kejam dan tidak 
manusiawi. Tetapi jika dilakukan oleh seorang dokter yang ahli 
dalam menangani pasien dengan pertimbangan medis, maka itu 
menjadi terpuji, sebab dilakukan untuk kemaslahatan pasien. 
Demikian halnya bxdad yang ditetapkan untuk melindungi hak- 
hak individu dan masyarakat. Menurut pakar hukum Islam 
klasik, Izzuddin Ibn Abdissalam, terkadang sebab-sebab 
kemaslahatan ditemukan pada hal-hal yang merusak (mafsadat). 
Sebab-sebab tersebut diperintahkan, dianjurkan atau 
dibolehkan bukan karena mengandung kerusakan, tetapi karena 
mendorong kepada terwujudnya kemaslahatan seperti 
mengamputasi tangan yang digerogoti penyakit kronis atau 
mempertaruhkan nyawa dalam medan pertempuran (jihad). 
Hukum pidana Islam, seperti potong tangan pencuri, rajam 
atau cambuk pelaku zina dan lainnya, meski terkesan kejam, 
menyakitkan dan merusak, juga ditetapkan karena membawa 
maslahat yang sesungguhnya bagi individu dan masyarakat.” 
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Mereka yang mengkritik hukum pidana Islam biasanya 
hanya berpihak pada pelaku yang terkena hukuman, dan 
melupakan korban atau keluarganya serta masyarakat yang 
menanggung akibat perbuatan jahatnya, padahal korban itulah 
yang lebih patut untuk dibela. Masyarakat pun perlu dilindungi. 
Tuduhan melanggar hak asasi juga tidak pada tempatnya, sebab 
dalam Islam hak individu dibatasi oleh hak orang lain. 
Perbuatan zina yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak ; 
laki-laki dan perempuan dianggap sebagai kebebasan individu, 
karena itu tidak boleh direnggut dengan menjatuhkan 
hukuman, apalagi dengan mencambuk atau merajamnya. 
Anggapan ini tidak tepat, karena dalam pandangan Islam 
manusia tidak bebas dengan sebebas-bebasnya untuk melaku- 
kan sesuatu yang mengganggu dan membahayakan orang lain. 
Kebebasan seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain yang 
juga harus dipelihara. Berdasarkan ajaran agama dan secara akal 
perbuatan zina adalah keji dan memiliki banyak dampak 
negative, bukan hanya kepada kedua pelakunya, tetapi juga 
kepada keluarga dan masyarakatnya. Sifat sukarela tidak 
menghalangi keharamannya dan dampak yang ditimbulkannya, 
karena itu pelakunya tetap mendapat hukuman. 

Hukum potong tangan bagi pencuri dan perampok/ 
begal juga dianggap akan melahirkan masyarakat cacat, 
sehingga produktifitasnya akan menurun karena mereka tidak 
bisa bekerja dan hanya akan membebani masyarakat. Dengan 
melihat lebih jauh, membiarkan para pencuri, perampok atau 
begal berkeliaran tanpa hukuman berat berarti membiarkan 
mereka berbuat kerusakan dan mengancam keamanan masya- 
rakat. Rasa aman mereka akan terusik, sehingga hidup orang 
banyak menjadi tidak tenang dan nyaman. Masyarakat selalu 
dihampiri rasa takut harta dan nyawa mereka melayang, sebab 
para pencuri dan perampok biasanya mempersenjatai diri 
dengan benda-benda keras, bahkan senjata api, kalau-kalau aksi 
mereka diketahui orang. Jadi mereka tidak hanya mengancam 
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harta masyarakat tetapi juga nyawa orang banyak. Memberi 

hukuman yang keras kepada pelaku berarti melindungi harta 

dan nyawa orang banyak, dan akan menciptakan ketenangan 
dalam kehidupan bermasyarakat. 

Jika dibandingkan antara bentuk pidana Islam dengan 
hukuman penjara yang banyak diterapkan dalam hukum 
konvensional, bentuk hukuman yang kedua lebih banyak 
mendatangkan mudarat dari pada manfaat. Saat ini, hampir 
semua bentuk kejahatan, ringan atau berat, mendapat hukuman 
penjara dengan masa tahanan yang beragam sesuai tingkat 
kejahatan yang dilakukan. Namun kenyataan menunjukkan 
angka kriminalitas tidak menurun, dan bahkan hukuman 
penjara saat ini memiliki banyak kekurangan, antara lain : 

1. Membebani negara dengan biaya yang sangat tinggi untuk 
menghidupi para tahanan, pegawai dan pekerja, di samping 
biaya pembangunan dan perawatan gedung. Meski 
demikian, penjara yang dinamakan lembaga pemasyarakatan 
terkadang tidak cukup efektif untuk mencegah dan 
memberantas kriminalitas, sebab terkadang penjara hanya 
bisa menahan seseorang untuk tidak melakukan kejahatan 
selama dalam penjara. Tidak jarang seseorang yang keluar 
dari tahanan kembali melakukan kejahatan yang sama 
bahkan lebih karena selama di penjara dia bergaul dengan 
para pelaku kejahatan dan mendapat banyak pelajaran dan 
pengalaman dari mereka. Boleh jadi seseorang masuk 
penjara karena kejahatan kecil tetapi setelah keluar 
melakukan yang lebih besar karena selama dalam tahanan 
bergaul dengan yang lebih berpengalaman. 

2. Hukuman penjara menghalangi seseorang untuk bekerja 
secara maksimal, padahal sebagian mereka memiliki potensi 
dan semangat yang baik. Produktifitas mereka terhambat 
selama masa tahanan. 

3. Suasana berdesakan yang ada di banyak penjara ditengarai 
telah menjadi sumber penularan berbagai macam penyakit, 
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apalagi bila tidak diimbangi dengan pengawasan dan 
pembinaan kesehatan dan kebersihan yang baik. 

4. Selama masa tahanan terpidana menjadi terputus dengan 
keluarga dan anak-anaknya dalam waktu yang cukup 
panjang sehingga tidak bisa membimbing dan mencarikan 
nafkah untuk mereka dengan baik. Keutuhan dan stabilitas 
kehidupan keluarga sedikit banyak akan terganggu. 

5. Setelah keluar dari tahanan seorang terpidana terkadang 
masih harus menanggung hukuman lain yang tak kalah 
dahsyatnya, yaitu hukuman social atau moril dari 
masyarakat. Tidak jarang masyarakat sekitarnya merasa risih 
dan memiliki hambatan psikologis ketika akan bergaul 
dengan eks narapidana, apalagi dipenjara karena kasus 
pembunuhan misalnya. Dan juga akan sulit bagi eks 
narapidana untuk mendapat pekerjaan terhormat di 
masyarakat. 

Demikian beberapa kelemahan yang terdapat pada 
hukuman penjara masa kini yang bukan hanya kurang memberi 
efek jera, tetapi juga menimbulkan mudarat yang lebih besar 
seperti terhambatnya potensi dan produktifitas seseorang, 
terganggunya stabilitas kehidupan keluarga, dan lainnya. 

Di dalam Islam juga dikenal hukuman penjara yang 
diungkapkan dengan kata al-habsu yang berarti tempat menahan 
orang”. Menurut Ibnul-Oayyim, yang dimaksud dengan dl 
babsu menurut syara” bukanlah menahan pelaku di tempat yang 
sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar 
ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut 
di dalam rumah, atau masjid, maupun tempat lainnya. 
Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi 
dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak 
ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang 
pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan 
wilayah kekuasaan Islam bertambah luas Khalifah Umar pada 
masa pemerintahnnya membeli rumah Safwan bin Umayyah 
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dengan harga 4000 (empat ribu) dirham untuk kemudian 
dijadikan penjara.” Atas dasar kebijakan Khalifah Umar ini 
para ulama membolehkan kepada penguasa untuk membuat 
penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tetap tidak 
membolehkan untuk mengadakan penjara karena hal ini tidak 
pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar. Dasar hukum 
dibolehkannya hukuman penjara ini adalah Surah an-Nisa'/4: 
15: 


aa D iris gi 
A A ye yy = hb „is Z >A >, 
. sus? KO] 


Dan para perempuan yang melakukan a keji di antara 
perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat 
orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka 
telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (berempuan itu) 
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan (yang lain) kepadanya. (an-Nisa'/4: 15) 


Keberadaan penjara dalam Islam tidak berarti semua 
kejahatan diberi sanksi tahanan seperti yang banyak terjadi saat 
ini. Hukuman diberikan sesuai kadar kejahatan yang dilakukan 
dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi pelaku, korban 
dan masyarakat. Yang menentukan hukuman itulah adalah 
Allah Swt, Pencipta manusia, yang tentunya Maha Mengetahui 
karakteristik manusia dan yang sejalan dengan kemaslahatan 
manusia. Kesan hukum pidana Islam bertentangan dengan hak- 
hak asasi manusia lahir karena pandangan yang parsial terhadap 
ketentuan Tuhan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku 
kejahatan. Wallahu a lam bis-sawab. || 
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— A V 


KESEIMBANGAN 
ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN 


g 


lam ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serba 
A ta dan masing-masing bagian memiliki saling 

ketergantungan. Tak satu pun makhluk yang mampu 
berdiri sendiri tanpa bantuan, dukungan, atau sekedar hu- 
bungan dengan yang lain sama sekali. Nasi yang kita makan 
sehari-hari, misalnya, telah melewati proses panjang yang meli- 
batkan berbagai komponen, baik dari unsur alam sendiri, 
berbagai instrumen mekanik, maupun dari sentuhan manusia 
sebagai petani, pedagang beras, dan tukang masak. Begitu pula 
semua makhluk hidup, tak ada yang mampu bertahan hidup 
tanpa andil pihak lain. Secara umum makhluk-makhluk hidup 
itu memerlukan tempat (wadah), generasi pendahulu, makanan, 
pasangan, dan aktivitas yang —mau tidak mau— berkaitan dan 
didukung oleh pihak-pihak lain. Bahkan, sebagian makhluk- 
makhluk itu ada yang secara naluri melakukan siwbiosis mutual- 
isme (hubungan saling menguntungkan). 

Keanekaan makhluk ciptaan Allah merupakan berkah 
luar biasa bagi kehidupan. Dapat dibayangkan seandainya bumi 
ini hanya dipenuhi oleh sejenis makhluk saja dengan bentuk 
dan karakter yang sama maka akan menyebabkan kebosanan 
hidup tanpa dinamika yang bermakna, dan akan memperebut- 
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kan hal yang sama sekaligus. Dengan adanya perbedaan itu ma- 
ka setiap manusia dapat menyadari kelemahan dan kelebihan- 
nya dibandingkan dengan yang lain. Bahkan perbedaan-perbe- 
daan itu menyangkut kodrat, karakter, jenis kelamin, kelompok 
atau etnis, profesi, dan perbedaan yang lain menjadi nilai positif 
agar mereka dapat saling mengenal' dan saling melengkapi ke- 
kurangan masing-masing melalui mekanisme berbagai perto- 
longan yang memungkinkan. Penjual dan pembeli di pasar 
tidak semata-mata dilihat dari segi hubungan ekonomi belaka, 
tetapi di sana ada unsur tolong menolong antarsesama yang 
bernilai ibadah. 

Manusia sebagai makhluk sentral di planet ini, karena 
semua yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingannya," 
memiliki ketergantungan dengan pihak lain lebih besar dari 
pada makhluk yang lain. Sejak awal keberadaannya di dunia 
telah melibatkan banyak orang. Selain kedua orang tuanya, 
mungkin ada bidan, dokter, atau dukun beranak yang 
menolong persalinannya, keluarga dekat dengan berbagai ban- 
tuan, dan sejumlah instrumen yang dipergunakan sebagai hasil 
ciptaan dan rekayasa berbagai profesi berbeda. Hubungan- 
hubungan ini menciptakan status (label) dalam strata sosial, 
ekonomi, dan budaya. Ada hubungan orang tua dengan anak, 
suami dengan isteri, kakak dengan adik, pasien dengan dokter 
dan paramedis, penjual dengan pembeli, dan sebagainya. 
Semua label itu meniscayakan adanya hak dan kewajiban yang 
harus dipenuhi masing-masing pihak yang melakukan relasi. 
Pelanggaran atau pengkhianatan terhadap hak dan kewajiban 
menyebabkan adanya pihak yang dirugikan, bahkan 
konsekuensi hukum. 

Tulisan ini dimaksudkan sebagai catatan kecil tentang hak 
dan kewajiban dalam kehidupan umat manusia yang ditelusuri 
dari berbagai ayat Al-Quran. Tulisan ini dimulai dengan pema- 
haman tentang keseimbangan hidup, kewajiban asasi manusia, 
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kaitan antara hak dan kewajiban, dan pelanggaran hak-hak asasi 
manusia merupakan suatu kejahatan. 


A. Keseimbangan Hidup 

Allah sebagai a/-Khalig telah menciptakan alam ini dengan 
sangat teliti (cermat dan kokoh), bertujuan (bukan karena ke- 
betulan atau main-main)," tertata tanpa cacat, tanpa pertentang- 
an (tafiwut, tanaqud),” dengan mekanisme yang sangat seimbang 
dan stabil (ekosistem). Semua makhluk tunduk pada sunnatullah 
yang konstan, bet-'tasbih” kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ha- 
nya saja manusia tak memahami cara “tasbih” mereka." 

Manusia pun diciptakan Allah dengan penciptaan yang 
sempurna (ahsani tagwim). Mekanisme biologis manusia berjalan 
serba seimbang. Ketika ia berada pada tempat yang bercuaca 
dingin maka mekanisme tubuhnya serta merta menaikkan suhu 
badan untuk mempertahankan keseimbangan. Begitu pun seba- 
liknya, ketika sedang berada di lokasi panas maka suhu badan 
akan didinginkan untuk meredam ketidakseimbangan. Mekanis- 
me ini akan bekerja sampai pada suatu batas optimum tertentu, 
yang dikenal dalam ilmu biologi sebagai homeostatis. Homeostatis 
bekerja terus menerus untuk menjaga keseimbangan dalam 
tubuh manusia dari berbagai hal yang bersifat ekstrem. Dengan 
demikian eguilibrium dalam diri manusia tetap terjaga. Keseim- 
bangan ini antara lain dijelaskan dalam ayat berikut: 

ÁI L gao DE el 
Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 
menjadikan(susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infitar/82: 7) 


Dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bah- 
kan kehidupan spiritual sekali pun, diperlukan adanya kese- 
imbangan (at-tawazun). Manusia harus terus berupaya memeli- 
hara keseimbangan antara kehidupan individual (fardiyyah) de- 
ngan kehidupan sosial (jawa iyyah), antara kehidupan duniawi 


Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban 377 


dengan kehidupan ukhrawi. Tidak boleh ada yang ekstrem ke 
kiri atau pun ke kanan, dunia dan akhirat harus sejalan tanpa 
ada yang terabaikan. Salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala 
di dalam Al-Gur an menjelaskan hal ini: 


724 via Letra” U TIP ` Pa Nan jeng 2,7 
Ge AS SN, I S Gs ESI, 
AN GB 12 E AB ss ah za) PE VP Pa a 
VAN EN, MANG kbh 


” 


mo SA is 
ASV 


Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianuge- 
rahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di 
dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. 
(al-Gasas/28: 77) 


Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan umat 
manusia tidak boleh ada yang ekstrem, apa pun bentuknya, ka- 
rena pada umumnya sesuatu yang ekstrem membawa unsur- 
unsur negatif. Kehidupan ini harus serba berimbang antara fisik 
dan psikis, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewa- 
jiban, serta antara dunia dan akhirat, meskipun akhirat itu lebih 
utama dan langgeng. Manusia harus bekerja optimal untuk 
mempersiapkan kehidupan akhiratnya, tetapi tidak boleh juga 
melupakan bagian (penghidupannya) di dunia yang menjadi 
media (wasilah) untuk memeroleh kebahagiaan hakiki dan abadi 
di akhirat. Menurut al-Gusyairi bahwa bagian di dunia (an-nasib 
minad-dunya) tidaklah berarti semata-mata mengumpulkan harta 
benda dan tidak juga menolaknya mentah-mentah, tetapi me- 
milih mana yang memberi manfaat, tidak membawa penyesalan 
di kemudian hari, dan tidak mengakibatkan siksa di akhirat." 

Keseimbangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di 
mana semua komponen dalam sebuah sistem bekerja sesuai 
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dengan fungsinya. Sebuah jam tangan dianggap sebagai sebuah 
sistem penunjuk waktu jika ditopang oleh sejumlah komponen 
yang menjadi subsistem seluruhnya bekerja sesuai dengan fung- 
sinya. Misalnya, pada jam tangan umumnya terdapat tiga buah 
jarum yang bergerak berbeda tetapi membangun kerjasama un- 
tuk menunjuk waktu. Kalau saja ketiga jarum jam itu berlomba 
bergerak, tidak sebagaimana fungsi seharusnya, maka yang ter- 
jadi adalah kekacauan, bukan keseimbangan dalam menunjuk 
waktu yang tepat. Begitu pula yang terjadi dalam sebuah rumah 
tangga kalau masing-masing anggota keluarga tidak menjalan- 
kan hak dan kewajibannya atau berfungsi tidak sebagaimana 
seharusnya, misalnya berebut sebagai kepala rumah tangga, ma- 
ka yang terjadi adalah disharmoni dalam rumah tangga itu. Dis- 
harmoni semacam ini akan berimplikasi pada kehidupan sosial 
masyarakat secara luas. 

Hidup berkeseimbangan akan terwujud dengan baik apa- 
bila setiap individu memahami dan menjalankan tugas kewajib- 
annya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak 
menuntut hak melebihi kewajibannya, dalam menjalankan akti- 
vitasnya tidak menzalimi orang lain yang menyebabkan hak-hak 
mereka hilang atau terabaikan, senantiasa bersikap adil dalam 
menjalankan tugas, dan hidup realistis dengan selalu merasa 
berkecukupan atas hasil kerja kerasnya. 

Di dalam Al-Qur'an telah ditegaskan oleh Allah agar 
manusia berperilaku adil, seimbang, moderat, tidak menzalimi 
orang lain, tidak memakan harta orang secara batil, tidak 
mengurangi hak pihak lain dalam takaran dan timbangan. Hal 
ini dimaksudkan agar manusia hidup bermasyarakat secara 
damai, bermartabat, dan senantiasa memeroleh rida Allah. 
Beberapa ayat di bawah ini menjelaskan hal-hal tersebut: 

1. Perintah untuk berperilaku adil, terutama ketika ada indikasi 
terpaut dengan faktor kebencian atau pun kecintaan akibat 
pertemanan atau kekeluargaan, atau pun faktor interest hawa 
nafsu. Keharusan penegakan keadilan itu harus dilakukan 
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terhadap siapa pun, termasuk terhadap diri sendiri. Cermati fir- 
man Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 8° berikut ini: 


Rss IA PING 
ANA LA PAT EA ERA 


KA eni EE 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 
Janganlah kebencianmu terbadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepa- 
da takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mabateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Ma'idah/ 5: 8) 


2. Bersikap moderat dalam berbagai hal seperti dalam berinfak 
(tidak israf dan tidak igtar). Umat Islam sendiri diidentifikasi da- 
lam Al-Qur'an sebagai ummatan wasatan" atau umat pertengahan 
(adil, seimbang, moderat). Sikap moderat dan seimbang diper- 
lukan untuk menjaga keharmonisan hidup sebagai individu dan 
warga masyarakat. Firman Allah dalam Surah Al-Furgan/25: 
67: 


AN EAN EAA ENEE ASEEN 
Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang- 
orang yang apabila menginfakkan (barta), mereka tidak berlebihan, dan 
tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (al-Furqān/25: 
67) 


yA 27 


3. Larangan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang 
tidak wajar (batil). Dalam Surah al-Baqarah/2: 188 Allah 
subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal ini: 
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„39 s > Dy rs TEKI 
Kia esi NN veeja pēta 

rk ai dr SA, AE AA Pa 
Dan janganlah kamu makan barta Fa antara jām D pa yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para ba- 
kim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang 
lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 
188) 


4. Larangan menzalimi orang lain dalam segala bentuknya. 
Kezaliman identik dengan perampasan hak-hak orang lain. 
Salah satu bentuk kezaliman yang sering terjadi dan pada 
umumnya sering tidak diketahui (tersamar) adalah mengurangi 
takaran dan timbangan. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak 
ayat yang memandu manusia untuk tidak berbuat kecurangan 
dengan mengurangi takaran dan timbangan, antara lain Surah 
al-Mutaffifīn/83: 1-3: 


SO SA EN Om, 
Los TIA 


O Oda ph) 3 


Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 
menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 
orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar 
atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (al- 
Mutaffifin/83: 1-3) 


B. Kewajiban Asasi Manusia 

Pada umumnya masyarakat dunia hanya mempermasa- 
lahkan hak asasi manusia, tetapi kewajiban apa yang harus 
diberikan kepada orang lain tidak banyak dipersoalkan. 
Gerakan-gerakan hak asasi manusia bermunculan di mana- 
mana, tetapi gerakan penyadaran terhadap kewajiban manusia 
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jarang atau tidak pernah kita dengar sama sekali. Padahal, ketika 
manusia menjalankan semua kewajibannya (baik kewajiban 
kepada a/-Khālig maupun kepada makhluk) maka hak-hak pihak 
lain akan terpenuhi dengan sendirinya. 

Kewajiban asasi manusia dapat diklasifikasi menjadi lima 
hal pokok, yaitu: 

1. Kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya 

Kehadiran manusia di dunia ini bukanlah atas kehendak- 
nya sendiri, termasuk bukan atas kehendak kedua orang tuanya, 
karena mereka hanyalah fasilitator. Yang menciptakan, membe- 
ri kehidupan, dan kelengkapan yang diperlukan untuk menja- 
lani kehidupan di dunia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. 
Bahwa manusia memeroleh berbagai pertolongan dari sesama- 
nya sesuatu yang datang kemudian. Wajar apabila kewajiban 
asasi manusia yang harus diprioritaskan adalah kewajiban 
kepada yang memberi hidup (Allah Rabbul- Alamin), baru 
kemudian kepada manusia dan yang lainnya. 

Kewajiban asasi manusia terhadap Allah adalah meyakini, 
mengesakan, dan taat mengabdi (beribadah) kepada-Nya. Allah 
memperkenalkan diri sebagai Tuhan Yang Maha Esa agar ma- 
nusia mengabdi hanya kepada-Nya. Surah Taha/20: 14 menje- 
laskan hal tersebut sebagai berikut: 


> > Pa - LA, 24> Pa Pena MPR) — V sia 
ey Bo A VISS GI AS 
Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka 


sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku. 
(Taha/20: 14) 


Pada ayat lain, az-Zariyat/51: 56, juga ditegaskan tujuan 
manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Allah: 


PIPI PB ATT 
SEA SH al 
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku. (az-Zariyat/ 51: 56) 
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Hak dan kewajiban antara hamba dengan Penciptanya 
dijelaskan dengan sangat gamblang oleh hadis berikut ini: 


C SR AN ti īri Ao 2.9 E PN Le 0,74 0 
AS eng Ade MI lo AN Jay So, LS JB Jr a Sa US 

(die ana P Oa Ia 
GG Gal Je GG SN Sa da JG Yus al Ja Lam 
- N SE sem seja a a OR 2 z , Ki NAH 
BM G op JG dei ayang AM 3 J Es 35 


A via J jy aE at foy ES crdi Da Ning Ak, 

LISA JS lal Gg KB da LS ia YA gaen Ol ala 

are ds, ie VPS da 4 i o EEE AN E 

Pasi al al dya U LS Jas an NG aya bag Y Ol 
p T 


(Je or dhan ge olidi Ngy) LES ES Y JB GAN) 


Dari Mu'az bin Jabal, ia berkata: “Suatu saat aku naik himar (yang 
dipanggil, Ufayr) dan duduk di belakang Rasulullah sallallahu 'alaihi 
wasallam, tiba-tiba Nabi bertanya padaku: “Hai Mu'ag, tahukah 
kamu hak Allah atas hambanya, dan hak hamba atas Allah?” Aku 
menjawab: “Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.” Lalu Nabi men- 
Jelaskan: “Hak Allah atas hambanya adalah hamba menyembah-Nya 
tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, sedangkan hak 
hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa hamba yang 
tidak menyekutukannya.” Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apa 
tidak sebaiknya aku sebarkan berita gembira ini kepada manusia?” 
Beliau menjawab: “Sebaiknya tidak, karena mereka nanti akan ber- 
pangku tangan (malas beribadah).” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim 
dari Mu'āz bin Jabal) 


Sementara itu, kewajiban asasi kepada Rasulullah salla- 
Jlahu ‘alaihi wasallam adalah mencintai dan menaati ajaran yang 
dibawanya. Ayat-ayat yang dikutip di bawah ini menjelaskan 
tentang masalah ini. Yang pertama Surah Ali Imtān/3: 31-32 
menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan bahwa mengikuti dengan setia Rasulullah berarti meraih 
kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kedua, Surah al- 
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Hasyr/59: 7, menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh Ra- 
sulullah, baik berupa perintah maupun larangan, harus diterima 
dan diamalkan: 

KA) at Alana > »4”,» TANYA „A 


oga ba” Pe ga logos 


pi ana YAN ORE 5 


Katakanlah (Muhammad), Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah (Muhammad), “Taatilah 
Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak 
menyukai orang-orang kafir (Ali Imran/3: 31-32) 


2 g 8 AG PCI Pa 7 PASS AH J - 
lol Az Perasa yaa lag 093 Jus NG 


Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada 
Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Hasyt/59: 7) 


2. Kewajiban kepada Diri Sendiri 

Kehidupan adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala 
yang harus dipelihara semampu yang bisa dilakukan. Paradigma 
dunia Barat yang menyatakan bahwa hidup ini adalah hak asasi 
mutlak manusia sehingga ia berhak untuk mengakhiri hidupnya 
kapan saja ia kehendaki tentu bertentangan dengan Al-Qur'an 
yang dengan jelas menyatakan bahwa Allah-lah yang meng- 
hidupkan dan mematikan.” Hak hidup dan mati ada pada 
Allah, bukan pada manusia. Praktek euthanasia (mercy killing, 
suntik mati) atau mengakhiri hidup dengan tragis, seperti 
menggantung diri atau meloncat dari gedung tinggi, merupakan 
perbuatan yang sangat dicela oleh Al-Quran. 
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Penghargaan terhadap kehidupan yang dianugerahkan 
Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kewajiban asasi manusia 
yang harus dijaga dan dipelihara. Al-Quran melarang manusia 
mencederai atau melakukan aktivitas yang dapat mencelakakan 
dirinya sendiri, baik dalam arti fisik maupun psikis. Surah al- 
Baqarah/2: 195 menjelaskan hal tersebut: 


Aga Be K A S V, DA 
LANANG BBI KAN AE aag iii 
Ona AN 


Dan infakkanlah (bartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
Jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat 


baik. (al-Bagarah/2: 195) 


Menjaga kelangsungan hidup antara lain memelihara ke- 
sehatan (preventif maupun kuratif), menjamin organ-organ tubuh 
memeroleh hak-haknya seperti mata berhak untuk tidur, dan 
menghindari segala sesuatu yang dapat merusak kelangsungan 
dan tatanan kehidupan. Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam 


bersabda “Abdullah bin “Amr: 

pyas ON AAA ENG ala yA Si ae Si Ji dh 
ly pie EVS JG ĀM TA la an Gi 
an DU a Ga bp Ni as ant bi ia 
JE JE (yah A ln op ln Uk ay on us NG 


JAS PAN (io Up Op GIET aan JK Sh pu xy 


Belah gp jas i A Ae ye beda) 


Rasulullah sallallahu “alaihi wasallam bertanya kepadaku : “Wahai 
Abdullah! aku mendapat kabar apakah benar engkau berpuasa di 
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siang hari terus menerus dan salat terus sepanjang malam? Aku 
menjawab: Benar Rasulullah!” Lalu Rasulullah sallallahu “alaihi 
wasallam menasihati: Jangan berbuat begitu, berpuasalah lalu berbuka, 
bangun malam salat dan tidurlah, karena sungguh jasad, mata, dan 
isterimu serta keluargamu juga punya hak dari engkau, kalau begitu 
cukuplah engkau berpuasa tiga hari setiap bulan, karena sesungguhnya 
setiap satu kebaikan dibalas sepuluh kebaikan, maka itu (puasa tiga 
hari) sama dengan puasa sepanjang masa. (Riwayat al-Bukhari dari 
Abdullah bin ‘Amru bin “As) 


3. Kewajiban kepada sesama manusia 

Kewajiban terhadap sesama manusia (hugugul-adamiyyin) 
memiliki rentang sangat luas mulai dari kewajiban kepada orang 
tua, keluarga, pasangan (suami-isteri), karib kerabat, tetangga, 
guru, teman, tamu, dan sebagainya. Secara garis besar dapat 
dikelompokkan menjadi: 
a. Kewajiban asasi kepada orang tua adalah berbuat baik dan 
mematuhi perintahnya sepanjang bersesuaian dengan perintah 
Allah dan Rasul-Nya. Perintah mengabdi hanya kepada Allah 
subhanahu wa ta'ala berhampiran dengan perintah berbuat baik 
kepada kedua orang tua dalam Sutah an-Nisa /4: 36 dan al- 
Isra /17: 23-24. Ayat yang disebut terakhir sebagai berikut: 


PAN AN LAH MAN RE 3 


aO orbs „go ms AAA 


Ha ago Tae A ar sar 


z 


a dd Vv Ad re < 


Z P bat - Z Aor 
Jas “3 D 
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah 


seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan 
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kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak 
keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan 
rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang 
dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. (al-Isra /17: 23- 
24) 


b. Kewajiban suami-isteri secara timbal balik antara lain adalah 
bergaul dengan baik (mu'asyarah bil-ma'rif) dan menjaga 
kehormatan masing-masing. Secara spesifik, suami memberi 
nafkah keluarganya sementara isteri mengatur rumah tangganya 
dengan baik. Dalam Surah an-Nisa/4: 19 telah dijelaskan 
tentang perintah bergaul dengan baik (mu 'asyarah bil-ma ruf): 


Aa AA Ha au K itt Saga 


TN E 
X — BE g» >» PA 


Ez pa sīga gam, of NGANG AN 


ELLA ais 


KE GS «sal ANI II 


Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi 
perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah 
kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan 
perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara 
Jang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 
karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisa /4: 19) 


Menarik untuk dicermati bahwa meskipun ayat di atas 
secara lahir ditujukan kepada laki-laki agar menggauli isterinya 
secara baik, tetapi juga berlaku sebaliknya, isteri berkewajiban 
untuk bermuamalah dengan suaminya dengan cara yang makruf 
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juga. Menurut Wahbah az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat di 
atas bahwa kata al-wu'asyarah di situ (wa 'asyiribunn) mengan- 
dung makna saling mengambil peran dan dalam kesederajatan 
(a-musyarakah wal-musawah), yakni setiap pihak berupaya menga- 
yomi dan bergaul atau berinteraksi dengan pihak lainnya sesuai 
dengan cara-cara yang dianggapnya terbaik." 


c. Kewajiban terhadap karib, kerabat, teman, tetangga, dan 
orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, antara 
lain adalah berbuat baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
masing-masing. (Kalau dalam pergaulan suami-isteri digunakan 
istilah mu'asyarah, sementara untuk yang lainnya dengan istilah 
mu'amalah). Dalam Surah an-Nisa /4: 36, Allah meminta perha- 
tian dan kepedulian manusia agar senantiasa ber-wu amalah dan 
berbuat baik kepada mereka dengan menunaikan hak-haknya: 


> J? . Gr 2 PAI GP. A ed gr 2r 
Aa R3 AN PI Ie Sa ta, 
KABAT i SAH er AA. 
EVANSS C TE er IE SN RN, 
22 A AGYI RA "Trio i jo z7? 
FELEIM SOLAT Jag LS, 


Zo, Z „ok WA 

Ke GA E 
Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, 
karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat 
dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang 
kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan 
membanggakan diri. (an-Nisa'/4: 36) 


d. Kewajiban terhadap sesama manusia pada umumnya, khu- 


susnya kepada sesama muslim, dengan menunaikan hak-haknya 
dengan baik. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu “alaihi 
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wasallam dijelaskan tentang hak dan kewajiban antara seorang 
muslim dengan muslim yang lainnya, salah satunya: 


A | Mi Din taa “@ da Bagi o ay TA CIK Bar å- 
+ A o o, gr -0 SN - dē % 

gi o Gol sl) SR šas) GK AE, gl 
KO 


“Hak (kewajiban) seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima: 
menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, 
memenuhi undangan, mendoakan yang bersin.” (Riwayat al-Bukhari 
dan Muslim dari Abu Hurairah) 


4. Kewajiban kepada Negara dan Pemerintah 

Suatu hal yang tidak dapat diingkari bahwa kita mendiami 
suatu teritorial yang memberi batasan-batasan sebuah wilayah 
untuk memudahkan identitas. Di Indonesia wilayah-wilayah itu 
dimulai dari rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, 
kecamatan, kabupaten atau kota, propinsi, dan negara yang kita 
kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai 
warga negara tentu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ber- 
dasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ada 
pemerintah yang mendapat legitimasi untuk memimpin seluruh 
rakyat dalam rangka memeroleh keadilan dan kesejahteraan 
lahir dan batin. Kewajiban warga negara adalah mematuhi hu- 
kum dan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala 
misalnya materi hukum yang jelas-jelas memerintahkan kepada 
kemaksiatan. Ayat yang sering dikaitkan dengan ketaatan kepa- 
da pemerintah dan negara adalah yang memerintahkan ketaatan 
pada ulil "ari yang terdapat dalam Surah an-Nisa /4: 59: 
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AG i Ka AYAT Sasa Penga SĢG 
pi 2783 f o. 


a BALAS SA SIA, Ana 3 


erd 


LA LP. 


Kb KAG 


Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa /4: 59) 


Dalam catatan kaki A/-Ouran dan Terjemahnya yang ditet- 
bitkan oleh Departemen Agama disebutkan bahwa ketaatan itu 
berlaku selama pemegang kekuasaan berpegang pada Kitab 
Allah dan Sunnah Rasul." Salah satu hadis Rasulullah sallallahu 
alaihi wasallam yang Kg aa pendapat ini: 


"ēra ul 


Siapa yang taat kepadaku maka ia taat kepada Allah, dan siapa yang 
durhaka padaku maka ia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat pada 
amir maka ia taat padaku, sementara yang durhaka pada pemimpin 
maka ia durhaka padaku.” (Riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad 
dari Abu Hurairah) 

Logika berpikir kita akan memastikan bahwa aamir 
(pemimpin) yang dimaksud di sini adalah alamir yang menaati 
Allah dan Rasul-Nya. 


5. Kewajiban terhadap lingkungan hidup 
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Memang benar semua yang ada di bumi ini diperuntuk- 
kan bagi kepentingan manusia beribadah kepada Allah subhana- 
bia wa ta'ala, tetapi tidak serta merta mereka boleh seenaknya 
mengeksploitasi alam yang dapat menyebabkan kerusakan. Me- 
melihara kelestarian dan menjaga keseimbangan alam adalah 
tugas kewajiban umat manusia. Di darat, laut, udara, bertebaran 
makhluk-makhluk Allah yang memiliki andil dalam mendukung 
mata rantai kehidupan makhluk-makhluk (ekosistem). Diketa- 
hui banyak ayat yang melarang manusia berbuat kerusakan di 
bumi, karena alam ini telah diciptakan oleh Allah sangat teratur, 
seimbang, tanpa cacat. Jika dijumpai banyak kerusakan di bumi 
maka hal itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia sebagai- 
mana dipahami dari Surah ar-Rum/30: 41. Ayat-ayat Al-Quran 
yang melarang manusia berbuat kerusakan di bumi tempat 
manusia bersama-sama hidup bermatapencaharian untuk iba- 
dah dapat dijumpai antara lain: 


zar Z zs LEPAS Assar L erer Ki PA 2A 47 
Sm ON laibzb 0 ea SL MN ZBA Y S 
ro > Z w 6> z A 

Giell Gi Ga gd AN 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh 


harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 
berbuat kebaikan. (al-A'rāf/7: 56) 


Flora dan fauna yang ditemukan di lingkungan hidup kita 
adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk kepentingan umat 
manusia. Ia memiliki kebutuhan untuk hidup dan berkembang 
seperti udara, air, sinar matahari, dan makanan. Kalau pun 
karena kebutuhan manusia harus mengonsumsi protein hewani, 
misalnya, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang baik 
sesuai dengan tuntunan syariat. Manusia harus memelihara 
hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya dengan 
berupaya memberi apa yang dibutuhkan mereka. Dan berkat 
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rahmat Allah pada alam telah tersedia berbagai kebutuhan itu. 
Allah berfirman: 


TEA TAK sekas ei šis 
Zue 1 an is 26 Eša Ket sa) @5 


Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira 
sebelum kedatangan rahmat-Nya (bujan); dan Kami turunkan dari langit 
air yang sangat bersih, agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri 
Jang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang 
telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang 
banyak. (al-Furgan/25: 49) 


C. Antara Kewajiban dan Hak 

Sejak manusia lahir ke dunia dan berinteraksi dengan 
lingkungannya ia terus berusaha mengaktualisasikan potensi- 
potensi yang dimilikinya. Aktualisasi itu terwujud dalam bentuk 
kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda antara satu 
individu dengan individu lain. Perbedaan kemampuan dan ke- 
cakapan umat manusia itu kemudian meniscayakan perbedaan 
pekerjaan (profesi) di antara mereka. Setiap orang bekerja me- 
nurut keadaannya masing-masing, sebagaimana dapat dipahami 
dari firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut: 


LAMA YAA Ka [CENG J 


Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pem- 
bawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa 
Jang lebih benar jalannya. (al-Isra /17: 84) 


Menurut al-Jauzi ungkapan ‘a/a syakilatih dalam ayat di 
atas mempunyai kandungan makna yang luas, antara lain bahwa 
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manusia melakukan suatu tindakan berdasarkan sudut pan- 
dangnya (ndhiyatih), keadaannya (jadīlatih), karakternya (tabi'atih), 
metodologinya (Zarigatih), motifnya (niyyatih), atau menurut 
keyakinannya (dinih)."" Dengan demikian, manusia memilih ak- 
tivitas (profesi) yang berbeda-beda sesuai dengan berbagai 
kondisi, baik kondisi internal diri bersangkutan maupun kondisi 
eksternalnya. Perbedaan profesi merupakan keberkahan tersen- 
diri dalam kehidupan umat manusia, karena hal itu dapat 
menghasilkan barang atau jasa yang berbeda-beda, dan pada 
saatnya mereka akan saling membutuhkan yang dapat mem- 
buahkan upaya tolong-menolong antarsesama. 

Dalam kondisi saling membutuhkan itu masing-masing 
berperan sesuai dengan kodrat, pekerjaan, jabatan, pangkat, 
status, dan aneka perbedaan yang lain. Ada yang berperan 
sebagai ayah, ibu, anak, suami, isteri, kerabat, tetangga, penjual, 
pembeli, makelar, majikan, buruh, atasan, bawahan, guru, 
murid, atau peran lain-lainnya selaras dengan perkembangan 
sosial masyarakat. Tiap pekerjaan (profesi) atau status apa pun 
yang diperankan memiliki hak dan kewajiban yang harus 
ditunaikan. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi ada kewajiban 
yang harus diemban dan di sisi lain ia memiliki hak atas pe- 
kerjaan atau status peran itu. Sekiranya semua anggota masyara- 
kat dalam suatu komunitas menjalankan hak dan kewajibannya 
dengan baik dan seksama maka komunitas itu hidup solid 
dalam kedamaian. Akan tetapi, jika salah satu di antaranya ada 
yang tidak menunaikan kewajibannya maka akan berimplikasi 
seperti efek domino terhadap keutuhan dan so/iditas komunitas 
itu, persis seperti salah satu komponen yang menggerakkan 
sebuah sistem alat elektronik maka keseluruhannya pun akan 
terganggu (macet). 

Dalam rangka menjaga keseimbangan dan memfungsikan 
sistem-sistem itu berjalan sebagaimana mestinya maka manusia 
harus menjalankan hak dan kewajibannya. Pada saat manusia 
berpedoman hukum-hukum Allah maka pada saat itu pula ia 
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menegakkan sistem, menunaikan hak dan kewajiban, serta 
menjalankan keseimbangan dan keadilan. Dalam Surah al- 
A'raf/7: 181” Allah menjelaskan: 
LA or cer? posmi ste og - 
am drūmi teu aal layang 
Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat yang 


memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu (pula) 
mereka berlaku adil. (al-A'raf/ 7: 181) 


Keseimbangan antara hak dan kewajiban harus terus 
dijaga oleh semua komponen suatu masyarakat, baik dalam ke- 
hidupan komunitas masyarakat itu maupun dengan komunitas- 
komunitas lainnya yang boleh jadi “warnanya” sangat berbeda. 
Tidak dibenarkan ada di antara mereka yang mengkhianati hak 
dan kewajiban karena akan menyebabkan ketidakseimbangan 
dalam kehidupan sosial masyarakat. Betapa banyak ketegangan, 
pertentangan, permusuhan, perang antarkelompok, hanya kare- 
na ada di antara mereka yang mengkhianati hak dan kewajiban 
mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan umat manusia 
agar terus menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan (al- 
mizan), jangan pernah mengurangi atau merusak keseimbangan 
itu: 


Zi tus TANG LA AA 
Sa Sa, 
Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 


mengurangi keseimbangan itu. (at-Rahman/55: 9) 
cg. T NGT GA Ai Pt V Pd Ēd BEG 
em 5 rom” 


Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti 
Jang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca 
(keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. (al-Hadid/57: 25)” 
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Kata al-migan dimaknai sebagai alat untuk menimbang 
sesuatu yang melambangkan keadilan dan keseimbangan. Me- 
nurut Wahbah az-Zuhailī pada kedua ayat ini dan ayat-ayat 
yang senada dengan itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meme- 
rintahkan untuk terus menegakkan keadilan dalam bentuknya 
yang benar dan menegakkan keseimbangan terhadap segala se- 
suatu dengan adil, serta melarang pengurangan takaran dan 
timbangan, sebagaimana ditegaskan pula dalam Surah asy-Syu- 
“ara /26: 182.” Sementara itu, al-Qusyairi menjelaskan bahwa 
ayat-ayat tersebut di atas menegaskan tentang perintah pene- 
gakan keadilan dan keseimbangan dalam semua urusan (jami ul 
umur), baik yang menyangkut hak-hak anak cucu Adam mau- 
pun hak-hak Allah.” 

Kecenderungan sebagian manusia seringkali lebih me- 
mentingkan haknya daripada kewajiban yang harus ditunaikan. 
Tidak jarang kita jumpai ada orang atau sekelompok orang 
yang berdemonstrasi setiap kesempatan menuntut haknya se- 
mentara kewajibannya belum dilaksanakan secara maksimal. 
Menarik apa yang ditulis oleh asy-Sya'rawi bahwa ajaran Islam 
datang membawa kewajiban dan hak sekaligus. Tidak ada 
kewajiban tanpa hak, dan sebaliknya, tidak ada hak tanpa 
kewajiban. Setiap individu harus terlebih dahulu memandang 
dan melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan agama 
padanya, dan bersama itu diikuti pula dengan sesuatu yang 
menjadi haknya.” 

Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia agar 
jangan hanya selalu menuntut hak tanpa memperhatikan kewa- 
jiban. Dalam Surah al-Bagarah/2: 186 Allah mengingatkan 
bahwa setiap ada hak ada pula kewajiban. Kalau manusia 
menginginkan sesuatu yang menjadi haknya ia pun harus mela- 
kukan sesuatu yang lain yang menjadi kewajibannya terlebih 
dahulu. Mari kita cermati firman Allah berikut ini: 
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BE ANN YI 


Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu Nan 
tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan 
permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. 
Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada- 
Ku, agar mereka memeroleh kebenaran. (al-Bagarah/2: 186) 


Mengabulkan harapan (doa) manusia merupakan hak 
prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada 
siapa yang dikehendakinya, tetapi manusia terlebih dahulu 
harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik seba- 
gai hamba. Dalam ayat di atas kewajiban itu disebutkan 
memenuhi perintah Allah dan beriman kepada-Nya. Menurut 
Ibnu “Asyur, kedua tuntutan ini (fa/pastajēbū li walu'minū bi) 
mengandung makna sama: merespons tuntutan agar beriman, 
hanya saja tuntutan pertama (falyastajibii li) menghendaki aksi 
(a-fi), dan tuntutan kedua (walyu'mini bi) menghendaki 
kesinambungan dan konsistensi (ad-dawam).” 

Sementara itu, al-Alusi menjelaskan bahwa seorang 
hamba harus menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala 
kepada iman dan ketaatan seperti halnya Allah merespons atau 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya.” Demikian juga 
pendapat al-Khazin, bahwa respons yang harus dilakukan oleh 
setiap hamba adalah ketaatan, sementara respons dari Allah 
adalah pahala dan kemurahan atau pemberian.” 

Sehubungan dengan hal tersebut —pentingnya memenuhi 
kewajiban lalu menuntut hak- kita diajari oleh Allah subhanahu 
wa ta'ala melalui Surah al-Fatihah yang dibaca tiap hari minimal 
dalam salat. Pada ayat ke-5 terlebih dahulu kita harus menun- 
jukkan komitmen pengabdian hanya kepada Allah baru kemu- 
dian meminta pertolongan: 
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A rases 
Hanya kepada Pilā kami al lai hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan. (al-Fatihah /1: 5) 


Menurut Syekh Jabir al-Jazairi penulis Aysarut-Tafasir 
bahwa pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajari manusia 
bagaimana cara agar doanya diterima. Maka, ia terlebih dahulu 
memuji Allah dan melazimkan dirinya mengabdi hanya kepada 
Allah, tidak membuat tandingan dan tidak pula meminta dari 
selain Dia.” Puji-pujian dan komitmen serta konsistensi dalam 
beribadah hanya kepada Allah merupakan kewajiban manusia 
kepada Allah, sesudah itu baru berhak meminta pertolongan 
dari Yang Maha Penolong. 

Jadi, tampak hubungan di sini harus bersifat timbal balik, 
ada kewajiban dan ada pula hak. Karena harapan dan kebutuh- 
an manusia tidak pernah selesai maka tuntutan aksi dan konsis- 
tensi juga harus terus berjalan. Keseimbangan antara hak dan 
kewajiban harus terus bergerak paralel. Ayat di atas mengajar- 
kan, apabila hak-hak manusia ingin dipenuhi oleh Allah subha- 
nahū wa ta'ala, maka kewajiban manusia terhadap Allah pun 
harus dipenuhi. Hal ini berlaku bukan hanya pada hubungan 
antara manusia dengan Al/-Khdlig tetapi juga pada setiap 
hubungan antara sesama manusia dalam interaksi kehidupan 
sehari-hari. 


D. Pelanggaran HAM sebagai Kejahatan 

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang 
dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan dibawa sejak ia 
lahir. Deklarasi Universal HAM melalui Resolusi PBB No. 217 
A (III) pada tanggal 10 Desember 1948 telah mengesahkan 30 
pasal hak asasi manusia. Pasal-pasal itu pada umumnya dapat 
dikelompokkan menjadi:Hak asasi pribadi (personal rights), Hak 
asasi ekonomi (property rights), Hak asasi untuk mendapatkan 
perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (ega/ 
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equality rights), Hak asasi politik (political rights), Hak asasi sosial 
dan kebudayaan (social and cultural rights) , Hak asasi untuk 
mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan 
(procedural rights). 

Deklarasi hak asasi manusia tersebut dilatari oleh sema- 
ngat kebebasan, persamaan, dan perlindungan hak-hak pokok 
umat manusia agar tidak ada yang mengeksploitasi dan mem- 
perbudak satu sama lain. Sejatinya, jauh sebelum deklarasi itu 
lahir termasuk yang menjadi embrionya—Revolusi Perancis dan 
Magna Charta di Inggris, Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi 
wasallam telah merumuskan hak-hak asasi itu dalam Piagam 
Madinah (Misāgui-Madīnah) ketika umat manusia di dunia pada 
umumnya masih berada pada masa jahiliyah yang penuh 
dengan perbudakan, penindasan, dan pemerkosaan hak-hak 
kaum lemah. 

Di dalam Al-Guran ditemukan banyak ayat yang berbi- 
cara tentang hak-hak dasar ini agar manusia memedomani 
menuju kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Dalam 
tulisan ini beberapa contoh dari Al-Guran akan ditampilkan 
untuk menegaskan betapa Al-Quran memberi perhatian serius 
tentang hak-hak dasar manusia agar tidak dilecehkan atau di- 
langgar oleh siapa pun. Pelanggaran terhadap hak-hak itu metu- 
pakan perbuatan dosa yang memiliki konsekuensi hukum di 
dunia dan akhirat. Oleh karenanya, manusia harus terus beru- 
paya untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagai 
makhluk ciptaan Allah paling mulia di planet ini. Beberapa di 
antaranya dijelaskan di bawah ini agar manusia tidak meleceh- 
kannya karena dapat dikategorikan sebagai kejahatan atas ke- 
manusiaan (crime against humanity). 

1. Penghargaan pada harkat dan martabat kemanusiaan 

Manusia adalah makhluk bermartabat mulia. Ia memero- 
leh anugerah sebaik-baik ciptaan, memiliki keseimbangan da- 
lam berbagai hal, kecerdasan prima yang mampu mengatasi 
berbagai persoalan, dan memiliki hati nurani yang mampu me- 


398 Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban 


nangkap makrifat dan hikmah-hikmah suatu kejadian. Penista- 
an terhadap kemanusiaan berarti penistaan pada anugerah ke- 
muliaan yang disandangkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada 
manusia. Kemuliaan itu sangat jelas dalam ayat berikut: 


PPL 72 ke —_ cet 
LAN Aa AG PE ala La, 
Pa BL 


Ne KA HP SA 3) 


Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami 
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari 
Jang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk 
yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isra /17: 70) 


Semua manusia tanpa pengecualian memeroleh peng- 
hargaan sebagai makhluk mulia, termasuk yang terlahir cacat 
(bandicapped) atau kelahirannya mungkin tidak dikehendaki 
orang tuanya. Sepanjang berwujud manusia maka ia memeroleh 
martabat kemanusiaan yang mulia. Penyebutan manusia dengan 
“Bana Adam” dalam ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk 
generalisasi umat manusia tanpa diskriminasi karena faktor 
etnis, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, strata sosial ekonomi, 
dan lain-lain. Bahwa ada yang lebih mulia di antaranya tentu 
ada faktor lain yang menjadi indikatornya, yaitu ketakwaannya 
kepada Allah. Dan, faktor ini hanya Allah yang mampu meng- 
ukurnya, sementara manusia tidak memiliki kompetensi sama 
sekali untuk memberi penilaian. Dengan demikian memperla- 
kukan manusia sebagai manusia dengan harkat dan martabat 
mulia harus dilakukan oleh setiap orang. Perbudakan, diskrimi- 
nasi atas dasar warna kulit (apartbeid) atau perbedaan lain-lain, 
penghinaan dan perampasan hak-hak dasar yang bertentangan 
dengan martabat kemuliaannya, merupakan kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan pengingkaran terhadap iridah Allah. 

Bahkan, begitu terhormatnya manusia dalam pandangan 
Islam, janin dalam rahim tidak boleh digugurkan, atau jenazah 
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(manusia yang tak bernyawa lagi) tetap harus diperlakukan 
sebagai terhormat sebagai layaknya ketika ia hidup, siapa pun 
dan apa pun agamanya. Contoh dari perilaku Rasulullah sa//alla- 
bu alaihi wasallam ketika memberi penghormatan kepada jena- 
zah beragama Yahudi: 

Lusi da pk g kešā ka NG Pui G 

sl 3) ds Da AN) p Jú $ Gi 55 Le) a ls 


Jenazah lewat di depan kami lalu Nabi sallallahu “alaihi wasallam 
berdiri dan kami pun berdiri lalu bertanya: “wahai Rasulullah, 
sesungguhnya itu adalah jenazah orang Yahudi. Rasulullah menjawab: 
Jika kamu melihat jenazah maka berdirilah. (Riwayat al-Bukhari 
dan Muslim dari Jabir bin Abdillah) 


2. Penghargaan pada kehidupan manusia 

Kehidupan adalah anugerah dari Allah subhanahu wa 
ta'ala. Yak seorang pun yang dapat mencabutnya kecuali yang 
memberi hidup itu baik secara langsung maupun melalui 
legitimasi hukum-hukum yang diwahyukannya yang bertujuan 
menjaga dan mengawal kehidupan. 

Hukum gisas yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala 
di dalam Al-Guran sama sekali tidak bertentangan dengan hak 
asasi manusia seperti banyak dituduhkan orang-orang yang 
tidak paham ajaran Islam. Justeru hukum gisas itulah yang 
menjadi pendukung utama terhadap penghargaan pada jiwa 
manusia, seperti dipahami dari ayat berikut ini: 

sedia 13L p ATS, nur 

S EAU ĻU Vid lēš AKI, 
Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang- 
orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (al-Baqarah/2: 179) 
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Jaminan kehidupan itu adalah bahwa kalau seseorang me- 
mahami ia akan dibunuh jika membunuh maka ia akan berpikir 
berkali-kali dan mengurungkan niatnya untuk membunuh. Ka- 
renanya, hukum qisas menjadi sebab kelangsungan hidup manu- 
sia. Hukum ini tidak dikhususkan hanya untuk pembunuhan 
semata tetapi termasuk semua tindak kejahatan mencederai 
orang lain.” Penghargaan Al-Quran terhadap kehidupan 
manusia sangat jelas pada Surah al-Maidah/5: 32, bahwa 
menghilangkan nyawa seorang manusia tanpa /agg laksana 
Be aan nyawa semua manusia di dunia. 


CE ISAT TAN D 
: ea aU ANGE 
das ra AR A Nara KT LET ata 
Ani PN ir gari vi C AVM 


Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 
memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah 
datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
Jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui 
batas di bumi. (al- Mā'idah/5: 32) 


Begitu berharganya nyawa (hidup) manusia yang dianuge- 
rahkan Allah subhanahu wa ta'ala maka wajar apabila hukuman 
pelaku pembunuhan berencana (sengaja) tanpa /agg sangat 
keras, yaitu dengan dibunuh juga. Bahkan, yang tidak sengaja 
sekalipun harus menebus perbuatannya dengan kaffarah. Surah 
an-Nisa /4: 92 menjelaskan: 
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Ge WANG Dat Ted 
LA KENA Baal Oi ekl 66; 
A e w A 1% - z - „4 NT A 
I Kai ASI ANA, PA Aa EE 
S4 SM REG TATAL AH „to 
pu? ps Aa Jai JASA 4; ie? Sa SB 
wg Ro 2 F, ga 9 - > 
AAA SI AT Bia AK 
apr =” met em Šu Z IA tādā „tr at 
(Piza gas mirs SAN 
Žo» z P d a , v= Da P dd PL kN 
CA lean 1064: Pit i 5 AA jās 
Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang 
beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang 
siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) 
tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali 
Jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia 
(si terbunuh) dari kaum yang memusubimu, padahal dia orang beriman, 
maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang ber- 
iman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian 
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (bendaklah si pembunuh) 
membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) 
serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak 
mendapatkan (bamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) 


berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisa /4: 92) 


3. Persamaan hak di depan hukum 

Islam datang membawa ajaran persamaan bagi setiap 
umat manusia. Tak sepantasnya seorang manusia memperbu- 
dak yang lain. Meskipun lahir di tengah-tengah masyarakat Jahi- 
liyyah, secara pelan dan pasti Islam menghapus budaya perbu- 
dakan, karena tidak ada penghambaan antara sesama makhluk. 
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Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dari yang ber- 
kulit berwarna atau antara Arab dan bukan Arab. Yang mem- 
bedakan hanyalah ketakwaan yang bersemi di dalam sanubari 
masing-masing. 


no. 


PE del SU 3 op Yi izt AS o EA gi 
yd as a 
"(6 pi ul je dal lg) SAN og Je 


Wahai manusia! sungguh Tuhanmu Maha Esa, nenek moyangmu satu 

jua, tak ada kelebihan antara orang Arab dengan ‘ajam, tidak juga 
orang “ajam atas orang Arab, dan tidak juga orang berkulit hitam dari 
berwarna, tidak juga orang berkulit berwarna atas yang berwarna, 
kecuali karena ketakwaannya. (Riwayat Ahmad dari Abu Nadrah) 


Pada hadis yang lain, Rasulullah salallahu “alaihi wasallam 
diketahui sangat konsisten dan tegas dalam penegakan hukum 
tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi, dan benar-benar 
menjalankan prinsip kesamaan hak di lb hukum. 


AN paš Ga NAS paši aS bs DU KW 
Haa semai GAN Aa Sh sale AU nba gah BA EF 
e oil oyy) GY CE ia para LL abb of 


Sungguh umat-umat sebelum kamu telah mengalami kehancuran karena 
jika ada di antara mereka orang-orang terhormat mencuri mereka 
membiarkannya saja (penegakan hukum diabaikan). Sementara jika 
yang melakukannya orang-orang lemah mereka dengan tegas 
menghukumnya. Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya 
Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya.” (Riwayat al- 
Bukhari dan Muslim dari “A isyah) 


Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban 403 


Dalam hadis di atas diinformasikan bahwa berdasarkan 
pengalaman sejarah masa lalu ketika hukum dipermainkan, pilih 
kasih (tebang pilih), atau hukum itu hanya untuk wong cilik saja 
maka malapetaka dan kehancuran yang akan terjadi. Salah satu 
hak asasi manusia — yang sejatinya telah diperjuangkan Islam 
sejak awal — adalah kesamaan manusia di depan hukum, ter- 
masuk prosedur penerapan hukum. Penerapan hukum harus 
tegas terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, terma- 
suk kepada kerabat, teman, atasan, orang terhormat, dan seba- 
gainya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap sebagai keja- 
hatan atas kemanusiaan, karena pada umumnya mereka yang 
memiliki kekuatan dan kekuasaan akan cenderung memper- 
gunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk menghindar atau 
membuat rekayasa hukum yang menguntungkan diri dan ke- 
lompoknya. 


4. Kebebasan berkeyakinan (memeluk agama) 

Salah satu hak asasi yang sering menjadi perbincangan 
dunia internasional adalah kebebasan berkeyakinan, termasuk 
yang paling asasi adalah kebebasan beragama. Di dalam Al-Quran 
disebutkan dengan sangat jelas bahwa manusia memiliki 
kebebasan memeluk agama yang diyakininya benar, meskipun 
dijelaskan pula bahwa Islam-lah agama yang diridai Allah 
subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun boleh memaksa orang lain 
untuk memeluk suatu agama sebagaimana dijelaskan dalam 
Surah al-Bagarah/2: 256: 


SAN AKI NGANG 13 Sg 

- a), loy AA > xa j 
Pena A pastā Pedang ANG ba 
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), n 
telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. 
Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka 
sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang 


- 
K 
„= 
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tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (al- 
Bagatah/2: 256) 


Bahkan, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mempersilakan 
manusia beriman atau tidak beriman. Hal ini dipahami dari 
Surah kaujas - 


-pA aba ci <» vata LA 
gb Ba ana an 
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di 
bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia 
agar mereka menjadi orang-orang yang beriman. (Yūnus/10: 99) 


Ayat ini memberi tuntunan kepada manusia agar jangan 
ada orang yang memaksakan agama yang dianutnya kepada 
orang lain dengan berbagai cara. Disebutkan bahwa ayat ini 
turun berkenaan dengan kegusaran Nabi Muhammad sallallahu 
alaihi wasallam atas kematian Abu Talib dalam millah “Abdul 
Muttalib, sementara beliau berpengharapan besar ia beriman 
pada ajaran yang dibawa beliau.” 


5. Kebebasan berpikir, berperilaku, dan berekspresi disertai 
tanggung jawab 

Naluri manusia berkecenderungan untuk berpikir dan 
bertindak bebas. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan 
berekspresi dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang so- 
sial budaya, ekonomi, politik, maupun yang lainnya. Akan teta- 
pi, sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari dalam komunitas 
mana pun tidak pernah dijumpai adanya kebebasan tanpa batas 
sama sekali, karena manusia dibatasi oleh banyak hal seperti 
alam, kodrat manusia, kemampuan, dan norma yang berlaku. 
Setiap ada kebebasan di situ juga ada tanggung jawab. Al- 
Quran telah mengingatkan manusia bahwa semua perbuatan 
akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk penglihatan, 
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pendengaran, pikiran, hati nurani, dan sebagainya. Surah al- 
Isra /17: 36 menjelaskan hal tersebut: 


5 AMR KAA KAB Met SAS 25, Í; 


Jaz -a 


“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu pg 
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya.” (al-Isra /17: 36) 


Al-Guran memberi kebebasan kepada manusia untuk 
memilih sendiri aktivitas yang ingin dilakukan dengan kesadat- 
an bahwa semua aktivitas itu ada konsekuensinya. Kepada ma- 
nusia dipersilakan menggunakan hak asasinya untuk berpikir, 
bekerja, dan berekspresi apa pun yang ia kehendaki sepanjang 
ia sadar akan akibat-akibatnya dan bersedia mempertanggung- 
jawabkan perbuatannya itu. Kebaikan akan diganjar dengan ke- 
baikan pula (pahala) dan berujung di surga, sedangkan keburuk- 
an dihukum dengan dosa dan berujung di neraka. Firman Allah 
subhanahu wa ta'ala dalam Surah al-Infitar/82: 13-14 menje- 
laskan: 


2». AGA S siet 
Oras PE KI) 
“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam 
(surga yang penuh) kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang 

durhaka benar-benar berada dalam neraka.” (al-Infitar/82: 13-14) 


Setiap pekerjaan pasti mengandung konsekuensi. Sekecil 
apa pun perbuatan yang dilakukan manusia akan diperlihatkan 
balasannya oleh Allah.” Manusia hanya akan memeroleh imbal- 
an sesuai dengan usahanya.” Seseorang yang menuntut hak me- 
lampaui kewajibannya tentu sangat naif dan merupakan pet- 
buatan curang. Sebaliknya, orang yang telah melakukan suatu 
kewajiban tentu harus pula segera mendapatkan hak-haknya. 
Menunaikan hak-hak orang yang berhak harus disegerakan. 
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Jargon lebih cepat lebih baik” sangat tepat diberlakukan dalam 
hal ini. Sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam berkenaan 
dengan penyegeraan penyelesaian hak-hak buruh (pekerja) yang 
dipekerjakan: 


Zolā sk T a alā a gr NA 
SAS oyl ye dora Gal ola) A Ama Ol JB apel eU Ulas 


Tunaikanlah upah buruh (pekerja) sebelum keringatnya kering. (Riwa- 
yat Ibnu Majah dari “Abdullah ibn Umar) 


Pelanggaran terhadap hak-hak buruh (pekerja) merupa- 
kan perbuatan zalim. Sementara kezaliman itu sendiri merupa- 
kan kegelapan di hari kiamat," tidak ada titik terang menuju 
kebaikan dan kebahagiaan. Setiap orang berhak untuk mencari 
pekerjaan yang halal dan memeroleh hasil dari pekerjaannya itu. 
Tidak dibenarkan ada pemberi kerja mempekerjakan orang lain 
dengan cara-cara memaksa, atau mengurangi apalagi meniada- 
kan upah yang mesti diperoleh dari hasil pekerjaannya. Karena, 
tidak memberikan hak-hak orang yang berhak merupakan ben- 
tuk pelanggaran yang berakibat pada dosa (neraka). Sementara 
itu, perintah untuk menunaikan amanah kepada yang berhak 
dan senantiasa berprilaku adil dengan sangat jelas dapat dibaca 
antara lain dalam Surah an-Nisa /4: 58. 


E. Kesimpulan 

1. Manusia hidup di dunia ini meniscayakan adanya bantuan 
dan hubungan dengan lingkungan, baik lingkungan alam 
maupun lingkungan personal. Dalam bantuan dan hubung- 
an itu dengan sendirinya akan tercipta berbagai status, label, 
dan profesi yang masing-masing memunculkan hak dan 
kewajiban. 

2. Banyak orang atau lembaga di dunia ini yang terus menerus 
mempersoalkan hak asasi, tetapi jarang mengedepankan 
kewajiban asasi manusia yang sama-sama harus berjalan pa- 
ralel. Dengan adanya hak dan kewajiban yang dijalankan 
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dengan baik dan bertanggung jawab maka keseimbangan 
hidup, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok 
masyarakat, akan terwujud dengan sendirinya. 

Manusia memiliki hak-hak dasar (asasi) yang harus dihor- 
mati oleh semua orang, seperti hak hidup, berkeyakinan, 
persamaan di depan hukum, dan kebebasan yang bertang- 
gung jawab. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar itu meru- 
pakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanu- 
siaan. Al-Quran telah memberikan petunjuk-petunjuk un- 
tuk menjamin terpeliharanya hak-hak dasar manusia sebagai 
anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis- 
sawab. (| 
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20 Lihat juga Surah al-An'am/6: 152, Hūd/11: 85. 
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kiamat). Diriwayatkan juga yang lain dengan redaksi yang berbeda-beda. 
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KEBEBASAN BERAGAMA 
DAN HAK ASASI MANUSIA 


g 


alah satu persoalan aktual yang senantiasa dihadapkan 
S kepada umat Islam dalam pergaulan internasional, teruta- 

ma dalam dialog Islam dengan Barat, adalah masalah 
kaitan ajaran Islam dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), 
terutama tentang kebebasan berekspresi (berpendapat) dan ke- 
bebasan beragama. Record dunia Islam dalam hal kebebasan 
berekspresi dan kebebasan beragama, menurut catatan para 
pejuang HAM, masih buruk. Pada tahun 2001, Freedom House 
melaporkan bahwa secara umum, baik negara-negara muslim 
yang menerapkan syariat Islam maupun negara muslim sekuler 
adalah negara-negara yang tingkat kebebasan sipilnya rendah. 
Rata-rata skor kebebasan sipil yang didapat negara-negara 
muslim antara 5 hingga 7 (skor 1 berarti sangat bebas, dan skor 
7 berarti sangat tidak bebas). Pada tahun 2000, Sudan dan 
Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban mencatat skor 7, 
Iran skornya 6, dan Pakistan 5. Turki mencatat skor 5, Bangla- 
desh dan Indonesia 4. Demikian juga dengan kebebasan ber- 
agama.' 

Indonesia dalam konteks kebebasan beragama dan 
HAM sering persoalkan publik Barat seperti Amerika Serikat. 
Di antara yang disorot adalah adanya larangan atheisme 
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(komunisme) di Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya 
mengakui agama-agama besar saja, yaitu Islam, Katolik, 
Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu (Confusionism) sejak 
tahun 2006. Pemerintah melalui Departemen Agama tidak 
mengakui Aliran Kepercayaan dan agama kecil lainnya.” 
Publik Barat tidak memahami bahwa Aliran Kepercayaan 
sebenarnya tetap memiliki hak hidup di Indonesia, tetapi 
Pemerintah Indonesia, melalui TAP MPR Nomor II Tahun 
1978, telah menetapkan Aliran Kepercayaan sebagai 
kebudayaan. Oleh sebab itu, Aliran Kepercayaan tidak berada 
di lingkungan Departemen Agama, tetapi berada di bawah 
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan RI pada waktu itu. 

Konsep modern tentang Hak Asasi Manusia merupakan 
anak kandung kebudayaan Barat abad ke-18. Ia lahir dari rahim 
modernitas Barat, ketika teori sekuler modern tentang hukum 
alam diterima para filosof Zaman Pencerahan. Teori hukum 
alam itu kemudian diperluas cakupannya, dan lahirlah kesepa- 
katan luas tentang prinsip hak-hak alamiah manusia. Didorong, 
antara lain, oleh Revolusi Perancis (1789-1799), Revolusi Ame- 
rika, dan berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945) dengan ke- 
kalahan fasisme Jerman, Italia, dan Jepang. Prinsip hak-hak 
alamiah manusia itu kemudian ditetapkan dalam Piagam Per- 
satuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi PBB Nomor 217 
A (III) pada tanggal 10 Desember 1948 yang dinyatakan seba- 
gai the Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal 
tentang HAM). Deklarasi ini mengesahkan 30 pasal tentang 
Hak-hak Asasi Manusia yang dapat dikelompokkan menjadi: (a) 
Personal Rights (Hak Asasi Pribadi), (b) Property Rights (Hak Asasi 
Ekonomi), (c) Legal Equality Rights (Hak Asasi untuk menda- 
patkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan), 
(d) Political Rights (Hak Asasi Politik), (e) Social and Cultural 
Rights (Hak Sosial dan Kebudayaan), (f) Procedural Rights (Hak 
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Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan 
perlindungan). 

Seluruh bangunan Hak-hak Asasi Manusia tersebut dile- 
takkan di atas landasan se&ulerisme sehingga tidak terkait dengan 
ajaran agama, dan di atas dasar husanisme, paham yang menjun- 
jung tinggi manusia dan menghormatinya sedemikian rupa, ter- 
utama karena akal budinya. Oleh sebab itu, di dalam the Uni- 
versal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang 
HAM) sebagai deklarasi HAM generasi pertama, kebebasan 
beragama dikelompokkan dengan kebebasan berpendapat dan 
keduanya tercantum di dalam Hak Sosial dan Kebudayaan (Saci- 
al and Cultural Rights). Tepatnya, kedua kebebasan tersebut 
terdapat di dalam Pasal 18 dan 19. Pada Pasal 18 zbe Universal 
Declaration of Human Rights menyatakan: “Setiap orang berhak atas 
kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hak ini, termasuk 
berganti agama dan kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama 
atau kepercayaan dengan cara mengerjakannya, mempraktikkannya, 
melaksanakan ibadah, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama- 
sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”. Sementara 
itu, pada Pasal 19 dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan 
mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam bak ini termasuk memi- 
liki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan 
menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan 
dengan tidak memandang batas-batas wilayah”. * 

Demikian juga di dalam deklarasi HAM generasi kedua, 
yaitu deklarasi tentang hak-hak sipil dan politik, kebebasan 
berekspresi maupun kebebasan beragama disebut secara tegas 
dan jelas. Deklarasi ini dikenal dengan zhe International Covenant 
on Civil and Political Rights yang disahkan pada tahun 1966, 18 
tahun setelah lahirnya Deklarasi HAM. Di dalam deklarasi ini, 
hak-hak Asasi manusia dibagi menjadi dua bagian: Pertama, 
Hak-hak non derogable, yaitu hak-hak absolute yang harus dijamin 
kelangsungannya dalam kondisi apa pun. Hak-hak yang terma- 
suk ke dalam bagian pertama ini adalah: (a) hak hidup: (b) hak 
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bebas dari penyiksaan; (c) hak bebas dari perbudakan; (d) hak 
bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian 
(utang); (e) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (f) 
hak sebagai subyek hukum; dan (g) hak atas kebebasan berpi- 
kir, berkeyakinan, dan beragama. Pelanggaran terhadap hak-hak 
ini tergolong sebagai pelanggaran HAM serius (gross violation of 
buman rights). Kedua, hak-hak derogable, yaitu hak-hak yang boleh 
dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak 
Asasi manusia yang tergolong ke dalam kategori ini adalah: (a) 
hak berkumpul secara damai, (b) hak berserikat, termasuk 
membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan (c) Hak 
menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan 
mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala ma- 
cam gagasan, tanpa memperhatikan batas (baik lisan maupun 
tulisan). 

Kebebasan beragama dan berpendapat juga diakui oleh 
UUD (Undang-undang Dasar) 1945 versi amandemen kedua 
Pasal 28 E, 28 F, dan 28 J. Pada Pasal 28 E UUD 1945 ini di- 
nyatakan: 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat ting- 
gal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 
kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul 
dan mengeluarkan pendapat. 

Berbeda dengan Deklarasi Universal tentang HAM yang 
didasarkan atas paham se£ulerisme dan humanisme sehingga tidak 
terkait dengan ajaran agama, pada Pasal 28 J Undang-Undang 
Dasar 1945 ditegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM 
tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, nilai-nilai budaya, dan 
agama. HAM lahir dari lingkungan budaya Barat yang sekuler 
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sehingga di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bertentangan 

dengan nilai-nilai budaya dan agama, terutama bertentangan 

dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indo- 
nesia. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya 
sebagai berikut: 

(1) Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang 
lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang- 
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 di atas, dijabar- 
kan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia sebagai berikut: Pasal 23 ayat 2 menyata- 
kan: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, 
dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan 
atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepen- 
tingan umum, dan keutuhan bangsa”. 


A. Tanggapan Dunia Islam terhadap The Universal 
Declaration of Human Rights 

Negara-negara muslim pada umumnya termasuk pendiri 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan hampir seluruhnya menja- 
di anggota badan internasional tersebut. Dalam Piagam PBB 
1948 diserukan agar dihormatinya nilai-nilai HAM dan kebe- 
basan manusia. Meskipun demikian, tanggapan dunia Islam 
terhadap Deklarasi Universal HAM secara garis besar dapat 
dibagi sebagai berikut: penolakan total, penerimaan tidak pe- 
nuh, dan penerimaan penuh. 
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Pertama, penolakan total kaum Muslim dan negara 
Muslim terhadap Deklarasi Universal HAM secara garis besar 
disebabkan oleh: (a) keyakinan bahwa Deklarasi Universal 
HAM dipandang sebagai sesuatu yang tidak cocok dan berten- 
tangan dengan Islam; (b) Identifikasi Deklarasi Universal HAM 
dengan Barat dan Kristen; dan (c) bahwa sejarah Barat sendiri 
banyak dinodai oleh praktek-praktek yang menodai HAM. 
Sementara itu, secara khusus penolakan kaum Muslim terhadap 
Deklarasi Universal HAM dapat dirinci sebagai berikut: (a) 
bahwa butir yang paling sulit diterima adalah butir mengenai 
prinsip kebebasan beragama, terutama menyangkut hak pindah 
agama dari Islam ke agama lain; (b) kesetaraan laki-laki dan 
perempuan yang dijamin penuh oleh Deklarasi Universal 
HAM; (c) pasal 16 Deklarasi Universal HAM tentang perka- 
winan beda agama yang bertentangan dengan Al-Qur'an" yang 
melarang perkawinan antara perempuan muslimah dengan lak- 
laki non-muslim dan perkawinan laki-laki muslim dengan pe- 
rempuan politeis (musyrik). 

Kedua, penerimaan tidak penuh. Alasan pokok tentang 
penerimaan tidak penuh kaum muslim terhadap Deklarasi Uni- 
versal HAM adalah karena Deklarasi Universal HAM dinilai 
cacat, akibat landasan pandangan dunianya yang sekuler. Yang- 


gapan ini melahirkan rumusan HAM versi Islam 8 IS oti 
abadi 2 oh Š TA (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak 


Asasi Manusia dalam Islam). Deklarasi ini diumumkan di Paris 
pada September 1981 yang dipersiapkan oleh beberapa pemuka 
muslim dari Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi di bawah 
pengawasan Islamic Council of Europe (Dewan Islam Eropa). 
Adapun karakteristik pokok rumusan HAM versi Islam ini 
adalah sebagai berikut: 
(1) Bertitik tolak dari keyakinan bahwa Islam mempunyai kon- 
sep HAM yang asli yang sudah dirumuskan sejak abad ke-7. 
Deklarasi ini menegaskan bahwa HAM bukanlah lembaran 
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baru bagi Islam, tetapi sesuatu yang melekat pada ajaran 
Islam. 

2) Seluruh kandungan Deklarasi HAM versi Islam ini diru- 
muskan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah. Asumsinya ada- 
lah bahwa akal pikiran manusia tidak akan mampu mene- 
mukan jalan terbaik untuk menopang kehidupan yang sejati 
tanpa petunjuk dari Allah. 

(3) Apa yang dimiliki manusia bukanlah hak-hak yang dibawa- 
nya sejak lahir, melainkan bersumber dari perintah Allah 
kepada manusia. Apa yang dinamakan HAM itu pada da- 
sarnya kewajiban manusia kepada Allah dan atau hak Allah 
atas manusia. 

(4) Syariat menjadi kriteria kebenaran final, dan satu-satunya 
ukuran untuk menilai semua tindakan manusia. 

Ketiga, penerimaan penuh. Ketika draft Deklarasi Univer- 
sal tentang HAM diperdebatkan untuk pertama kalinya di PBB, 
Zafrullah Khan, Menteri Luar Negeri Pakistan, menjadi wakil 
negara Muslim pertama yang paling responsif menyatakan du- 
kungan terhadap hak-hak yang disebutkan di dalamnya. Zaf- 
rullah Khan menyatakan: “Pakistan adalah negara yang habis- 
habisan membela kebebasan berpikir dan beragama serta 
semua hak yang disebutkan di sana (Pasal 18 Deklarasi Hak- 
hak Asasi Manusia PBB).” Sementara, berkenaan dengan hak 
untuk memilih dan berpindah agama, ia menyatakan: “Islam 
adalah agama dakwah yang mendasarkan diri pada persuasi, 
dan agama yang mengakui hak, baik untuk masuk ke dalam 
maupun keluar darinya.” 

Dalam tulisan ini, akan dibahas pengertian kebebasan 
beragama, larangan penodaan agama dari perspektif Al-Quran, 
problematika kebebasan beragama dan penodaan agama berha- 
dapan dengan prinsip HAM dalam tataran praktis, serta tang- 
gung jawab pemerintah dalam melindungi agama dan umat ber- 
agama. 
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B. Kebebasan Beragama Perspektif Al-Qur'an 

Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang un- 
tuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebas- 
an beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan 
beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyara- 
kat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama 
sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah Al-Guran 
secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap 
orang lain agar memeluk Islam sebagaimana ditegaskan di 


dalam Surah al-Bagarah/2: 256 di bawah ini: 
5 ENN 2 Ank S 


SÊ JK PA 33 
TAN KASI PELANGAN 


PA 
“G3 ” 
P 


Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya 
telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. 
Barangsiapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka 
sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang 
tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al- 
Bagatah/2: 256) 


Dalam menafsirkan penggalan ayat (cal 2 xs U) di 
atas, Muhammad “Ali as-Sābūni menyatakan: 5] 6 pa $ 
UI 2 2 IP de rā) (Tidak ada paksaan bagi seorang 
pun untuk masuk ke dalam Agama Islam). Sementara itu 


Ahmad Mustafa al-Maragi ketika menafsirkan penggalan ayat 
yang sama a 
GIF Oo Sa U: 6 pre 


na de IPA SY 
lia lu SAS ur SU p TAN 
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Tidak ada paksaan untuk memasukinya (Islam), karena iman itu 
kesadaran dan ketundukan. Hal ini tidak akan terwujud dengan 
keharusan dan paksaan. Sebab pindah agama hanya akan terwnjud 
dengan alasan dan argumentasi. 


Sejalan dengan penafsiran as-Sabuni dan al-Maragi terha- 
dap Surah al-Bagarah ayat 256 di atas, “Abdurrahman bin Nasir 
as-Sa'di menyatakan: 


pa sali JUKI AT AE al tia JUKI OG ag 
D HS IAI iii (dah JAAN bin A SS UAN 
yi ska) Iš; BESI ag SA 2333 z LANG ca) 
Gah RE ai di js A GN ale SN E 

PALI Aap A GG Bd ea AG 


A 


a 


Ayat ini menjelaskan kesempurnaan Agama Islam. Sungguh itu karena 
kesempurnaan dalil dan kejelasan ayat; karena eksistensinya sebagai 
agama rasional dan agama ilmu; sebagai agama fitrah dan kearifan; 
sebagai agama damai dan reformis; sebagai agama kebenaran dan petun- 
juk; oleh karena kesempurnaan dan sejalan dengan fitrah manusia; 
maka Islam tidak perlu memaksa manusia untuk masuk Islam (menjadi 
muslim). Karena paksaan hanya layak pada sesuatu yang bertentangan 
dengan hati serta sesuatu yang menafikan hakikat dan kebenaran; atau 
yang argumentasi dan ayat-ayatnya tersembunyi. 


Dari penafsiran ayat di atas, sangat jelas bahwa dalam 
pandangan Al-Quran tidak ada paksaan untuk masuk Islam. 
Tidak ada paksaan untuk menganut agama. Menurut M. Qu- 
raish Shihab, "Mengapa ada paksaan, padahal Dia (Allah) tidak 
membutuhkan sesuatu? Mengapa ada paksaan, padahal sekira- 
nya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja). 
(al-Māidah/5: 48). Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan 
tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut 


Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia 419 


akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih akidah Is- 
lamiyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan 
berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia teran- 
cam sanksi bila melanggar ketetapannya. Dia tidak boleh berka- 
ta: "Allah telah memberi saya kebebasan untuk salat atau tidak, 
berzina atau nikah”. Karena bila seseorang telah menerima aki- 
dahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya." 

Penggalan ayat pada Surah al-Bagarah ayat 256 di atas 
menegaskan, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan aga- 
ma. Maksudnya, bahwa Allah menghendaki agar setiap orang 
merasakan kedamaian. Agama Allah ini dinamakan Islam yang 
berarti damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai. Keda- 
maian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan me- 
nyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam 
menganut keyakinan Islam. Alasan yang menjadi dasar pertim- 
bangan tidak ada paksaan untuk masuk Islam adalah "telah jelas 
Jalan yang benar dari jalan yang sesat”. Jika demikian, menurut M. 
Quraish Shihab, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan 
yang benar, dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah 
wajar semua masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru 
dalam jiwa seseorang yang enggan menelusuri jalan yang lurus 
setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya." 

Sudah jelas bagi orang-orang yang menggunakan nalar, 
akal sehat (al Agl as-Salim) dan nurani yang jernih (a$-Zang as- 
Salim) jalan yang benar dan jalan yang sesat. Al-Qur'an membe- 
rikan kebebasan kepada manusia, memilih beriman atau kufur, 
namun pada waktu manusia menentukan pilihan, Al-Qur'an 
sangat menekankan bahwa pilihan itu ditopang oleh kapasitas 
intelektual yang mendalam, serta nurani yang bersih dan jernih. 
Satu hal yang paling dikhawatirkan terjadi adalah manusia 
menggunakan kebebasan memilih agama dengan pertimbangan 
fragmatis, tidak mendalam, serta nurani yang tidak jernih se- 
hingga memilih kekufuran dan meninggalkan Islam. Orang 
yang demikian ini melakukan konversi agama semata-mata 
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karena motivasi perkawinan atau desakan kemiskinan, sehingga 
pindah agama untuk menjaga kelangsungan hidup atau dorong- 
an untuk meraih jabatan, kekuasaan, dan keuntungan kebenda- 
an semata-mata; bukan karena pemikiran yang mendalam hing- 
ga ke akar-akarnya secara sistematis dan metodologis sehingga 
menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran Islam; tidak 
pula berdasarkan nurani yang jernih. 
Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh 
Ibnu Kasir yang bersumber dari sahabat Ibnu “Abbas adalah 
seorang laki-laki Ansar dari Bani Salim bin “Auf yang dikenal 
dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang ber- 
agama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain 
menyatakan kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam. “Apakah 
saya harus memaksa keduanya? (Untuk masuk Islam?), kemu- 
dian turunlah ayat tersebut di atas." 
Ayat yang senada dengan Surah Al-Baqarah/2: 256 di 
atas, terdapat di dalam Surah Yunus/10: 99-100 sebagai beri- 
kut: 


HA, Ca TAN AE, 
PTN Ika API act; o Za 5 


LL 


O BIDAN 


Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di 
bumi seluruhnya, tetapi apakah kamu (bendak) memaksa manusia agar 
mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan 
beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab 
kepada orang yang tidak mengerti. (Yunus/10: 99-100) 


Ayat di atas, menurut Al-Guran dan Tafsirnya edisi yang 
disempurnakan, menerangkan bahwa jika Allah berkehendak 
agar seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka hal itu akan 
terlaksana, karena untuk melakukan yang demikian adalah mu- 
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dah baginya; tetapi Dia tidak menghendaki yang demikian. 
Allah berkehendak melaksanakan Sunah-Nya di dalam ciptaan- 
Nya ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah 
Sunnatullah itu kecuali jika Dia sendiri yang menghendaki-Nya. 
Di antara Sunah-Nya ialah memberi manusia akal, pikiran, dan 
perasaan yang membedakannya dengan malaikat dan makhluk- 
makhluk yang lain. Dengan akal, pikiran, dan perasaan, manu- 
sia menjadi makhluk yang berbudaya, dapat membedakan mana 
yang baik dan mana yang buruk, baik untuk dirinya, untuk 
orang lain maupun untuk alam semesta ini. Kemudian amal 
perbuatan manusia diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang 
telah dilakukannya itu; perbuatan baik dibalas dengan pahala 
dan perbuatan jahat dan buruk dibalas dengan siksa. Di sam- 
ping itu, Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan aga- 
ma-Nya yang menerangkan kepada manusia mana yang baik 
dilakukan dan mana yang terlarang dilakukan. Manusia dengan 
akal, pikiran, dan perasaan yang dianugerahkan Allah kepada- 
nya dapat menilai apa yang disampaikan para rasul. Tidak ada 
paksaan bagi manusia dalam menentukan pilihannya, baik atau 
buruk. Dan manusia akan dihukum berdasarkan pilihannya 
itu.” 

Sementara itu, di dalam Tafsir Al-Quran Tematik De- 
partemen Agama RI disebutkan bahwa ayat di atas secara tegas 
mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau 
tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari 
kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jika Allah 
Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas di- 
isyaratkan dengan kata Rabb), menghendaki tentulah beriman 
semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini da- 
pat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan 
manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan 
potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti 
halnya malaikat; tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tuju- 
an utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah 
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untuk menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal 
agar mereka menggunakannya untuk memilih. Dengan alasan 
seperti di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemak- 
saan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibe- 
narkan oleh Al-Quran. Karena yang dikehendaki Allah adalah 
iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Seandainya paksaan 
itu diperbolehkan maka Allah sendiri yang akan melakukan, 
dan seperti dijelaskan dalam ayat di atas Allah tidak melaku- 
kannya. Maka tugas para nabi hanyalah untuk mengajak dan 
memberikan peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai 
terkait dengan sikap dan respon terhadap seruan para nabi 
tersebut.“ 

Salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki oleh 
manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memi- 
lih agama berdasarkan keyakinannya. Dan inilah yang kemudian 
membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Takdir 
utama atas manusia adalah dia makhluk yang diberi kebebasan 
oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah akan mengikuti petunjuk 
jalan yang benar yaitu dengan memeluk agama Islam atau 
memilih keyakinan agama yang lain, semuanya diserahkan ke- 
pada manusia untuk memilihnya. Berdasarkan pilihannya terse- 
but maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di 
akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam 
Surah al- Kahf/18: 29: 


7» A 22 gE r AA vw » et 22 
bel É ATA das S3 A3 
Ap A aa" 7 24 o» PA 


AAAA Bai re LES B6 


A SAWA agi -: Ss 


Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari 
Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, 
dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya 
Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya 
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mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka 
akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. 
(Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling 
jelek. (al- Kahf/18: 29) 


Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhu- 
bungan dengan kebenaran satu agama. Kalau persoalannya 
adalah masalah kebenaran agama, Al-Quran dengan jelas 
menyatakan bahwa hanya agama Islam-lah yang baq (benar). 
Allah menyatakan: 


„> 19 7 PAN Pd ho mrzjos gv m os DĪ kaba 
Ceplis ENI As šos Lao UN ES 
Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, 
dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. (Ali Imran/3: 85). 


Penggalan ayat (Go pi pe la 559) ”Dan barangsiapa 
mencari agama selain Islam”, menurut M. Quraish Shihab, yakni 
ketaatan kepada Allah yang mencakup ketaatan kepada syariat 
yang ditetapkan-Nya, yang intinya adalah keimanan akan 
keesaan-Nya, mempercayai para rasul, mengikuti dan 
mendukung mereka, tunduk serta patuh akan ketentuan- 
ketentuan-Nya yang berkaitan dengan alam raya, yang intinya 
adalah penyerasian diri dengan seluruh makhluk dalam sistem 
yang ditetapkan-Nya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima 
agama itu daripadanya dalam kehidupan dunia ini, dan bila di 
dunia ini dia patuh kepada selain Allah hingga kematiannya, 
kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, karena semua 
amalnya tidak diterima Allah walaupun amal-amal itu baik dan 
bermanfaat untuk manusia. Allah menyatakan: " 

zados m, SAB vīra A Pai Ni Dp 
PELAN EL 3 
Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu 
Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan. (al- 
Futgan/25: 23). 
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Ringkasnya prinsip kebebasan beragama yang menjadi 
jiwa Al-Quran tersebut tidak berarti bahwa Al-Quran meng- 
akui semua agama adalah benar, tetapi substansinya adalah bah- 
wa keberagaman seseorang haruslah didasarkan kepada kerela- 
an, ketulusan hati, dan kesadaran tanpa ada paksaan dan tekan- 
an apa dan siapa pun; karena di sisi Allah subhanahu wa ta'ala 
ada mekanisme pertanggungjawaban yang akan dihadapi oleh 
setiap manusia di akhirat kelak. 

Kebebasan beragama, yakni kebebasan manusia untuk 
memeluk agama sesuai dengan keyakinannya yang menjadi jiwa 
Al-Quran, memiliki kaitan yang sangat erat dengan anjuran Al- 
Quran untuk memberikan penghormatan yang wajar terhadap 
agama lain. Karena manusia dijamin kebebasannya untuk me- 
meluk suatu agama, maka konsekuensi logis dari jaminan 
kebebasan tersebut adalah anjuran untuk menghormati agama 
yang menjadi pilihan masing-masing. Pada waktu yang sama, 
Al-Quran pun melarang kaum muslim menodai suatu agama 
dan simbol-simbol keagamaan. 


C. Larangan Menodai Agama 

Perintah Al-Qur'an untuk menghormati agama-agama 
lain secara wajar berbanding lurus dengan larangan Al-Quran 
untuk menodai suatu agama dan simbol-simbol keagamaan. 
Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan agar 
kaum Muslim menghormati agama agama lain dan simbol- 
simbol keagamaan mereka secara wajar: 


y fi ooo? 


ASĀ; eo EIA Goin 
Ei AAS pk 
5 a A) ga ANT = a al 


yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan 
Jang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah.” 
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Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja- 
gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di 
dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong 
orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, 
Mabaperkasa. (al-Hajj / 22:40) 


Dalam ayat di atas penghormatan terhadap agama-agama 
di luar Islam dan simbol-simbol keagamaan mereka ditegaskan 
oleh Allah dalam ungkapan yang berikut: 


Easa TAA F sr D 
Sd Man Ion 13 


“Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja- 
gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di 
dalamnya banyak disebut nama Allah.” (al-Hajj/22:40) 


Menurut Ibnu “Asyur maksud ayat di atas adalah ”Sean- 
dainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat 
ibadah kaum muslim, niscaya kaum musyrik akan melampaui 
batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah 
tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut aga- 
ma selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga ber- 
tentangan dengan kepercayaan kaum musyrikin, sehingga akan 
dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja dan sinagog-sinagog 
serta masjid-masjid. Upaya kaum musyrik tersebut semata-mata 
ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran agama 
yang bertentangan dengan ideologi kemusyrikan”.” 

Pendapat ini jelas memposisikan agama-agama selain Is- 
lam dalam posisi yang juga harus mendapatkan penghormatan 
yang sama dari kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka 
dan simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus 
mendapatkan penghormatan. Ayat tersebut dengan jelas mene- 


426 Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia 


gaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehi- 
dupan bermasyarakat apabila di dalam masyarakat tersebut 
muncul kesadaran untuk saling menghormati keyakinan agama 
masing-masing. Dari sinilah Al-Qur'an melarang keras umat Is- 
lam untuk menghina atau merendahkan keyakinan dan simbol- 
simbol kesucian agama lain sebagaimana dinyatakan di dalam 
Surah al-An“am/6:108: 
IS Ae PAR AN AS al BYAK YANG aa Ka $; 
Ska > (IL > 2G? vr ES A 1 
KANG Vē res SS pasē KAY KÉS 
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 
batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat 
menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat 
kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa 
Jang telah mereka kerjakan. (al-An“am/6: 108) 


Menurut satu riwayat, Asbābun-Nuzūf ayat ini adalah ada- 
nya sebagian kecil orang-orang mukmin yang suka mengejek 
berhala-berhala tuhan kaum musyrikin. Mendengar hal ini me- 
reka pun secara emosional mengejek Allah subhanahu wa ta'ala, 
bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi Muhammad 
sallallahu ‘alaihi wa sallam dan orang-orang mukmin, mereka 
berkata, "Wahai Muhammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap 
mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhan- 
mu?.” Kemudian turunlah ayat di atas.” 

Kata tasubbu dalam ayat, terambil dari kata sabba yaitu 
ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, 
atau penisbatan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik 
hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.” Hal ini 
tidak berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang di- 
maksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan satu penda- 
pat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap 
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satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang 
dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. La- 
rangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, na- 
mun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasil- 
kan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam 
datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya di- 
tempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin 
terjadi adalah bahwa kebatilan dapat tampak di hadapan orang- 
orang awam sebagai pemenang. 

Dengan demikian, ayat ini secara tegas mengajarkan 
kepada kaum muslim untuk dapat memelihara kesucian agama- 
nya, dan guna menciptakan rasa aman, serta hubungan harmo- 
nis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing 
emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini meru- 
pakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat 
pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati peng- 
anutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan 
pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu 
dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi 
sangat sulit mengubah kepercayaannya walaupun bukti-bukti 
kekeliruan kepercayaan telah ada di hadapannya. 

Dalam menghadapi umat yang berbeda agama ini, Al- 
Quran mengizinkan kaum muslim untuk bekerjasama dengan 
pemeluk agama lain sepanjang mereka menghormati keyakinan 
umat Islam dan tidak melakukan pelanggaran HAM berat ter- 
hadap kaum muslim dengan mengusir dan memeranginya seba- 
gaimana dipaparkan pada Surah al-Mumtahanah/60: 8-9 yang 
berikut: 


Pan IEEE AES aras 


KANG ag ver Aa HA ADA EIRA 
KA UK Tas kada Sēnu 
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JAG 6 
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 
mengusir kamu dari kampung balamanmu. Sesungguhnya Allah mencin- 
tai orang-orang yang adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu 
menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu 
dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung balamanmu dan 
membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan 


mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (al- 
Mumtahanah/60: 8-9) 


Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah subhanahu 
wa ta'ala tidak melarang kaum muslim untuk bekerja sama 
dengan komunitas agama lain sepanjang mereka tidak memu- 
suhi, memerangi, dan mengusir kaum muslim dari negeri me- 
reka. 


D. Problematika Kebebasan Beragama Dalam Perspektif 
HAM 

Dalam prinsip HAM, kebebasan seseorang untuk ber- 
ganti agama dan kepercayaan dijamin secara mutlak (Pasal 18 
Deklarasi Universal tentang HAM). Prinsip ini bertentangan 
dengan konsep riddah, yakni keluar dari Islam atau pindah dari 
Islam ke agama lain. Seorang muslim meyakini bahwa keiman- 
an itu harus dipertahankan hingga mati dan menghadap Allah 
dengan membawa iman, menghindari kemungkinan iman men- 
jadi lemah dan longgar, apalagi sampai lepas dengan berganti 
agama. Oleh sebab itu, prinsip HAM tentang kebebasan ber- 
agama yang paling sulit diterima dalam pandangan kaum mus- 
lim adalah butir mengenai hak pindah agama dari Islam ke aga- 
ma lain. 

Berikut ini akan diuraikan pengertian madah, hukuman 
bagi orang yang melakukan riddah (murtad), dan pelaksanaan 
hukuman bagi pelaku riddah (murtad). 
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a. Pengertian Riddah 

Secara etimologis, kata riddah merupakan bentuk masdar 
dari irtidad yang berarti mundur, kembali ke belakang. Riddah 
(murtad) adalah: kembali dari sesuatu kepada yang lainnya (ar- 
Ruja‘ “an as)-Syai” ila gairihi). Sedangkan secara terminologi, 
Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan riddah (murtad) sebagai 
yang berikut: 


3 


PAI du PI ana III SI A 
D 


Keluar dari agama Islam menjadi kafir; baik dengan niat, maupun 
perbuatan yang membawa kekafiran, ataupun perkataan. 


Dengan demikian, orang murtad adalah orang yang 
keluar dari agama Islam kemudian bergabung ke dalam keka- 
firan, seperti keyakinan bahwa Allah tidak ada, kerasulan 
Muhammad tidak benar, menghalalkan sesuatu yang telah pasti 
keharamannya seperti menghalalkan khamar dan perzinaan, 
atau mengharamkan yang pasti kehalalannya seperti jual beli 
dan nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang telah 
disepakati seluruh umat Islam seperti salat lima waktu, atau 
memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang 
bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang 
Al-Quran ke tempat pembuangan sampah, menyembah berha- 
la, dan menyembah matahari.” 


b. Hukuman bagi Orang yang Murtad 

Para ulama sepakat menyatakan bahwa murtad merupa- 
kan tindak kejahatan yang dikategorikan dosa besar. Hal ini 
berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Surah al- 
Bagatah/2: 217 sebagai berikut: 
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Sis LI o AIL > SAE : A3 Z2 
¿ts á, pe a bapa aia era, 
PAT AA 


BA GULA II EN Ag GA 


Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati 
dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di 
akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 
(al-Bagarah/2:217) 


Dalam Al-Quran, istilah murtad ini disebut dengan dua 
ungkapan, yaitu ungkapan riddah seperti pada ayat di atas” 
dan ungkapan “kufur setelah iman” (a/-Kufr ba'dal-Iman), seperti 
firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 90 sebagai yang beri- 
kut: 


5 4 2” > (33 7A so, or BAG 25 „_ 
ira 55 KIS NN GA pas oa : 
: kust ua de 

Sala (ea AA A 9 

Sungguh, orang-orang kafir setelah beriman, kemudian bertambah 


kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya; dan mereka itulah orang- 
orang yang sesat. (Ali Imran/3:90) 


Mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang riddah di 
atas, semuanya hanya menyebut hukuman yang bersifat 
ukhrawi bagi pelaku riddah (murtad), dan tidak a satu ayat 
pun yang menyebutkan sanksi duniawi atasnya.” Apa yang 
disebutkan sebagai konsensus ulama tentang hukuman riddah 
yang bersifat duniawi, yaitu hukuman mati, hal itu berdasarkan 
atas hadis-hadis Nabi, misalnya sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa 
sallam yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari: 


(vs al ue Gd alay) A 45 ja. 226 


Siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia. (Riwayat 
al-Bukhari dari Ibnu “Abbas) 
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Berdasarkan hadis di atas dan yang lainnya, hampir men- 
jadi konsensus ulama bahwa hukuman pelaku apostasi (murtad) 
yang menolak kembali kepada Islam setelah diupayakan untuk 
bertobat adalah: (1) dihukum mati sebagai hukuman pokok 
(Ugibah Asliyyah), (2) dihukum fa'zir bagi mereka yang berto- 
bat, sebagai hukuman pengganti (“Uqbah Badaliyyah), dan (3) 
disita harta miliknya oleh negara bagi seorang yang murtad 
yang telah dieksekusi mati, sebagai hukuman tambahan (“Ugi- 
bah Tabi'iyyah) berupa penyitaan harta.” 

Meskipun demikian, ada juga pendapat lain dari pakar 
hukum Islam tentang hukuman pelaku iddah ini. Mahmud 
Syaltūt dan Muhammad Salim al-tAwwā” menyatakan bahwa 
orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada 
sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam 
surah al-Bagarah: 117 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan 
amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal di 
neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran itu sendiri tidak 
menyebabkan bolehnya seseorang dihukum mati, kecuali jika ia 
melakukan permusuhan atau makar terhadap Islam. Hal ini 


berdasarkan keumuman firman Allah yi 8 ss] V (tidak ada 


paksaan dalam agama)” Sementara hadis hukuman mati bagi 
sekelompok murtad di atas, menurut Muhammad Salim al- 
"Awwā', berlaku bagi orang-orang murtad yang melakukan 
makar terhadap pemerintah Islam sesuai dengan hadis Nabi 
Muhammad: 


a s 3 wé, a a SA A E 5 03 a 
NY) ali Ih MY Oh AGE awa CAS Ji Y 
BEA aa BAY šu aaa BNN LAN a 

(AN ae E dadi SA alga) BE 


Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan 
melainkan Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah kecuali 
karena salah satu dari tiga hal: pezina yang telah kawin, membunuh 
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Jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri 
dari jamaah. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abdillah) 


Kemurtadan yang dibarengi makar dengan cara memi- 
sahkan diri dari jamaah yang dapat merongrong keamanan ne- 
gara Islam.” Dalam konteks modern, kita bisa mengambil con- 
toh kasus murtadnya Salman Rusydi yang dapat dikenakan 
hukuman mati, karena selain murtad, ia juga melakukan makar 
dengan mempublikasikan karya-karyanya yang menghina Is- 
lam.” Dengan demikian, adalah wajar bila beberapa pakar hu- 
kum Islam mempertanyakan masalah hukuman add bagi pela- 
ku murtad an sich yang tidak disertai dengan makar. Muhammad 
Hasyim Kamali dan Muhammad Salim al-““Awwa mengemu- 
kakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana murtad 
(tanpa makar) tidak dinyatakan, maka sebenarnya sanksi atas 
perbuatan ini masuk dalam jenis ta gir, bukan hudiid.” 

Ringkasnya, pendapat para ulama tentang hukuman ter- 
hadap orang yang murtad, keluar dari keyakinan Islam, dapat 
dipaparkan sebagai berikut: (1) hukuman terhadap orang yang 
murtad tidak temasuk /udsid, hukuman yang ditetapkan jenis 
dan jumlahnya di dalam Al-Quran, karena Al-Quran sama 
sekali tidak menyebutkan jenis hukuman apa pun terhadap 
orang riddah, (2) hukuman terhadap pelaku riddah (murtad) 
adalah zair, dikembalikan kepada kebijaksanaan pemerintah 
Islam, yakni negara yang menerapkan syariat Islam, (3) hadis 
yang memerintahkan agar orang yang murtad dibunuh pelak- 
sanaannya bersyarat, yakni apabila perbuatan wadah itu diikuti 
dengan tindakan makar yang membahayakan keamanan negara 
Islam, dan (4) tidak ada hukuman apa pun terhadap orang- 
orang yang murtad di dunia, kecuali penekanan agar orang- 
orang yang murtad itu dibimbing untuk tobat dan kembali 
kepada keyakinan Islam yang benar. Argumentasi pandangan 
yang terakhir ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Mah- 
mud Syaltut dan Muhammad Salim al-“Awwa', bahwa orang 
murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi 
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duniawi atasnya. Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 117 Allah 
hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad 
dan sanksi akhirat, yaitu kekal di neraka. Alasan lainnya adalah 
kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya seseorang 
dihukum mati, kecuali jika ia melakukan permusuhan atau 
makar terhadap Islam. Hal ini berdasarkan keumuman firman 


Allah A (2 AKIK (tidak ada paksaan dalam agama) sebagaima- 


na telah diuraikan di atas.” 


c. Pelaksanaan Hukuman bagi Pelaku Riddah (Murtad) 

Di negara-negara Islam pelaksanaan hukuman bagi 
orang-orang muslim yang murtad sangat bervariasi sesuai 
dengan keragaman pendapat para ulama tentang hukuman bagi 
pelaku riddah tersebut di atas. Di negara yang penduduknya 
mayoritas muslim seperti Indonesia, yang bukan negara sekuler 
dan bukan negara agama: hukuman terhadap pelaku riddah, 
pindah agama dari Islam ke agama lain tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian umat Islam, 
baik secara perorangan maupun melalui organisasi kemasyara- 
katan Islam tidak dibenarkan melaksanakan hukuman bagi 
pelaku riddah, meskipun dalam bentuk zair. Sebab, sebagai- 
mana disebutkan di atas, pelaksanaan hukuman baik berupa 
budūd maupun fair merupakan wewenang pemerintah. Peme- 
rintah Indonesia tidak menetapkan hukuman apa pun terhadap 
orang yang murtad. Indonesia sejalan dengan pandangan 
Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Muhammad Salim al- 
‘Aww?’ yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang 
muslim yang murtad diserahkan kepada Allah, tidak ada 
hukuman duniawi atas diri mereka. Pemerintah Indonesia 
melalui Departemen Agama dan berbagai organisasi kemasya- 
rakatan (ormas) Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, 
Persis, Matla'tul Anwar, Persatuan Umat Islam (PUI); serta 
berbagai lembaga dakwah seperti Dewan Dakwah Islam Indo- 
nesia, Majelis Dakwah Islam, dan Majelis Ulama Indonesia 
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melakukan langkah-langkah kuratif dan preventif dalam mem- 
bina orang-orang muslim yang murtad. Pertama, secara kuratif 
mengajak dan merangkul orang-orang Islam yang murtad untuk 
bertobat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar, serta 
mengajak seluruh komponen umat muslim untuk memberikan 
bimbingan dan penyuluhan agama kepada mereka dengan 
memberikan pemahaman yang mendalam agar tumbuh pada 
diri mereka kesadaran beragama yang kuat, teguh dan mantap. 
Kedua, secara preventif berbagai ormas Islam bersama seluruh 
komponen umat Islam bertanggungjawab untuk lebih meng- 
optimalkan bimbingan, penyuluhan dan pelayanan agama ke- 
pada umat secara merata hingga menjangkau berbagai segmen 
dan strata sosial agar umat muslim di Indonesia meningkatkan 
pengetahuan, pengertian, dan pemahaman agamanya secara 
mendalam sehingga tidak ada lagi umat yang murtad. 

Berbeda dengan kebebasan beragama menurut prinsip 
HAM, kebebasan beragama menurut Al-Quran terutama di- 
tujukan kepada yang belum meyakini akidah Islam. Sementara 
itu, bagi orang-orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat 
syahadat, tidak ada kebebasan baginya untuk tidak menjalankan 
ajaran agamanya. Islam membimbing kaum muslim agar 
beragama dengan dukungan ilmu, pemahaman, dan pengertian 
yang benar. Masuk ke dalam Islam sesuatu yang mudah, keluar 
dari Islam sesuatu yang susah. Sebab sejatinya berislam ber- 
dasarkan kesadaran sesuai dengan fitrah yang diperkuat dengan 
ilmu dan logika, sehingga keislaman seorang muslim menjadi 
kokoh, tidak mudah goyah, serta jauh dari kemungkinan roboh 
dengan melakukan riddah. Islam tidak bisa menerima dan mem- 
benarkan prinsip HAM yang menyatakan bahwa kebebasan 
seseorang untuk berganti agama dan kepercayaan dijamin 
secara mutlak. (Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM). 
Islam itu agama yang ajarannya masuk akal, bisa diterima nalar 
dan logika; serta menjunjung nilai kemanusiaan. Pasti ada 
sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan mene- 
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lusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di 
hadapannya. Membiarkan seorang muslim murtad, berganti 
agama, dan menukar kepercayaannya merupakan tindakan 
kezaliman; karena membiarkan seseorang tidak menggunakan 
nalar dan nuraninya secara benar, padahal semua permasalahan 
dalam Islam bisa didialogkan dengan para ahlinya. 

Penerapan pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM 
harus dihadapkan dengan amanat konstitusi (Pasal 28 J ayat 2 
Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan bahwa kebe- 
basan untuk pindah agama itu harus sesuai dengan pertim- 
bangan moral dan nilai-nilai agama itu sendiri. Pasal 28 J ayat 2 
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Dalam menjalan- 
kan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai 
agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyara- 
kat demokratis.” 

Sementara itu, pemerintah di negara muslim yang sekuler 
tidak menetapkan hukuman apa pun terhadap orang-orang 
muslim yang murtad dan tidak pula memberikan bimbingan 
dan penyuluhan agama kepada mereka. Dalam filosofi negara 
sekuler soal agama dikembalikan kepada kebebasan setiap 
warga negara. Memeluk suatu agama atau berpindah dari agama 
yang satu ke agama lain sepenuhnya berada di dalam wilayah 
kebebasan dan pilihan individu. Negara tidak memiliki hak apa 
pun untuk memasuki dan mengintervensi wilayah kebebasan 
beragama yang menjadi milik setiap individu warga negara. Hal 
ini sejalan dengan prinsip HAM yang merupakan anak kandung 
kebudayaan Barat yang sekuler bahwa kebebasan seseorang 
untuk berganti agama dan kepercayaan dijamin secara mutlak 
oleh negara. (Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM). Di 
Indonesia sikap pemerintah dan masyarakat terhadap orang 
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Islam yang murtad tidak bisa seperti dalam negara dan 
masyarakat yang sekuler, karena Indonesia bukan negara 
sekuler meskipun bukan negara agama. 


E. Perspektif HAM tentang Penodaan Agama 

Agama memiliki dua dimensi, dimensi yang sakral dan 
suci serta dimensi yang profan. Kaum muslim selain harus 
menghormati kesucian Islam dan simbol-simbol yang menjadi 
syiar keagungan Islam, juga harus menghormati keyakinan 
agama lain serta nilai-nilai dan simbol-simbol yang disakralkan 
oleh penganutnya. Dalam realitas kehidupan yang majemuk, 
keyakinan agama selain Islam dan simbol-simbol yang disakral- 
kan oleh penganutnya harus mendapatkan penghormatan yang 
sama dari kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka dan 
simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus menda- 
patkan penghormatan. Satu sama lain di antara umat beragama 
tidak dibenarkan saling menodai dan menghancurkan. Penoda- 
an terhadap ajaran agama dan simbol-simbol agama bisa dilaku- 
kan oleh internal umat suatu agama, bisa juga dilakukan oleh 
eksternal umat agama lain, bahkan bisa juga dilakukan oleh 
orang yang tidak beragama atau tidak terikat oleh suatu agama. 

Penodaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol ke- 
sakralan suatu agama, tidak saja mengindikasikan tidak adanya 
toleransi dan kerukunan hidup beragama, tetapi juga merupa- 
kan pelanggaran HAM berat. Berikut ini kasus-kasus penodaan 
ajaran Islam dan simbol-simbol keagungan ajaran Islam atau 
syiar Islam, baik oleh internal maupun oleh eksternal umat 
Islam: 
1. Kasus Ahmadiyah 

Penganut Ahmadiyah mengaku dirinya orang Islam, 
tetapi keyakinannya melenceng dari ajaran Islam yang sebenar- 
nya. Mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yaitu 
Isa al-Masih dan Imam Mahdi. Hal ini bertentangan dengan 
akidah (keyakinan dasar) kaum muslim bahwa Nabi Muha- 
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mmad sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah nabi terakhir. Tidak ada 
nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam. “ Para 
penganut Ahmadiyah telah melakukan penodaan terhadap ajat- 
an Islam. 

Oleh sebab itu, umat Islam menolak keyakinan Ahmadi- 
yah sejak Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1924 atau 
1925. Penolakan umat Islam terhadap ajaran Ahmadiyah tidak 
hanya dalam bentuk keberatan, tetapi juga dalam bentuk 
perusakan bangunan rumah, masjid dan musala milik jamaah 
Ahmadiyah di berbagai daerah, antara lain di Sumatera Timur 
(1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa 
Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Riau, 
Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur, dan Jakarta (1990). 
Akhir-akhir ini penolakan tersebut muncul kembali di berbagai 
daerah, seperti Nusa Tenggara Barat (2002), Parung, Bogor 
(2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008). Semua 
penolakan ini hanya ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI), yang mengusung paham bahwa Mirza Ghulam 
Ahmad adalah Nabi.” 

Keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu “alaihi wa 
sallam adalah Nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi 
Muhammad sallallahu “alaihi wa sallam merupakan keyakinan 
final bagi umat Islam yang bersifat absolut sehingga tidak bisa 
ditawar-tawar lagi. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Nabi 
Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah penutup para nabi. 
Tidak ada nabi sesudah wafat Nabi Muhammad sallallahu “alaihi 
wa sallam. Ayat itu kis adalah sebagai berikut: 


C sa yang Lugu EA AAN, Va 


ai 


Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi 
dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. (al-Ahzab/33: 40) 
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Para mufasir sepakat, bahwa ungkapan khatamun-nabiyyin 


2 oh D 


Cll wb) pada ayat di atas berarti akhir atau pemuncak para 


nabi (akhirun-nabiyyin). Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa 

sallam ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini, sebagai nabi 

terakhir atau penutup. Dengan demikian, ayat ini menyatakan 
bahwa tidak ada nabi setalah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi 
wa sallam, yang berarti juga tidak ada rasul setelah kerasulan 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam, karena kedudukan 

kerasulan lebih khusus dibandingan dengan waga kenabian.” 

Keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu “alaihi wa sallam 

adalah penutup para nabi, bahwa sesudah beliau tidak akan 

pernah ada nabi dan rasul merupakan keyakinan dan akidah 
seluruh kaum muslim tanpa ada keraguan dan perselisihan 
pendapat sedikit pun di antara umat ini. Dengan demikian, 
keyakinan Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah 
nabi dengan menafsirkan ungkapan Ehdatamun-nabiyyin pada ayat 

di atas “cincin para nabi” sehingga Nabi Muhammad sallallahu 

alaihi wa sallam bukan pamungkas para nabi merupakan keya- 

kinan yang menyimpang, sesat dan batil. Keyakinan yang demi- 
kian menyimpang jauh dari keyakinan Islam. 

Penyimpangan inilah yang menjadi landasan Majelis Ula- 
ma Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah 
aliran sesat. MUI telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran 
sesat sejak 1980 lalu ditegaskan kembali pada fatwa MUI yang 
dikeluarkan tahun 2005. Dalam fatwa MUI Nomor 11/Munas 
VII/MUI/15/2005 tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H/29 Juli 
2005 dinyatakan: 

(1) Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas 
II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah 
berada di luar Islam, sesat, dan menyesatkan, serta orang 
Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). 

(2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah 
supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hag (ar- 
ruji" ilā ak-hagg), yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis. 
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(3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran 
paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan 
organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. 


Fatwa bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan 
menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah 
murtad (keluar dari Islam), tidak hanya dikeluarkan oleh Majelis 
Ulama Indonesia, tetapi juga merupakan fatwa para ulama 
Rabitah “Alam Islami (Ikatan Dunia Islam). Mereka mengeluar- 
kan seruan kepada dunia Islam sebagai berikut: 

(1) Seluruh organisasi-organisasi muslim di dunia harus tetap 
mewaspadai setiap kegiatan-kegiatan orang-orang Ahmadi- 
yah di masing-masing negara dan membatasi sekolah- 
sekolah dan panti-panti asuhan mereka. Selain itu, kepada 
seluruh organisasi-organisasi muslim di dunia, harus dapat 
menunjukkan kepada setiap muslim di seluruh dunia ten- 
tang gambaran asli orang Yadiani dan memberikan lapor- 
an/data tentang berbagai macam taktik mereka sehingga 
kaum muslim di seluruh dunia terlindung dari rencana- 
rencana mereka. 

(2) Mereka harus dianggap sebagai golongan non-muslim dan 
keluar dari Islam dan juga dilarang keras untuk memasuki 
Tanah Suci. 

(3) Tidak berurusan dengan orang-orang Ahmadiyah Qadiani, 
dan memutuskan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. 
Tidak melakukan pernikahan dengan mereka, serta mereka 
tidak diizinkan untuk dikubur di pemakaman muslim serta 
diperlakukan seperti layaknya orang-orang non-muslim 
yang lainnya. 

(4) Seluruh negara-negara muslim di dunia harus mengadakan 
pelarangan keras terhadap aktivitas para pengikut Mirza 
Ghulam Ahmad. Dan harus menganggap mereka sebagai 
minoritas non-muslim dan melarang mereka untuk jabatan 
yang sensitif dalam negara. 
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(5) Menyiarkan semua penyelewengan Ahmadiyah yang mere- 
ka lakukan terhadap Kitab Suci Al-Qur'an disertai inventa- 
risasi terjemahan-terjemahan Al-Qur'an yang dibuat oleh 
Ahmadiyah dan memperingatkan umat Islam mengenai 
karya-karya tulis mereka. 

(6) Semua golongan yang menyeleweng dari Islam diperlaku- 
kan sama seperti Ahmadiyah.” 


Sejalan dengan himbauan Rabitah “Alam Islami di atas, 
Parlemen Pakistan telah mendeklarasikan bahwa pengikut Ah- 
madiyah sebagai non-muslim. Pada tahun 1974, Pemerintah 
Pakistan merevisi konstitusinya tentang definisi muslim, yaitu 
"orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi 
wa sallam adalah nabi terakhir. Penganut Ahmadiyah, baik 
Qadian maupun Lahore, dibolehkan menjalankan kepercayaan- 
nya di Pakistan, namun harus mengaku sebagai agama tersendi- 
ri di luar Islam. Sementara itu, di Malaysia Ahmadiyah telah 
lama dilarang, sedangkan di Brunei Darussalam sebagaimana di 
Malaysia, status terlarang telah ditetapkan untuk Ahmadiyah. * 

Fatwa MUI yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah 
berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam 
yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam) dinilai oleh 
orang-orang yang tidak memahami Islam secara mendalam 
sebagai fatwa yang bertentangan dengan prinsip HAM. Ketika 
umat Islam menjadikan fatwa MUI tersebut sebagai dasar agar 
pemerintah membubarkan Ahmadiyah, kelompok pejuang 
HAM membela Ahmadiyah dan menanggapi usulan pembubar- 
an Ahmadiyah itu sebagai gagasan yang mengancam HAM di 
Indonesia. Padahal melihat persoalan Ahmadiyah tidak bisa 
semata-mata dari sudut perspektif HAM yang bersumber dari 
humanisme sekuler yang tercabut dari keyakinan agama. Dalam 
keyakinan Islam yang bersifat absolute (mutlak), Nabi Mu- 
hammad sallallahu 'alaihi wa sallam adalah penutup para nabi. 
Tidak ada nabi sesudah beliau. Keyakinan Ahmadiyah bahwa 
Mirza Ghulam Ahmad nabi merupakan tindakan yang menodai 
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keyakinan dasar (akidah) Islam. Ahmadiyah adalah kelompok 
yang menodai kesucian ajaran Islam. Mereka tidak berhak 
menyebut dirinya umat Islam, kecuali apabila keyakinan mereka 
sejalan dengan akidah Islam. Umat Islam berkewajiban untuk 
mengingatkan orang-orang Ahmadiyah bahwa keyakinan mere- 
ka tersebut keliru dan mengajak mereka untuk kembali kepada 
ajaran Islam yang benar dengan dialog, bukan dengan kekeras- 
an. Umat Islam tidak dibenarkan mengekspresikan penolakan 
mereka terhadap keyakinan Ahmadiyah dengan menyerang dan 
menghancurkan masjid, rumah, dan fasilitas pendidikan milik 
mereka sehingga warga Ahmadiyah menjadi korban tindakan 
kekerasan sebagian masyarakat. 

Mempertahankan eksistensi Ahmadiyah sebagai bagian 
umat Islam dengan alasan menjunjung tinggi prinsip HAM ten- 
tang kebebasan beragama tidak dapat dibenarkan. Sebab tin- 
dakan demikian berarti membiarkan penodaan terhadap keya- 
kinan Islam dan membela kelompok yang benar-benar meno- 
dai kesucian suatu agama. Pasal 28 J UUD 1945 hasil amande- 
men menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan per- 
timbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketet- 
tiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Sungguhpun 
demikian, tindakan sebagian masyarakat yang menyerang dan 
menghancurkan masjid, rumah, dan fasilitas pendidikan milik 
Ahmadiyah harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berla- 
ku, karena tindakan tersebut merupakan gangguan terhadap 
keamanan dan ketertiban umum. 


2. Kasus Karikatur yang Menghina Nabi Muhammad sallallahu 
alaihi wa sallam 
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Kontroversi mengenai karikatur Nabi Muhammad 
sallallahu alaihi wa sallam pertama dimulai setelah dua belas ka- 
rikatur Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, diterbitkan 
di surat kabar Jy//ands-Posten, 30 September 2005. Jyllands Posten 
adalah surat kabar terbesar di Denmark. Enam dari kedua belas 
karikatur tersebut diterbitkan ulang di surat kabar Mesir, H/- 
Fagr, pada 30 Oktober 2005 untuk mendampingi sebuah artikel 
yang mengkritik keras tindakan Posten, namun saat itu karikatur- 
karikatur ini belum mendapat perhatian yang besar di luar 
Denmark. Setelah Organisasi Konferensi Islam menyatakan pe- 
nentangannya pada Desember 2005, barulah kontroversi ini 
menghangat di dunia. Sebagian dari karikatur tersebut diterbit- 
kan di surat kabar Norwegia, Magazinet, pada tanggal 10 Januari 
2006. Koran Jerman, Die Welt, surat kabar Perancis France Soir 
dan banyak surat kabar lain di Eropa dan juga surat kabar di 
Selandia Baru dan Yordania. Di Indonesia, tercatat ada dua 
media massa menerbitkan karikatur-karikatur ini, masing- 
masing Tabloid Gloria (5 karikatur) dan Tabloid PETA. Pemim- 
pin redaksi Gloria kemudian meminta maaf dan menarik penet- 
bitannya, sedangkan pemimpin umum dan pemimpin redaksi 
PETA dijadikan tersangka. Peristiwa tersebut menyulut kema- 
rahan kaum muslim di seluruh dunia Islam. ” 

Jika dicermati secara seksama, munculnya karikatur- 
karikatur yang menghina Nabi Muhammad sallallahu “alaihi wa 
sallam tersebut merupakan anak kandung dari kebebasan ber- 
pendapat (freedom of speech) yang menjadi jiwa HAM. Harian 
Jyllands-Posten mengatakan, “penerbitan gambar-gambar ini 
ditujukan untuk menunjukkan bahwa kebebasan berbicara 
berlaku bagi siapa pun”. Mereka tidak menyadari, penerbitan 
karikatur-karikatur tersebut bagi kaum Muslim, bahkan bagi 
orang-orang yang bukan Muslim merupakan penghinaan ter- 
hadap Islam dan menunjukan Islamofobia di Denmark. Sebagai 
reaksi atas artikel itu, dua kartunis telah menerima ancaman 
pembunuhan sehingga mereka terpaksa bersembunyi. Menteri 
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luar negeri dari sebelas negara Islam mendesak Pemerintah 
Denmark untuk menindak surat kabar yang menerbitkan kari- 
katur di atas dan juga meminta maaf. Perdana Menteri 
Denmark, Anders Fogh Rasmussen berkata, "Pemerintah 
Denmark tidak akan meminta maaf karena pemerintah tidak 
mengontrol media atau surat kabar, itu adalah pelanggaran dari 
kebebasan berbicara," namun Rasmussen juga berkata bahwa ia 
"sangat menghormati penganut agama. Tentu saja saya tak akan 
pernah memilih untuk menggambarkan simbol keagamaan 
dengan cara tersebut." Sikap Perdana Menteri Denmark ini 
mencerminkan kebebasan berpendapat (freedom of speech) yang 
kebablasan sehingga pemerintah tidak dapat mengontrol dan 
mengendalikannya, meskipun di dalam kebebasan tersebut ada 
unsur penghinaan terhadap keyakinan suatu agama (Islam). 
Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab meminta 
agar PBB menjatuhkan sanksi internasional terhadap Denmark. 
Sementara itu, produk dari Denmark diboikot oleh konsumen 
di Arab Saudi, Kuwait dan negara Arab lain. Selain itu ada 
protes besar-besaran oleh kaum Muslim di Indonesia, Malaysia, 
Pakistan, negara Arab dan negara lain yang mempunyai popu- 
lasi Muslim. Kejadian ini mengundang tanggapan para pemim- 
pin dunia. Sekjen PBB, Kofi Annan, menyatakan keprihatinan- 
nya akan peristiwa ini dan berkata bahwa "kebebasan pers 
harus selalu diterapkan melalui penghormatan terhadap keya- 
kinan agama dan ajaran seluruh agama”. Sementara itu, Vatikan 
mengatakan, "kebebasan berekspresi tidak berarti bebas me- 
nyerang agama atau kepercayaan agama seseorang, pembuatan 
dan penyebarluasan kartun itu adalah sebuah tindakan provo- 
kasi yang sama sekali tidak bisa diterima. ”Di dalam hak atau 
kebebasan untuk menyatakan ekspresi dan pemikiran tidaklah 
mencakup kebebasan yang menyakiti para penganut agama," 
demikian pernyataan Vatikan. Selain itu, Vatikan juga menya- 
takan, "Serangan yang dilakukan oleh seorang atau sebuah 
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perusahaan media tidak seharusnya dilampiaskan terhadap 
lembaga publik atau negara yang terkait.”" 


3. Kasus-kasus Penodaan Agama yang lainnya. 

Di Indonesia berbagai kasus penodaan agama, terutama 
penodaan terhadap ajaran Islam terus bermunculan, antara lain: 
(1) Aliran Satrio Piningit Weteng Buwono yang dipimpin Agus 
Imam Solihin. Aliran ini telah menodai ajaran Islam. Dalam 
ajaran Satrio Piningit, Agus memerintahkan pengikutnya untuk 
tidak melakukan salat, puasa, dan zakat. Tidak hanya itu, Agus 
bahkan memerintahkan pengikutnya untuk melakukan seks 
bebas di antara pengikutnya. Menurut Eko, 25 tahun, mantan 
pengikut Agus, perintah-perintah itu dilakukan Agus setelah 
dirinya mengaku Imam Mahdi, sebelum akhirnya dia mengaku 
juga sebagai tuhan.” 

(2) Aliran Islam Sejati. Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, 
Banten muncul kelompok yang menamakan dirinya Aliran 
Islam Sejati yang dipimpin oleh Akhyari. Aliran ini mengajar- 
kan bahwa dalam Islam sebenarnya hanya ada tiga waktu salat, 
yakni Zuhur, Magrib, dan Subuh yang dilakukan tanpa meng- 
hadap kiblat dan tanpa harus berwudu. Salat hanya dilakukan 
dengan sujud ke sebelah Timur dan terus berputar sampai 
sebelah Utara. Bacaan salatnya pun berbeda dengan bacaan 
salat biasanya. Ajaran lainnya, mereka juga melarang melakukan 
salat Jum'at dan mengeluarkan zakat 25 persen serta berpuasa 
dengan keharusan makan sahur dilakukan pukul 24.00 WIB." 

(3) Aliran Al-Oiyadah al-Islamiyyah. Aliran ini dipimpin oleh 
Ahmad Moshaddeg. Ia mengaku dirinya al-Masih a-Mau id (pe- 
mimpin agama yang dijanjikan), sekaligus mengaku dirinya 
menjadi Rasulullah. Aliran ini mengajarkan Syahadat baru, yak- 
ni “Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu annaka al-Masih al- 
Mau'id Rasūl Allah”, (Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak 
ada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya 
engkau adalah pemimpin agama yang dijanjikan dan Rasul 
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utusan Allah). Dalam keyakinan Aliran Al-Qiyadah Al-Islami- 
yah umat yang tidak beriman kepada “al-Masih al-Mau'id” 
berarti kafir dan bukan muslim." 

(4). Aliran Salamullah. Aliran ini dipimpin oleh Lia Aminuddin 
yang terkenal dengan sebutan Lia Eden. Ia mengaku didatangi 
makhluk gaib yang kemudian mendampinginya serta memberi- 
kan ajaran dan tuntunan Agama Islam. Makhluk itu kemudian 
diketahui (mengaku) sebagai malaikat bernama Habib al-Huda 
(Sahabat yang Membawa Petunjuk).” Lia Aminuddin meyakini 
bahwa Habib al-Huda yang selalu mendampinginya itu adalah 
Malaikat Jibril. Misi yang dibawanya bertujuan untuk menyatu- 
kan agama-agama dan mewujudkan perdamaian dunia. Ia pun 
menyebut dirinya Bunda Maria, pemimpin Tahta Suci Kerajaan 
Tuhan.“ 


Dalam perspektif HAM yang sekuler dan tercabut dari 
nilai-nilai agama, apa yang dilakukan oleh Agus Imam Solihin, 
Akhyari, Ahmad Moshaddeq, dan Lia Aminuddin di atas, serta 
tokoh-tokoh lainnya yang melakukan penyimpangan dari ajaran 
dasar Islam tidak dipandang sebagai kasus-kasus penodaan 
agama, tetapi dipandangnya sebagai kebebasan berpendapat 
(freedom of speech) yang merupakan hak alamiah manusia yang 
dibawanya sejak lahir. Negara, dalam perspektif HAM yang 
sekuler, tidak berhak memasuki, mengatur, dan membatasi 
wilayah kebebasan individu; apalagi mengadili dan memvonis 
bersalah warga negara yang memiliki keyakinan yang berbeda 
dari agama formal. Sebuah perspektif HAM yang ditolak kaum 
muslim, karena sangat jelas bertentangan dengan pandangan 
umat Islam, bahkan pandangan seluruh umat beragama dan 
tokoh-tokoh dunia sebagaimana disebutkan di atas. 


F. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Agama dan 
Umat Beragama 

Kewajiban negara dalam melindungi agama dan umat 
beragama secara yuridis-formal tercantum di dalam Pasal 29 
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UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerde- 
kaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- 
masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan keper- 
cayaannya itu.” Landasan konstitusional tentang perlindungan 
agama dan umat beragama tersebut kemudian dijabarkan, 
termasuk masalah perlindungan agama dan pengamalan agama 
anak di bawah umur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: 
”Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 
berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas 
dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.” 

Selain itu dapat ditambahkan bahwa negara berkewajiban 
menyelenggarakan pendidikan nasional yang menanamkan 
moralitas agama dan akhlak mulia sebagaimana tercantum di 
dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut: 
”bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan Peme- 
rintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendi- 
dikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang- 
undang.” Sementara itu, UU Sisdiknas merumuskan pengertian 
pendidikan sebagai berikut: "Pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara.” 

Dari landasan konstitusional dan peraturan perundang- 
undangan di atas, tergambar dengan jelas bahwa secara yuridis- 
formal Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan 
jaminan dan perlindungan yang kokoh agar seluruh warga Ne- 
gara Indonesia memeluk agama dan mengamalkan agamanya 
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dengan baik dengan ”... meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia...” Negara tidak 
mengakui dan tidak memberikan hak hidup kepada warga 
negara yang tidak beragama. 


1. Sikap Pemerintah Dalam Menanggapi Kasus Ahmadiyah 
Dalam menanggapi kasus Ahmadiyah, pemerintah meng- 
ambil jalan tengah di antara membubarkan dan mempertahan- 
kan Ahmadiyah. Tuntutan pembubaran Ahmadiyah datang dari 
ormas-ormas Islam yang meyakini bahwa Ahmadiyah berada di 
luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang 
mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam) sejalan dengan 
keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang 
ditegaskan kembali melalui fatwa MUI tahun 2005. Sementara 
itu, tuntutan untuk membela dan mempertahankan keberadaan 
Ahmadiyah datang dari kelompok yang berpegang kepada 
prinsip HAM. Kelompok ini berpandangan bahwa pemerintah 
tidak berhak memasuki, mengatur, dan membatasi wilayah 
kebebasan individu; apalagi mengadili dan memberangus warga 
negara yang memiliki keyakinan yang berbeda dari keyakinan 
agama formal. Kelompok yang menamakan dirinya pejuang 
HAM ini berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki 
kewenangan apa pun untuk membubarkan Ahmadiyah. 
Sementara itu, Pemerintah Indonesia mendapat tujuh 
tawaran solusi dalam mengatasi permasalahan Ahmadiyah di 
Indonesia. Ketujuh solusi itu adalah sebagai berikut: 
1. Ahmadiyah dibubarkan oleh pemerintah; 
2. Ahmadiyah dibubarkan oleh pengadilan melalui proses 
pengadilan; 
3. Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam; 
4. Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus utama sebagai 
aliran dalam Islam; 
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5. Pemerintah memberi peringatan keras kepada Jemaat 


Ahmadiyah Indonesia agar menghentikan kegiatannya di 
seluruh wilayah RI. 

Ahmadiyah diajak musyawarah dengan pemerintah, MUI 
dan ormas Islam; 

Ahmadiyah tidak dibubarkan, tetapi harus menghentikan 
seluruh kegiatannya.” 


Pemerintah melalui Badan Koordinasi Pengawasan Alir- 


an Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) mengambil lang- 
kah-langkah strategis dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah. 


Pertama, memilih solusi yang ke-6, yakni bermusyawarah 


(berdialog) dengan Ahmadiyah. Kegiatan ini berlangsung di 
Departemen Agama pada 15 Januari 2008 yang menghasilkan 
12 butir pernyataan yang diikrarkan oleh Pengurus Besar 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai berikut: 


1. 


Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan 
mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana yang 
diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad sallallahu “alaihi 
wa sallam, yaitu: “Asyhadu alla ilaha illa Allahu wa asyhadu 
anna Muhammadarrasilullah”, artinya: “Aku bersaksi bahwa 
sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ber- 
saksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah: 
Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini 
bahwa Rasulullah adalah khatam an-nabiyyin (penutup para 
nabi), 

Di antara keyakinan kami bahwa Hadrat Mirza Ghulam 
Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita 
gembira, dan peringatan, serta pengemban mubasyarat, dan 
pendiri serta pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas 
memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh 
Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. 

Untuk memperjelas bahwa kata “Rasulullah” dalam 10 
syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota 
Jemaat Ahmadiyah yang dimaksud adalah Nabi Muham- 
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10. 


11. 


12. 


mad sallallahu “alaihi wa sallam, kami mencantumkan kata 
Muhammad di depan kata “Rasulullah”. 

Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa tidak ada 
wahyu syariat setalah Al-Qur'an al-Karim yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad sallallahu “alaihi wa sallam. 
Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad sallallahu 'alaibi wa 
sallam adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani. 
Buku Tadzkirat bukanlah kitab suci Jemaat Ahmadiyah, 
melainkan catatan pengalaman rohani Hadrat Mirza Ghu- 
lam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi 
nama Tadzkirat oleh pengikutnya pada tahun 1935, yaitu 27 
tahun setelah beliau wafat pada tahun 1908. 

Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak 
akan mengkafirkan orang Islam di luar Jemaat Ahmadiyah, 
baik dengan kata-kata maupun perbuatan. 

Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak 
akan pernah menyebut masjid yang kami bangun dengan 
Masjid Ahmadiyah. 

Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan 
dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk umat 
Islam dari golongan mana pun. 

Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim selalu me- 
lakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama 
dan mendaftarkan perkara perceraian serta perkara lainnya 
berkenaan dengan itu ke Kantor Pengadilan Agama sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan 
silaturahmi dan bekerja sama dengan seluruh kelompok- 
/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan 
sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa, dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat 


Ahmadiyah Indonesia mengharapkan warga Jemaat Ahmadiyah 
khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indone- 
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sia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah 

serta persatuan dan kesatuan bangsa.” 

Kedua, Bakor Pakem memberikan kesempatan kepada 
Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk melaksa- 
nakan 12 butir penjelasan tersebut dengan segala konsekuen- 
sinya secara konsisten dan bertanggung jawab, sambil terus 
memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan 12 
butir penjelasan PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut di 
seluruh wilayah Indonesia. Dengan catatan, apabila terdapat 
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan 12 butir penjelasan PB 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia, maka Bakor Pakem akan mem- 
pertimbangkan penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.” 

Ketiga, melakukan kegiatan monitor dan evaluasi (mon- 
ev). Dalam rapat Bakor Pakem 16 April 2008 terungkap bahwa: 
1. Hasil dari pemantauan Bakor Pakem selama 3 bulan, 

ternyata Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak melaksanakan 
12 butir penjelasan PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara 
konsisten dan bertanggung jawab. 

2. Bakor Pakem berpendapat bahwa JAI ternyata telah 
melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan menyim- 
pang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yang dianut di 
Indonesia sehingga mengganggu ketenteraman dan keter- 
tiban umum. 

3. Bakor Pakem merekomendasikan agar warga JAI diperin- 
tahkan dan diberi peringatan keras untuk menghentikan 
perbuatannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ber- 
sama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam 
Negeri sesuai dengan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965. 

4. Apabila perintah dan peringatan keras sebagaimana terse- 
but pada butir 3 di atas tidak diindahkan, maka Bakor Pa- 
kem merekomendasikan untuk membubarkan organisasi 
JAI dengan segala kegiatan dan ajarannya. 
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5. Bakor Pakem menghimbau kepada para pemuka/tokoh 
agama beserta organisasi kemasyarakatn Islam dan semua 
lapisan masyarakat agar menjaga ketertiban dan keamanan 
masyarakat dengan menghormati proses penyelesaian 
masalah JAI.” 


Berdasarkan rekomendasi Bakot Pakem di atas, maka 
pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri 
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 2008, Nomor Kep 033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 
Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, 
Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indo- 
nesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Dengan SKB ini, Peme- 
rintah tidak sedang mengintervensi keyakinan masyarakat. SKB 
ini adalah upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya perten- 
tangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham 
keagamaan yang menyimpang. Dalam pandangan pemerintah 
masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mempunyai dua 
sisi: Pertama, Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya perten- 
tangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keaman- 
an dan ketertiban masyarakat. Kedua, warga JAI adalah korban 
tindakan kekerasan sebagian masyarakat sehingga kedua sisi ini 
harus ditangani pemerintah.” 

Dalam melindungi agama dan umat beragama seperti 
menghadapi kasus Ahmadiyah, pejabat dan aparat negara pada 
tataran kebijakan, tidak bisa tinggal diam dan berlepas tangan 
terhadap kedua sisi masalah Ahmadiyah di atas. Tidak tegas 
dan lambat bertindak berakibat fatal dan menimbulkan konflik 
horisontal di antara kelompok yang menolak dan mendukung 
Ahmadiyah. Surat Keputusan Bersama ini memuat 7 butir 
sebagai berikut: 

1 Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga 
masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau 


452 Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia 


mengusahakan dukungan umum dalam melakukan penaf- 
siran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau 
melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai keagama- 
an dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok 
ajaran agama itu. 

2 Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, 
anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia sepanjang mengaku beragama Islam untuk 
menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu 
penyebaran paham yang mengaku adanya nabi dengan se- 
gala ajarannya setelah Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa 
sallam. 

3 Penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia yang tidak mengindahkan peringatan 
dan perintah sebagaimana dimaksudkan pada Diktum 
Kesatu dan Diktum Kedua dapat dikenai sanksi dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk orga- 
nisasi dan badan hukumnya. 

4 Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga ma- 
syarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat 
beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan 
bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau 
tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, 
dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

5 Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan 
dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu 
dan Diktum Keempat dapat dikenai sanksi dengan keten- 
tuan peraturan perundang-undangan. 

6  Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan da- 
lam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Ke- 
putusan Bersama ini. 

7 Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep 
033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 di atas 
menegaskan bahwa pemerintah memberi peringatan keras ke- 
pada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI 
(tawaran solusi ke-5), namun Ahmadiyah tidak dibubarkan, te- 
tapi harus menghentikan seluruh kegiatannya. Jika perintah dan 
peringatan keras yang menjadi substansi SKB ini tidak dipatuhi, 
maka Ahmadiyah akan dibubarkan oleh pemerintah atau dibu- 
barkan oleh pengadilan melalui proses pengadilan. (tawaran 
solusi 1 dan 2). 

Pemerintah tidak langsung membubarkan Ahmadiyah 
sebagaimana dituntut oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, 
tetapi juga tidak membiarkannya bebas berkiprah seperti ditun- 
tut oleh para pejuang HAM. Pemerintah mengambil jalan te- 
ngah dalam menghadapi Ahmadiyah dengan tahapan-tahapan 
yang strategis. Dimulai dengan melakukan dialog, kemudian 
menghentikan kegiatannya dengan menekankan pembinaan 
agar penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia menyadari penyimpangannya dan kem- 
bali kepada keyakinan Islam yang benar. Pemerintah baru akan 
mengambil sikap tegas untuk membubarkan Ahmadiyah de- 
ngan segala kegiatan dan ajarannya, jika langkah-langkah strate- 
gis yang sudah dilakukan ini tidak dipatuhi oleh warga Ahmadi- 
yah. 

Di sini yang diperlukan adalah konsistensi dan keseriusan 
pemerintah bersama ormas-ormas Islam dalam mengawasi, 
memonitor, dan mengevaluasi kiprah Ahmadiyah; dan benar- 
benar membubarkannya, jika terbukti peringatan keras yang 
menjadi substansi SKB ini tidak dipatuhi oleh warga Ah- 
madiyah. Konsistensi dan ketegasan pemerintah sangat diperlu- 
kan untuk menghindari konflik horisontal yang menyulut tin- 
dakan kekerasan sebagian masyarakat terhadap warga Ahmadi- 
yah. 
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2. Sikap Pemerintah Dalam Menanggapi Kasus Penodaan 
Agama 

Dalam menanggapi kasus-kasus penodaan agama di 
Indonesia seperti kasus yang dilakukan Aliran Satrio Piningit 
Weteng Buwono, Aliran Islam Sejati, Aliran Al-Qiyadah Al- 
Islamiyah, Aliran Salamullah dan lain-lain; Pemerintah Indo- 
nesia menempuh dua pendekatan yang cukup mendasar. 
Pertama, melalui jalur hukum dengan membawa kasus-kasus 
penodaan agama kepada pengadilan sehingga masalah penoda- 
an agama ini diselesaikan melalui proses pengadilan. Kedua, 
pendekatan humanistik-religius dengan memberikan pembina- 
an dan penyadaran agar para tokoh dan pengikut aliran yang 
menyimpang ini menyadari penyimpangannya dan tumbuh 
pada dirinya kesadaran untuk kembali kepada ajaran Islam yang 
benar. 

Melalui jalur hukum, para penegak hukum di Indonesia 
seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan para 
penasihat hukum seharusnya memiliki kesamaan persepsi da- 
lam memahami dan menggunakan Pasal 156a KUHP yang 
berbunyi: “Dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 tahun 
barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan pe- 
rasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat 
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang 
dianut di Indonesia”. Dengan memahami dan menggunakan 
pasal ini secara tepat dan konsisten, maka berbagai penodaan 
agama yang terjadi di Indonesia seperti Aliran Satrio Piningit 
Weteng Buwono, Aliran Islam Sejati, Aliran Al-Qiyadah Al- 
Islamiyah, Aliran Salamullah dan lain-lain dapat ditindak de- 
ngan tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi seluruh warga 
masyarakat. 

Selain ada kepastian hukum bagi pelaku penodaan agama, 
diperlukan juga tindakan kuratif dan preventif dengan mening- 
katkan pembinaan dan penyadaran agar para tokoh dan pengi- 
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kut aliran yang menyimpang ini menyadari kekeliruannya dan 
kembali kepada ajaran Islam yang benar. Wallahu a'lam bis- 
sawab. (| 
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